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BUPATI BUTON,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu
kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

bahwa Kabupaten Buton memerlukan Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan
Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1
Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN
Tahun 2025-2045;
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-
2045;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun
2023-2043;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Menetapkan :

dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

\0

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Kepala Daerah adalah Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua kommponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bersama.

Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistim
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelengggara Negara dan
masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
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Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah
dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang
secara konseptual analistis, realistis. Rasional dan
Komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan
program,

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan vyang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah /lembaga atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program Organisasi Perangkat Daerah adalah sekumpulan
rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Program Kewilayahan dan Wilayah adalah sekumpulan
rencana kerja terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah
mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau
kawasan.

Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari
capaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
{output) dalam bentuk barang jasa.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM
adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin akses
dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam
rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
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23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 selanjutnya disebut
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada
RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN RPJPD

Pasal 2

RPJPD adalah dokumen perencanaan yang harus bersinergis
dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang ada pada
level di atasnya atau berpedoman pada RPJP Provinsi.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah memberikan arah penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai
penjabaran aspirasi masyarakat Daerah guna meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4
(1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BabI :Pendahuluan
Bab 1l :Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab Ill : Permasalahan dan Isu Strategis
Bab IV : Visi dan Misi
Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
. Bab VI : Penutup

(2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

™ e o0 o
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Pasal 5

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan
daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun
terakhir diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah  (RKPD} untuk tahun pertama periode
Pemerintahan Bupati berikutnya.

RKPD yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan
Bupati berikutnya.

Pasal 6

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang memuat
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJP Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Ketentuan mengenai RPJMD atau dengan nama lain yang
telah ada dinyatakan masih tetap belaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan

RPJMD yang telah ada wajib disesuaikan dengan RPJPD
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkannya.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BUTON,
ttd.
LA HARUNA
Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,
ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 196

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 3/90/2024




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025-2045

BAB 1
PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang Kabupaten Buton dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Informasi yang
dipaparkan memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Buton dalam menyusun dokumen
RPJPD Tahun 2025-2045. Pada pendahuluan juga meninjau dasar perancangan RPJPD yang
terdiri atas dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Buton,
sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, serta
korespondensi dokumen RPJPD Kabupaten Buton dengan dokumen pendukung lainnya.

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Buton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Buton), jazirah tenggara Pulau
Sulawesi. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian selatan garis khatulistiwa,
membentang dari Utara ke Selatan di antara 4,960-6,250 lintang Selatan dan dari Barat ke
Timur di antara 122,670-123,340 bujur Timur. Administratif, Kabupaten Buton berbatasan
dengan Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara dan Laut Banda di sebelah Utara, Buton
Selatan dan Laut Banda di sebelah Selatan, Laut Banda di sebelah Timur, dan Kota Baubau
dan Selat Buton di sebelah Barat. Selain itu, Kabupaten Buton juga memiliki potensi alam
yang khas, salah satunya adalah potensi aspal Buton yang terkenal, yang menjadi sumber
daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi daerah tersebut.

Buton memperoleh status sebagai daerah kabupaten berdasarkan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Di Sulawesi Dengan
Ibukotanya Bau-Bau. Meskipun pemerintahan swapraja di Indonesia secara resmi berakhir
sejak tahun 1959, pelantikan Bupati Buton pertama baru terjadi pada tahun 1960, pasca
mangkatnya Sultan Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton terakhir. Hal ini menegaskan
keistimewaan Kesultanan Buton dibanding kesultanan dan daerah swapraja lainnya.

Wilayah Kabupaten Buton pada saat itu meliputi sebagian daratan pulau Buton dan
Muna, serta sejumlah pulau di sekitarnya, dengan luas total mencapai 54.000 km2. Sebelum
menjadi kabupaten, pemerintahannya berbentuk swapraja, merupakan peralihan dari sistem
kesultanan. Selama masa kekuasaan kesultanan, Buton pernah diperintah oleh 38 orang
Sultan, dimulai dari Sultan Murhum pada tahun 1537 hingga berakhir dengan Sultan La Ode
Muhammad Falihi pada tahun 1960. Bahkan, sebelum itu, Buton juga pernah menjadi daerah
kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Wakaaka pada tahun 1358.

Sejak tahun 1960 hingga 2018, Kabupaten Buton telah dipimpin oleh sembilan orang
Bupati yang berbeda. Dari La Ode Abd Halim hingga Drs. La Bakry, M.Si, para pemimpin ini
telah mengemban amanah untuk memimpin dan mengelola Kabupaten Buton sesuai dengan
tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula dengan pergantian kepemimpinan di
kalangan parlemen Kabupaten Buton, yang telah mengalami pasang surut seiring berjalannya
waktu, menandai dinamika politik dan pemerintahan di daerah tersebut.
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Secara administrasi daerah diperlukan adanya perencanaan pembagunan daerah.
Dokumen mengenai kabupaten ini harus mengikuti aturan pembuatan yang berlaku secara
nasional maupun provinsi, termasuk norma-norma administratif dan ketentuan hukum yang
berlaku. Kebijakan pemerintahan daerah, program pembangunan, serta pencapaian yang telah
dicapai juga menjadi bagian penting dalam suatu dokumen. Dengan mematuhi aturan
pembuatan dokumen, informasi yang disajikan dapat menjadi referensi yang akurat dan
lengkap mengenai Kabupaten Buton. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan
ini memiliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara baik di
tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJPD Kabupaten Buton disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor
06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2005-2025 yang akan memasuki periode baru melalui dokumen RPJPD Kabupaten
Buton Tahun 2025-2045. Rencana penyusunan dokumen ini sesuai dengan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Penyusunan dokumen RPJPD ini bertujuan untuk
menghadirkan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan
daerah 20 tahun mendatang. Dokumen ini pada intinya memuat arah kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka
panjang dua puluh tahun harus disusun dengan mempedomani dan memperhatikan RPJPN
dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perumusan dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 juga mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, dimana tujuan dari pedoman
penyusunan RPJPD ini adalah tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat
berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang
nasional serta dapat memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan
karakteristik, inovasi, dan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Disusun melalui pendekatan proses, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif,
politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), dan pendekatan substansi, yaitu :
pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan teknokratik dilakukan agar penyusunan dokumen RPJPD tetap
mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa
menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan partisipatif
merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (satakeholder
dalam proses penyusunan RPJPD. Pergeseran pemahaman bahwa masarakat bukan sekedar
obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam
proses penyusunan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan
wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai asas-asas
umum pemerintah yang baik (good governance). Pendekatan politis berkaitan dengan proses
penyusunan RPJPD melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dalam tahap
penyusunan rancangan awal maupun pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD. Selain itu RPJPD nantinya akan menjadi pedoman Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur merumuskan visi dan misinya
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sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih, kemudian dituangkan dan dijabarkan
dalam RPJMD. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam proses
penyusunan RPJPD, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam forum perencanaan
yang dilaksanakan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya.

Selain menggunakan pendekatan di atas dalam penyusunan RPJPD, pendekatan
substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan. Pendekatan holistik-tematik
dalam RPJPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan
dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas
dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial merupakan

pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam
perencanaan.

Sebagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan
tahunan, penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar,

tahapan penyusunan RPJPD dilakukan dengan mengacu Inmendagri tersebut, sebagai
berikut :

1. Persiapan Penyusunan

Meliputi : Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun,
penyiapan data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya, penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah lainnya, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses
penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.

Merupakan proses penyusunan : analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis trend
demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, analisis permasalahan
pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya,
analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, visi dan misi daerah, dan arah
kebijakan dan sasaran pokok daerah. Perumusan tersebut mempedomani RPJPN, RPJPD
Propinsi, RTRW Kabupaten dan memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD.

3. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

Merupakan proses untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis,
arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD, yang dilakukan oleh
Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Propinsi. Mekanisme konsultasi
rancangan awal RPJPD dilakukan dengan melakukan penyelarasan RPJPD dengan
RPJPN dan RPJPD Propinsi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Propinsi. Masukan hasil konsultasi disampaikan kepada Bupati dalam bentuk
surat Gubernur.
4. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJPD oleh Tim Penyusunan RPJPD
menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan
Konsultasi Rancangan Awal RPJPD.

5. Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat,
pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga
swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia,
anak dan lainnya. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam Berita Acara
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Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang
menghadiri Musrenbang.
6. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

Merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi
Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD
Tahun 2025-2045.

7. Reviu APIP Terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

Dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil
reviu menjadi bahan penempurnaan dokumen Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-
2045.

8. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Kepada DPRD

Merupakan proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-
2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
DPRD dengan Bupati.

9. Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Merupakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun

2025-2045 oleh DPRD sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Bupati.
10. Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan
RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Tahun 2025-2045, serta kesesuaian
dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Evaluasi dilakukan oleh Gubernur melalui Badan Perencaanaan
Pembangunan Daerah Propinsi bersama Perangkat Daerah Propinsi.
11. Penetapan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045
Bupati menetapkan Peraturan Dacrah tentang RPJPD Tahun 2025-2045, setelah
menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun
2025-2045.
Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Buton juga
perlu memperhatikan beberapa hal, yakni :
1. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses penyusunan Dokumen RPJPD.
Masyarakat Kabupaten Buton dilibatkan dalam proses perencanaan pembentukan RPJPD
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang yang
diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton. Keterlibatan masyarakat setempat bertujuan
untuk memudahkan Pemda Kabupaten Buton agar lebih memahami secara mendalam terkait
kebutuhan, aspirasi, dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Buton. Hal tersebut
mencerminkan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Buton memuat kepentingan dan harapan
dari Masyarakat Buton.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen RPJPD mampu menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan dengan
berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Pengadopsian prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang
dilaksanakan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan

generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas
hidup, dan aspek keadilan sosial.

3. Penanggulangan Kemiskinan

RPJPD dapat mengarahkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk
mengurangi tingkat kemiskinan di Buton. Melalui penetapan prioritas pembangunan vang
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berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, RPJPD dapat membantu
mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buton.
4. Peningkatan Akses Layanan Dasar

Dokumen RPJPD perlu mencakup strategi untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Melalui upaya
dan strategi yang dilangsungkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh.

5. Penciptaan Lapangan Kerja

Dokumen RPJPD dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lapangan
pekerjaan bagi Buton melalui program-program pembangunan yang dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut memiliki dampak progresif terhadap pengurangan
tingkat pengangguran sekaligus juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen RPJPD perlu mencakup langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat
setempat. Perealisasian hal tersebut melalui pemberian pelatihan, dukungan untuk
pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan perempuan.

7. Keadilan Sosial dan Kesetaraan

Dokumen RPJPD mampu memainkan peranan dalam menciptakan masyarakat yang
lebih adil dan setara di Kabupaten Buton. Hal ini dapat direalisasikan melalui perumusan
program-program yang memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan.
Dengan demikian, dokumen RPJPD dapat membantu mencapai tujuan yakni terciptanya
kesetaraan sosial.

Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun
harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD
Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 serta mempedomani dan memperhatikan RPJPN dan
RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat mewujudkan
akselerasi pembangunan daerah melalui upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sehingga perumusan visi, misi, arah
kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Buton dalam dua puluh tahun ke depan dapat
diwujudkan dalam bentuk dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Buton Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16,

17.

18.

19‘

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6987)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun
2017);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

71. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan
RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

99 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;

23, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Buton Tahun 2023-2043.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi
dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan
dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis
dan tepadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa
dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah
sekitar. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen
perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD, kemudian
RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh
Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Buton dan RPJPN

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalam RPJPN
tertuang visi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan nasional. RPJPD perlu mempedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan
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sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Buton. Dari sisi prioritas
pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi
pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Buton Tahun 2025-2045 perlu
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045
melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Buton dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara

RPJPD Kabupaten Buton perlu mempedomani RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas
pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi
Sulawesi Tenggara demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk
memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Buton terhadap pencapaian sasaran
pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan nasional sebagaimana
tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Buton

Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton harus memperhatikan RTRW Kabupaten Buton.
Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buton dalam
RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah
sebagai pedoman dalam memperhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah
berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan
yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap
suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan
kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS Kabupaten Buton

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 adalah untuk
menghadirkan arahan dan acuan bagi stakeholders serta Pemerintah Daerah Kabupaten
Buton dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi
dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya
yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif
dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)] dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Buton selama periode 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilukada;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
daerah jangka Panjang antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Provinsi Sulawesi
Tenggara dan Pemerintah Pusat;

c. Merumuskan capaian kinerja pembangunan;

d. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan;
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e. Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
f. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani
dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati setiap 5 tahun.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 disusun
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dengan sistematika
sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen
RPJPD Kabupaten Buton.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Buton sebagai salah
satu pertimbangan perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek
daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta mencantumkan

tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan
pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya
yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan
strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan
masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai
oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen
atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama
periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan
dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan
menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan
pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang
membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran
Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan Indikator

Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang
mencerminkan keotonomian daerah.

Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan pengendalian
dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya
melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari
upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan rumusan dari visi, misi
dan arah kebijakan daerah untuk pembangunan 20 tahun ke depan dimana berbagai
kebijakan yang akan dirumuskan dalam dokumen ini memiliki hierarki tertinggi sebagai
acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal
tersebut menjadikan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini harus memiliki
relevansi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan hingga mewujudkan harapan
masyarakat di akhir tahun pembangunan yakni tahun 2045. Oleh karena itu, perlu adanya
analisis mendalam terkait penyusunan kebijakan pembangunan tersebut agar mampu
memberi daya ungkit bagi setiap periode pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat
Kabupaten Buton melalui potret pembangunan dari gambaran umum kondisi Kabupaten
Buton.

Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Buton menyajikan kondisi capaian
pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun tetap komprehensif dengan tahun
analisis disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah
diselesaikan. Gambaran umum tersebut nantinya akan menjadi pedoman awal penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD} Buton tahun 2025-2045. Susunan
gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui pemetaan secara objektif tentang kondisi
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya
saing daerah, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana
prasarana selama periode pembangunan jangka panjang, serta potensi pengembangan wilayah.
Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal
sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan di Kabupaten Buton.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memiliki keterkaitan yang kuat dalam penyusunan
dokumen perencanan. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara
demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Keduanya penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
Kabupaten Buton.

2.1.1 Geografi
Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta
gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960°-5,690° Lintang
Selatan dan 122,670°-123,340° Bujur Timur. Secara luas, wilayah Kabupaten Buton
mengalami peningkatan memiliki luas wilayah daratan +1.648,04 Km* atau + 168.443 hektar,
Apabila ditinjau berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Buton memiliki batas-batas
wilayah sebagai berikut :
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Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara dan Laut Banda
Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda

Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Selat Buton

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan dan Laut Banda

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Buton

Sumber : Kompilasi Peta Tematik Indonesia, Peta Administrasi Kabupaten Buton

Kabupaten Buton terdiri dari 7 Kecamatan dan 95 desa/kelurahan serta memiliki 11
pulau. Kecamatan Kapontori merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten,
sedangkan Kecamatan Pasarwajo adalah Kecamatan dengan jarak terdekat dari Ibukota
Kabupaten. Berikut merupakan rincian luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buton.

Tabel 2.1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di

Kabupaten Buton Tahun 2023 =
No Kecamatan Ibhukota Kecamatan Luas (Km?) Jumilah Pulau

1 | Lasalimu Kamaru 319,65 5
2 Lasalimu Selatan Ambuau 147,01 1
3 Siontapina Matanauwe 248,81 -
4 | Pasarwajo Pasarwajo 300,97 -
5 | Wolowa Wolowa 94,55 -
6 | Wabula Wabula 65,27 -
7 | Kapontori Mataumpana 471,77 5

Buton 1.648,04 11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2024

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo yang memiliki
22 wilayah desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah
Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula dimana masing-masing memiliki 7 desa. Jika
dilihat dari luasan wilayahnya, dari 1.648,04 Km? total luas wilayah Kabupaten Buton wilayah
kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapontori dengan luas wilayah 471,77 Km? atau setara
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dengan 28,63% dari luas Kabupaten Buton dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan
Wabula dengan luas wilayah 65,27 Km’ atau setara dengan 3,96% dari luas wilayah
Kabupaten Buton.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2023

Persentase Jumlah
= terhadap Jumlah Desa
No Kecamatan Luas (Km?) Lias Keohrahan

Kabupaten
1 Lasalimu 319,65 19,40 1 14
2 Lasalimu Selatan 147,01 8,92 - 16
3 | Siontapina 248,81 15,10 - 11
4 Pasarwajo 300,97 18,26 g 13
5 | Wolowa 94,55 5,74 - 7
6 Wabula 65,27 3,96 - 7
7 | Kapontori 471,77 28,63 2 15

Buton 1.648,04 100 12 83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton (%)

Kapontori, Lasalimu, 19.4

2863 48

Lasalimu
Selatan, 8.92

Pasarwajo
1B.26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.2 Kondisi Topografi
Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan
yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit
tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan.
Permukaan tanah pegunungan relatifl rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha
yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl),
kemiringan tanah mencapai 40°.

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Buton merupakan wilayah bercirikan iklim tropis basah, karena Kabupaten
Buton memiliki curah hujan yang sedang (1.164,1 mm/th), kelembaban udara yang tinggi (7 1-
87%), temperatur (suhu) tahunan di atas 22,4°C dan dapat mencapai 34,5°C pada musim
kemarau. Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit
hujan dan banyak hujan. Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Buton
merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di
wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh
masyarakat Kabupaten Buton. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan
pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga
kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya
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kesuburan tanah, terjaganya kelestarian hutan dan dapat berfungsinya sarana transportasi
air bagi mobilisasi manusia dan barang.

2.1.1.4 Geologi

Daerah Buton disusun oleh kelompok batuan Mesozoikum berumur Trias hingga Kapur
Atas bahkan hingga Paleosen dan kelompok batuan Kenozoikum berumurTersier dan Kuarter.
Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan
Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kemudian
menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Fomasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan
Formasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir-Plistosen
(Gambar2.2). Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di
Pulau Buton Sumber aspal yang terdapat didalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari
Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat.

Peristiwa tektonik yang terjadi pada Anjungan Tukang besi-Buton menyebabkan
terjadinya struktur lipatan yang terdiri dari antiklin da nsinklin, serta struktur sesar yang
terdiri dari sesarnaik, sesarnormal dan sesargeser mendatar. Umumnya struktur berarah
Timur Laut-Barat Daya di Buton Selatan, kemudian berarah Utara- Selatan di Buton Tengah,
dan Utara-Barat laut hingga Selatan-Tenggara di Buton Utara. Peristiwa tektonik yang terjadi
berulang-ulang menyebabkan batuan-batuan yang berumur lebih tua mengalami beberapa
kali aktifitas struktur, sehingga batuan tua umumnya ditemukan dengan kemiringan lapisan
yang relatif tajam.

Tektonik yang terjadi di daerah Buton dimulai sejak pra-Eosen, dimana pola
tektoniknya sukar ditentukan disebabkan oleh seluruh batuannya telah mengalami beberapa
kali perlipatan dan pensesaran. Gerak tektonik utama yang membentuk pola struktur hingga
sekarang diperkirakan terjadi pada Eosen-Oligosen yang membentuk struktur imbrikasi
berarah Timur laut-Barat Daya. Tektonik ini menyebabkan terjadinya sesar mendatar antara
Buton Utara dan Buton Tengah sepanjang Bubu-Matewe yang diperkirakan berhubungan
dengan sesar mendatar Palu-Koro. Kegiatan tektonik berikutnya terjadi antara Pliosen-
Plistosen yang mengakibatkan terlipatnya batuan pra-Pliosen. Kegiatan tektonik terakhir
terjadi sejak Plistosen dan masih berlangsung hingga saat ini. Tektonik ini mengakibatkan
terangkatnya P. Buton dan P. Muna secara perlahan.

Secara litologi Kabupaten Buton cukup bervariasi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan
antara Pulau Buton, Pulau Muna dan Pulau Kabaena yang secara geografi mempunyai jarak
yang relatif dekat satu dengan lainnya, namun memperlihatkan kondisi geologi yang sangat
berbeda. Pulau Kabaena tersusun oleh batuan periodotit, sekis, batu gamping, rijang dan
lempung merah dengan struktur geologi yang sangat rumit. Pulau Buton disusun oleh batuan
klastika gunung api bersifatan desit, berumur Trias yang tertindih oleh batuan serpih, napal,
lanau dan batu pasir berumur Jura yang kaya moluska dan tidak diketemukan di
daratanSulawesi. Batuan lainnya yang lebih muda terdiri dari molasa berumur Miosen serta
batu gamping terumbu yang berumur Kuarter. Pulau Muna diapit oleh Pulau Kabaena dan
Pulau Buton tersusun oleh batu gamping terumbu dengan gerakan naik yang dapat diamati
dari adanya undak-undak pesisir pantai yang sangat baik. Perbedaan kondisi geologi seperti
ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Pulau Buton bukan merupakan bagian dari
Sulawesi Timur daratan (Sumantri dkk, 1986).

2.1.1.5 Lingkungan Hidup

Kondisi Lingkungan hidup suatu daerah pada dasarnya mengacu pada Jasa lingkungan
hidup yaitu pada manfaat ekosistem dan lingkungan yang diberikan kepada manusia dan
makhluk hidup lainnya. Jasa-jasa ini melibatkan kontribusi positif yang diberikan oleh
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ekosistem terhadap keberlanjutan kehidupan di suatu daerah. Beberapa komponen jasa

lingkungan hidup :

1. Pemberdayaan Pangan
Ekosistem yang sehat menyediakan layanan terkait pangan, sehingga wilayah-wilayah
Kabupaten Buton yang memiliki jasa lingkungan penyediaan pangan perlu dikonservasi.
Saat ini, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Siotapina dan Kecamatan
Lasalimu Selatan merupakan penyedia jasa lingkungan Penyediaan Pangan tertinggi di
Kabupaten Buton dengan total luas mencapai 2,1% dari total luas wilayah.

Gambar 2.3, Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Buton

rd

Sumber : KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

2. Penyediaan Air Bersih
Hutan dan daerah resapan air berperan dalam menyimpan dan menyaring air, memberikan
sumber air bersih bagi manusia, hewan, dan tanaman. Pohon-pohon hutan juga dapat
mempengaruhi pola hujan dan menjaga keberlanjutan siklus hidrologi.
Saat ini Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu, Kapontori, Lasalimu Selatan dan Kecamatan
Wolowa merupakan penyedia jasa lingkungan penyedia air dengan klasifikasi tinggi di
Kabupaten Buton dengan grand total luas area sebesar 0,04% dari total luas wilayah.
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Gambar 2.4. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Buton

I

3. Regulasi [klim

Sumber : KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Ekosistem seperti hutan dan lautan memiliki peran dalam mengatur iklim global. Pohon,
terutama, menyerap karbondioksida (CO2) dari udara, membantu mengurangi efek rumah
kaca, dan memoderasi suhu global.
Saat ini wilayah-wilayah di Kabupaten Buton yang memiliki jasa penyediaan regulasi iklim
terbesar berada di Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, dengan
grand total 5,67% dari total luas wilayah Kabupaten Buton.

Gambar 2.5

. Peta Regulasi Iklim Kabupaten Buton

Sumber : KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Ditinjau dari permasalahan lingkungan yang ada, maka problematika terkait dengan
luasan wilayah penyedia jasa lingkungan penyedia air sangat rendah. Dari data yang ada,
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kondisi wilayah dengan kualitas penyedia jasa lingkungan penyedia air yang tinggi hanya
berkisar 0,04% dari total luas wilayah.

Tabel 2.3.

Capaian Indikator Lingkungan Kabupaten Buton

Capaian 2023 (Rumus Lama)

=
e ]

|-
Aot L

Sumber : Kemmtenan Lingkungan Hidup da:n Kehutanan Tahun 2023

Capaian 2023
et el R e

LLLLLL

(Konversi Rumus Baru)

e ) D

e Ao -
i Y A

Berdasarkan data yang ada, terdapat peningkatan signifikan pada indikator
kualitas lingkungan Kabupaten Buton antara rumus lama dan rumus baru. Pada rumus
lama, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat sebesar 77,03, sedangkan pada
rumus baru meningkat menjadi 83,45. Begitu pula dengan Indeks Kualitas Udara (IKU),
yang sebelumnya berada di angka 94,73, kini meningkat menjadi 87,11. Indeks Kualitas
Air (IKA) juga mengalami peningkatan dari 55 menjadi 77,65, menunjukkan adanya
upaya dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Indeks Kualitas Laut (IKL)
yang sebelumnya 82,13, kini mencapai 86,64, menandakan adanya perbaikan dalam
menjaga ekosistem laut dan pesisir Buton. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan
adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buton, meskipun
masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan untuk masa depan

yang lebih berkelanjutan.

2.1.1.6 Kebencanaan

Pembangunan berwawasan kebencanaan adalah suatu pendekatan dalam proses
pembangunan yang memperhitungkan potensi risiko bencana sebagai bagian integral dari
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk
mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dan aset, serta meningkatkan ketahanan

terhadap dampak bencana.

Adapun salah satu indikator penting yang dapat melihat kondisi bencana suatu wilayah
adalah Indeks Risiko Bencana dimana Kabupaten Buton pada tahun 2023 memiliki capaian
sebesar 150,30. Capaian ini tergolong tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih dari
pemerintah daerah dalam hal ketahanan bencana maupun tanggap bencana.

Gambar 2.6. Indeks Risiko Bencana
Kabupaten ButonTahun 2019-2023

e —— e e e ——————— e

Sumber : BPBD Kabupaten Buton Tahun 2023

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 | II-7



2.1.1.6.1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Potensi gerakan tanah yang umum dikenal sebagai longsor di daerah ini muncul oleh
karena beberapa faktor, antara lain:

e Batuan pembentuk lereng berupa klastika kasar yang terutama terdiri dari breksi,
konglomerat. Batuan yang telah lapuk menjadi lempung pasiran hingga pasir lempungan,
berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous, dengan ketebalan 3-4 m dan di
bagian bawahnya dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah.

e Adanya pemotongan hampir tegak pada tebing jalan, tanpa adanya terastering, sehingga
menyebabkan tingginya gaya dorong tanah untuk bergerak mencari keseimbangan baru.

e Adanya bidang lemah yaitu kontak antara tanah yang melapuk dengan batuan dasar yang
berupa bidang luncur. Hasil analisis peta menunjukkan wilayah berpotensi longsor di
Kabupaten Buton dibagi kedalam empat kelas, yakni (1) wilayah bahaya longsor I atau
sangat tinggi, (2) wilayah bahaya longsor II atau tinggi, (3) wialayah bahaya longsor III
atau sedang, dan (4) wilayah dengan potensi longsor rendah.

Wilayah potensi longsor kategori 2 di Kabupaten Buton relatif kecil yaitu di bagian
tengah pulau, sedangkan wilayah zona 3 (sedang) merupakan wilayah paling sedikit,
sepanjang patahan yang membatasi antara landform perbukitan di bagian tengah dengan
dataran di sepanjang pesisir. Berdasarkan peta tersebut maka umumnya wilayah Kabupaten
Buton berada dalam zona relative aman dari segi tanah longsor, meskipun daerah-daerah
dengan kemiringan di atas 45% tetap memiliki resiko longsor. Kemiringan yang besar
merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya gerakan tanah/batuan. Wilayah ini
dijumpai di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Wakaokili Kecamatan
Pasarwajo, dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori.

2.1.1.6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir

Banjir bukan merupakan masalah serius di Kabupaten Buton, namun perlu diwaspadai,
sejalan dengan semakin berkurangnya tutupan lahan bagian hulu DAS. Kejadian banjir
ditentukan oleh:
s« Morfologi dan Geologi DAS
+ Kondisi tutupan lahan DAS
¢ Resapan (Lokal)
e Intensitas Curah Hujan

Kawasan berpotensi banjir di Kabupaten Buton terdapat di Desa Ambuau Indah
Kecamatan Lasalimu Selatan, Kinapani Makmur dan Desa Mataompana di Kecamatan
Kapontori.

Sedangkan kawasan rawan gelombang pasang terutama disepanjang pesisir terdapat di
Desa Banabungi, Kel. Wasaga, Kancinaa, Kel. Kahulungaya Kecamatan Pasarwajo; Desa
Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina, Desa
Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Holimombo di Kecamatan Wabula. lain itu terdapat pula
dataran yang berpotensi banjir seperti daerah dataran Kapontori, dan dataran Kecamatan
Lasalimu.

2.1.1.7 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan pembangunan
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perlu memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Dengan kata lain
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi inti dari dari kegiatan KLHS atau
lebih jauh lagi menjadi core business dari Kelembagaan lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan
hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya
kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan
atau aktivitas manusia dan mahluk hidup lainnya.

Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung
lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan
sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Beberapa metode telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan
suatu wilayah. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode penentuan daya
dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi,
kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Selain itu penilaian daya
dukung lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah
manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara
bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam
manfaat yaitu :

1. Manfaat penyediaan (provisioning}, produksi pangan dan air;

2. Manfaat pengaturan (regulating), pengendalian iklim dan penyakit;

3. Manfaat pendukung (supporting), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan;

4. Manfaat budaya (cultural), spiritual dan rekreasional.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan
mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai
jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari
sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan {services).
Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan
lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan,
produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa
ekosistem)} berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan,
kesejukan, dan lain sebagainya.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat
memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran
nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan
arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan
suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga
menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang
dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan
kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif
dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada
akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga
aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan. Kajian daya dukung
Kabupaten Buton akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem.
Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten
Buton, sedangkan untuk jasa ekosistem ditentukan melatui penetapan status ketersediaan air
dan pangan di wilayah Kabupaten Buton dengan pendekatan jasa ekosistem.
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A. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian atas kemampuan lahan untuk penggunaan
tertentu yang dinilai dari masing-masing faktor penghambat. Kemampuan lahan mencakup
sejauh mana lahan dapat menjalankan fungsi ekologisnya, mempertahankan produktivitas
pertanian, dan memenuhi kebutuhan manusia serta masyarakat lokal tanpa menyebabkan
degradasi atau kerusakan lingkungan yang signifikan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan kemampuannya dan tidak diikuti dengan usaha konservasi tanah yang baik akan
mempercepat terjadi erosi.

Kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas
sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari.
Klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi lahan yang dilakukan dengan metode faktor
penghambat. Dengan metode ini setiap kualitas lahan atau sifat-sifat lahan diurutkan dari
yang terbaik sampai yang terburuk atau dari yang paling kecil hambatan atau ancamanya
sampai yang terbesar. Kemudian disusun tabel kriteria untuk setiap kelas; penghambat yang
terkecil untuk kelas yang terbaik dan berurutan semakin besar hambatan semakin rendah
kelasnya.

Sistem klasifikasi kemampuan lahan yang banyak dipakai adalah lahan dikelompokan
dalam tiga kategori umum yaitu Kelas, Subkelas dan Satuan Kemampuan (capability units)
atau Satuan pengelompokan (management unit). Pengelompokan di dalam kelas didasarkan
atas intensitas faktor penghambat. Jadi kelas kemampuan adalah kelompok unit lahan yang
memiliki tingkat pembatas atau penghambat (degree of limitation) yang sama. Kelas
kemampuan lahan terbagi atas 8 (delapan) kelas yaitu dari kelas | s.d. IV dapat digunakan
untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya
secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu
subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas
iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan

lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel
berikut.

Tabel 2.4. Kelas Penggunaan Lahan yang Diperkenankan
Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan

No Kemampuan Penggunaan Lahan yang Diperkenankan
Lahan
1 1 Semua jenis penggunaan lahan
2 I Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3 1 Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4 v Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5 v Semua jenis penggembalaan {Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6 VI Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7 Vi Pgt, hutan
8 VI Cagar alam dan hutan lindung

Sumber : Klingebiel dan Montgomery (1961, diringkas} dan Fenton (2014)
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; PL Pertanian Intensif; Psd: Pertanian intensitas sedang; Pi:
Pertanian terbatas; Pgi: Penggembalaan intensif; Pgsd: Penggembalaan sedang; Pgt: Penggembalaan terbatas.

Berdasarkan data yang diperoleh, kelas kemampuan lahan di Kabupaten Buton
didominasi oleh kelas VIlIir dengan luas persebarannya sebesar 41.966,81 ha atau sekitar
25,52% dari luas wilayah Kabupaten Buton, dengan faktor pembatas utama adalah lereng.
Berikutnya kelas Vilisolum,bs sebesar 41.570,66 ha atau sckitar 25,28%. Untuk kelas
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kemampuan lahan II, 1ll dan IV sebesar 14.091,11 ha atau sekitar 8,57% yang dapat
dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan penggembalaan, dapat dimanfaatkan
dengan memerlukan pengelolaan yang hati-hati, termasuk didalamnya tindakan-tindakan
konservasi untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki hubungan air dan udara jika
tanah diusahakan untuk pertanian tanaman semusim. Lahan yang tidak sesuai untuk
budidaya pertanian secara keseluruhan berada dalam kelas VIII dengan luas sebesar
90.945,36 ha atau sekitar 55,3%.
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Gambar I1.7. Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Buton
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

B. Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Perhitungan daya dukung air di suatu wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah
tersebut. Dengan cara ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu
wilayah belum terlampaui atau sudah terlampaui. Jika belum terlampaui menunjukkan
bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan sudah terlampaui
menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna
memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus
dilestarikan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan air
yang semakin besar pada masa datang, seperti perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi
efisien air, pengelolaan tata air yang baik, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya
penghematan air. Jika ketersediaan air dari sumber utama mengalami kekurangan, dapat
dipertimbangkan untuk mencari sumber air alternatif seperti pengumpulan air hujan, atau
pengolahan air limbah yang lebih baik untuk menghasilkan air yang dapat digunakan.
Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan tata air yang berkelanjutan dan menjaga
kelestarian daerah aliran sungai sangat penting. Hal ini meliputi perlindungan dan rehabilitasi
sumber daya air, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air, dan partisipasi aktif dari
masyarakat dalam pengelolaan air. Sektor pertanian dan industri menjadi penyumbang
terbesar terhadap konsumsi air perlu diperkenalkan teknik irigasi yang efisien dan teknologi
produksi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air.

Analisis daya dukung ketersediaan air dan kebutuhan air dihitung menggunakan
sumber daya air yang berasal dari air permukaan yang diperoleh dari data curah hujan.
Secara kuantitatif perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) perhitungan
ketersediaan air, (2) perhitungan kebutuhan air, (3) perhitungan ambang batas penduduk, dan
(4) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid.

Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Buton sebesar 199.719.996,5
m3/tahun. Ketersediaan air bersih tinggi terdapat di Kecamatan Kapontori, Lasalimu dan
Pasarwajo. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan
kebutuhan air untuk lahan. Hasil perhitungan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air
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lahan untuk tahun 2025 dan tahun 2045 masing-masing diperlihatkan pada tabel 11.8 dan
tabel 11.9. Kebutuhan air bersih yang tinggi terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan
Kapontori, seperti diperlihatkan pada gambar.

Hasil analisis daya dukung ketersediaan air bersih di Kabupaten Buton menunjukkan
bahwa nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2025 pada semua kecamatan
berkisar 301.209,7-2.075.684,1 dan nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2045
berkisar 314.015,3-2.089.490,5. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup Kabupaten Buton memiliki kemampuan penyediaan air bersih yang belum
terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan air bersih
yang belum terlampaui.

Gambar 2.8. Peta Ketersediaan Air Bersih

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.9. Peta Kebutuhan Air Bersih Proyeksi
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Gambar 2.10. Peta Kebutuhan Air Bersih Proyeksi Tahun 2045
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

C. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka
untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, mempunyai dampak terhadap daya dukung
penyediaan pangan. Dampak terhadap lingkungan dapat diindikasikan dengan penurunan
kualitas daya dukung penyediaan pangan dari pemanfaatan sumber daya alam yang semakin
meningkat dari akibat semakin meningkatnya aktivitas dari berbagai kegiatan manusia.

Sedangkan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk berjalan mengikuti kapasitas

penyediaan pangan yang memiliki keterbatasan.

Daya dukung penyediaan pangan dianalisis berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F.,

2022). Data yang digunakan dalam perhitungan ketersediaan pangan adalah Indeks Jasa

Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan

penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan kabupaten adalah diasumsikan

sama dengan total ketersediaan beras di wilayah tersebut. Perhitungan ketersediaan pangan
dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Menghitung sebaran jumlah penduduk berdasarkan grid peta dengan mempertimbangkan
bobot penutupan lahan untuk setiap grid (Riqqi, 2008, Nengsih, 2014, dalam Arsad, F.,
2022).

Jumlah penduduk sistem grid dihitung dengan persamaan berdasarkan buku Pedoman
Penyusunan Daya Dukung Daerah dari KLHK, sebagai berikut :

Pij' — 'Wtotal x P;
J
Ei= 3 Wiotal

Keterangan :

Py :  Jumlah penduduk grid di kabupaten

Wiotal :  Bobot densitas penduduk berdasarkan jenis
penggunaan lahan dan jenis jalan

P; :  Populasi penduduk Kabupaten

i Weota : Jumlah bobot densitas penduduk seluruh grid pada
Kabupaten
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Jumlah penduduk pada setiap grid mengacu péda hasil proyeksi penduduk 10 tahun
terakhir kemudian diproyeksikan pada tahun 2025 dan 2045 untuk menyesuaikan
dengan peruntukan KLHS RPJPD tahun 2025-2045.

Gambar 2.11, Peta Distribusi Penduduk Sistem Grid Tahun 2025

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Menghitung kebutuhan energi pangan melalui Angka Kebutuhan Beras (AKB) selama 1
tahun. Perhitungan ini membutuhkan data distribusi penduduk dalam sistem grid dan
AKB perkapita selama setahun. Perhitungan kebutuhan bahan pangan dilakukan dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:
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Kni = Pij x AKB x 365

Keterangan

Kb : Kebutuhan bahan pangan beras selama 1 tahun

Pj : Jumlah penduduk grid di Kabupaten

AKB ; Standar rata-rata kebutuhan beras 72,24 kg/KPT/Thn

Hasil perhitungan distribusi kebutuhan pangan tahun 2025 dan 2045 masing-masing
diperlihatkan pada gambar berikut :

Gambar 213. Peta Distribusi Kebutuhan Pangan Tahun 2025

Sumber ; KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.14, Peta Distribusi Kebutuhan Pangan Tahun 2045
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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3. Perhitungan ketersediaan dilakukan berdasarkan pendistribusian nilai KJE, ke dalam
grid. Hal ini dilakukan karena adanya saru grid yang dapat memiliki lebih dari satu
tutupan lahan dan/atau ekoregion sehingga dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi
luas tipa objek terhadap luas satu grid, persamaannya adalah sebagai berikut :

KJE_Pl; = KJE_P1 x (L_PL/L_GRID)

Keterangan:

KJE_P1; : Nilai jasa lingkungan penyedian pangan dalam grid
KJE_P1 : Nila jasa lingkungan penyedia pangan

L PL : Luas Penggunaan Lahan/Area (ha)

L_GRID : Luas grid (ha)

4. Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan berdasarkan potensi ketersediaan pangan
dalam hal ini beras dalam satuan kilogram dengan persamaan sebagai berikut:

Yw
KJE_P1, = ————
KJE_P1,,
Keterangan :
KJE_Plyw : Ketersediaan bahan pangan per Kecamatan atau per Kabupaten
Tw : Data produksi bahan pangan padi kg/tahun
KJE_Pl; :Jumlah nilai KJE_P1 grid

5. Menghitung ketersediaan pangan kesistem grid dilakukan dengan pendistribusian atau
penyebaran ketersediaan bahan pangan ke dalam sistemn grid dengan persamaan sebagai

berikut:
Wi = KJE_Plgrid x KJE_Ply
Keterangan:
Wi : Ketersediaan pangan per grid
KJE_Pilgrid : Nilai KJE per grid
KJE Ply : Nilai ketersediaan bahan pangan

6. Mencari nilai ambang batas penduduk disistem grid dilakukan untuk menentukan
jumlah ambang batas penduduk maksimal yang dapat ditampung berdasarkan
berdasarkan ketersediaan bahan pangan. Hal ini dilakukan menggunakan persamaan

sebagal berikut :
IR,
" AKB x 365
Keterangan:
Tpii : Nilai ambang batas penduduk (jiwa)
Wi : Ketersediaan bahan pangan
AKB :  Standar kebutuhan beras 0,19 /hari

7. Mencari status ambag batas menggunakan persamaan sebagai berikut :

Spy = Tpiy — P
Keterangan :
Spij :  Status ambang batas penduduk iwa
Tpsi : Nilai ambang batas penduduk
Pi : Penduduk Sistem Grid
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Membuat profil daya dukung pangan sistem grid berbasis jasa lingkungan dalam bentuk

data tabular mengenai kebutuhan, ketersediaan, status ambang batas penduduk dan
status ambang batas pangan, yang diperoleh dari data spasial diolah dan dianalisis
menggunakan excel, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.8, Profil Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2045

Jumlah Jumlah Ketersediaan | Kebutuhan | Kebutuhan | Ambang | Ambang
Penduduk | Penduduk Pangan Pangan Pangan Batas Batas
Kecamatan | Tahun | Tahun 2045 | (kg/tahun) Tahun Tahun Tahun | Tahun
2025 (Jiwa) (Jiwa) 2025 2045 2025 2045
(kg/tahun) | (kg/tahun)
Kapontori 16.386) 25.832 489.863.89 1.136.350.23| 2.084.944.37| -9.320.49 -22998.85
Lasalimu 14.238 25.830 269.951.49 987.424.68  2.184.829.30| 10.349.41| -27615.52
Lasalimu 16.936 27.776 2.751.524.92 1.174.512.41| 2.271.482.26| 22.739.08 6921.20
Selatan
Pasarwajo 48.299 76.725 0.00| 3.349.529.28 6.208.257.91] 48.298.91] -89520.66
Siotapina 18.529 41.377] 1.319.638.38 1.284.988.95 3.750.737.26 498.94f -35056.19
Wabula 7.415 15.674 0.00 514.205.91 1.395.145.85 -7..414.65 -20117.46
Wolowa 7.414 15.674 0.00 514.185.18] 1.395.112.64 -7414.35 -20116.98
Total 129.217] 228.889) 4.830.978.68 8.961.196.63 19.'290.509.5ﬂ -59.559.8 -208504.5
Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
Gambar 2.15. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2025
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.16. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2045

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

A. Jasa Lingkungan Penyediaan (Provisioning)

Jasa ekosistem penyediaan adalah kontribusi ekosistem kepada manusia melalui
penyediaan baik barang maupun jasa yang dihasilkan di dalam ekosistem tersebut. Jasa
penyediaan ini meliputi penyediaan pangan dan pakan, penyediaan air bersih, penyediaan
serat, penyediaan energi dan penyediaan sumberdaya genetik. Jasa penyediaan ini sangat
penting bagi manusia karena perubahan pada jasa penyediaan yang dapat mempengaruhi

ketersediaan pangan dan bahan lain dan kemungkinan terjadinya konflik akibat sumber daya
yang menurun.

1. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam
dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Salah satu peran
penting dari lingkungan adalah menyediakan bahan pangan dari sumber daya hayati, seperti
tanaman dan hewan, serta dari sumber daya air, seperti ikan, yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem ekosistem berkontribusi dalam menyediakan
bahan pangan ini melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kegiatan perikanan
baik dari tangkapan maupun budidaya di ekosistem perairan tawar.

Penyebaran jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Buton dominan pada
kategori SEDANG memiliki luas sebesar 146.290,12 ha atau sekitar 89,18% dari total wilayah
Kabupaten Buton, kemudian menyusul kategori RENDAH dengan luas sebesar 9.169,66 ha
atau sekitar 5,59% dan kategori SANGAT TINGGI dengan luas sebesar 3.537,54 ha atau
sekitar 2,16% Selebihnya kategori SANGAT RENDAH sebesar 3.124,99 ha atau sekitar 1,9%
dan kategori TINGGI sebesar 1.994,61 ha atau sekitar 1,22%. Adapun wilayah dengan potensi
jasa lingkungan penyedia pangan kategori SANGAT TINGGI dengan luas wilayah yang paling
besar adalah Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Siotapina.
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Tabel 2.9. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan (ha)
Kecamatan Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi
Kapontori 328,89 2389,36 43356,17 180,39 472,14
Lasalimu 145,10 790,67 28375,54 665,100  1878,14
Lasalimu Selatan 400,40 691,25 12556,99 738,24 579,53
Pasarwajo 1411,22 2825,40 25511,18 57,04
Siotapina 204,29 731,23 22815,39 285,40 607,73
Wabula 170,93 1741,74 4621,80 12,39
Wolowa 464,17 9053,0 56,05
Grand Total 3124,99 9169,66| 146290,12 199461 3537,54
Persentase (%) 1,90 5,59 89,14 1,22 2,16

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.17. Persentase Luas Jasa Lingkungan
Penyediaan Pangan

Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.18. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Penyedia Pangan
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2. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Kinerja jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Buton secara umum berada pada
kategori RENDAH dengan luas wilayah 143.600,46 ha atau 87,5% dari luas wilayah
Kabupaten Buton, kategori SEDANG dengan luas wilayah 12.138,87 ha atau 7,4% dan
kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah 8.307,22 ha atau 5,06%. Selebihnya untuk
kategori TINGGI sekitar 70,38 ha atau 0,04%. Wilayah dengan kategori TINGGI pada
umumnya berada di Kecamatan Pasarwajo, Wolowa dan Kecamatan Lasalimu Selatan, labih
detail ditunjukkan pada tabel di bawah.

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton yang memiliki jasa lingkungan
penyedia air rendah adalah sebuah tantangan yang kompleks. Namun, dengan pendekatan
yang tepat dan strategi yang bijaksana, masih ada prospek untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan di wilayah tersebut. Wilayah dengan jasa lingkungan penyedia air rendah harus
fokus pada konservasi dan pengelolaan air yang bijaksana. Ini termasuk pengurangan
pemborosan air, pemanfaatan teknologi yang efisien untuk pengolahan air limbah, dan
pengumpulan air hujan, beralih ke praktik pertanian berkelanjutan, termasuk penerapan
sistem irigasi hemat air dan pola tanam yang tepat, mengurangi dampak perubahan iklim.
Pengelolaan lahan dan hutan yang baik untuk mempertahankan sumber daya air alami,
seperti sungai dan sumber mata air, sehingga meningkatkan ketersediaan air di wilayah
tersebut.

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton dengan ketersediaan air rendah
memerlukan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Dengan strategi yang tepat, wilayah
tersebut dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang
sehat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 2.10. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Air

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyediaan Air (ha)

Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi
Kapontori 2.348,84 41.164,41 3.211,85 1,85
Lasalimu 193,68 29.622,38 2.038,50
Lasalimu 391,88 13.931,03 641,25 2,25
Selatan

“Pasarwajo 2.942,40 25.314,35 1.496,56 51,52 |

Siotapina 402,92 19.490,41 4.750,71
Wabula 1.827,24 4.719,62
Wolowa 200,25 9.358,27 14,76
Grand Total 8.307,22 143.600,46 12.138,87 70,38
Persentase (%) 5,06 87,50 7,40 0,04

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.19. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Penyediaan Air

Jasa Lingkungan Penyediaan Air
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar I1.20. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Air
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

3. Jasa Lingkungan Penyedia Serat

Jasa lingkungan penyedia serat mengacu pada peran ekosistem dalam menyediakan
serat alami dari berbagai sumber, termasuk tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat
alami ini dapat dihasilkan oleh berbagai bahan seperti tumbuhan, kayu, hewan, serta mineral
seperti logam dan karbon. Serat alami ini termasuk dalam beberapa kategori, yaitu serat
tumbuhan/serat pangan, serat kayu, serat hewan, dan serat mineral.

Serat alami penyedia serat memiliki sifat yang dapat mengalami pelapukan secara alami.
Berbagai sumber serat alami ini, seperti hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian, dan
perkebunan, merupakan bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi dan industri,
termasuk dalam sektor bio-kimia. Jasa ekosistem penyedia serat berperan penting dalam
menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung berbagai sektor ekonomi
yang bergantung pada serat alami sebagai bahan baku. Serat alami secara alami terurai dan
dapat diuraikan oleh lingkungan, sehingga memiliki jejak karbon yang lebih rendah daripada
bahan sintetis. Penggunaan serat alami sebagai bahan baku membantu mengurangi emisi gas
rumah kaca dan pencemaran lingkungan.
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Tabel 2.11. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Serat

| Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Serat (ha)

Kecamatan  [Sangat Rendah| Rendah Sedang Tinggi
Kapontori 764.97 8487.78 15389.78 22084.42
Lasalimu 360.30 10415.87 4548.63 16529.74
Lasalimu 640.67 9242.33 1339.92 3743.48
Selatan
Pasarwajo 1003.74 11184.87 2728.61 14887.61
Siotapina 215.79 8690.91 4840.36 10896.98
Wabula 82.53 3821.29 12.39 2630.65
Wolowa 240.43 2649.55 63.80 6619.50
Grand Total 3308.43 54402.61 28923.49 77392.39
Persentase (%) 2.02 33.20 17.62 47.16

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Jasa lingkungan penyedia serat di Kabupaten Buton didominasi kategori TINGGI
dengan luas wilayah sebesar 77.392,39 ha atau sekitar 47,16% dari luas wilayah Kabupaten
Buton, dan kategori RENDAH sebesar 54.492,61 ha atau sekitar 33,2%. Untuk kategori
SEDANG hanya sebesar 28.923,49 ha atau sekitar 17,62% dan kategori SANGAT RENDAH
sebesar 3.308,43 atau sekitar 2,02% Sebaran jasa lingkungan penyedia serat pada setiap
kecamatan diperoleh pada kategori Tinggi terluas pada Kecamatan Kapontori sebesar
22.084,42 ha, Kecamatan Lasalimu sebesar 16.529,74 ha, dan Kecamatan Pasarwajo sebesar

14.887,6 ha.

Gambar 2.21. Persentase Luas Wilayah Jasa

Lingkungan Penyediaan Serat
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.22. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Penyedia Serat
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Sumber : KLHS RPJFD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

B. Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating)

Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta
lingkungan nonhayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu
unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terpadu dalam ekosistem. Ekosistem
menyediakan berbagai manfaat untuk manusia, termasuk jasa penyediaan, pengaturan,
kultural dan jasa pendukung. Jasa pengaturan sendiri adalah manfaat yang diperoleh
manusia dari hasil pengaturan proses ekosistem, termasuk mempertahankan kualitas udara,
pengaturan iklim, kontrol terhadap erosi, pengaturan terhadap penyakit dan penjernihan air.
Jenis-jenis jasa ekosistem pengaturan kemudian terbagi menurut batas administrasi yang
secara lebih rinci dijelaskan pada sub-subbab di bawah ini.

1. Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara

Kualitas udara yang baik sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan.
Udara yang bersih dan bebas dari polusi memberikan manfaat langsung bagi kesehatan
manusia, selain itu kualitas udara yang baik juga berkontribusi pada peningkatan
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan konsentrasi,
meningkatkan tingkat energi, dan mengurangi risiko penyakit, sehingga menciptakan
lingkungan yang lebih produktif dan nyaman.

Kualitas udara dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai polutan yang diemisikan ke
atmosfer dengan berbagai faktor meteorologis seperti angin, suhu udara, hujan, penyinaran
matahari, dan pola pemanfaatan lahan. Tingkat intensitas pemanfaatan lahan secara langsung
mempengaruhi dinamika kualitas udara. Kawasan dengan vegetasi yang subur dan topografi
yang tinggi umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyerap aerosol dan bahan
kimia dari atmosfer, dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki vegetasi. Hal ini
menunjukkan bahwa ekosistem yang bervegetasi berperan dalam membersihkan dan menjaga
kualitas udara yang lebih baik bagi lingkungan sekitarnya.

Jasa lingkungan pengatur kualitas udara di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori
TINGGI dengan luas wilayah 96.896,1 ha atau 59,04% dari luas wilayah Kabupaten Buton,
kemudian kategori SEDANG seluas 33.886,63 ha atau 20,65% dan kategori RENDAH sekitar
21888.15 atau 13,34%. Pada tabel dan gambar di bawah terlihat bahwa jasa lingkungan
pengatur kualitas udara yang memiliki kategori TINGGI hampir merata di seluruh kecamatan
tetapi dominan berada pada bagian barat Kabupaten Buton, yaitu Kecamatan Kapontori
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sebesar 36.644,75 ha dan Kecamatan Lasalimu sebesar 17.901,21 ha.

Tabel 2.12. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara (ha)
Hecamaten Rendahl Rendah Sedang Tinggi Tinggi
Kapontori 625.03 3259.07 5366.80 36644.75 831.30
Lasalimu 101.25 493555 5755.13 1790121 | 307142
Lasalimu Selatan 310.50 3279.11 6336.14 4446.65 594.00
Pasarwajo 494.82 3202.22 8440.06 17575.76 91.98
Siotapina 229.50 3891.12 4816.29 10986.64 4720.50
Wabula 85.50 1883.08 1935.24 2643.04
Wolowa 200.25 1438.00 1236.97 6698.05
Grand Total 2136.84 21888.15 | 33886.63 | 96896.11 9309.19
Persentase (%) 1.30 13.34 20.65 59.04 5.67

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.23. Persentase Luas Wilayah Jasa
Lingkungan Pengatur Kualitas Udara

lasa Lingkungan Pengaturan: Kualitas Udara

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar I1.24. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Kualitas Udara
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2. Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa ekosistem penting terhadap
kehidupan manusia dan mahluk hidup lain. Jasa ekosistem pengatur iklim meliputi
pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan
penyerapan karbon. Fungsi jasa pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik
khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan.
Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan elevasi yang tinggi seperti pegunungan
akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik. Pengaturan iklim yang baik dapat
berperan besar di dalam pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta
menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan
iklim ekstrim dan gelombang panas.

Jasa Lingkungan pengatur iklim di Kabupaten Buton berada pada kategori SANGAT
RENDAH hingga SANGAT TINGGI dengan proporsi terbesar pada kategori TINGGI dengan luas
01.549,83 ha atau sekitar 55,78% dari luas wilayah Kabupaten Buton dan kategori SEDANG
dengan luas 52.098,08 ha atau sekitar 31,74% kemudian kategori SANGAT TINGGI sebesar
13.777,97 ha atau sekitar 8,4%. Disamping itu juga terdapat wilayah dengan kinerja
ekosistem jasa pengaturan iklim dengan ketegori RENDAH dan kategori SANGAT RENDAH
dengan luas wilayah masing-masing 6.659,54 ha (4,06%) dan 31,5 ha (0.02%).

Kategori SANGAT TINGGI pada umumnya berada di Kecamatan Siotapina sebesar
4.720,5 ha, Kecamatan Lasalimu sebesar 3.605,04 ha dan Kecamatan Kapontori sebesar
3.298,52 ha. Kategori RENDAH dominan berada di Kecamatan Pasarwajo sebesar 1.789,03 ha,
Kecamatan Kapontori sebesar 1.259,70 ha, Kecamatan Lasalimu Selatan sebesar 1.152,02 ha.

Tabel 2.13. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (ha)
Kecamatan Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi
Kapontori 31.5 1.259.70 8.805.70 33.331.53 3.208.52
Lasalimu 1.050.34 9.831.58 17.367.59 3.605.04
Lasalimu 1.152.02 8.773.74 4.413.35 627.30
Selatan
Pasarwajo 1.789.03 10.379.56 16.139.68 1.496.56
Siotapina 773.34 8.163.56 10.986.64 | 4.720.50
| Wabula 170.93 3.732.89 2.643.04

Wolowa 464.17 2.411.05 6.668.01 30.05
Grand Total 31.5 6.659.54 52.098.08 | 91.549.83 | 13.777.97
Persentase (%) 0.02 4.06 31.74 55.78 8.40

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.25. Persentase Luas Wilayah Jasa
Lingkungan Pengatur Iklim
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.26.
Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Sumber : KLHS RPJFPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

3. Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Pengendalian Bencana Tanah Longsor
Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor memiliki
ruang lingkup yang melibatkan ekosistem dalam mengatur infrastruktur alam untuk
mencegah dan melindungi dari berbagai jenis bencana, terutama bencana longsor. Dalam
konteks ini, ekosistem berperan dalam menyediakan unsur-unsur pengaturan yang
mendukung pencegahan dan perlindungan dari risiko tanah longsor. Daerah-daerah yang
ditutupi oleh vegetasi yang rapat memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya longsor
atau pergerakan tanah. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik memiliki dampak langsung
terhadap potensi bencana. Sebagai contoh, longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan
dengan morfologi perbukitan yang mengalami kerusakan struktural dan denudasi tanah.
Dengan kata lain, jasa ekosistem dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap
bencana longsor melibatkan regulasi alam yang mencakup vegetasi dan morfologi lahan untuk
memitigasi risiko longsor dan melindungi lingkungan dari dampak negatif bencana tersebut.
Jasa lingkungan dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor di
Kabupaten Buton didominasi oleh kategori SEDANG dengan luas wilayah 99.606,04 ha atau
60,69% dari total luas wilayah Kabupaten Buton. Kemudian kategori TINGGI dengan luas
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wilayah 44.503,25 ha atau 27,12%, kategori SANGAT TINGGI seluas 11.746,3 ha atau 7,16%,
kategori RENDAH seluas 8.261,33 ha atau 5,03%. Pada gambar di bawah terlihat bahwa
kawasan dengan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Longsor

yang tinggi berada di bagian tengah tepatnya di Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu
dan Kecamatan Lasalimu Selatan.

Tabel 2.14. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan

Terhadap Bencana Longsor
Luas Wilayah Jasa Lingkungan PPPB
Kecamatan Longsor (ha)
Rendah Sedang Tinggi |Sangat Tinggi

Kapontori 1007,93 38754,30 6604,17 360,54
Lasalimu 932,90 16052,47 10615,94 4253,24
Lasalimu Selatan 3062,27 822249 2090,25 1591,40
Pasarwajo 1789,03 16910,21 11035,05 70,54
Siotapina 834,09 12316,10 6091,71 5402,14
Wabula 170,93 4939,41 1424,13 12,39
Wolowa 464,17 2411,05 6642,00 56,05
Grand Total 8261,33 99606,04 44503,25 11746,30
Persentase (%) 5.03 60.69 27.12 7.16

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.27. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Pencegahan dan Perlindungan
Terhadap Bencana Longsor

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.28. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan
Perlindungan Terhadap Bencana Longsor

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pencegahan dan Perlindungan terhadap
Bencana Longsor
Wolowa B
Wabula @
Sictapina 09
Pasarwajo TN
Lasabimu Selatan S

Lasalimu 9

Kapontoni 8
D% 10% 20 30 40% S0% 60K TON B0%  90% 100%

« Rendah Sedang @ Tinggl = Sangat Tinggi

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

4, Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Pengendalian Bencana Banjir

Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan pengendalian bencana banjir merujuk
pada peran ekosistem dalam menyediakan layanan yang membantu mencegah dan
mengendalikan bencana banjir. Ekosistem memberikan kontribusi dalam membentuk
infrastruktur alam yang berperan dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana banjir.
Beberapa elemen penting dari jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan pengendalian
bencana banjir adalah: Vegetasi, seperti hutan dan tumbuhan lainnya, memiliki kemampuan
menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan memperlambat aliran air. Daerah
dengan vegetasi yang rapat dapat mengurangi risiko banjir dengan mengontrol limpasan air
yang berlebihan. Ekosistem seperti rawa-rawa dan lahan basah berfungsi sebagai waduk alami
yang dapat menampung air hujan berlebihan. Hal ini membantu mengurangi volume aliran air
yang menuju sungai dan saluran drainase, sehingga mengurangi risiko banjir. Ekosistem
alami juga berkontribusi dalam mengatur pola aliran air dan sistem drainase. Tanah yang
sehat dan permeabel dapat menyerap dan menyaring air, mencegah genangan dan banjir.
Ekosistem dengan vegetasi yang kuat dan bentuk lahan yang sesuai dapat membantu
mengurangi erosi dan pengikisan tanah. Hal ini mengurangi jumlah sedimen yang terbawa
oleh aliran air, sehingga mengurangi risiko penyumbatan saluran air dan banjir. Beberapa
ekosistem, seperti danau dan lahan basah, dapat berperan sebagai waduk alami yang dapat
menahan air hujan berlebihan, mengurangi risiko banjir hulu sungai. Dalam konteks
pembangunan berkelanjutan, mempertahankan dan mengelola ekosistem yang memberikan
jasa pengaturan pencegahan dan pengendalian bencana banjir sangat penting. Upaya
konservasi dan restorasi ekosistem alami merupakan langkah yang signifikan dalam
mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat serta infrastruktur dari dampak bencana
banijir.

Jasa lingkungan dalam pengaturan pencegahan dan pengendalian bencana banjir di
Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 69.903,92 ha atau
sekitar 42,59% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian kategori RENDAH dengan luas
57.763,12 ha atau sekitar 35,2% dan kategori SANGAT TINGGI dengan luas 34.176,23 ha atau
sekitar 20,82%. Pencegahan dan pengendalian bencana banjir dengan kategori SANGAT
TINGGI berada di bagian tengah dan di sebelah barat tepatnya di Kecamatan Lasalimu dan
Kecamatan Siotapina, sedangkan kategori RENDAH berada di sebelah selatan dan barat,
tepatnya di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Lasalimu Selatan.
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Tabel 2.15. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan
Terhadap Bencana Banjir

Luas Wilayah Jasa Lingkungan PPPB Banjir (ha)
Bepung Rendah Sedang Tinggi | Sangat Tinggi
Kapontori 9250.90 11.25 31669.72 5795.08
Lasalimu 10778.42 544.76 8309.40 12221.96
Lasalimu Selatan 9880.76 1006.85 1489.05 2589.75
Pasarwajo 12137.09 5.51 14350.54 3311.69
Siotapina 8936,91 681.44 | 5899,50 9126,00
Wabula 3903.82 12.39 2630.65
Wolowa 2875.22 125 5555.06 1131.75
Grand Total 57763.13 2273.65 | 69903.92 34176.23
Persentase (%) 35.20 1.39 42.59 20.82

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.29. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan

Pengatur Pencegahan dan Perlindungan
Terhadap Bencana Banjir

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pencegahan dan Perlindungan
terhadap Bencana Banjir

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.30. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan
dan Perlindungan Terhadap Bencana Banjir

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pencegahan dan Perlindungan
terhadap Bencana Banjir
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5. Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana
Kebakaran

Jasa lingkungan dalam konteks pengaturan, pencegahan, dan perlindungan terhadap
bencana kebakaran merujuk pada manfaat ekosistem yang berkontribusi dalam mengurangi
risiko, mencegah, dan melindungi dari kebakaran. Ekosistem yang sehat dan terjaga memiliki
peran penting dalam membantu mengurangi dampak bencana kebakaran serta meminimalkan
risiko terjadinya kebakaran yang merusak.

Jasa lingkungan pengatur pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran
di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori SEDANG dengan luas wilayah 70.528,24 ha atau
sekitar 42,97% dari luas wilayah Kabupaten Buton. Pada wilayah ini resiko terjadinya
kebakaran dapat meningkat secara signifikan. Tanpa adanya vegetasi yang sehat dan proses
alami pengaturan bahan bakar alami, potensi terjadinya kebakaran yang sulit dikendalikan
dapat meningkat. Kategori ini menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton.
Terdapat 34.549,3 ha atau 21,05% yang masuk dalam kategori RENDAH dan 21.361,14 ha
kategori SANGAT RENDAH. Kecamatan Siotapina memiliki kawasa yang terluas masuk dalam
kategori SANGAT TINGGI, dan Kecamatan Lasalimu memiliki kawasan yang terluas masuk
dalam kategori TINGGI.

Tabel 2.16. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan
Terhadap Bencana Kebakaran

Luas Wilayah Jasa Lingkungan PPPB Kebakaran (ha)
Kecamatan Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi
Kapontori 4.719,56 4.138,72 | 31.724,29 | 6.024,07 120,30
Lasalimu 2.727,44 7.519,90 7.401,30 | 11.093,01 | 3.111,92
Lasalimu Selatan 6.112,79 3.770,22 2.028,87 | 2.460,53 594,00
Pasarwajo 3511,11 8.140,16 | 14.790,34 | 3.347,47 15,75
Siotapina 2.607,03 6.156,63 6.146,65 | 5.013,23 | 4.720,50
Wabula 889,25 2.942,57 2.715,04
Wolowa 793,97 1.881,00 5.721,75 1.176,56
Grand Total 21.361,15 | 34.549,30 | 70.528,24 | 29.115,77 | 8.562,47
Persentase (%) 13,02 21,05 42,97 17,74 5,02

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar I1.31. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur

Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pencegahan dan Perlindungan terhadap

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.32. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan
dan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran
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6. Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air

Jasa lingkungan pengatur tata aliran air merujuk pada manfaat yang diberikan oleh
ekosistem dalam mengatur, menyediakan, dan menjaga aliran air di suatu wilayah. Ekosistem
yang sehat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air, serta
mengatur aliran air secara alami. Ekosistem seperti hutan, lahan basah, dan vegetasi alami
dapat mengatur aliran air, mengurangi risiko banjir, dan memperlambat aliran air yang dapat
mengakibatkan erosi dan pencemaran. Vegetasi dan tata aliran alami membantu mengurangi
erosi tanah yang dapat terjadi akibat aliran air yang kuat. Hal ini membantu menjaga kualitas
tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan
melestarikan ekosistem yang mendukung jasa lingkungan pengatur tata aliran air. Ini
melibatkan tindakan konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan yang
mempertimbangkan pentingnya ekosistem dalam menjaga keseimbangan aliran air dan
mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan manusia.

Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori
TINGGI dengan luas wilayah 97.526,57 ha atau sekitar 59,43% dari luas wilayah Kabupaten
Buton dan kategori SEDANG dengan luas 35.834,61ha atau 21,83%, seperti diperlihatkan
pada tabel di bawah. Kategori SANGAT TINGGI dominan berada di Kecamatan Siotapina,
Kapontoridan Lasalimu, sedangkan kategori RENDAH dominan di Kecamatan Lasalimu
Selatan, Pasarwajo dan Kecamatan Siotapina.

Gambar di bawah memperlihatkan bahwa jasa lingkungan pengatur aliran air dengan
kategori TINGGI dan SANGAT TINGGI berada pada bagian tengah Kabupaten Buton dengan
bentuk toporafi berupa perbukitan. Daerah ini memiliki lahan yang lebih luas untuk
menampung air hujan. Lereng perbukitan memiliki kemampuan alami untuk mengatur aliran
air. Vegetasi dan topografi membantu memperlambat aliran air, mengurangi risiko banjir dan
erosi. Air yang mengalir dari daerah ini biasanya lebih bersih karena tersaring oleh vegetasi
dan tanah di sepanjang aliran air.

Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan ekosistem di daerah perbukitan sangatlah
penting untuk menjaga keseimbangan aliran air dan berbagai manfaat lingkungan yang terkait.
Praktik pengelolaan berkelanjutan, konservasi vegetasi, dan perlindungan terhadap daerah-
daerah kritis di perbukitan dapat membantu menjaga jasa lingkungan pengatur aliran air dan
mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
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Tabel 2.17. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengaturan Air (ha)

Kecamatan mﬂ “’:; Rendah Sedang Tinggi mi - lll‘
Kapontori 31,50 1.754,62 5.407,60 36.580,30 2.952,92
Lasalimu 2.100,61 8.835,82 18.920,13 1.998,00
Lasalimu Selatan 220,50 5.352,01 5.315,09 3.482,55 596,25
Pasarwajo 4.427,87 7.516,73 16.312,14 1.548,08
Siotapina 2.398,02 4.691,42 12.834,11 4.720,50
Wabula 1.977,92 1.843,65 2.725,29
Wolowa 662,17 2.224.30 6.672,05 14,76
Grand Total 252,00 18.673,22 35.834,62 97.526,57 11.830,52
Persentase (%) 0,15 11,38 21,83 59,43 7,21

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.33. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Aliran Air
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.34. Luas Wilayah Jasa Lingkung
Pengaturan Aliran Air
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7. Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah

Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah merujuk pada peran ekosistem
dalam menyediakan layanan untuk membersihkan air dari polutan dan limbah, menjaga
kualitas air, serta mengurangi dampak negatif dari pencemaran.

Ekosistem yang sehat memiliki kemampuan alami untuk memproses air dan
menghilangkan zat-zat berbahaya atau polutan dari lingkungan air. Vegetasi, tanah, dan
mikroorganisme di dalam ekosistem memiliki kemampuan untuk menyaring dan
menghilangkan zat-zat pencemar dan polutan dari air. Hal ini membantu menjaga kualitas air
yang layak untuk digunakan. Ekosistem dapat mengandalkan mikroorganisme dan tanaman
tertentu untuk membersihkan atau mendekomposisi limbah organik dan zat-zat kimia yang
terlarut dalam air.

Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah di Kabupaten Buton didominasi
oleh kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah 67.638,99 atau sekitar 41,21% dari luas
wilayah Kabupaten Buton dan kategori RENDAH dengan luas 64.568,17 ha atau sekitar
39,34% kategori SEDANG hanya sebesar 31.909,76 ha atau sekitar 19,44%. Kecamatan
Lasalimu berkontribusi terbesar terhadap kategori SEDANG yaitu sebesar 13.477,61 ha,
kemudian Kecamatan Siotapina sebesar 9126,0 ha, seperti diperlihatkan pada tabel. Sebaran
spasial Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah di Kabupaten Buton
ditunjukkan pada gambar di bawah yang memperlihatkan bahwa kategori RENDAH menyebar
di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton.

Tabel 2.18. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur
Pemurnian Air dan Limbah

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengaturan
Pemurnian Air (ha)

Bhoiuaten. Sangat Rendah Rendah Sedang
Kapontori 10.166.03 32.885.62 3.675.30
Lasahimu 5.270.83 13.106.12 13.477.61
Is“z‘:t];nm“ 9.959.66 2.414.75 2.592.00
Pasarwajo 19.951.46 7.946.26 1.907.11
Siotapina 8.553.96, 6.964.09 9.126.00
Wabula 5.340.34 1.206.52
Wolowa 8.396.72 44.81 1.131.75
Grand Total 67.638.99 64.568.17 31.909.76
Persentase (%) 4121 39.34 19.44

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.35. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Pemurnian Air dan Limbah

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.36. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur
Pemurnian Air dan Limbah

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pemurnian Air
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

8. Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami

Jasa lingkungan pengatur penyerbukan alami mengacu pada peran ekosistem dalam
mendukung proses penyerbukan tanaman oleh hewan, seperti lebah, kupu-kupu, serangga,
dan burung. Proses penyerbukan alami penting untuk reproduksi tanaman yang berbunga,
termasuk tanaman pangan dan tanaman hutan, serta berkontribusi pada keanekaragaman
hayati dan ketersediaan sumber daya pangan. Tanaman pangan seperti buah-buahan,
sayuran, dan tanaman komersial lainnya mengandalkan penyerbukan untuk meningkatkan
produksi hasil panen. Proses penyerbukan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan
mendukung produksi pakan bagi hewan liar yang bergantung pada tanaman berbunga. Jika
penyerbukan alami terganggu, produksi tanaman pangan dan hasil pertanian lainnya dapat
menurun, mengancam ketahanan pangan. Tanaman yang bergantung pada penyerbukan oleh
hewan tertentu mungkin mengalami penurunan populasi, mengurangi keanekaragaman
hayati.

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 | 1I-37



Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami di Kabupaten Buton didominasi oleh
kategori TINGGI dengan luas wilayah 92.356,95 ha atau sekitar 56,28% dari luas wilayah
Kabupaten Buton, kemudian kategori RENDAH dengan luas 57.795,91 ha atau 35,22% dan
kategori SANGAT TINGGI dengan luas 13.777,97 ha atau 8,4%. Kaegori SANGAT TINGGI
dominan berada di Kecamatan Siotapina, Lasalimu dan Kapontori, sedangkan kategori sangat
RENDAH dominan di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Lasalimu Selatan, seperti
diperlihatkan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.19. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Penyerbukan Alami

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)

Kecamatan  |o gat Rendah| Rendah Sedang Tinggi |Sangat Tinggi
Kapontori 31,50 9.219,40 1,85  34.175,68 3.298,52
Lasalimu 10.872,92 9,00 17.367,59 3.605,04
Lasalimu Selatan 9.880,76 47,25 4.411,10 627,30
Pasarwajo 12.137,09 51,52 16.119,66 1.496,56
Siotapina 8.906,70 30,21 10.986,64 4.720,50)
Wabula 3.903,82 2.643,04
Wolowa 2.875,22 14,76 6.653,25 30,05
Grand Total 31,50 57.795,91 154,59 92.356,95 13.777,97
Persentase (%) 0,02 35,22 0,09 56,2 8,40

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.37. Persentase Luas Wilayah Jasa
Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.38. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Penyerbukan Alami

Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

9. Jasa Lingkungan Pengatur Pengendali Hama dan Penyakit

Jasa Lingkungan pengendali hama dan penyakit merujuk pada peran ekosistem dalam
mengatur populasi hama dan penyakit alami yang dapat mengganggu tanaman, hewan,
manusia, dan lingkungan secara keseluruhan. Ekosistem yang sehat memiliki berbagai
mekanisme yang membantu mengendalikan populasi hama dan penyakit tanpa perlu
ketergantungan pada pestisida kimia. Hewan pemangsa dan predator alami, seperti burung
pemakan serangga, kumbang, dan laba-laba, dapat membantu mengendalikan populasi hama
dengan memakan atau mengurangi jumlah hama. Parasit alami dan mikroorganisme, seperti
parasitoid serangga dan bakteri, dapat menginfeksi hama dan mengendalikan populasi mereka.
Ekosistem yang seimbang cenderung memiliki populasi hama yang terkendali karena adanya
interaksi alami antara hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dengan adanya pengendalian
alami hama dan penyakit, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang
berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Tanpa pengendalian alami, populasi
hama dan penyakit dapat berkembang dengan cepat dan merusak tanaman, hewan, dan
lingkungan.

Jasa lingkungan pengendali hama dan penyakit di Kabupaten Buton didominasi oleh
kategori TINGGI dengan luas wilayah 89.202,9 ha atau sekitar 54,35% dari luas wilayah
Kabupaten Buton, selebihnya menyusul kategori RENDAH dengan luah wilayah 34.473,4 ha
atau sekitar 21,01%, kategori SEDANG dengan luas 25.840,69 atau sekitar 15,75% dan
kategori SANGAT TINGGI dengan luas 14.599,92 ha atau sekitar 8,9%. Kategori SANGAT
TINGGI dominan berada di Kecamatan Kapontori sebesar 5.525,08 ha, menyusul Kecamatan
Siotapina sebesar 4.720,5 ha, kemudian Kecamatan Lasalimu sebesar 1.998,0 ha. Kategori
RENDAH menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Buton, seperti diperlihatkan pada
tabel dan gambar berikut.
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Tabel 2.20. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur

Pengendali Hama dan Penyakit

Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian

Kecamatan Hama (ha)
Kapontori 4.949,53 4.314 47 31.937,87 5.525,08
Lasalimu 6.787,52 4.742,61 18.326,43 1.998,00
Lasalimu 7.409,03 3.480,82 3.482,55 594,00
Selatan
Pasarwajo 7.833,03 4.361,10 15.848,36 1.762,35
Siotapina 5.413,96 4.204,59 10.305,00 4.720,50
Wabula 364,43 3.551,78 2.630,65
Wolowa 1.715,90 1.185,33 6.672,05
Grand Total 34.473,40 25.840,69 | 89.202,90 14.599,93
Persentase (%) 21,01 15,75 54,35 8,90

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Kategori TINGGI sangat luas sehingga pelestarian keberagaman hayati dan
keseimbangan ekosistem sangatlah penting dalam menjaga jasa lingkungan pengendali hama
dan penyakit. Ini melibatkan praktik pertanian berkelanjutan, pelestarian habitat alami untuk
hewan pemangsa alami, pengurangan penggunaan pestisida yang berlebihan, serta pendidikan
dan kesadaran publik mengenai pentingnya pengendalian alami dalam mendukung
keberlanjutan lingkungan dan pertanian.

Gambar 11.39. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Pengendali Hama dan Penyakit

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pengendalian Hama
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.40. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pengatur Pengendali Hama dan Penyakit

Jasa Lingkungan Pengaturan: Pengendalian Hama
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

C. Jasa Lingkungan Pendukung (Supporting)
1. Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati merujuk pada
manfaat ekosistem dalam menyediakan tempat tinggal dan mendukung berbagai jenis
organisme, serta mempertahankan keanekaragaman hayati. Ekosistem yang sehat memiliki
peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem dengan
menyediakan habitat yang diperlukan bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan.

Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Buton
didominanasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 89.732,51 ha atau sekitar 54,68%
dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian kategori RENDAH dengan luas 33.673,39 ha
atau sebesar 20,52%. Selain itu, kategori SANGAT TINGGI juga relatif cukup besar dengan
luas 16.472,79 ha atau sekitar 10,04%. Kecamatan Kapontori berkontirbusi terbesar pada
kategori SANGAT TINGGI dengan luas 5.791,35 ha menyusul Kecamatan Siotapina sebesar
4.720,5 ha, kemudian Kecamatan Lasalimu sebesar 3.605,04 ha, seperti diperlihatkan pada
dan gambar berikut. Kategori RENDAH menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton.
Penyebaran secara sepasial jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati
ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 2.21. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan

Keanekaragaman Hayati
Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan
Kecamatan Keanekaragaman Hayati (ha)

Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat

Rendah Tinggi
Kapontori 712.30 4.246.64 4.291.97| 31.684.70 5.791.35|
Lasalimu 584.37| 9.854.35 443.20 17.367.59 3.605.04
Lasalimu 2.936.19 6.863.19 126.38 4.411.10 629,55
Selatan
Pasarwajo 6.328.53 2.836.73 2.971.83] 15.941.39 1.726.35
Siotapina 618.62 7.002.14 1.316.14) 10.986.64 4.720.50
Wabula 353.18 1.696.26| 1.854.38 2.643.04
Wolowa 1.701.14 1.174.08| 6.698.05
Grand Total 13.234.33| 33.673.3 11.003.91 89.732.51 16.472.79
Persentase (%) 8.06 20.521 6.70 54.68| 10.04

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 2.41. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati
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10,04%

8.06%

20,52%

@ 5angat Rendah @ Rendah Sedang o Tinggi @ Sangat Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.42. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

2. Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah mengacu pada
berbagai proses dan interaksi di lingkungan yang mempengaruhi pembentukan dan
pemulihan tanah secara alami. Tanah adalah sumber daya alam yang penting karena memiliki
peran vital dalam mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Jasa lingkungan
ini melibatkan sejumlah faktor dan proses alami yang bekerja bersama-sama untuk
membentuk dan memperbaharui kualitas tanah. Jasa lingkungan pendukung pembentukan
dan regenerasi tanah penting untuk menjaga kualitas tanah yang baik dan produktif. Tanah
vang subur dan sehat mendukung pertumbuhan tanaman yang berkualitas, menjaga
keanekaragaman hayati, serta berkontribusi pada keseimbangan ekosistem secara
keseluruhan. Melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak adalah
penting agar jasa-jasa lingkungan ini tetap berkelanjutan bagi generasi masa depan.
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Jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Buton
didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 72.868,8 ha atau sekitar 44,4% dari
luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian menyusul kategori SANGAT RENDAH dengan luas
33.665,78 ha atau sekitar 20,51%, selanjutnya kategori SEDANG dengan luas 27.812,97 han
atau sekitar 16,59%, kategori RENDAH seluas 24.199,51 ha atau 14,75% dan kategori
SANGAT TINGGI seluas 5.569,87 ha atau 3,39%, seperti diperlihatkan pada tabel dan gambar
di bawah. Kondisi seperti ini perlu menjaga kualitas dan keberlanjutan jasa lingkungan
pendukung pembentukan dan regenerasi tanah dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Upaya konservasi, pengelolaan tanah yang bijaksana, dan perlindungan ekosistem merupakan
langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif ini dan memastikan
kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Tabel 2.22. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pembentukan dan

Regenerasi Tanah
Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan
Kecamatan Regenerasi Tanah (ha)
Sangat Rendah| Rendah Sedang Tinggi Sangat
Tinggi

Kapontori 3.671.07 5.575.21 4.211.36 30.195.20 3.074.10|
Lasalimu 6.391.33 4.429.84 11.750.59 8.234.08 1.048.71
Lasalimu 7.182.95 2.745.06 3.891.87 1.146.53
Selatan
Pasarwajo 9.473.39 2.715.23 2.236.61 13.932.55| 1.447.06
Siotapina 3.145.22 5.742.19 4.544.65 11.211.98
Wabula 2.085.92 1.817.90 12.39 2.630.65
Wolowa 1.715.90 1.174.08 1.165.50 5.517.80
Grand Total 33.665.78 24.199.51 27.812.97] 72.868.80 5.569.8
Persentase (%) 20.51 14.75[ 16.95 44.40 3.39

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar di bawah memperlihatkan sebaran spasial jasa lingkungan pendukung
pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Buton. Ditunjukkan bahwa jasa lingkungan
pendukung pembentukan dan regenerasi kategori SANGAT RENDAH masih menyebar di
seluruh kecamatan di Kabupaten Buton terluas di Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan
Lasalimu Selatan. Sementara kategori TINGGI terutama di Kecamatan Kapontori dan
Kecamatan Siotapina. Sementara Kategori SANGAT TINGGI terbesar di Kecamatan Kapontori.
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Gambar 2.43. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Jasalingkungan Pendukung: Pembentukan dan

Regenerasi Tanah
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Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Gambar 2.44. Luas Wilayah Jasa Lingkungan
Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Jasalingkungan Pendukung: Pembentukandan
Regenerasi Tanah
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Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

2.1.2 Demografi

Demografi adalah peta yang hidup dari keberagaman manusia di seluruh dunia. Dalam
penceritaannya yang kompleks, demografi mengungkap kisah tentang bagaimana populasi
berubah, bergerak, dan beradaptasi dari masa ke masa. Melalui perjalanan statistik yang
melibatkan kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan sosial, demografi memperlihatkan
pola-pola yang membentuk wajah-wajah kota dan pedesaan, merangkai alur perkembangan
ekonomi, serta menggambarkan transformasi komunitas-komunitas di seluruh benua. Dibalik
angka-angka dan grafik-grafik yang tampaknya kaku, terdapat cerita tentang perubahan
budaya, pengaruh teknologi, dan dinamika kehidupan manusia vang membentuk jalinan
keberagaman yang tak terbatas.
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Demografi dapat menjadi landasan bagi kebijakan publik, membantu pemerintah dan
organisasi untuk merencanakan sumber daya yang sesuai dengan perubahan populasi.
Mereka juga membantu memahami tren dan pola dalam distribusi usia, jenis kelamin, migrasi,
dan faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika populasi. Dengan memahami teori
demografi, kita dapat merencanakan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan
kebijakan sosial yang lebih efektif, sesuai dengan perubahan dalam komposisi populasi.
Berikut merupakan rincian data demografi Kabupaten Buton.
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Jumlah penduduk Kabupaten Buton menunjukkan pertumbuhan yang positif selama
periode 2010-2023. Pada tahun 2010, populasi totalnya mencapai 95.221 jiwa, meningkat
menjadi 120.873 jiwa pada tahun 2023. Namun, pada 2020 hingga tahun 2021, terjadi
penurunan penduduk akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak korban

Jjiwa. Meskipun demikian, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Buton kembali
meniningkat.

Gambar 2.45. Jumlah Penduduk Kabupaten Buton
Tahun 2010-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2023

Dalam hal jumlah penduduk di suatu wilayah, tidak bisa mengabaikan tingkat
kepadatan penduduk tersebut. Saat populasi suatu daerah bertambah, kepadatan
penduduknya pun cenderung meningkat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Buton. Adapun
kepadatan penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2023 mencapai 73,35 jiwa/km?.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok usia, pada tahun 2023, komposisi penduduk di
Kabupaten Buton didominasi oleh penduduk berusia muda (0-24 tahun). Berikut merupakan
rincian jumlah penduduk Kabupaten Buton berdasarkan struktur usia.

Tabel 12.24. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Di Kabupaten Buton Tahun 2023 (Ribu Jiwa)

Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
0-4 6,30 6,25 12,56
05-09 6,01 5,87 11,88
10-14 5,85 5,59 11,45
15-19 6,12 5,69 11,81
20-24 5,89 5,48 11,36
25-29 5,37 5,17 10,53
30-34 4,76 4,58 9,35
35-39 4,05 4,03 8,08
40-44 3,46 3,49 6,95
45-49 3,26 3,06 6,32
50-54 2,71 2,68 5,39
55-59 2.15 2,22 4,37
60-64 1,69 1,97 3,66
65-69 1,30 1,35 2,65
70-74 0,94 0,9 1,83
75+ 0,86 1,16 2,03
Buton 60,73 59,49 120,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2024
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Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat digambarkan oleh
piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Buton merupakan piramida jenis
ekspansif. Jenis piramida ini memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin
mengecil ke bagian puncak. Berdasarkan karakteristik tersebut, menunjukkan bahwa
penduduk di Kabupaten Buton dalam keadaan bertumbuh. Jumlah penduduk usia muda
lebih besar dibanding penduduk usia tua mengindikasikan bahwa angka kelahiran di
Kabupaten Buton cenderung lebih tinggi dibanding angka kematian dan memiliki
pertumbuhan penduduk yang cepat.

Gambar 2.46. Piramida Penduduk Kabupaten Buton
Tahun 2023

75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

® Perempuan ® Laki-laki
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bufon, 2023

Piramida penduduk yang lebih condong pada usia muda menggambarkan suatu
komunitas dengan dasar yang luas dari generasi muda yang dinamis. Namun, dibalik potensi
besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan
untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi
muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting untuk
memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung
perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan
medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan
tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan
reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk
yvang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini,
masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi
kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk di Kabupaten Buton memiliki
persentase penduduk laki-laki yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk
perempuan. Dimana 50,5% penduduk adalah berjenis kelamin laki-laki (61.053 jiwa) dan
49,5% penduduk berjenis kelamin perempuan (59.820 jiwa).
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Gambar 2.47.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Buton
Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2024

Ketika jumlah laki-laki mendominasi penduduk suatu daerah, terdapat sejumlah
keuntungan dan kerugian yang dapat muncul. Keuntungan potensialnya termasuk
peningkatan tenaga kerja yang kuat dan beragam, yang dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi. Kehadiran laki-laki yang lebih banyak juga bisa menjadi pendorong inovasi dan
kemajuan teknologi dalam beberapa sektor. Namun, kerugian mungkin timbul dalam aspek-
aspek sosial, seperti potensi peningkatan tingkat kekerasan atau konflik, terutama jika ada
ketidakseimbangan gender yang signifikan.

Selain itu, dalam situasi dimana laki-laki mendominasi jumlah penduduk, aspek
keseimbangan gender dalam berbagai bidang kehidupan juga dapat terpengaruh. Terdapat
risiko kemungkinan ketidakseimbangan dalam keterwakilan politik, keputusan ekonomi, atau
bahkan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang kemudian bisa
berdampak pada pembangunan yang merata dan inklusif bagi seluruh komunitas.

Pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif baik laki-laki maupun perempuan
dalam pengambilan keputusan serta pembangunan sosial-ekonomi menjadi semakin terlihat
dalam konteks ini. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah setempat harus berupaya
untuk menciptakan lingkungan yang merangsang kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan, dan mempromosikan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Buton merupakan upaya
menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Aspek
kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kependudukan, perekonomian daerah, sumber
daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja
Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan daerah selama ini.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu
daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut.
Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas
potensial daerah.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada
periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan
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harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga

pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun
yang dijadikan dasar perhitungan.

Gambar 2.48. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton
Tahun 2010-2023 (%)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 201 0-2024

Berdasarkan ilustrasi grafik di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton
mengalami perlambatan pada tahun 2014 hingga berada di angka -52,91%. Hal ini
disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan mengenai pembatasan jumlah ekspor hasil
tambang dimana sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama perekonomian di
Kabupaten Buton. Juga pada tahun 2020 dimana laju ekonomi Kabupaten Buton mengalami
kontraksi hingga berada di angka -0,49% sebagai akibat dari adanya wabah Covid-19. Namun
hal itu tidak bertahan lama karena pada tahun 2021 hingga 2022, ekonomi Kabupaten Buton
mampu naik hingga mencapai angka 5,74%, dan pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Buton
kembali mengalami perlambatan menjadi 3,03%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah
berhasil untuk meningkatkan geliat perekonomian daerah dan juga akan berimbas pada
tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia melibatkan pertumbuhan positif serta perubahan dalam sektor
ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Ini berlaku untuk
semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh
karena itu, pembangunan manusia memusatkan perhatian pada manusia dan
kesejahteraannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada
tahun 1990, telah mengalami beberapa kali perubahan metodologi. Pada tahun 2011, metode
perhitungan IPM mengalami perubahan dengan mengubah metode penghitungan dari rata-
rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik. Perubahan ini didasarkan pada pengakuan bahwa
kelemahan dalam satu dimensi tidak dapat dikompensasi oleh keunggulan dalam dimensi lain.
Terdapat pula perubahan dalam indikator yang membentuk indeks pengetahuan, yaitu
penggunaan harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator melek huruf. Karena mayoritas
wilayah telah mencapai tingkat melek huruf yang tinggi, indikator ini tidak lagi sensitif dan
relevan dalam mengukur kualitas pendidikan. Perubahan metodologi yang diperkenalkan oleh
UNDP mengakibatkan IPM sebelum tahun 2010 tidak dapat dibandingkan dengan IPM setelah
tahun 2010.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Buton dari tahun 2010-2023 sebesar 13%. Hal ini
menunjukan bahwa terjadi kenaikan tren positif pada capaian IPM Kabupaten Buton dimana
hal ini berarti adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton. Data
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berikut merupakan visualisasi tren pada capaian IPM Kabupaten Buton dari 2010 hingga
2023.

Gambar 2.49. Indeks Pembangunan Manusia
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024

Indeks pembangunan manusia memiliki empat elemen utama, yang terdiri dari
Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran per
Kapita yang disesuaikan. Jika melihat keempat aspek tersebut, setiap elemen cenderung
mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2023.

Gambar 2.50. Indikator Penyusun IPM Kabupaten Buton
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton 2010 - 2024

Peningkatan IPM mencerminkan transformasi signifikan dalam kualitas kehidupan
suatu komunitas. Melalui upaya berkelanjutan di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar
hidup, suatu wilayah dapat meningkatkan IPM-nya. Di bidang pendidikan, fokus pada
peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci
penting. Dengan memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan formal
maupun non-formal, wilayah tersebut mendorong perkembangan kecerdasan dan
keterampilan warga, yang membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kesehatan juga memainkan peran sentral dalam meningkatkan IPM. Peningkatan
akses ke layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan pemahaman akan
pentingnya gaya hidup sehat memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kematian
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dan peningkatan harapan hidup. Dengan memberi perhatian pada kesehatan masyarakat,
baik fisik maupun mental, suatu daerah dapat memastikan bahwa sumber daya manusianya
dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan
holistik dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, peningkatan IPM mencerminkan
komitmen suatu wilayah dalam memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi semua
penduduknya.

2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di suatu daerah merupakan cermin dari kesejahteraan sosial
ekonomi penduduknya. Ini menggambarkan jumlah individu atau keluarga yang hidup di
bawah garis kemiskinan, dimana pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berbagai
faktor memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendapatan, kesenjangan ekonomi,
akses terhadap pekerjaan, dan ketersediaan layanan dasar, misalnya, daerah dengan
pendapatan rata-rata rendah atau kesenjangan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki
tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Selain faktor ekonomi, kondisi sosial dan infrastruktur juga memainkan peran penting,
Akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang
mendukung seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak dapat mempengaruhi tingkat
kemiskinan suatu daerah. Pemerintah daerah dan lembaga terkait sering berupaya
menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang
bertujuan meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, dan memperluas akses
terhadap layanan dasar. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting dalam
merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 2.51. Angka Kemiskinan Kabupaten Buton
Tahun 2010-2023 (%)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buton menunjukkan tren yang menggembirakan
selama periode yang diamati. Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2010 hingga tahun
2022. Angka kemiskinan menurun secara bertahap dari 17,95% pada tahun 2010 terus turun
menjadi 13,27% pada tahun 2022, meskipun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 13,77%.
Namun penurunan tingkat kemiskinan mengindikasikan berkurangnya jumlah penduduk
miskin di wilayah tersebut, sebagai hasil dari kebijakan strategis yang diterapkan untuk
mengatasi kemiskinan selama periode tersebut.

Penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan upaya konkret dalam memperbaiki
kondisi ekonomi masyarakatnya. Dalam periode tertentu, terlihat penurunan vang signifikan
dari individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor seperti
kebijakan ekonomi yang inklusif, program efektif dalam mengurangi kemiskinan, akses yang
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lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan peluang kerja
menjadi pendorong utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ini mencerminkan
komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan kondisi lebih baik bagi
masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi, serta langkah penting dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi wilayah tersebut.

2.2.1.4 Rasio Gini

Rasio Gini atau Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi
tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu populasi. Skala indeks
Gini berada antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata
(setiap orang memiliki pendapatan yang sama) sementara nilai 1 menunjukkan
ketidaksetaraan yang maksimal (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan atau
kekayaan). Indeks gini membantu dalam melihat sejauh mana tingkat ketidakmerataan
pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penerapannya, nilai
indeks Gini yang lebih rendah menandakan adanya tingkat kesetaraan yang lebih baik dalam
distribusi pendapatan, sementara nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketidaksetaraan yang
lebih besar di antara individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Ini membantu para
pengambil kebijakan untuk memahami tingkat kesenjangan ekonomi dan mendorong upaya-
upaya kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta
meningkatkan keadilan sosial.

Gambar 2.52. Rasio Gini Kabupaten Buton
Tahun 2016-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2024

Rasio gini Kabupaten Buton dalam 7 tahun terakhir (2016 - 2023) cenderung stabil
berada dikisaran angka 0,300-0,400. Adapun capaian gini rasio di Kabupaten Buton pada
tahun 2023 mencapai 0,318 sehingga termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Untuk menangani ketimpangan pendapatan secara optimal, diperlukan serangkaian
langkah strategis yang melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang
mempengaruhinya, seperti pendidikan, kesempatan kerja, akses kesehatan, dan kebijakan
ekonomi. Membuka akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat
merupakan langkah kunci, karena pendidikan memiliki potensi besar untuk mengurangi
kesenjangan pendapatan dalam jangka panjang. Penciptaan peluang kerja yang adil dan layak,
terutama bagi kelompok rentan, juga menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, pengembangan kebijakan ekonomi yang inklusif, seperti memberikan insentif
kepada sektor-sektor yang memperluas lapangan kerja dan mengurangi disparitas ekonomi,
menjadi penting. Penguatan sistem perlindungan sosial, termasuk jaringan keselamatan sosial
vang efektif dan program bantuan bagi kelompok yang membutuhkan, dapat membantu
mengurangi ketimpangan pendapatan. Transparansi dalam distribusi sumber daya dan
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pendapatan, serta keterlibatan aktif pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor
swasta, adalah aspek penting dalam upaya optimalisasi penanganan ketimpangan pendapatan
untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang mampu bekerja tidak
memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang berada dalam kondisi ini
disebut sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi dalam berbagai tingkat dan dapat
disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kompetensi kerja, terbatasnya lapangan
usaha, hingga keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar kerja. Pengangguran memiliki
dampak negatif tidak hanya pada individu-individu yang terkena dampaknya tetapi juga pada
perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah dan berbagai lembaga dapat mengambil
langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran, termasuk menyediakan pelatihan
keterampilan, memberikan dukungan untuk pencarian pekerjaan, dan menciptakan kondisi
ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

Adapun pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton mengalami
kenaikan pada tahun 2020 yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Antisipasi dan
pemulihan pasca pandemi berdampak pada penurunan angka pengangguran hingga mencapai
2,48 persen pada tahun 2023.

Gambar 2.53. Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Buton Tahun 2010-2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup
aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan
kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan
struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital
bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial
budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya
dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan
pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan
dengan kehidupan sosial dan budaya.

Fokus kesejahteraan sosial budaya dalam analisis hasil pembangunan Buton dapat
dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat beberapa analisis indikator dalam melihat
kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis Perlindungan Anak, Indeks
Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender, Indeks
Pembangunan Pemuda.
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Aspek pembangunan Perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam
pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini karena anak-anak merupakan aset masa
depan yang akan menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu
masyarakat. Hal tersebut menjadikan perlindungan anak perlu diupayakan karena ada
indikasi bahwa permasalahan ini menjadi fenomena “gunung es” sehingga masih minim
kekerasan terhadap anak yang terlaporkan. Adapun Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten
Buton pada tahun 2022 mencapai 52,25. Capaian ini belum optimal sehingga perlu adanya
pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program perlindungan anak
untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan yang
berkembang.

Salah satu aspek pembangunan sosial budaya masyarakat adalah dengan
pembangunan gender. Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan
laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk
mengukur Kkesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk
memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa
dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan
Gender di Kabupaten Buton pada tahun 2019 memiliki capaian 79,82 dan capaiannya
meningkat pada tahun 2023 menjadi 82,07. Adapun pada Indeks Pemberdayaan Gender yang
melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, menunjukkan
capaian masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019
sebesar 64,49 dan mengalami penurunan hingga di tahun 2023 sebesar 70,37.

Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat
mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang
diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama
untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan
yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks
Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian
pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek
kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Adapun Indeks Ketimpangan
Gender Kabupaten Buton mencapai 0,617 pada tahun 2019, Dalam kurun waktu empat tahun
terakhir, Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan hingga mencapai 0,541 pada
tahun 2022, Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Buton
semakin menurun. Namun Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton kembali naik
menjadi 0,528 di tahun 2023.

Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton Tahun 2019-2023

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 |
Indeks Pembangunan Gender 79,82 80,18 80,69 81,46 82,07
Indeks Pemberdayaan Gender 64,49 71,41 68,21 70,51 70,37
Indeks Ketimpangan Gender " 1 0617 | 0576 | 0,571 0,541 0,528

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sultra, 2024

Pembangunan pemuda adalah proses yang bertujuan uniuk mengembangkan potensi,
keterampilan, dan kapasitas individu muda sehingga mereka dapat berkontribusi secara
positif dalam masyarakat. Pemuda, yang sering didefinisikan sebagai individu berusia antara
15 hingga 24 atau 15 hingga 30 tahun, merupakan kelompok yang dinamis dan penting dalam
pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu daerah. Adapun pencapaian Indeks
Pembangunan Pemuda yang merepresentasikan pembangunan kepemudaan di Kabupaten

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 | 1I-55



Buton, terlihat adanya kenaikan indeks pembangunan pemuda dari tahun 2020 menuju ke
tahun 2022 dengan capaian akhir 62,46 di tahun 2022. Namun angka ini lebih rendah
dibandingkan pencapaian di tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan
pembangunan terhadap pemuda di Kabupaten Buton. Meningkatkan pembangunan
kepemudaan melibatkan berbagai pendekatan yang terfokus pada pengembangan kapasitas,
keterampilan, dan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan.

Gambar 2.54. Indeks Pembangunan Pemuda
Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
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Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton, 2023

Disamping itu pula, aspek budaya juga memegang peranan penting dalam aspek
kesejahteraan sosial budaya. Dimana aset budaya baik berupa benda maupun non-benda
merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Buton dalam melaksanakan
pembangunan. Aktifitas budaya menjadi perekat masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari
serta aset benda dapat menjadi potensi wisata yang potensial. Oleh sebab itu identifikasi
potensi-potensi budaya menjadi hal penting dalam pengembangan budaya Buton, dimana saat
ini terdapat 101 situs dan cagar budaya yang tersebar di 7 wilayah kecamatan, dan 48
upacara adat yang masih terjaga dan terus dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Buton.
Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton sekaligus dapat menjadi daerah penyangga
kawasan strategis pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi.

Capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat
dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
No. Indikator Satuan Ca,; Kinerja
2019 | 2020 2021 2022 | 2023

1 Penyelenggaraan festival seni dan Event 1 1 0 0 0

budaya
1

2 Sarana penyelenggaraan seni dan Unit 1 1 1 36 39
budaya

3 Warisan budaya tak benda %% 10 15 20 25 30
(WBTB)

4 Jumlah benda, situs dan kawasan Unit 23 23 10 2 3
cagar budaya yang dilestarikan

S Persentase benda, situs dan % 64,41 | 89,03 18,82 2,24 +
kawasan cagar budaya yang
dilestarikan

6 | Jumlah Pembinaan kelompok seni | Kip 179 0 29 179 29
budaya/sanggar budaya
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No. | Indikator Satuan Capaian Kinerja
- ! 4l 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
7 Persentase ketersediaan sarana % 100 100 100 100 100
penyelenggaraan seni dan budaya
8 Persentase ikon buton yang % 100 100 100 100 100
berbasis budaya |
9 Jumlah kebudayaan yang Unut 10 15 15 15 15
dikembangkan untuk pariwisata
10 Jumlah lembaga adat yang Unit 56 56 56 56 56
berperan dalam pembangunan
budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Buton Tahun 2023

Selain itu Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan
hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur
Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem,
sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan
pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Buton dan menarik
dikunjungi antara lain :

a. Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe Kec. Kapontori. Merupakan
hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti
anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam
yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung
dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu
setengah jam.

Potensi wisata lainnya yang terletak di Kecamatan Kapontori adalah wisata pulau pendek
dan pulau panjang, pantai kapontori, pantai walinda, spot diving pulau pendek, uwe
kancusu, danau biru/ndawundawuna, danau wambilau, gua liangkamoi, gua langole, gua
wakole togo, gua wisata, gua wambilau, air terjun lapangan, air bendung, dan padang kuku.

b. Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu
Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di
pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat
pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Obyek
wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kecamatan Lasalimu Selatan adalah permandian
topa, wacu kambo, la gusi gusi, danau togomotonu, gua langalu, spot diving pantai koguna,
togo matonu, dan permandian sangi wa ode.

c. Kecamatan Wabula sebagai kawasan pengembangan pariwisata memiliki berbagai potensi
wisata alam dan wisata bahari. Akses menuju lokasi wisata sangat mudah dengan jarak
tempuh + 24 km dari ibukota kabupaten.

Beberapa potensi wisata di Kecamatan Wabula adalah kawasan Kali Topa, Pantai Wabula,
Lakongkomali/Tj. Pamali, Pantai Lahunduru, Permandian Watobura, Kampung Bajo, Pantai
Wasampela, dan spot diving Wabula Wasuemba.

d. Kawasan dive centre Pasarwajo, yang terletak di pusat ibukota kabupaten memiliki beragam
keunikan keanekaragaman hayati. Obyek wisata lainnya adalah pantai banabungi, pantai
kancinaa, pantai kasosona, pantai wasaga, pantai kumbawakole/muara kali winto, gua
wandingi, gua larumusu, air terjun kohau-hauna, permandian air panas wining,
permandian air panas kaongke-ongkea, permandian wajo, kali winto/permandian puto dan
jembatan kekinian kaongke-ongkea.

e. Obyek wisata yang juga sangat menarik untuk dikunjungi di kecamatan Wolowa yaitu air
terjun kalata, air terjun wacumapu, pantai wasuni, pantai sangia wa ode, pantai
kampoila/pantai pasir hitam, sokoa dan spot diving sokoa.

f. Obyek wisata di kecamatan Siotapina yaitu permandian baluwu, permandian sangia
manuru, spot diving sangia manuru.
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g. Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa
peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain
benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di kecamatan Lasalimu, benteng
ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea,
benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat
di Kecamatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori.

h. Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah
mengagendakan pelaksanaan event Festival Budaya Tua Buton dan pelaksanaan pesta adat
dibeberapa wilayah yang sarat akan nilai budaya dan rutin dilaksanakan sepanjang tahun.

Capaian kinerja bidang pariwisata Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat
dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
| 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Kunjungan wisata Org | 29,156 | 49.392 | 60.146 | 53.806 | 57.495
2 | Wisamwan pieantary Org | 28.345 | 49.347 | 60.142 | 53.763 | 57.258
3 | Wisatawan mancanegara Org 811 45 4 620 237
4 | Rata-rata lama tinggal Jam 8 24 5 10 0
wisatawan i
5 | Persentase destinasi pariwisata Y% 50 60 79 100 48.39
unggulan yang dikelola :
6 | Persentase promosi budaya Y% 66,67 83,33 50,00 88,89
untuk mendorong pariwisata
melalui website, media cetak dan
elektronik
7 | Persentase kelompok sadar Yo 46,67 53,33 60,00 80 10
wisata vang dibina — _
PAD sektor pariwisata Rp Juta 16,501 | 42,986 | 90.621 153,31 | 33579
Jumlah kawasan wisata yang Unit 2 2 3 3 o 3 ]
dibenahi dan dikembangkan
10 | Jumlah desa wisata Desa 6 16 16 25 31
11 | Jumlah kelompok sadar wisata Kipk 7 15 15 25 7

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buton Tahun 2023

2.3. Aspek Daya Saing

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk
memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya
penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu
mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan
2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan
identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang mencerminkan pergerakan
ekonomi di suatu wilayah. Hal ini menggambarkan peningkatan atau penurunan nilai tambah
yang berasal dari segala aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dalam istilah teknis,
pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan perubahan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) pada harga tetap dari satu periode ke periode sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang mengalami
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peningkatan, sedangkan angka pertumbuhan yang negatif menandakan adanya kontraksi
ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merujuk pada total nilai tambah yang
dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau total nilai akhir dari barang
dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dibagi menjadi PDRB berdasarkan
harga saat ini (harga berlaku) dan PDRB dengan harga konstan. PDRB berdasarkan harga
berlaku mengindikasikan nilai tambah yang dihitung dengan menggunakan harga saat ini
pada setiap tahunnya. Di sisi lain, PDRB dengan harga konstan menunjukkan nilai tambah
yang dihitung dengan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Sebagai
contoh, PDRB dengan harga konstan untuk rentang waktu 2000-2010 dihitung dengan
menggunakan harga tahun 2000, dan untuk rentang waktu 2011-2022 dihitung dengan harga
tahun 2010. PDRB dengan harga berlaku (PDRB Nominal) berguna untuk melacak perubahan
struktur ekonomi, sementara PDRB dengan harga konstan (PDRB Riil) memberikan gambaran
tentang pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu.
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Ditinjau berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2014, besaran PDRB ADHB
Kabupaten Buton mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai
2.559.465,30 juta rupiah dan terus meningkat di tahun berikutnya hingga tahun 2023
sebesar 5.062.656,23 juta rupiah.

PDRB pada harga berlaku yang meningkat dalam spesifik lapangan usaha bisa
menggambarkan berbagai hal, seperti peningkatan produktivitas, meningkatnya investasi
dalam sektor unggulan daerah, atau perubahan signifikan dalam permintaan pasar.
Gambaran ekonomi makro ini memberikan wawasan tentang perubahan ekonomi mikro di
wilayah tersebut, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada
penurunan, serta membantu dalam merumuskan strategi pemulihan ekonomi. Adapun
beberapa sektor lapangan usaha di Kabupaten Buton yang diperkirakan dapat memberi daya
ungkit terhadap perekonomian daerah dalam dua puluh tahun kedepan, yaitu :

1. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Dengan nilai PDRB ADHB mencapai 1.029.861,13 pada tahun 2023, sektor ini
menunjukkan peranan penting dalam ekonomi daerah. Sebagai tulang punggung masyarakat
pedesaan, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki potensi besar untuk terus
dikembangkan. Investasi dalam teknologi pertanian modern dan pengelolaan sumber daya
perikanan yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,
peternak, serta nelayan. Selain itu, sektor ini berpeluang besar dalam mendukung ketahanan
pangan nasional dan membuka lapangan kerja di daerah-daerah terpencil.

2. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan, meskipun memiliki PDRB ADHB sebesar 104.216,84 pada
tahun 2023, namun sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi. Sektor ini
penting dalam mengubah bahan mentah dari sektor pertanian dan perikanan dan
pertambangan menjadi produk bernilai tambah yang bisa diekspor atau dipasarkan di dalam
negeri. Peningkatan infrastruktur industri, pelatihan tenaga kerja, serta investasi dalam
teknologi pengolahan canggih akan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar
global.

3. Sektor Petambangan dan Penggalian

Dengan PDRB ADHB mencapai 2.092.932,87 pada tahun 2023, sektor pertambangan
dan penggalian menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Salah satu potensi pertambangan
di Kabupaten Buton adalah Aspal Alam Buton dengan jumlah deposit + 662 juta ton. Kadar
aspal yang terkandung dalam aspal buton bervariasi antara 10-40%. Selain itu Kabupaten
Buton juga memiliki potensi cadangan minyak yang dapat menjadi salah satu unggulan pada
20 tahun mendatang disamping potensi-potensi pertambangan lainnya. Pengembangan sektor
ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, tetapi
juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak
lingkungan yang merugikan.

4. Sektor Pariwisata

Pariwisata memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Keindahan alam,
kekayaan budaya, dan sejarah Kabupaten Buton dapat menarik wisatawan domestik maupun
internasional. Kekayaan budaya lokal dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buton
menjadi daya tarik utama. Pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, dan
peningkatan kualitas layanan akan memperkuat daya tarik daerah ini sebagai tujuan wisata
utama. Selain itu, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui
pengembangan usaha kecil dan menengah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
setempat.
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2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dasar yang kuat dalam mengelola
pembangunan di suatu wilayah. SDM yang berkualitas memegang peran penting dalam
menggerakkan proses pembangunan karena mereka menjadi penggerak utama inovasi,
kreativitas, dan produktivitas. Mereka membangun fondasi yang kuat dalam aspek intelektual,
ekonomi, dan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjamin
kesinambungan dalam rencana pembangunan jangka panjang.

Meningkatkan kualitas SDM melalui akses yang merata terhadap pendidikan
berkualitas dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting. Investasi dalam pendidikan
yang merangkul semua lapisan masyarakat membuka kesempatan bagi pertumbuhan yang
merata dan berkelanjutan. SDM yang terdidik, terlatih, dan ahli berperan besar dalam sektor
ekonomi, memperkuat infrastruktur sosial, serta membentuk masyarakat yang tangguh dan
mampu beradaptasi dengan perubahan.

Pentingnya SDM dalam pembangunan wilayah menciptakan platform di mana individu
berbakat dapat berkembang, mendorong inovasi, serta membangun fondasi yang
berkelanjutan. Dengan memberdayakan dan memahami peran SDM, sebuah wilayah dapat
membangun fondasi yang solid untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, memberikan
kesempatan kepada semua warga untuk mencapai potensi maksimal mereka demi masa
depan yang lebih baik.

Gambaran sumber daya manusia di Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa
aspek seperti pendidikan dan kesehatan yang secara keseluruhan dianalisis melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi kunci dalam membangun individu yang tangguh dan
berdaya. Lebih dari sekadar mentransfer pengetahuan, pendidikan mempersiapkan individu
untuk berperan aktif dalam masyarakat, membuka peluang, dan meningkatkan kualitas
kehidupan mereka. Dengan menyediakan akses yang merata dan berkualitas ke pendidikan,
suatu masyarakat dapat membangun dasar yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Pendidikan memberikan kekuatan kepada individu dengan keterampilan analitis, kreativitas,
dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

Signifikansi pendidikan dalam pengembangan manusia tercermin dalam pengaruhnya
yang meluas. Pendidikan membuka pintu kesempatan, melawan kemiskinan, dan mengurangi
ketidaksetaraan sosial. Dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, suatu
masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, memperkuat kebijakan
sosial, dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menggapai potensi
maksimalnya. Investasi dalam pendidikan melambangkan investasi pada masa depan,
membentuk masyarakat yang berbudaya, berpengetahuan, dan secara keseluruhan lebih
sejahtera.

Salah satu indikator yang memperlihatkan hasil pembangunan pendidikan adalah
Indeks Pendidikan yang dirumuskan dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama
sekolah. Analisis terhadap Indeks Pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019
hingga 2023, dengan nilai yang meningkat dari 63,20 pada tahun 2019 menjadi 66,85 pada
tahun 2023.
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Gambar 2.55. Indeks Pendidikan Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2019-2023 (Diclah)
*2020-2023 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020

Gambar 2.56. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buton Tahun 2010-2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024

Kondisi pendidikan di Kabupaten Buton juga dapat dilihat berdasarkan grafik Rata-rata
Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di atas. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir,
kedua indikator penting dalam pendidikan tersebut mengalami peningkatan dimana angka
rata-rata lama sekolah menjadi sebesar 8,49 tahun dan harapan lama sekolah menjadi
sebesar 13,88 tahun. Dari rumusan tersebut, maka indeks pendidikan pada tahun 2023
mencapai 66,86 pada tahun 2023. Peningkatan 2 indikator ini dapat dipicu oleh beberapa
faktor, diantaranya adalah :

a. Akses dan Ketersediaan Pendidikan
Kualitas Pendidikan
Kesejahteraan Ekonomi
Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial
Kebijakan Pendidikan

L R~

2. Kesehatan

Komponen umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia diukur
dengan indikator usia harapan hidup saat lahir (expectation of life at birth). Usia harapan
hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada
perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator usia harapan hidup (AHH) maka
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semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. Indikator ini
menunjukkan seberapa besar derajat kesehatan di suatu wilayah.

Gambar 2.57. Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton
Tahun 2010-2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024

Data capaian kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Buton yang ditunjukkan oleh
indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam kurun waktu 13 tahun (2010-2023) angka AHH
Kabupaten Buton memiliki peningkatan meskipun kurang signifikan hingga tahun 2023
mencapai 68,56 tahun. Pencapaian tersebut juga menjadikan indeks kesehatan Kabupaten
Buton menjadi sebesar 74,71. Hal ini menjadikan aspek kesehatan di wilayah Kabupaten
Buton sebagai prioritas bagi pemerintah daerah dengan tujuan agar mampu mengoptimalkan
pelayanan kesehatan agar mampu meningkatkan kesehatan masyarakat untuk dapat
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

3. Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana
orang-orang didalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat
partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang
kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin
mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan
dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk
usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak
bekerja dan pengangguran. Adapun capaian secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja
di Kabupaten Buton mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 77,34 jika
dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 68,02.
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Gambar I1.58. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton
Tahun 2010-2023
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Sumber: Badan Pusat Statisttk Kabupaten Buton Tahun 2024

68,49

4. Pembangunan Literasi Masyarakat

Pembangunan literasi masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan membaca,
menulis, dan memahami informasi dalam suatu komunitas. Literasi yang baik adalah fondasi
penting untuk pengembangan individu dan masyarakat, serta berperan dalam kemajuan
ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pencapaian pembangunan literasi masyarakat dapat
terlihat pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana pada tahun 2022, Kabupaten
Buton memiliki capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 69,79. Capaian ini
masih harus dioptimalkan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi seperti
penggunaan teknologi dan media digital, kolaborasi dengan lembaga dan organisasi,
menciptakan lingkungan yang mendukung literasi, mengadakan acara dan kegiatan literasi,
dan mengintegrasikan literasi ke dalam kegiatan keseharian.

5. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan adalah indikator demogralis yang menunjukkan beban ekonomi
yang ditanggung oleh populasi usia produktif (15-64 tahun) untuk mendukung populasi usia
tidak produktif, yaitu anak-anak (usia 0-14 tahun) dan orang tua (usia 65 tahun ke atas).
Angka ini memberikan gambaran tentang bagaimana struktur umur suatu populasi
mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Angka ketergantungan Kabupaten Buton
pada tahun 2023 yaitu sebesar 54,49 yang berarti 100 orang usia produktif menanggung
setidaknya 54-55 orang non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton
belum memasuki jendela bonus demografi namun jika melihat adanya penurunan angka
ketergantungan dari tahun 2022, maka Kabupaten Buton akan memasuki jendela bonus
demografi pada beberapa tahun lagi.

Bonus demografi adalah periode ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun)
dalam suatu daerah mencapai puncaknya, sementara proporsi penduduk usia tidak produktif
(anak-anak dan lansia) berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini menciptakan potensi untuk
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena lebih banyak orang berada dalam usia kerja
dan dapat berkontribusi pada ekonomi. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara
optimal, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat.
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Tabel 2.29.
Penduduk Kabupaten Buton
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022-2023

Umaur 0-14 Umur Umur % Usia
Tahun | Tahun (ribu | 15-64 Tahun | >65 Tahun % Unla Tidak :::“’ Behen
jiwa) (vibu jiwa) | (ribujiwa) | Tro0tRl | b cduktir ggungan
2023 35,89 77.81 6,51 64,73 35,27 54,49
2022 36,54 76,31 6,50 63,94 36,06 56,40

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024, Diolah

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur memiliki peran sentral dalam pembangunan suatu daerah. Ini bukan
sekadar jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, atau telekomunikasi, tetapi juga fondasi
bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perkembangan yang berkelanjutan.
Peran infrastruktur dalam pembangunan daerah tidak dapat diabaikan.

Infrastruktur yang kuat dan berkualitas memberikan pondasi yang diperlukan bagi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jaringan transportasi yang baik, seperti jalan dan
jembatan yang terawat, memungkinkan mobilitas barang dan orang, memperluas akses pasar,
dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Sementara itu, infrastruktur energi yang handal
mendukung produksi dan industri, sambil memberikan akses yang lebih baik terhadap
layanan dasar seperti listrik bagi masyarakat.

Infrastruktur yang memadai juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Akses
vang baik terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan adalah bagian penting dalam
meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian pula, akses yang memadai terhadap
pendidikan, termasuk infrastruktur sekolah, mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan dan
potensi pembangunan manusia suatu daerah.

Selain memberikan manfaat langsung, infrastruktur yang baik juga menarik investasi
dan meningkatkan daya saing suatu daerah. Perusahaan cenderung lebih tertarik berinvestasi
di wilayah dengan infrastruktur yang memadai, karena ini memudahkan operasi dan
distribusi mereka. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan
lapangan kerja, dan membantu mengurangi disparitas antar wilayah.

Kesimpulannya, infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan daerah. Investasi
dalam infrastruktur yang baik dan berkelanjutan bukan hanya tentang membangun jalan
atau instalasi listrik, tetapi juga tentang membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan masyarakat yang lebih inklusif.

2.3.3.1. Pendidikan

Infrastruktur pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah yang
berkualitas. Ini tidak hanya terkait dengan bangunan fisik seperti sekolah, tetapi juga meliputi
sumber daya manusia, kurikulum, teknologi, dan lingkungan belajar. Peran infrastruktur
pendidikan sangat penting dalam menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan intelektual
suatu daerah.

Fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan
ruang kelas yang baik, memberikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan
bagi seluruh masyarakat. Ini adalah kunci dalam membangun kapasitas intelektual dan
keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman.

Kualitas tenaga pendidik dan kurikulum yang relevan juga menjadi bagian integral dari
infrastruktur pendidikan. Guru yang berkualitas, kurikulum yang up-to-date, dan metode
pengajaran yang inovatif membentuk lingkungan pembelajaran yang efektif dan memotivasi
siswa untuk belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi bagian penting
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dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan akses yang lebih luas terhadap
informasi dan pembelajaran yang interaktif.

Infrastruktur pendidikan yang baik memiliki implikasi yang jauh lebih besar. Hal ini
membantu dalam mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial.
Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan
pendidikan yang berkualitas, infrastruktur pendidikan membuka pintu bagi inklusi sosial dan
ekonomi yang lebih besar.

Selain itu, infrastruktur pendidikan yang memadai juga berdampak pada pertumbuhan
ekonomi daerah. Pendidikan yang berkualitas membantu menciptakan tenaga kerja yang
terampil dan terdidik, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan daya saing
ekonomi suatu daerah.

Jadi, infrastruktur pendidikan yang kokoh adalah bagian esensial dalam pembangunan
daerah yang berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam
infrastruktur pendidikan memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan masyarakat,
menciptakan kesempatan yang adil, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Tabel 2.30. Jumlah Infrastuktur Pendidikan di Kabupaten Buton

Tahun 2019-2023
Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
SD Jumlah Sekolah 121 121 121 122 122
Jumlah Guru 1.117 1.135 1.151 1.261 1.402
Jumlah Murid 14.433 14.358 14.264 14.443 14.393
SMP | Jumlah Sekolah 49 49 49 S50 52
Jumlah Guru 717 743 753 816 847
Jumlah Murid 6.735 6.690 6.361 6.190 6.167
SMA | Jumlah Sekolah 21 21 23 23 [ 23
Jumlah Guru 462 491 487 562 | 618
Jumlah Murid 4.968 5.337 5.500 5.544 5.462

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bufon Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas yang menggambarkan jumlah infrastruktur pendidikan di
Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah infrastruktur
sekolah di wilayah tersebut mengalami sedikit perubahan. Tidak ada pola peningkatan atau
penurunan yang jelas dalam jumilah sekolah, jumlah guru, dan jumlah murid selama periode
waktu tersebut.

Keadaan yang stabil dalam jumlah infrastruktur sekolah menjadi tantangan yang
signifikan dalam usaha meningkatkan akses dan mutu pendidikan di suatu daerah. Saat
jumlah sekolah tidak mengikuti pertumbuhan populasi atau kebutuhan pendidikan yang
bertambah, situasi ini bisa menimbulkan sejumlah masalah. Stabilitas tersebut mungkin
mengakibatkan kepadatan siswa yang tinggi di setiap kelas, menghambat proses belajar yang
efektif. Selain itu, kekurangan infrastruktur sekolah bisa membatasi akses anak-anak
terhadap pendidikan yang bermutu, terutama di daerah terpencil atau dengan kepadatan
penduduk yang tinggi.

Stabilitas infrastruktur sekolah juga dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara
keseluruhan. Dengan minimnya ruang belajar, fasilitas yang memadai, dan sumber daya yang
mencukupi, mutu pembelajaran dapat terganggu. Ini akan mempengaruhi kemampuan
sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi semua siswa.
Oleh karena itu, pentingnya peningkatan atau perluasan infrastruktur sekolah yang sesuai
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dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap anak
memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

2.3.3.2. Kesehatan

Infrastruktur kesehatan merupakan pondasi penting dalam pembangunan suatu
daerah karena memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi disparitas kesehatan. Infrastruktur kesehatan mencakup fasilitas medis, layanan
perawatan, sumber daya manusia terlatih, dan sistem pendukung yang diperlukan untuk
memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik,
dan sarana kesehatan lainnya, menjadi penentu utama dalam memberikan akses yang merata
terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur
kesehatan yang kuat, masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan dengan lebih
mudah dan cepat, mengurangi dampak buruk penyakit, serta mencegah penyebaran penyakit
menular.

Selain fasilitas fisik, keberhasilan infrastruktur kesehatan juga bergantung pada
sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk tenaga medis yang terlatih dan terampil.
Investasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga medis menjadi kunci untuk memastikan
bahwa layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan.

Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dari infrastruktur kesehatan modern.
Sistem informasi kesehatan terpadu, penggunaan perangkat medis canggih, dan pemanfaatan
telemedicine adalah contoh teknologi yang dapat memperkuat infrastruktur kesehatan dan
meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau sulit
dijangkau.

Dengan memperkuat infrastruktur kesehatan, sebuah daerah dapat meningkatkan
kesehatan masyarakat, mengurangi angka kematian, mempercepat pemulihan dari penyakit,
dan membentuk masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan. Inovasi dan peningkatan
berkelanjutan dalam infrastruktur kesehatan merupakan langkah krusial dalam menciptakan
daerah yang lebih baik secara kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Tabel 2.31. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Rumah Sakit 1 1 1 1 1
_Puskesmas 14 14 14 15 15
Puskesmas Pembantu 28 28 33 34 35
Poliklinik - - 1 1 1
Posyandu 175 175 175 175 175
| Apotek X 10 32 32 38
| Tenaga kesehatan
Dokter 48 54 70 79 86
Perawat 238 239 271 357 610
Bidan 269 283 300 401 639
Farmasi 24 34 | 33 60 82
Ahli Gizi 40 a1 | 40 50 71

Sumber : Dinas Kesehatan & RSUD Kabupaten Buton Tahun 2023

Demikian pula halnya yang terjadi pada infrastruktur pendidikan bahwa di wilayah
Kabupaten Buton, jumlah infrastruktur Kesehatan juga stagnan selama jangka waktu 5 tahun
terakhir.

Ketika jumlah infrastruktur kesehatan stagnan dalam sebuah daerah, ini dapat menjadi
tantangan yang serius dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai kepada
masyarakat. Stagnasi ini bisa berarti kurangnya peningkatan atau ekspansi dalam
pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, atau sarana medis
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lainnya sesuai dengan pertumbuhan penduduk atau kebutuhan kesehatan yang berkembang.
Hal ini dapat mengakibatkan padatnya layanan di fasilitas yang ada, menurunkan kualitas
pelayanan, dan membatasi akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan.

Kurangnya peningkatan infrastruktur kesehatan juga dapat menghambat kemampuan
dalam menanggapi kebutuhan kesehatan mendesak, terutama dalam situasi darurat atau
bencana alam. Dalam kondisi demikian, kekurangan fasilitas dan sumber daya kesehatan
dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan, berpotensi meningkatkan angka
kematian atau memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, stagnasi dalam
pembangunan infrastruktur kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan dan perluasan
terus-menerus dalam sarana kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap
individu memiliki akses yang adil dan layanan kesehatan yang berkualitas.

2.3.4. Daya Saing Infrastruktur Lainnya

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam proses pembangunan. Salah satu daya
saing infrastruktur pembangunan adalah kondisi jalan. Kondisi jalan yang baik akan
memudahkan konektivitas daerah sehingga mempercepat mobilitas kegiatan masyarakat yang
akan berdampak pada kegiatan perekonomian maupun sosial. Dengan adanya infratruktur
yang baik diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan daerah. Kondisi
infrastuktur jalan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32,
Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023
1. | Panjang jalan nasional Km NA NA NA 206,45 206,45
| Kondisi Baik Km NA NA NA 62,94 38,22 |
- Kondisi Rusak Sedang | Km NA | NA NA 134,28 162,33
- Kondisi Rusak Ringan Km NA NA NA 9,02 5,90
Rusak Berat Km NA NA NA 0,20 0,00
2. | Panjang jalan propinsi Km NA NA 41,7 41,7 i 41,55
3. |Panjang jalan kabupaten Km 482,27 482,27 482,27 | 482,27 | 48227
4. _| Kondisi jalan kabupaten : o ]
- Baik Km 152,542 169,080 186,879 | 202,985 203,99
- Sedang Km 56,529 35,120 34,385 32,115 32,12
- Rusak ringan Km 57,749 9,890 62,67 54,070 54,07
- Rusak berat Km 215,450 268,180 198,32 192,100 188,72
B Proporsi panjang % 31,63 35,06 34,39 48,96 45,43
l jaringanjalan dalam
{ kondisi baik
6. | Persentase jalan % 43,35 42,34 45,88 48,96 52,31
kondisi mantap
7. Rasio panjang jalan M/org 4,70 4,19 4,12 4,20 3,99
dengan jumlah
penduduk

Sumber: Dinas PUPR Kab. Buton Tahun 2023

Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama
empat tahun terakhir sebesar 482.270 km, dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi
mantap sampai tahun 2023 sebesar 236,1 km atau 48,96 persen dan kondisi tidak mantap
sebesar 246,17 km atau 51,04 persen, dengan persentase kondisi saluran drainase kondisi
baik menunjukan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 16,78
persen, sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 37,49 persen.

Kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Buton terus mengalami perbaikan dengan
ditunjukkannya presentase jalan dalam kondisi mantap dan proporsi jalan pada kondisi baik
yang terus meningkat. Hal ini dapat menjadi salah satu daya dukung Kabupaten Buton untuk
bersaing dengan daerah lainnya. Selain sarana infrastruktur bidang pekerjaan umum,
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pembangunan infrastruktur jaringan transportasi atau perhubungan juga mempunyai
peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur
transportasi darat maupun laut dapat lebih mempercepat keterhubungan antarwilayah
maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan
kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.

Wilayah laut yang luas dan panjangnya garis pantai memberi peluang pengembangan
prasarana perhubungan laut yang mengoneksikan wilayah-wilayah sekitarnya. Sejak tahun
2019 sampai saat ini jumlah pelabuhan yang terbangun dan terehabilitasi sebanyak 28
pelabuhan yang terdiri atas 20 pelabuhan rakyat, 1 pelabuhan penyeberangan, 3 pelabuhan
lokal, 1 pelabuhan regional, 1 pelabuhan transmigrasi, 2 pelabuhan khusus, 1 pelabuhan
studi dengan jumlah terminal yang tersedia sebanyak 1 terminal type B yang terbangun pada
tahun 2022 melalui dana APBD propinsi.

Untuk jumiah trayek angkutan darat sampai tahun 2023 sebanyak 16 trayek, dengan
jumlah armada angkutan kota sebanyak 42 unit dan angkutan desa sebanyak 9 unit, dan
angkutan antar kota dalam provinsi sebanyak 31 unit. Sedangkan untuk angkutan laut, yaitu :
Pelabuhan Lasalimu Kec. Lasalimu jumlah trayek sebanyak 1 (Lasalimu-Wanci) dengan
jumlah armada 2 unit (bergantian), Pelabuhan Banabungi terdapat 3 unit kapal melayani tol
laut (jadwal tentatif], Pelabuhan Kamaru tedapat 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Wanci
dan 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Binongko. Berikut capaian Kkinerja urusan
perhubungan :

Tabel 2.33.
Kondisi Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023
1. | Jumlah pelabuhan Unit 20 20 20 20 20
rakyat
2. | Jumlah pelabuhan Unit 1 1 1 1 1
= penyeberangan
3. | Jumlah pelabuhan Unit 1 1 1 1 1
lokal -
4, | Jumlah pelabuhan Unit 1 1 1 1 1
regional ]
5. | Jumlah pelabuhan Unit 1 1 1 1 1
transmigrasi
6. Jumlah pelabuhan Unit 2 2 2 2 2
khusus
7. | Jumlah pelabuhan Unit 1 1 1 1 1
study
8. | Jumlah terminal tipe Unit - E - 1 =
B

Sumber: Dinas Perhutbungan Kab. Buton Tahun 2023

Pada era modern ini infrastruktur telekomunikasi tidak kalah penting dengan
infrastruktur perhubungan. Dengan adanya pembangunan telekomunikasi yang baik
diharapkan mampu mendorong Kabupaten Buton menjadi lebih baik. Kondisi geografis
Kabupaten Buton menyebabkan masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Buton yang belum
mendapat akses jaringan telekomunikasi khususnya internet. Hal ini mendorong Pemerintah
Daerah untuk terus berupaya Kondisi ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten
Buton sendiri terus mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut.
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Gambar 2.59.
Persentase Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi
Kabupaten Buton Tahun 2019-2024
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2.3.5. Daya Saing Iklim Investasi

Aspek daya saing iklim investasi mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi
kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi. Daya saing iklim investasi menjadi
krusial karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan
perkembangan sektor bisnis. Oleh karena itu, memahami dan memperbaiki aspek tersebut
dapat membantu suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing iklim investasinya,
menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang
berkelanjutan. Peningkatan daya saing investasi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi
keamanan dan ketertiban suatu daerah. Lingkungan investasi yang aman dan kondusif dapat
tercapai apabila daerah tersebut memiliki tingkat keamanan dan ketertiban yang baik.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertian Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2019-2022

No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022
1. | Rasio Linmas terlatih Per 10.000 37,71 54,70 53,65 54,224
penduduk

2. | Rasio satpolpp terhadap Per 10.000 43,97 41,95 40,82 38,27
jumlah penduduk penduduk

3. | Pengendalian tuntutan % 28,68 19 15 10
masyarakat melalui unjuk
rasa

4. | Cakupan patroli siaga 3x patroli/ 30 30 10 84
trantibum hari

5. | Persenase ketersediaan 100 100 100 100 100
sarpras satpolpp

6. | Cakupan layanan pemadam 1 orang setiap 13,60 13,60 13,60 13,60
kebakaran RT

Sumber: SATPOLFP & Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton Tahun 2022

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan
investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan
yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buton terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan dengan tujuan dalam rangka
memberikan kemudahan-kemudahan bagi calon investor agar dapat mendukung iklim usaha
yang ada di daerah.
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Tabel 2.35.

Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Buton
Tabun 2019-2023

No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023

1 | Lama proses Hari 3 2 1 1 1
perizinan

2 | Jumlah investor Investor 13 13 17 20 20
berskala nasional
(PMDN/PMA) )

3 | Jumlah perda Perda 1 1 1 1 2
yang mendukung
iklim usaha

4 | Kenaikan/ Miliar 28,999 10,044 16,216 100,969 4,015
Penurunan nilai Rupiah
realisasi PMDN

5 | Jumlah Perusa-haan 309 223 267 11 41
perusahaan |

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kab. Buton Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa proses perizinan investasi di
Kabupaten Buton menunjukkan kinetja yang semakin baik dengan melihat lama proses
perizinan yang semakin singkat. Namun, jumlah perusahaan dan realisasi PMDN mengalami
penurunan di tahun 2022 dan 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah
Kabupaten Buton. Selain itu, daya saing investasi juga dapat dilihat dari besarnya nilai
investasi di suatu daerah. Rencana investasi dan Nilai realisasi investasi di Kabupaten Buton
selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Rencana Investasi dan Realisasi Investasi
Kabupaten Buton Tahun 2021-2023
Realisasi (Rp)
2022

No Uraian

2021 2023

189.992.780.000

1 Rencana investasi

(PMDN /PMA)

2 Jumlah realisasi investasi
nasional (PMDN /PMA) -

Sumber : Dinas PM & PTSP Kab. Buton Tahun 2023

341.071.000.000 | 262.121.531.722 | 106.574.470.652

Terjadi penurunan jumlah realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.
262.121.531.722 dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp. 341.071.000.000.
Penurunan jumlah realisasi investasi kembali berlanjut di tahun 2023 menjadi Rp.
106.574.470.652. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Buton.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dinyatakan bahwa aspek
pelayanan umum berisikan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan
umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Berbagai indeks pendukung tata
kelola seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah,
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berbagai indeks lain penting untuk
dikaji. Di samping itu aspek pelayanan umum pada layanan urusan pemerintahan wajib,
urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan juga perlu dikaji sebagai bahan evaluasi
dan penyusunan rencana ke depan.
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2.4.1 Pendidikan
¢ Angka Melek Huruf

Salah satu indikator output penting dari pendidikan adalah angka melek huruf dewasa.
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca
dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Standar UNDP minimal O persen dan
maksimal 100 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun
keatas di Kabupaten Buton telah mencapaidi atas 100 persen. Sejak ahun 2019 hingga tahun
2022, AMH penduduk usia 15 tahun keatas cenderung berfluktuasi. Tercatat pada tahun
2019 sebesar 92,10 persen, tahun 2020 menurun 92,08 persen dan tahun 2021 kembali
menurun menjadi 91,12 persen namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 97,14 persen
dan terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 95,88 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada grafik berikut ini :

Gambar 2.60.
Perkembangan Angka Melek Huruf
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023
98 97.14
- 95.88
94
92 Q2. 92.08 91.1;
90
88
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024

* Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang
mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK)
merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang
pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi
penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di
Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, diperlihatkan dalam tabel
berikut ini :

Tabel 2.37. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Buton Tahun 2019-2023

Jenjang 2020 2021

Pendidikan

1 SD/MI 113,42 112,63 114,03 113,71 114,00
2 SMP/MTs 85,86 86,74 88,39 80,08 85,85
3 SMA/MA 99,85 98,71 96,70 97,09 93,47
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024

2022 2023

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 | 11-73



Berdasarkan tabel 2.37 menunjukkan bahwa APK kelompok umur 7-12 tahun
Kabupaten Buton selama tahun 2019-2023 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar
113,42, kemudian menurun menjadi 112,63 di tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021
menjadi 114,03 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 113,71 dan di tahun 2023
kembali naik menjadi 114,00. Hal ini berarti bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun telah
menikmati pendidikan. Tingginya angka partisipasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, antara lain kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, dan ketersediaan
infrastruktur berupa sarana prasarana sekolah yang menunjang proses belajar mengajar.

* Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia
sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya
terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa
usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat
waktu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang
pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap
pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten ButonTahun 2019-2023

Jenjang

Pendidikan

SD/MI 99,05 98,60 99 85 99,30
2  SMP/MTs 77,23 80,08 80,25 78,91 73,93
3  SMA/MA 68,60 69,11 69,78 70,47 64,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024

Secara umum dalam rentang tahun 2019-2023, perkembangan APM SD/MI dan
SMP/MTs di Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi, yaitu APM SD/MI masing-masing
99,05 (2019); 98,60 (2020); 99,85 (2021); 99,30 (2022); 99,41 (2023) dan APM SMP/MTs
masing-masing 77,23 (2019); 80,08 (2020); dan 80,25 (2021); 78,91 (2022); 73,93
(2023). Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan
pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dan SMA/MA.

Dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dimana berdasarkan tabel 2.38 menunjukkan dari 16 indikator urusan pendidikan, terdapat
3 indikator pelayanan dasar (SPM), yvaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan kesetaraan. Dari tiga layanan dasar tersebut, layanan dasar pendidikan
kesetaraan baru mencapai 59,53 persen dan rata-rata capaian SPM bidang pendidikan
sebesar 76,25 persen.
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Tabel 2.39. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2023

Kinerja (%)
No. Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Target | Rea-| Capaian
Dasar li:ull
1. | Pendidikan dasar Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun 100 94,781 94,78
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)
2. | Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7— 18 Tahun 100 59,53 59,53
kesetaraan yang belum menyelesaiakan pendidikan
dasar dan atau menengah yang
kerpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan.
3. | Pendidikan anak usia | Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang 100 | 74,45| 74,45
{ dini berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
| Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan 76,25

Sumber ' aplikast e-SPM Bangda Kemendagn Tahun 2023

2.4.2 Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka
Kematian [bu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Capaian
indikator AKI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan trend penurunan .
Pada tahun 2019 AKI Kabupaten Buton sebesar 224,32 per 100.000 kelahiran, tahun 2020
sampai 2022 meningkat menjadi 405 per 100,000 kelahiran dan pada tahun 2023 mengalami
penurunan sebesar 284,3 per 100.000 kelahiran. AKB cenderung fluktuatif selama kurun waktu
2019-2023, pada tahun 2019 AKB sebesar 4,93 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian naik
menjadi 12,64 per 1.000 kelahiran hidup dan kembali turun ditahun 2022 sebesar 12,6 per
1.000 kelahiran hidup, namun kembali meningkat ditahun 2023 menjadi 19,43 per 1.000
kelahiran hidup.

AKABA selama kurun waktu 2019- 2023 juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019
AKBA sebesar 12,11 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 4,36 per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun 2020, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 22,75 per 1.000
kelahiran hidup. Pencapaian ketiga indikator kesehatan tersebut dari tahun 2019-2023
menunjukan perlunya perbaikan kinerja kesehatan pada tujuan ketiga SDGs, yaitu menjamin
kehidupan yang sehat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Ketersediaan
tenaga kesehatan di Kabupaten Buton juga menunjukkan peningkatan. Rasio dokter per
satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 rasio dokter per 1.000
penduduk sebesar 0,43 meningkat menjadi 19,40 per 1.000 penduduk pada tahun 2023,
dengan persentase puskesmas terakreditasi sebesar 100 persen. Secara lengkap capaian
kinerja dibidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urnsan Keschatan Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023

No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 | 2020 | 2021 |2022 2023
1. | Angka kematian balita / AKABA(per per 12,11 4,36 20,8 |0,35 22,75
1.000 KH) 1.000
- KH
2. | Menurunnya angka kematianbayi per 4,93 | 12,64 15,5 12,6 19,43
(AKB) per 1.000 KH 1i?30
3. | Jumlah kematian bayi / AKB Kasus 22 29 35 28 41
4. | Jumlah kelahiran hidup Jiwa | 2229 2295 | 2260 |2.219 2.110
5. | Jumlah kematian ibu maternal Kasus | 5 8 12 9 6
6. | Angka incidence rate (IR} DBD per per 9,74 | 10,77 0 7’8 19,45
100.000 pddk 100.000
) pddk
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No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 | 2020 | 2021 (2022 2023
7. | ODHA yang aktif minum ARV % 100 100 100 58 59,38
8. | Jumlah balita gizi kurang Orang 1428 | 1019 1127 11.624 S$57
9. | Jumlah balita gizi buruk Orang 297 | 249 215 110 156
10. | Angka kematian ibu melahirkan per 224,32 | 348,6 | 500,31 | 405 284,3
100.000
klhrn
11. | Persentase anak balita dengan % 30,02 | 22,31 | 21,32 |19,22 16,79
stunting (pendek dan sangatpendek)
12. | Rasio posyandu per satuanbalita per 100 1,42 1,5 1,7 2 60
13. | Persentase posyandu aktif % 61,14 | 65,1 81,1 89,7 98,86
14. | Rasio puskesmas per satuan per 0,14 | 0,14 0.12 0,15 0,15
penduduk 1.000
pddk
15. | Rasio rumah sakit per 1.000 per 0,01 | 0,01 0.01 |0,009 0,010
penduduk 1.000
e pddk
16. | Rasio dokter per 1.000 satuan per 0,43 | 0,65 0.16 0,53 19,40
penduduk 1.000
pddk
17. | Rasio tenaga paramedis per per 3,83 | 9,01 5.43 11 9,06
1.000 satuan penduduk 1.000
pddk
18. | Cakupan komplikasi kebidananyang % 29,37 20,61 34.3 44 74,59
___|ditangani —
19. | Cakupan pertolongan persalinan % 104,01 93,3 60.3 | 86,8 20
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
20. | Cakupan kelurahan universalchild Yo 91,58 80 70.53 | 81,1 64,21
immunization (UCI) _ 1
21. | Cakupan penemuan danEnanganan % 100 100 100 100 100
penderita penyakit DBD
22, | Cakupan pelayanan keschatan Yo 2,6 1,42 2.13 3,28 3,28
rujukan pasien masyarakatmiskin
23. | Cakupan kunjungan bayi % 51,84 | 65,7 74.8 95,2 79,54
24. | Cakupan puskesmas yang Unit 14 14 14 15 15
representative
25. | Cakupan puskesmas pembantuyang % 33,73 | 36,14 | 34.74 2,81 57,14
representative
26 | Rumah Sakit Unit 1 1 1 1 1
27. | Puskesmas Unit 14 14 14 15 15
28. | Posyandu Unit 175 175 175 175 175
29. | Polindes Unit 13 12 15 12 12
30. | Tenaga medis (dokter) Orang 44 66 19 B6 76
31. | Tenaga keperawatan Orang 132 342 319 396 464
32. | Tenaga kebidanan Orang 109 298 316 383 468
33. | Tenaga kefarmasian Orang 26 46 55 62 72
34. | Tenaga kesehatan lainnya __Orang 125 234 295 293 404
35. | Klinik/praktek dokter Bersama Unit 1 0 1 2 1
36. | Praktek dokter/bidan PNS Unit 8 8 5 8 4
37. | Persentase Pustu terhadap %o 29,47 | 31,58 34,74 33,6 36,84
desa/kelurahan
38. | Persentase SPM yang diterapkan Y% 100 100 100 100 64,32
39. | Cakupan kunjungan pasien rawat Yo 79,18 23,9 30,92 50,6 55,78
jalan R A S o .
40. | Persentase jumlah puskesmas dan % 41,86 | 52,27 | 57.14 | 80,85 70
pustu yang resperesentatif
41 | Cakupan kunjungan lansia % 88,62 19,2 22.23 48,8 52,24
42. | Persentase ketersediaan obatdan % 71,43 | 35,71 50 95 66,67
vaksin di puskesmas
43. | Persentase ketersediaan alkesdi Yo 64,29 | 7143 | 71.43 80 60,65
puskesmas
44. | Jumlah temuan kasus obat dan Kasus 0 1 0 0 0
makanan
45. | Cakupan sosialisasi kesehatan Yo 100 100 100 100 100
masyarakat
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| No. Indikator Satuan | Capaian Kinerja

| | 2019 2020 | 2021 [2022 | 2023

| 46, | Cakupan desa/kelurahan siagaaktif %o | 93,68 | 93,68 | 41.05 57 57
47. | Cakupan pembinaan % “‘{ 7100 100 | 100 100 100
) pengembangan lingkungan sehat L ?

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Tahun 2023

Perangkat daerah pengampu bidang urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten
Buton melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dari 12 jenis layanan yang ada, belum terdapat
pelayanan yang memenuhi target indikator dari SPM, dengan rata-rata capaian kinerja SPM
bidang urusan kesehatan sebesar 64,32 persen. Dimana indikator capaian pelayanan dasar
yang capaiannya masih dibawah 50 persen adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar, pelayanan kesehatan penderita DM, dan pelayanan kesehatan penderita hypertensi.
Oleh sebab itu perlu adanya intervensi kebijakan melalui program dan kegiatan yang dapat

meningkatkan kinerja pelayanan pada sektor kesehatan.

Tabel 2.41. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2023

Kinerja (%)
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Rea- Capaian
lisasi
1. | Pelayanan kesehatanibu Jumiah ibu hamil yang 100 60,17 60,17
hamil mendapatkan pelayanan
km}]am — — R T
2. | Pelayanan kesehatanibu Jumlah ibu bersalin yang 100 67,8 67,8
bersalin mendapatkan pelayanan
kesehatan
3. | Pelayanan kesehatanbayi Jumlah bayi baru lahir 100 91,96 91,96
baru lahir yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
4. | Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang 100 58,5 58,5
mendapatkan pelayanan
kesehatan
5. | Pelayanan kesehatanpada Jumlah anak pada usia 100 38,36 38,36
usia pendidikan dasar pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
- kesehatan
6. | Pelayanan kesehatanpada Jumlah warga negara usia 100 57,44 57,44
usia produktif produktif yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
7. | Pelayanan keschatanpada Jumlah warga negara usia 100 52,54 52,54
usia lanjut lanjut yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
8. | Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara 100 46,02 46,02
penderita hipertensi penderita hipertensi usial5
tahun ke atas yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
9. | Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara pen- 100 41,83 41,83
penderita diabetes melitus derita diabetes melitus usial5
tahun ke atas yang
Mendapatkan pelayanan
kesehatan
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| Kinerja (%)
No. Jenis PelayananDasar Indikator Pencapaian Target Rea- Capaian
'g lisasi
10. | Pelayanan kesehatanorang Jumlah warga negara dengan 100 82,89 82,89
dengan gangguan jiwa gangguan jiwa berat yang
berat(ODGJ) mendapatkanpelayanan
kesehatan [
11. | Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara terduga 100 ] 96,6 96,6
orang terduga tuberkulosis yang i
tuberkulosis mendapatkan pelayanan
kesehatan A
12. | Pelayanan kesehatanorang Jumlah warga negara dengan 100 78,62 78,62
dengan risike terinfeksi risiko terinfeksi virus yang '
virus yang Melemahkan melemahkan daya tahan tubuh
daya tahan tubuh anusia manusia (Human
(Human Immunodeficien Immunodeficienc y Virus) yang
ey Virus) mendapatkanpelayanan
kesehatan
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan| 64,32

Sumber . aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023

2.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton
sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian,
perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten
Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan
dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara
kuantitas maupun kualitas.

Dalam mendukung kegiatan sektor pertanian, Kabupaten Buton memiliki luas irigasi
yang sampai tahun 2023 sebesar 1.197 Ha yang terdiri dari irigasi primer sebesar 5.456,7 M,
irigasi sekunder sebesar 29.342 M, dan irigasi tersier sebesar 18.120,3 dengan persentase
irigasi kabupaten dalam kondisi baik sampaitahun 2023 sebesar 78,13 persen.

Dalam pemenuhan air minum diukur dengan persentase rumah tangga pengguna air
minum yang pada tahun 2029 sebesar 80 persen mengalamipeningkatan pada tahun 2023
sebesar 91,88 persen. Demikian pula dengan pemenuhan rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi yang layak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 79,72
persen pada tahun 2020 naik menjadi 80,33 persen pada tahun 2023. Untuk mewujudkan
kualitas konstruksi bangunan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan
peningkatan kapasitas bagi jasa konstruksi di daerah yang diukur dari jumlah sertifikasi
tenaga konstruksi yang pada tahun 2023 sebanyak 31 orang mengalami penurunan dibanding
tahun 2019 sebanyak 193 orang.

Pada capaian urusan penataan ruang yang merupakan salah satu urusan wajib
pemerintah daerah, diukur dengan indikator ketersediaan dokumen RTRW, dimana Kabupaten
Buton telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2015-2035, dan saat ini dokumen RTRW Kab. Buton sedang dalam proses revisi yang
penetapannya menunggu penctapan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2023
Kabupaten Buton juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen RDTR kawasan industri
Lasalimu dengan pendampingan dari Kementerian ATR BPR.

Secara lengkap capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
Kabupaten Buton tahun 2019-2023 dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :
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Tabel 2.42. Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten ButonTahun 2019-2023

No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 | 2020 2021 2022 2023
1. Persentase drainase dalam % 16,78 | 21,05 27,05 28,4 37,49
kondisi baik/ pembuangan
altran air tidak tersumbat
2. Jaringan irigasi primer M 34,631 5,456.7 | 5,456.7 | 5,456.7 5,456.7
~ 3. | Jaringan sekunder M [53,839 | 29,342 29,342 29,342 | 29,342
4. | Jaringan tersier M 19,212 | 18120.3| 18,120.3 | 18,120.3 | 18,120.3
|__9. ! Luas irigasi kabupaten Ha 2.663 1.197 1.197 1.197 1.197
6 Persentase irigasi kabupaten % 67,10 66,64 75,46 77,01 77,01
dalam kondisi baik
7. | Rumah tangga pengguna air % 80 87 20 91,88 96,88
minum L
8. | Rumah tangga yang memiliki Yo NA 79,72 79,37 82,89 80,33
akses terhadap sanitasi layak
9. | Jumlah sertifikasi tenaga Org 193 - 104 40 31
konstruksi
10. | Jumlah sosialisasi informasi Keg. 8 5 2 0 0
jasa konstruksi
11. | Jumlah izin mendirikan Bangunan 60 56 30 9 13
bangunan atau persetujuan
bangunan gedung yang
berlaku
12. | Tersedianya dokumen Dokumen 1 1 1 1 1
RTRW yang telah ditetapkan
dengan Perda
13. | Tersedianya RDTR Dokumen 1 1 1 1

Sumber . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton Tahun 2023

Disamping itu pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga melaksanakan
fungsi pelayanan minimal sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan data aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri menunjukkan capaian SPM
bidang pekerjaan umum pada tahun 2023 rata-rata capaian SPM sebesar 100 persen dengan
dua jenis layanan dasar, yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic, dengan masig-masing capaian 100
persen.

Tabel 2.43. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tahun 2023

No. Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Kinerja (%)
Dasar Target | Realisasi | Capaian

1. | Penyediaan Jumlah warga negara yang 100 100 100

kebutuhan pokok air memperoleh kebutuhan pokok

minum sehari-hari air minum sehari-hari
2. | Penyediaan pelayanan Jumlah warga negara yang 100 100 100

pengolahan air imbah memperoleh layanan pengolahan

domestik air limbah domestik

Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum 100

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagn Tahun 2023
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2.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib
pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian kinerja perumahan dan perumahan
Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa capaian indikator selama empat tahun terakhir.

Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buton menunjukan perkembangan
cenderung meningkat. Tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni sebesar 8.001 unit rumah
menurun pada tahun 2023 sebesar 7.212 unit rumah atau dengan kata lain jumlah rumah
layak huni meningkat dari 13.842 unit rumah tahun 2019 menjadi 17.657 unit rumah di
tahun 2023 atau ada kenaikan dari 63,37 persen di tahun 2019 menjadi 71 persen di tahun
2023. Peningkatan jumlah rumah layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator
SDGs tujuan kesebelas yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.
Selain itu, indikator SDGs tujuan kesatu pada indikator persentase cakupan pelayanan air
minum dari tahun 2019-2023 menunjukan capaian stabil dan selalu berada di atas 80-90
persen. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Buton
sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Buton Tahun 2019-2023

No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 | 2020 |2021 {2022 [2023
1 | Jumlah rumah Unit 21.843 | 22.937 | 24.869 | 24.869 | 24.869
2 | Jumlah rumah layak huni Unit 13.842 | 15.111 | 17.205 | 17.402 . 17.657
3 [Jumlah rumah tidak layak huni | Unit | 8001 | 7.826 | 7.664 | 7.467 | 7.212
4 | Persentase rumah layak huni % 63,37 | 65,88 | 69,18 | 69,97 | 71,00
5 | Persentase rumah tidak layak huni 1T % 36,63 34,12 | 30,82 | 30,03 | 28,99
6 | Luas kawasan ﬁ;::ﬁi"\ficjman kumuh Ha 3,72 - 1,76 2.01 0,91
dibawah 10 Ha yang tertangani
7 | Persentase luasan permukiman kumuh % 1,65 - 0,78 0,89 0,41
yangtertangami |
8 [ Bantuan perumahan BSPS Unit 450 390 103 202 255
9 | Backlog Unit 5.642 4.816 | 3.506 | 3.304 | 3.049
10 | Jumlah perumahan yang . Unit 0 0 0 0 0
dibangun oleh pengembang
11 | Jumlah RT pengguna listrik RT 19.189 | 20.025| 20.888 { 21.031 | 21.106
12 | Persentase RT pengguna listrik Yo 87,85 87,30 | 83,99 | 74,12 | 70,50
13 | Rasio tempat pemakaman umum per Per 62,26 | 62,26 | 83,39 | 288,1 0
1.000 penduduk 1000 M2
pddk
14 | Jumlah kawasan taman kota dan | Kwsn 6 6 6 3 5
linglkungan permukiman yang terkelola
15 | Cakupan perbaikan  perumahan Yo 100 100 100 10 100
korban bencana alam/sosial

Sumber ; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukma Kab. Buton Tahun 2019-2023

Tabel 2.45. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabunpaten Buton Tahun 2024

— Tingkat .
No | Nama Lokasi Kel/ Desa Kec. Hekumuhan Prioritas
l (Ha) Nilai Tingkat
bl Dawanawajo 1 523 Wakoko Pasarwajo 28 Kumuh Ringan Prioritas 1
402 | Wakoko | ",;;émai;; | 27 | XumuhRingan | Prioritas 1
5,57 Wakoko Pesarwalo % Kumuh Ringan | Prioritas 1 J
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Luas Tingkat
Nama Lokasi i Kel/ Desa Kec. Kek ahan Prioritas
1,67 Wakoko Pasarwajo 10 Kumuh Ringan Prioritas 1
8,42 Wakoko Pasarwajo 15 Kumuh Ringan Prioritas 1
2,91 Saragi Pasarwajo 22 Kumuh Ringan Priotitas 1
3,29 Saraqi Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Priaritas 1
1,79 Saragi Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 1
1,25 Saragi Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 1
Dawanawajo 2 2,30 Kambulabulana Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2
1,73 Kambulabulana Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2
1,23 Kambulabiana Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,66 Pasarwajo Pasarwajo 19 | KumuhRingan | Prioritas 2
3,68 Pasarwajo Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,14 Pasarwajo Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2
1,26 Pasarwajo Pasarwajo 27 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,23 Pasarwajo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
1,43 Pasarwajo Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,54 Pasarwajo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
Dawanawajo 3 3,76 Kombeli Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,99 Awalniily Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2
4,33 Takimpo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan | Prioritas 2
2,69 Takimpo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
4,23 —— Pasarwajo | 20 Kumuh Ringan | Prioritas 2
5 | tabiring Pasarwajo 20 | KumuhRingan | Prioritas 2
Dawanawajo IV 3,30 Wagola Pasarwaijo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,90 Wagola Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
3,29 Wagola Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2
3,29 Wagola i Pasarwajo 27 Kumuh Ringan | Prioritas 2 |
Dawanawajo V 3,41 Dongkala Pasarwajo 20 Kumuh Ringan | Prioritas 2
391 | Dongkala Pasarwajo 35 Kumuh Ringan | Prioritas 2
2,41 Dongkala Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2
39 Dongkala Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2
37 Kondowa Pasarwajo 26 Kumuh Ringan Prioritas 2
4,71 Kondowa Pasarwajo 20 Kumuh Ringan | Prioritas 2
3,31 Kondowa Pasarwajo 26 Kumuh Ringan Prioritas 2
3,11 Kondowa Pasarwajo 35 Kumuh Ringan | Prioritas 2
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No Nama Lokasi Luss Kel/ Desa Kec. Tingkat Prioritas
[Eal Kekumuhan
6 Kabawakole 3,06 Kabawakole Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 5
3,20 ~ Kabawakole Pasarwajo 35 Kumuh Ringan Prioritas 5
3,69 Kandnaa Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 5
7 Wabula 2,30 Bajo Bahari Wabula 43 Kumuh Ringan Prioritas 1 i,
2,23 Bajo Bahari Wabula 41 Kumuh Ringan Prioritas 1
3,00 Wabula Wabula 23 | KumuhRingan | pigritas 2
2,20 wabula Wabula 24 | Kumuh RINGAN | prignitag 2
3,20 wabula 1 Wabula 24 | KumuhRingan | prgisas
2,20 wabula 1 Wabula 20 | KonuRRMGEND | orniagp. |
2,40 wabula 1 Wabula 20 | KumuhRingan | prortasy |
1,20 Wabula 1 Wabula 26 | KumuhRingan | priorias
| 3,20 Wabula 1 Wabula 25 | KumuhRingan | prigritas 7
3,10 wabula 1 Wabula 24 | KumuhRingan | ppogas 7
8 Wolowa 2,00 Wolowa Baru Wolowa 27 Kumuh Iilngan Prioritas 2
2,60 Wolowa Baru Wolowa 26 | KumuhRingan | puoceecs
9 Siotapina 4,98 Bahari Siotapina 36 Kumuh Ringan Prioritas 3
Makmur
343 Kumbewaha Siotapina 36 Kumuh Ringan Prioritas 2
10 | Lasalimu Selatan 1,30 Balimu Lasalimu 36 Kumuh Ringan | Prioritas 4
Selatan
2,04 Balimu Lasalimu 41 Kumuh Ringan | Prioritas 4
Selatan
2,00 Balimu Lasalimu 41 Kumuh Ringan Prioritas 4
— Selatan
11 | Lasalimu 1,60 Benteng (Ds. Lasalimu 39 Kumuh Ringan Prioritas 1
Bajo)
1,26 | Benteng (Ds. Lasalimu 29 Kumuh Ringan | Prioritas 5
Lapuli)
2,50 Bonelalo Lasalimu 21 Kumuh Ringan Prioritas 5
2,50 Bonelalo Lasalimu 19 Kumuh Ringan Prioritas 5
1,50 Bonelalo Lasalimu 24 Kumuh Ringan Prioritas 5
2,50 Kamaru Lasalimu 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,20 Kamaru Lasalimu 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
3,20 —— Lasalimu 23 Kumuh Ringan | oo 5
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Luas Tingkat
-. No Nama Lokasi _p Kel/ Desa Kec. Kel - Prioritas
2,20 Kamaru Lasalimu 2 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,20 Lasembangi Lasalimu 22 Kumuh Ringan Prioritas 6
1,50 Lawele Lasalimu 20 Kumuh Ringaﬂ Prioritas 3
3,50 Lawele Lasalimu 21 Kumuh Ringan Prioritas 3
2,10 Lawele Lasalimu 22 Kumuh Ringan Prioritas 3
2,00 Talaga Baru Lasalimu 32 Kumuh Ringan Prioritas 4
2,50 Talaga Baru Lasalimu 27 Kumuh Ringan Prioritas 4
2,50 Wagari Lasalimu 22 Kumuh Ringan Prioritas 6
2,00 Wasuamba Lasalimu 23 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,30 Wasuamba Lasalimu 19 Kumuh Ringan Prioritas 2
12 Kapontori 2,50 Barangka Kapontori 22 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,21 Barangka Kapontori 21 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,30 et Kapontori 37 | KumuhRingan | Prioritas 2
- 2,39 —— Kapontori 35 Kumuh Ringan | Prioritas 2
2,10 Boneatiro Kapontori 32 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,00 Boneatiro Kapontort 37 Kumuh Ringan Prioritas 2
2,00 Boneatiro Kapontori 39 Kumuh Ringan Prioritas 2
Barat
2,17 Boneatiro Kapontori 37 Kurmuh Ringan Prioritas 2
Barat
3,20 Wakangka Kapontori 31 Kumuh Ringan Prioritas 5
2,50 wakangka Kapontori 28 Kumuh Ringan Prioritas 5
2,70 Wakangka Kapontori 31 Kumuh Ringan Prioritas S
3,34 Watumotobe Kapontori 25 Kumuh Ringan Prioﬂtas?T |
3,50 Watumotobe Kapontori 26 Kumuh Ringan Prioritas 2
Total Luas Kumuh 225,07
Total luas Kumuh 114,33
Kewenangan Pusat
Total Luas Kumuh 31,76
Kewenangan Provinsi
Total luas Kumuh 79,18
Kewenangan
Kabupaten

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024
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Tabel 2.46. Target Pengurangan Luas Kawasan Kumuh
Tahun 2025-2045

Target Tahun
No Indikator Satuan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2029 | 2030-
2045
1 Luas kawasan kumuh Ha 10,8 12,5 13,62 13,5 15 42
2 Persentase luasan % 4,79 5,55 6,05 5,99 6,66 18,64
permukiman kumuh yang
tertangani L

Sumber: Dinas Perumahan dan Permuliman Kabupaféﬁdému“ran Tahun 2029

Disamping itu urusan perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang
Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan
Permukiman dan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 jenis
pelayanan dasar, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota,dengan rata-rata capaian
sebesar 42,50 persen.

Tabel 2.47. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang UrusanPerumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton Tahun 2023

Kinerja (%)
No. Jenis PelayananDasar Indikator Pencapaian Target | Realisasi | Capaian
1. | Penyediaan dan rehabilitasi Jumlah warga negara korban 100 85,00 85,00
rumah yang layak huni bagi bencana yang memperoleh
korban bencana rumah layak huni
kabupaten/kota
2. | Fasilitasi penyediaanrumah Jumlah warga negara yang 100 0,00 0,00
yang layak huni bagi terkena relokasi akibat
masyarakat yang terkena program pemerintah daerah
relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang
daerah kabupaten/kota memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang
layak huni
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 42,50
Sumber . aplikasi e-SPM Bangda Kemendagn Tahun 2023
Tabel 2.48. Target Penanganan SPM Bidang Perumahan
Tahun 2025-2045
Target Tahun
No Indikator Satuan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2029 | 2030-
2045
1 | Penyediaan dan 86,00 | 86,50 87,00 87,50 88,00 100,00
rehabilitasi rumah yang
layak huni bagikorban
bencana kabupaten/
kota
2 | Fasilitasi penyediaan - - - - - 100,00
rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang
terkena relokasi
| program pemerintah
| daerah kabupaten/kota | | =} @ | B

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024
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2.4.5 Keamanan dan Ketertiban Umum

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas
sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Padamasa yang akan datang upaya meningkatkan
ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti
banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi
timbulnya gangguan trantibmas.

Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh
petugas Satpol PP di 7 wilayah kecamatan. Patroli dilakukan dalam ragka penegakan perda
untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat
yang tertib.

Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban
dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial
juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka
meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang
kemungkinan terjadi di Kabupaten Buton adalah bencana kebakaran, banjir, longsor dan
angin puting beliung. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting
untuk dipahami oleh masyarakat Kabupaten Buton. Capaian kinerja urusan ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Buton dapat dilihat pada
beberapa indikator di bawah ini :

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023

3 x 30 30 10 84 84
patrol/hari

1. | Cakupan patrol siaga
| trantibum

| Rasio Linmas terlatih

terhadap jumlah penduduk

per 10.000
pddk

37,71

54,70

53,65

54,24

54,24

3.

| Rasio personil satpolpp

&l

terhadap jumlah penduduk

per 10.000
pddk

43,97

41,95

40,82

38,27

38,27

“Pengendalian tuntutan

| masyarakat melalui
| unjuk rasa

%

28,68

19

15

10

10

Persentase ketersediaan
fasilitas sarana dan

| prasarana Sat polpp

per
10.000
pddk

100

100

100

100

100

. | Cakupan layanan

pemadam kebakaran

1 org setiap

13,60

13,60

13,60

13,60

33,49

Persentase tingkat waktu
tanggap (response time rate)
layanan WMK

Y%

46,15

60,00

60,00

28,57

26

Persentase cakupan WMK
yang memiliki mobil
dan/atau mesin

Damkar layak pakai

%

28,57

28,57

28,57

28,57

40

Persentase aparat kebakaran
yang memenuhi standar
kualifikasi

%

20,00

20,00

10,

Cakupan pelayanan
kesiapsiagaan dan
penanganan bencana alam

Yo

99,84

94,56

20,00

20,00

20,00

100

100

100

11.

Persentase penanganan
korban darurat bencana
vang ditangani

Yo

95,94

100

100

100

100
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No. Indikator Satuan Capaian Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023
12| Persentase ketersediaan % 100 80,48 85,00 | 100 100
sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
13.| Cakupan rehabilitasi dan % 99,58 100 100 100 100
rekonstruksi pascalencana
14.| Indeks resiko bencana {IRB) Y% 155,93 158,47 158,47 NA 135,18

Sumber : Satpolpp Kab. Buton, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton, BPBD Kab. Buton Tahun 2019-2023

Adapun capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja,
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dengan rata-rata capaian sebesar 89,88 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realizasi Pencapaian SPM

Bidang Urusan Trantibunlinmas Kabupaten Buton Tahun 2023

Sumber . aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023

2.4.6 Sosial

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan
pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dapat dilihat dari capaian
kinerja urusan sosial dari beberapa indikator berikut :

No. Jenis Pelayanan Indikator Kinerja (%)
Dasar Pencapaian Target | Realisasi | Capaian
1. Pelayanan Jumlah warga negara 100 87,64 87,64
ketenteraman dan yang memperoleh
ketertiban layanan akibat dari
umum penegakan hukum
perda dan perkada
kabupaten/kota
2. Pelayanan informasi Jumlah warga negara yang 100 85,00 85,00
rawan bencana memperoleh
layanan informasi rawan
bencana
3 Pelayanan Jumlah warga negara 100 100 100
pencegahan dan yang memperoleh
kesiapsiagaan layanan pencegahan dan
terhadap bencana kesiapsiagaan
& sl s wae e terhadapbencana B B g T
4 Pelayanan Jumlah warga negara 100 96,00 96,00
penyelamatan dan yang memperoleh layanan
! evakuasi korban penyelamatandan
| bencana evakuasi korban
bencana
5 Pelayanan Jumlah warga negara 100 88,33 88,33
penyelamatan dan yang memperoleh layanan
evakuasi korban penyelamatan
bencana kebakaran dan evakuasi korban
bencana kebakaran
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas 89,88
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Tabel 2.51. Capaian Kinerj

a Urusan Sosial Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023

Ko. Indikator Satuan Capaian Kinerja

2019 2020 2021 2022 | 2023

Jumlah pemerlu pelayanan kesejahtraan Orang 90 125 | 308 361 615

sosial (PPKS)

Jumlah partisipasi potensi sumber Orang 104 153 | 152 90 219

kesejahtraan sosial (PSKS)

PMKS yang memperolehbantuan sosial KK 5.913 7.154|7.665 8.783 | 8.739

Persentase masyarakat miskin yang %o 100 100 94 120 100

mendapatkan pelayanankesehatan

Persentase PMKS yangmemperoleh % | 8,07 | 13,68 47 | 5432 | 73,22

bantuan sosial

Persentase penyandangcacat fisik dan % 1,00 2,21 {2,57 9.45 | 1,44

mental, serta lanjut usia tidak potensial

yang telah menerima jaminan sosial

Sumber - Dinas Sosial Kab. Buton Tahun 2019-2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota juga diatur melalui
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Urusan Sosial sesuai SPM Sosial yaitu :

Tabel 2.52. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2023

No.| Jenis PelayananDasar Indikator Pencapaian Kinerja (%)
Target | Realisasi Capaian
1. Rehabilitasi sosial Jurmnlah warga negara 100 83,08 83,08
dasar penyandang penyandang disabilitas
disabilitas terlantar di terlantar yang memperoleh
luar panti rehabilitasi sosial di luar
panti
2. | Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar yang 100 83,33 83,33
dasar anak terlantardi memperoleh rehabilitasi
luar panti sosial di luar panti
3. | Rehabilitasi sosial dasar | Jumlah warga negara 100 83,08 83,08
lanjut usia terlantar di lanjut usia terlantar yang
luar panti memperoleh rehabilitasi
sosial di luar panti
4. | Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara 100 0,00 0,00
dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis
khususnya ang memperoleh
gelandangan dan rehabilitasi sosial dasar
pengemis di luar anti tuna sosial di luar panti
5. | Perlindungan dan Jumlah warga negara 100 96,00 96,00
jaminan sosial pada korban bencana
saat tanggap dan kabupaten /kota yang
pasca bencana bagi memperoleh perlindungan [
korban bencana dan jaminan sosial pada
kabupaten /kota saat dan setelah tanggap
! darurat bencana bagi
korban bencana
kabupaten/ kota o
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial 69,10

Sumber - aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023

Dari lima SPM di atas, Kabupaten Buton untuk urusan sosial baru melaksanakan 4

urusan SPM, yaitu yang terkait dengan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas
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terlantar di luar panti, rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten. Sedangkan layanan
rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti tidak
dilaksanakan karena sampai tahun 2023 tidak terdapat gelandangan dan pengemis diluar
panti di Kabupaten Buton. Secara rata-rata capaian SPM bidang social mencapai 69,10
persen.

2.4.7 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola yang baik (good corporate governance) merupakan hal yang harus dilakukan
oleh setiap pemerintah daerah. Dinamika masyarakat seiring dengan kebijakan otonomi
daerah menuntut pemerintah daerah untuk menjadi pelayanan publik yang handal. Layanan
publik yvang prima akan berdampak besar dalam upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat
sechingga masyarakat secara proaktif akan terlibat secara langsung dalam pembangunan
daerah.

Pengukuran tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan oleh pemerintah melalui
berbagai alat ukur yang kredibel. Hasil pengukuran tersebut diwujudkan dalam bentuk
berbagai jenis indeks tata kelola, seperti: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Indeks Reformasi Hukum, Indeks SPBE,
Indeks Pelayanan Publik (IPP}, Indeks Inovasi Daerah (lID}, IDSD, dan bentuk indeks lain yang
terus dikembangkan.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola
pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada
pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks SAKIP adalah indeks untuk mengukur
ataun menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini
merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Indeks reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai
sasaran road map reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan saran perbaikan
dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Buton.

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja
pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana
Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta
Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas,
transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas).

Selanjutnya Indeks Inovasi daerah (IID) adalah himpunan inovasi daerah yang telah
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan
kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil 1ID, didapatkan
peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi
daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian
penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Penilaian IID dilaksanakan oleh
Kemendagri dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum tahun 2018, belum
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dilaksanakan penilaian [ID. Selain itu, aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan
risiko juga memainkan peran penting. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton
sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami peningkatan yang signifikan,
yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Kabupaten Buton. Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemerintah
Kabupaten Buton telah mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP" dengan capaian
Nilai sebesar 59,62 poin dimana pada angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun
2019 yang mencapai 40,40. Capaian nilai Reformasi Birokrasi tersebut disadari oleh
Pemerintah Kabupaten Buton masih harus terus melakukan perbaikan disegala bidang,
namun dengan predikat yang telah dicapai saat ini juga Pemerintah Kabupaten Buton telah
menunjukan upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang
berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan
komponen hasil.

Gambar 2.61
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

Sumber : Hasil Penilaian oleh Kemenpan RB Tahun 2023

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah
telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton,
perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun
saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini
disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas
dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah
daerah, sehingga pada tahun 2022 capaian indeks SPBE Kabupaten Buton sebesar 1,65. Oleh
karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

Dari sisi pelayanan publik, capaian indikator kepatuhan terhadap Standar Pelayanan
Publik di Kabupaten Buton sampai dengan tahun 2022 memiliki capaian nilai 3,04 poin.
Capaian nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar
2,49.

Ketercapaian pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan belum optimalnya
perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton, sehingga belum
mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian bebrapa indeks tata kelola pemerintahan
tahun 2019-2023 :
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Tabel 2.53
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2019-2023

S g e g e e e e e

Opini Indeks Indoks; | pagens | wadens Tndaks || Dadelo
Tahun BPK Birokrasi Reformasi SAKIP SPBE Pelayanan Inovasi
Hukum Publik Daerah
2019 WTP 40,40 NA 56,03 NA NA NA
2020 WTP 48,12 NA 58,25 NA NA 4,25
2021 WTP 48,63 NA 58,30 NA 2,49 26,10
2022 WTP 52,18 55,8 61,80 1,65 3,04 14
2023 | WTP 59,62 76,25 63,15 1,80 3,13 46,98

Sumber: BAPPEDA Kab. Buton Tahun 2023

Keuangan daerah memainkan peran penting sebagai pondasi utama yang mendukung
pembangunan daerah. Hal ini mencakup segala bentuk pengelolaan keuangan, penerimaan,
pengeluaran, serta alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi
berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
pembangunan infrastruktur.

Salah satu aspek kunci dari keuangan daerah adalah sumber penerimaan, meliputi
pajak, retribusi, dana bagi hasil, serta pendapatan lainnya yang digunakan untuk
menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Penerimaan daerah memengaruhi
kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

Di samping itu, pengeluaran merupakan bagian yang penting dari keuangan daerah.
Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur
jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, sampai pada program-program sosial dan ekonomi.
Manajemen pengeluaran yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan
keuangan daerah, memastikan bahwa dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal
sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah harus menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel untuk memastikan dana yang digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan. Manajemen risiko juga diperlukan untuk mengantisipasi
potensi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan
daerah yang sehat dan terkelola dengan baik menjadi pilar utama dalam mendukung
pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana, pemerintah
daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung
pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang.

Adapun salah satu capaian dari kemandirian pembangunan melalui derajat otonomi
fiskal daerah yang melihat sejauh mana kontribusi pendapatan asli daerah dalam
pembangunan. Terlihat angka yang cukup fluktuatif dalam kemandirian keuangan daerah
dimana angka derajat otonomi fiskal daerah tahun 2014 sebesar 3,86% meningkat hingga
tahun 2016 sebesar 6,78%. Kondisi tersebut menurun hingga mencapai 3,84% ditahun 2019
dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 4,10% hingga tahun 2023 menjadi
5,03% namun peningkatannya hanya relatif kecil. Secara umum, kondisi derajat otonomi
fiskal daerah Kabupaten Buton masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton
masih sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi.
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2.5. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton
Tahun 2005-2025

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah tahap krusial
dalam menilai sejauh mana suatu daerah berhasil mencapai tujuan pembangunan jangka
panjangnya. Evaluasi ini mencakup tinjauan menyeluruh terhadap sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJPD, mengidentifikasi pencapaian yang telah terjadi, dan mengevaluasi
sejauh mana implementasi program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat menilai kesesuaian antara target yang telah
ditetapkan dengan realitas saat ini serta mengetahui sejauh mana pencapaian tersebut terjadi
dalam periode yang telah ditentukan.

Selain itu, evaluasi RPJPD juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk
mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diterapkan. Ini melibatkan analisis terhadap
keberhasilan strategi dan program yang telah dijalankan dalam mencapai tujuan
pembangunan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi program yang sukses, yang
memerlukan peningkatan, dan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi serta
dampak positifnya terhadap masyarakat.

Selain itu evaluasi RPJPD juga penting untuk mengevaluasi partisipasi serta
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Ini melibatkan mengumpulkan
masukan dari berbagai pihak terkait, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan
mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan nyata mereka. Dengan demikian, evaluasi ini
memberikan landasan bagi perbaikan dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten
Buton 2005 — 2025 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA
DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025”

Visi pembangunan daerah di atas kemudian diwujudkan dengan misi pembangunan

daerah di bawah ini :

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Mengembangkan Potensi Pemerataan
Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton maka titik
perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan
mengutamakan peningkatan pada "Core Business” yaitu pertumbuhan sektor pertanian,
perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga
yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi
serta memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga
keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA
dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung,
kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan.

2. Mewunjudkan Pembangunan SDM yang Berkualitas
Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif
(berdaya saing tinggi), kompetensi tinggi, menckan berbagai pengaruh negatif yang dapat
merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan
pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap;
penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi
yang tinggi.
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3. Mewujudkan Good Governance, Clean Government pada Pemerintahan Kabupaten
Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum
Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk
kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan
meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan
memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Kabupaten Buton yang Aman dan Bersatu melalui Penerapan Nilai-nilai
Budaya Buton yang Lestari
Misi ini mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai,
mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, peningkatan integritas setiap
pribadi masyarakat, memperkuat karakter masyarakat yang bertaqgwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi
masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan;
menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama.
Kemudian melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial
kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki
kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan landasan
spiritual, moral dan etika pembangunan serta menginventarisasi dan melindungi potensi
budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan budaya khas
Kabupaten Buton; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak;
membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah
yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan
partisipasi seluruh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi
dan pemasaran wisata yang efektif.

S. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Misi ini ditempuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah
yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan
pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 Kabupaten Buton masih bersifat kualitatif,
sehingga untuk mengetahui kondisi ketercapaian pembangunan digunakan pendekatan
kondisi indikator makro. Kondisi capaian kinerja indikator makro Kabupaten Buton tahun
2005 sebagai awal periode RPJPD, sampai dengan kondisi saat ini disajikan pada tabel
berikut :

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Buton Tahun 2005 sampai Tahun Berjalan
Capaian

Capaian
Kinerja Awal Pertambahan/
No Indikator Kinerja Periode pada Tahun I e Kete
Makro Berjalan &
Perencanaan (2022) (%)
o — | (2005) i | i
1. Indeks Pembangunan 62,5 67,23 +2,03
2.  Angka Kemiskinan (%) 23,56 13,27 -10,29
Angka Pengangguran 11293 | 299 -8,24
(%) | ) |
4,  Pertumbuhan Ekonomi 7,12 5,78 -1,36
(%) _ ——
5. | Pengeluaran per Kapita N/A 7,594 ‘-’m“:;%‘l:fs
(Rupiah) Fi:ndu,]mr.;m rlér
kapita didekati
dengan pengeluaran
per kapita
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Cap Capaian

Kinerja Awal Pertambahan/
No Indikator Kinerja Paricds pada Tahun Pen Keterangan
Makro Berjalan SN
Perencanaan (2022) (%)
e —— . i e——, !
6. | Ketimpangan N/A 0,32 Data tahun 2005
| Pendapatan W | I bsssnssccin
7. PDRB Per Kapita ADHB 3,67 38,5 34,03 :
(Juta Rupiah)

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD kabupazen Buton Tahun 2005-2025

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran kinerja pembangunan di Kabupaten
Buton bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buton mengalami
peningkatan sebesar 2,03 poin dari sebelumnya 62,5 pada awal tahun perencanaan menjadi
67,23 pada akhir tahun perencanaan 2022. Selanjutnya angka kemiskinan di Kabupaten
Buton menunjukkan penurunan sebesar 10,29 poin dari sebelumnya 23,56 menjadi 13,27.
Demikian pula angka pengangguran di Kabupaten Buton juga mengalami penurunan sebesar
8,24 poin dari sebelumnya 11,23 pada awal tahun perencanaan menjadi 2,99 pada akhir
tahun perencanaan 2022. Pengukuran PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga
menunjukkan peningkatan sebesar 34,83 juta rupiah dari 3,67 juta rupiah pada awal tahun
perencanaan menjadi 38,5 juta rupiah pada akhir tahun 2022. Sementara itu, pertumbuhan
ekonomi mengalami perlambatan dari capaian tahun awal perencanaan sebesar 7,12%
menjadi 5,78% pada akhir tahun 2022. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pada tahun 2014
dengan keluarnya peraturan pertambangan yang membatasi jumlah ekspor tambang sangat
berpengaruh pada pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang mengandalkan
pertumbuhan dari sektor pertambangan. Disamping itu pula selama tiga tahun terakhir dunia
sedang dilanda wabah Covid-19 tak terkecuali Kabupaten Buton sehingga mengakibatkan
penurunan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan ketersediaan baseline data, maka
pendapatan per kapita dengan pendekatan pengeluaran per kapita dan ketimpangan
pendapatan atau gini ratio tidak dapat ditampilkan untuk posisi awal tahun perencanaan.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja
sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2007-2011, tahap kedua pada
periode 2013-2017, dan tahap ketiga pada periode 2017-2022. Kriteria penilaian realisasi
kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.56. Kriteria Penilaian Kinerja

No | Predikat Penilaian | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 | Sangat Tinggi 91% < 100%
2 | Tinggi 76% < 90%
3 | Sedang 66% < 75%
4 | Rendah 51% s 65%
5 | Sangat Rendah < 50%

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan
indikator predikat penilaian "Sangat Tinggi”. Pada periode tahun 2017-2022 berada pada
99,74%.
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Gambar 2.62. Rata Capaian Kinerja RPJPD Tiap Periode

RPJMD Kabupaten Buton
100

2007-20Mm 2013-2017 20M7-2022

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025

Dalam evaluasi RPJPD adapun faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton adalah sebagai
sebagai berikut :

I,

Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah pada setiap periode untuk
melakukan pembangunan diberbagai sektor dalam rangka mencapai visi dan misi jangka
panjang daerah.
Dukungan penganggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sejalan dengan
prioritas nasional dan provinsi.
Adanya komitmen seluruh elemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih.
Adanya kebijakan nasional terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta
berkualitas dan terpercaya, sehingga melalui sistem SPBE Pemerintah Kabupaten Buton
terus berupaya meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam
proses manajemen pemerintah dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Buton.
Semakin bertumbuhnya inovasi pada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas
layanan dan fokus dalam pencapaian kinerja.
Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan
menjaga kondisi keamanan dan ketertiban.

Adapun juga faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton adalah sebagai sebagai
berikut :

L.

Belum optimalnya koordinasi intern dan antar instansi sehingga masih dijumpai duplikasi
dan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buton yang cukup luas sehingga tuntutan
kebutuhan pembangunan infrastruktur cukup tinggi.

Kapasitas fiskal daerah yang masih kategori sedang sehingga cukup memberi dampak
pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton.

Kontribusi pendapatan asli daerah yang belum optimal sehingga penganggaran
pembangunan masih sangat tergantung pada dinamika penganggaran dari pemerintah
pusat.

Adanya wabah covid-19 sejak tahun 2020 yang cukup memberi dampak pada
perekonomian dunia, nasional hingga perekonomian daerah.

Belum membudayanya penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga masih dijumpai
kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian outcome.

Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan kegiatan antar perangkat daerah dalam
mewujudkan target IKU kepala daerah.
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Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata dalam melaksanakan pelayanan
publik.
Inflasi daerah yang dapat berpengaruh pada kenaikan harga-harga baik pangan maupun
bahan bangunan.

Adapun kesimpulan dari evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1.

Secara umum, Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005- 2025 telah
dilaksanakan dan diakomodir pada setiap periode tahapan pembangunan daerah di
Kabupaten Buton.
Sasaran pokok pada dokumen RPJPD masih bersifat kualitatif dan belum semuanya
memiliki indikator yang bersifat kuantitatif sehingga untuk melakukan pengukuran
kinerja hanya bersifat kualitatif atau menggunakan indikator-indikator kuantitatif yang
relevan yang termuat dalam dokumen RPJMD atau dokumen evaluasi lainnya.
Capaian kinerja makro pembangunan yang semakin baik. Namun demikian capaian
kinerja sektor-sektor masih perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyak target-target
pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2025, diantaranya indeks pembangunan
manusia yang baru mencapai 67,23 di tahun 2022 dan masih berada dibawah capaian
Kota Baubau sebesar 76,67 dan capaian provinsi 72,73. Selanjutnya capaian angka
kemiskinan sebesar 13,27 persen yang masih kategori tinggi bila dibandingkan dengan
capaian angka kemiskinan di Kota Baubau sebesar 7.31 persen dan capaian provinsi
sebesar 11,17 persen, tingkat ketimpangan dengan 0,32 masih kategori besar bila
dibandingkan dengan capaian Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,29. Selain itu
pembangunan infrastruktur khususnya terkait dengan infrastruktur dasar, infrastruktur
pada kawasan-kawasan strategis dan infrastruktur jalan, peningkatan produksi dan nilai
tambah produk unggulan sebagai pendorong perekonomian daerah, masih membutuhkan
komitmen dan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder di
daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Buton tahun 2010-2025, terdapat

beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan penyusunan dokumen RPJPD 2025-
2045 sebagai berikut :

1.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton pada periode selanjutnya (2025-2045) hendaknya
memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, dan keberlanjutan serta keberlanjutan
target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan
dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing bidang
pembangunan, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka
menengah dan pendek.
Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa
pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko
perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan
meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai
dengan rencana atau on-track.
Memaksimalkan peran SAKIP dalam peningkatan efektivitas pembangunan melalui
implementasi proses bisnis dan pohon Kinerja (cascading) dan sinergi/kolaborasi program
antar perangkat daerah (cross cutting program) agar tercipta kolaborasi yang harmonis
antar perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja pembangunan seperti yang tertuang
dalam dokumen perencanaan.
Penyusunan RPJPD periode berikutnya agar mempertimbangkan capaian kinerja
pembangunan yang sudah tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025.
Evaluasi RPJPD memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian

terhadap rencana pembangunan masa depan. Proses ini memungkinkan pemerintah daerah
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untuk merevisi dan memperbarui rencana pembangunan mereka sesuai dengan perubahan
dinamis yang terjadi, kebijakan nasional yang berubah, serta kebutuhan aktual masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi RPJPD bukan hanya sebagai alat untuk menilai pencapaian, tetapi
juga sebagai instrumen penting dalam menyempurnakan perencanaan dan pengembangan
daerah yang lebih adaptif serta responsif terhadap perubahan yang terus muncul.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Proyeksi demografi merupakan alat penting dalam memprediksi perkembangan populasi
manusia di masa depan. Ini melibatkan penggunaan data historis tentang kelahiran, kematian,
migrasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan populasi untuk membuat
perkiraan mengenai jumlah dan karakteristik penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu
tertentu. Proyeksi demografi menggunakan metode matematis dan statistik yang kompleks,
seperti model-model demografi, untuk meramalkan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor
demografi tersebut akan memengaruhi ukuran dan struktur populasi di masa depan.

Proyeksi demografi tidak hanya memperkirakan jumlah populasi di masa mendatang,
tetapi juga mencoba untuk memprediksi distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Data-data dari proyeksi demografi memberikan
informasi berharga bagi pembuat kebijakan, perencana pembangunan, dan peneliti untuk
merancang program-program yang sesuai dengan perubahan yang akan terjadi di masyarakat.
Namun, proyeksi demografi juga memiliki batasan, seperti ketidakpastian dalam faktor-faktor
seperti migrasi, perkiraan tingkat kelahiran, dan perubahan kebijakan yang dapat
memengaruhi tren-tren demografi di masa depan. Oleh karena itu, proyeksi demografi harus
digunakan sebagai panduan yang dinamis untuk perencanaan, dengan pemahaman bahwa
faktor-faktor tersebut dapat berubah seiring waktu.

2.6.1. Proyeksi Demografi

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, jumlah
penduduk eksisting pada 2022 adalah sebanyak 119.896 jiwa. Sebagai salah satu data
pendukung tersusunnya dokumen RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045, maka dilakukanlah
upaya pemroyeksian penduduk Kabupaten Buton hingga tahun 2045. Berikut merupakan
hasil proyeksi penduduk Kabupaten Buton 2045.

Gambar 2.63. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

2025 2030

Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2023

Ditinjau berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Buton 2045 di atas,
didapatkan data bahwa dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, jumlah penduduk
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Kabupaten Buton akan bertambah sejumlah 31% yang artinya akan mencapai angka
157.770 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi pendorong ekonomi
lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang aktivitas ekonomi. Namun,
dibalik potensi tersebut, terdapat tantangan yang perlu diatasi dengan bijaksana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk mencakup berbagai
elemen, yang kompleksitasnya mencerminkan interaksi antara variabel demografis, sosial,
ekonomi, dan lingkungan. Salah satu faktor utama adalah tingkat kelahiran. Tingkat
kelahiran dipengaruhi oleh sejumlah variabel seperti akses terhadap layanan kesehatan
reproduksi, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, kebijakan keluarga, serta norma
dan nilai-nilai sosial. Di tempat dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan
reproduksi atau pendidikan yang rendah, biasanya tingkat kelahiran cenderung lebih
tinggi. Pengetahuan tentang perencanaan keluarga, akses terhadap kontrasepsi, dan
pilihan yang tersedia bagi keluarga juga memainkan peran kunci dalam menentukan
tingkat kelahiran.

Tingkat kematian adalah faktor lain yang signifikan. Perkembangan teknologi medis
akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai, sanitasi yang baik, serta pola hidup
yang sehat dapat mengurangi tingkat kematian, yang pada gilirannya meningkatkan
pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor seperti program imunisasi, peningkatan akses
terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta pengetahuan tentang Kkesehatan
masyarakat dapat menurunkan angka kematian.

Migrasi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan
penduduk. Migrasi dapat terjadi secara internal antar wilayah dalam satu negara atau
lintas negara. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dapat menjadi pendorong migrasi.
Kesempatan kerja, perubahan iklim, konflik, atau pencarian keamanan merupakan faktor
yang memengaruhi keputusan individu atau kelompok untuk bermigrasi.

Faktor lainnya termasuk urbanisasi dan perubahan sosial. Pertumbuhan dan
pembangunan perkotaan sering kali menarik migrasi dari wilayah pedesaan ke perkotaan.
Perubahan sosial yang cepat, perubahan norma-norma keluarga, dan perkembangan
ekonomi juga dapat memengaruhi pilihan keluarga terhadap ukuran keluarga dan tingkat
kelahiran. Pemahaman mendalam mengenai interaksi faktor-faktor ini menjadi kunci
dalam merencanakan kebijakan yang efektif untuk mengelola pertumbuhan populasi
dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan wilayah yang berbeda.

r

2.6.1.1 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis di Kelamin Kabupaten Buton 2025-2045

Pada tahun 2023, mayoritas populasi di Kabupaten Buton terdiri dari laki-laki dengan
jumlah mencapai 60.730 individu. Proyeksi populasi pada tahun 2045 menunjukkan bahwa
laki-laki masih akan mendominasi di Kabupaten Buton, dengan perkiraan mencapai 78.440
individu, sementara jumlah perempuan diproyeksikan sebesar 79.340 individu.

Tabel 2.57. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Berdasarkan Jenis Kelamin
Penduduk Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)
e Tahun 2023
Kelamin 2025 2030 2035 2040 2045
(Ribu Jiwa)
Laki-Laki 60.730 62.500 66.870 70.990 74.880 78.440
Perempuan 59.490 61.350 66.000 T0.570 75.040 79.340
Rasio 102,08 101,87 101,31 100,59 99,78 98,86

Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2024
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Gambar 2.64. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Sumber: Didasarkan dart Data series Badan Pusat Statistik, 2024

Ditinjau berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2045 rasio
penduduk di Kabupaten Buton didominasi oleh penduduk Perempuan yang mengindikasikan
turunnya rasio jenis kelamin. Penurunan sex ratio di suatu daerah mengindikasikan
ketimpangan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam populasi. Indikasi ini bisa
disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan
kesadaran akan perencanaan keluarga. Jika sex ratio menurun, ini dapat menandakan
adanya penurunan jumlah laki-laki dalam populasi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini
dapat diakibatkan oleh perubahan sosial yang mendorong perempuan untuk memiliki akses
yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya
memengaruhi komposisi demografis secara keseluruhan.

Selain itu, penurunan sex ratio juga dapat mengindikasikan perubahan pola kelahiran.
Jika ada peningkatan kesadaran akan perencanaan keluarga dan akses terhadap layanan
kesehatan reproduksi yang lebih baik, hal ini dapat memengaruhi keputusan keluarga terkait
jumlah anak yang mereka inginkan. Akibatnya, penurunan sex ratio menandakan adanya
kecenderungan terhadap keluarga yang lebih kecil dengan pertimbangan untuk memiliki
jumlah anak yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Turunnya sex ratio dapat
menjadi indikator perubahan sosial, keseimbangan gender, dan dinamika populasi yang patut
diperhatikan dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan di suatu daerah.

2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Buton 2025-2045

Sebanyak 65% dari total penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2023 merupakan
individu yang berusia muda, mencapai 77.820 jiwa. Dalam perhitungan lanjutan, proyeksi
menunjukkan bahwa dominasi penduduk usia muda di wilayah tersebut diperkirakan akan
terus berlanjut, ditandai dengan penurunan angka ketergantungan sekitar 5%.
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Gambar 2.65. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2023

Penurunan angka ketergantungan di suatu wilayah merupakan fenomena demografis
yang signifikan, menandakan pergeseran dalam struktur populasi yang dapat memengaruhi
berbagai aspek pembangunan. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh peningkatan
partisipasi angkatan kerja, terutama dari kelompok usia produktif. Perkembangan ekonomi
yang membuka lebih banyak peluang kerja, terutama bagi generasi muda, dapat
menyebabkan penurunan proporsi individu yang bergantung pada mereka yang tidak bekerja,
seperti anak-anak, remaja, atau lansia.

Selain itu, perubahan dalam pola kelahiran dan tingkat kelahiran yang menurun juga
berperan dalam penurunan angka ketergantungan. Jika masyarakat cenderung memiliki
keluarga yang lebih kecil atau menggunakan metode perencanaan keluarga yang lebih efektif,
ini dapat mengurangi jumlah individu yang bergantung pada mereka yang bekerja. Penurunan
angka ketergantungan juga dapat mempengaruhi kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan
suatu wilayah, memunculkan tantangan baru terkait dukungan terhadap populasi yang
menua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya yang lebih
efisien untuk mendukung populasi yang semakin mandiri secara ekonomi.

Angka ketergantungan erat kaitannya dengan Bonus Demografi. Bonus demografi
merupakan periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar
dibandingkan jumlah penduduk.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan akan sarana dan prasarana memiliki urgensi yang sangat besar dalam
pembangunan daerah. Sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan, jembatan,
transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan
menjadi fondasi yang krusial dalam memajukan suatu wilayah. Sarana dan prasarana yang
baik memungkinkan konektivitas yang lancar antar wilayah, mendukung pertumbuhan
ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga
menjadi pendorong utama untuk investasi sektor swasta, membuka peluang lapangan kerja,
serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga berperan dalam meningkatkan
aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Fasilitas kesehatan
yang terjangkau dan mudah diakses serta pendidikan yang berkualitas dapat memperkuat
sumber daya manusia suatu daerah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, urgensi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bukan
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hanya untuk meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup,
pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia dalam upaya menuju
kemajuan dan kesejahteraan yang merata di suatu daerah.

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Buton 2025-2045

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 24.042 unit rumah yang ada di Kabupaten Buton.
Diperkirakan bahwa kebutuhan akan rumah akan meningkat sebesar 31% dalam 20 tahun ke
depan, tepatnya pada tahun 2045. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan
dalam jumlah penduduk di Kabupaten Buton dalam beberapa tahun terakhir, yang
mengakibatkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal.

Gambar 2.66. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Unit)
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Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2024

19,983

24,770 i
149,92

[ ] an e 41 i i At

Dengan pertambahan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, kebutuhan
akan hunian yang memadai dan infrastruktur pendukungnya semakin meningkat. Proyeksi ini
mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta kebijakan migrasi yang
berpotensi memengaruhi pola pemukiman di daerah tersebut. Identifikasi peluang terkait
peningkatan angka ketergantungan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Buton
dapat dilakukan melalui potensi peningkatan sektor properti dan konstruksi. Dengan
permintaan akan rumah yang meningkat pesat, terdapat kesempatan bagi sektor bisnis terkait
pembangunan perumahan, termasuk pengembang properti, kontraktor, serta industri material
konstruksi. Namun, tantangan muncul dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
tersebut dengan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga
pembangunan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Peningkatan angka ketergantungan juga berdampak pada sektor layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Pemerintah daerah diharapkan merancang
strategi perencanaan pembangunan yang holistik untuk menghadapi tantangan ini, termasuk
penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang
mampu menunjang kebutuhan masyarakat dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Oleh
karena itu, proyeksi kebutuhan rumah dan tempat tinggal tidak hanya mencerminkan dimensi
fisik pembangunan, melainkan juga membutuhkan pemikiran strategis untuk memastikan
pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
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Gambar 2.67. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman
Tahun 2025-2045
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Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Buton 2025-2045

Kebutuhan air minum merupakan aspek krusial dalam pemenuhan kebutuhan dasar
manusia. Hal ini tidak hanya melibatkan kuantitas air yang dikonsumsi setiap individu, tetapi
juga kualitas air yang digunakan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesehatan
masyarakat. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, serta aktivitas manusia
menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan air minum.

Dalam konteks perkembangan urbanisasi yang pesat, permintaan akan air minum
cenderung meningkat. Penyediaan air bersih dan layanan sanitasi yang memadai menjadi
krusial untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Hal ini menuntut
infrastruktur air yang efisien, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta
pendidikan masyarakat terkait keterampilan dan kebiasaan penggunaan air yang hemat.

Tantangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan air minum adalah memastikan akses
air yang bersih, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan yang
matang dalam pengelolaan sumber daya air, teknologi penyediaan air bersih, dan kebijakan
yang mendukung penggunaan air yang efisien menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan air
minum yang meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah.

Berikut merupakan gambaran hasil proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Buton
dalam 20 tahun ke depan.

Gambar 2.68. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Buton
Tahun 2025-2045 (Juta Liter)
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Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2024
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2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Buton 2025-2045

Kebutuhan akan energi listrik merupakan salah satu poin kunci dalam mendukung
kehidupan modern. Permintaan akan listrik meningkat sejalan dengan pertumbuhan teknologi,
urbanisasi, dan kebutuhan industri. Proses proyeksi kebutuhan listrik melibatkan analisis
mendalam terhadap pola konsumsi listrik di masa depan, berdasarkan faktor-faktor seperti
pertumbuhan populasi, perkembangan industri, serta penggunaan teknologi yang lebih
canggih,

Dalam konteks perkembangan perkotaan dan industri, kebutuhan akan listrik semakin
meningkat. Penggunaan listrik yang luas tidak hanya menjadi kebutuhan pokok dalam
kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam mendukung berbagai aspek
ekonomi. Karena itu, proyeksi kebutuhan listrik menjadi sangat penting untuk merencanakan
dan mengembangkan infrastruktur energi yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat,
sekaligus menghadapi tantangan dalam upaya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tantangan terbesar dalam proyeksi kebutuhan listrik adalah memastikan penyediaan
energi yang cukup, efisien, dan ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya energi yang lebih
efektif dan inovasi dalam teknologi energi terbarukan menjadi bagian integral dalam menjawab
tuntutan kebutuhan listrik yang terus bertambah. Dengan memperhitungkan proyeksi ini,
dapat dirumuskan strategi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan energi, yang tidak
hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan
dan masa depan yang lebih baik.

Berikut merupakan gambaran hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Buton
dalam 20 tahun ke depan.

Gambar 2.69. Proyeksi Kebutuhan Listrik Buton
Tahun 2025-2045 (Juta VA)
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Sumber: Didasarkan dari Data sertes Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Buton, kebutuhan
Listrik di wilayah ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Terjadi
kenaikan akan kebutuhan Listrik sebesar 27% pada 2045. Dalam rangka memenubhi
kebutuhan ini, pemerintah daerah bersama dengan pihak swasta perlu bekerja sama untuk
mengembangkan infrastruktur kelistrikan yang handal dan berkelanjutan.

2.6.2.4. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Buton 2025-2045

Proyeksi timbulan sampah merupakan upaya untuk memperkirakan jumlah sampah
yang dihasilkan oleh suatu populasi atau wilayah dalam kurun waktu tertentu di masa
mendatang. Analisis ini melibatkan beberapa variabel seperti pertumbuhan populasi,
perubahan gaya hidup, kebijakan pengelolaan sampah, dan tren pola konsumsi. Dengan
memanfaatkan data historis dan tren saat ini, proyeksi ini membantu dalam memperkirakan
jumlah sampah yang dihasilkan di masa mendatang.
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Dalam konteks perkembangan urbanisasi dan modernisasi, proyeksi timbulan sampah
menjadi semakin penting. Pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi yang
cenderung meningkatkan penggunaan barang konsumsi serta kemasan menjadi faktor utama
dalam meningkatkan timbulan sampah. Proyeksi ini membantu pemerintah dan lembaga
terkait dalam merencanakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti
pembangunan tempat pembuangan akhir, daur ulang, atau program edukasi masyarakat
terkait pengelolaan sampabh.

Tantangan utama dalam proyeksi timbulan sampah adalah pengelolaan sampah yang
efisien dan berkelanjutan. Strategi pengurangan sampah, daur ulang, dan kampanye
kesadaran masyarakat menjadi aspek penting dalam menjawab tantangan ini. Dengan
proyeksi yang akurat, langkah-langkah dalam pengelolaan sampah dapat diarahkan untuk
meminimalkan dampak lingkungan serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya
menjaga lingkungan bagi keberlangsungan hidup.

Berikut merupakan hasil perhitungan timbulan sampah di wilayah Kabupaten Buton
2025-2045.

Gambar 2.70. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Buton
Tahun 2025-2045 (Juta Liter)
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Peluang yang timbul dari pertumbuhan proyeksi sampah melibatkan sektor ekonomi
baru, seperti manajemen limbah dan upaya daur ulang. Pemerintah daerah dapat
merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan industri daur ulang, membuka
lapangan kerja baru, serta memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang ikut berperan
dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, tantangan utamanya adalah
bagaimana mengatasi peningkatan ketergantungan pada infrastruktur pengelolaan sampah
yang mungkin belum memadai. Dibutuhkan perencanaan pembangunan yang komprehensif,
termasuk investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, pendidikan masyarakat, dan
penerapan kebijakan yang mendorong gaya hidup yang ramah lingkungan.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Buton, pemerintah setempat
harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pertumbuhan proyeksi sampah.
Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama, dengan memperhatikan aspek
lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan
meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan adalah langkah krusial dalam
menciptakan wilayah yang berkelanjutan dan seimbang. Dengan perencanaan yang matang
dan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat, Kabupaten Buton dapat menghadapi
tantangan ini dan menggunakan peluang yang muncul dari pertumbuhan proyeksi sampah
untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
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2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Buton 2025-2045

Kesehatan menjadi poin kunci dalam pembangunan suatu daerah karena memberikan
dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Sarana kesehatan yang memadai,
seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan medis lainnya, menjadi esensial
dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kehadiran infrastruktur
kesehatan yang baik juga mendukung dalam memastikan aksesibilitas yang merata terhadap
pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis atau
status sosial-ekonomi.

Dalam proses pembangunan daerah, perencanaan sarana kesehatan menjadi hal yang
tak terelakkan. Pembangunan infrastruktur kesehatan harus dirancang dengan
mempertimbangkan pertumbuhan populasi, perubahan demografis, dan kebutuhan kesehatan
yang berkembang. Diperlukan investasi dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang
berkualitas dan strategi untuk memastikan adanya tenaga medis yang memadai, teknologi
medis terkini, serta layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tantangan utama dalam membangun sarana kesehatan adalah memastikan adanya
kesesuaian antara jumlah, lokasi, dan jenis fasilitas kesehatan dengan kebutuhan nyata
masyarakat. Pendekatan yang holistik dalam pengembangan sarana kesehatan diperlukan,
dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, dan
masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengembangan sarana
kesehatan, pembangunan wilayah dapat didukung oleh peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 2.71. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Ditinjau berdasarkan tabel proyeksi kebutuhan sarana Kesehatan Kabupaten Buton di
atas bahwa dalam kurun 20 tahun mendatang akan terjadi peningkatan pada sarana
Kesehatan yang ada di Kabupaten Buton.

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Buton 2025-2045

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah.
Infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta
fasilitas pendidikan lainnya, menjadi sangat penting dalam menjamin akses pendidikan yang
merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui pengembangan sektor pendidikan, daerah
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dapat menciptakan potensi generasi masa depan yang lebih berkualitas dan berkontribusi
pada perkembangan ekonomi serta sosial.

Dalam upaya membangun daerah, sektor pendidikan menjadi aspek krusial yang
membutuhkan perencanaan matang. Investasi dalam pengembangan pendidikan menjadi
prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Hal ini
mencakup pembangunan sarana pendidikan yang modern, peningkatan kualitas tenaga
pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan peningkatan
aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

Tantangan utama dalam sektor pendidikan adalah memastikan adanya kesetaraan
akses terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah. Upaya pemerataan
pendidikan, pengurangan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta
peningkatan kualitas pendidikan menjadi tujuan utama. Melalui kolaborasi antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan komunitas, daerah dapat mengatasi tantangan ini dan
mengoptimalkan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 2.72. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Berdasarkan hasil proyeksi fasilitas pendidikan di atas, kebutuhan fasilitas pendidikan
di Kabupaten Buton diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah. Dimana
perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai.
Dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar untuk
memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta sikap secara optimal.
Indikasi peningkatan fasilitas pendidikan tersebut diantaranya pembangunan sekolah baru,
perbaikan atau pembaharuan fasilitas yang sudah ada, serta inovasi dalam pendidikan.
Kondisi ini diharapkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesetaraan akses
terhadap pendidikan di daerah.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
2.7.1. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Buton

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi
pembangunan. Apabila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari
strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk
menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang
terkoordinasi. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan ekonomi bisa dianggap
sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang
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tersedia di daerah tersebut dan memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam rangka
menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan wilayah memerhatikan potensi
wilayah, ruang serta keterkaitan dengan wilayah disekitarnya. Pengembangan wilayah sangat
dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur serta tarikan oleh pasar (Kelengkapan fasilitas)
dari dalam maupun luar wilayah. Selain mendekati keramaian pengembangan wilayah juga
akan memperhatikan faktor penghambat seperti kawasan bencana dan kawasan lindung.

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber dayva
alam yang melimpah khususnya pada sektor pertanian (perikanan, perkebunan, tanaman
pangan), sektor pertambangan, dan sektor pariwisata, dan sektor industri. Potensi tersebut
dapat dilihat dari kinerja kontribusi sektor pada struktur perekonomian Kabupaten Buton
(Kontribusi terhadap PDRBJ, potensi ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan kebijakan
pemerinah pada masing-masing sektor.

- Sektor Pertambangan
< Aspal Alam Buton

Potensi pertambangan dapat dilihat dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian
yang mampu berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Buton, dan merupakan
sektor dengan kontribusi terbesar selama periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 41,34%
pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memegang peranan
penting dalam perekonomian Kabupaten Buton. Potensi pertambangan Kabupaten Buton
hingga tahun 2023 masih didominasi oleh ASPAL.

Sebagaimana diketahui Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang
memiliki aspal alam dan telah dieksplorasi sejak seratus tahun yang silam. Sabuk aspal alam
Buton (Asbuton) terhampar dari kawasan bagian selatan sampai bagian utara Kabupaten
Buton dengan cadangan deposit sekitar 662.960.267 Ton tersimpan pada hamparan seluas
376.537.850 m2 dengan kadar aspal yang terkandung dalam Asbuton bervariasai dengan
kadar antara 15 persen sampai 50 persen dan yang sudah dieksplorasi baru asbuton dari
deposit Kabungka dengan kadar bitumen 20 persen, dan deposit Lawele dengan kadar
bitumen 35 persen. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu
pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil ketebalan asbuton berkisar antara 9 m-45 m atau
ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah penutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah
penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit asbuton sekitar 1,5 juta m2.

Selain itu, berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Juni 2023 menunjukkan terdapat 24 izin usaha pertambangan aspal tahap
kegiatan operasi produksi di Kabupaten Buton, dan saat ini industri aspal buton sudah
difasilitasi sertifikasi TKDN dengan nilai TKDN produk asbuton olahan antara 30-50 persen.
Dimana menurut Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018, barang dengan nilai TKDN diatas 40 persen masuk dalam kategori barang wajib
pakai. Dukungan kebijakan penggunaan aspal Buton tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana ALokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran
2023 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton
untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

% Mangan

Cadangan mangan Kabupaten Buton sekitar 2,000 Ha yang terdapat di Desa
Kumbewaha Kecamatan Siontapina Sampai pada saat ini, perusahaan yang melaksanakan
kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Matindo Baramurni. Mangan yang
ada di Kabupaten Buton berupa tipe Psilomelane (Ba, H202 Mn3010).

«% Nikel
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Sumber daya mineral berupa nikel seluas 16.000 Ha dengan kandungan/kadar
berkisar 0,5 - 2,47% yang berada di Kecamatan Kapontori. Telah mulai dieksplorasi oleh PT.
Bumi Buton Delta Mega.

< Batu Gamping dan Marmer

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau
Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dansebagian
telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi MARMER, banyak dijumpai peta
Formasi WAPULAKA, Formasi SAMPOLAKOSA, Formasi TONDO, Formasi TOBELO dan
Formasi RUMU, dan seluruh daratan Pulau Muna.

Khusus tentang MARMER dapat dijumpai pada Formasi OGENA, sedangkan asosiasi
fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping
tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan KALSIT sebagai bahan obat- obatan,
kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping.

Cadangan Batu Gamping yang terdapat pada Kecamatan Wabula, sampai saat ini
belum dilakukan esplorasi tapi merupakan perkiraan.

4 Cekungan Minyak dan Gas Bumi

Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan MIGAS yang ada
di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di ekplorasi oleh pihak PERTAMINA bekerja
sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia
Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran MIGAS di 3 (tiga) titik
yaitu; BALE-15, BULU-15, dan SAMPOLAKOSA- 15.

Berdasarkan BUTON BLOCK BOUNDARY dapat diketahui bahwa sumur BULU-15
berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini
belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak PERTAMINA bahwa
cekungan MIGAS yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten
Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi
pengeboran MIGAS saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. Demikian
maka potensi MIGAS yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa
depan menyusul kemajuan TEKNOLOGI dibidang MIGAS.

% Potensi Geothermal (Panas Bumi

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang
sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di
Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata
tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi ENERGI LISTRIK yang dapat dibangkitkan dari
energi GEOTHERMAL atau PANAS BUML

Pada saat ini diketahui terdapat 5 {lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal)
yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota BauBau, Rongi sekitar
20 km dari Kota Baubau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Baubau. Kelima lokasi
tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi
lapangan PANAS BUMI sebagai berikut:
1) Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir

panas bumi.

2) Sumber air menghasilkan bauh belerang (SO2, H2S).
3) Temperatur 40-75 L1C.
4) Mengeluarkan uap air

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung
penyediaan ENERGI LISTRIK untuk :
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1) Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal PT. SARANA KARYA, industri
pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh INVESTOR yang diperkirakan
membutuhkan energi listrik sebesar + 45 MW.

2) Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar + 15 MW,
Kabupaten Muna + 7 MW.

3) Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian {pangan,
perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan
perikanan tersebut.

Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Sampolawa =5 MW, Kabungka = 10 MW

Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW).

< Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi
sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu :

1) Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit = 0,35 m3/detik, kapasitas = 10.500,00 KW.
2) Sungai Winto — Winning dengan debit = 12,30 m3/detik, kapasitas = 1.600,00 KW.
3) Sungai Tondo Kabungka dengan debit = 4,68 m3/detik, kapasitas = 367,00 KW.
4) Sungai Lakaritsu dengan debit = 0,27 m3/detik, kapasitas = 17,00 KW.

5) Sungai Langkowal dengan debit = 0,28 m3/detik, kapasitas = 13.050,00 KW.

Demikian keberadaan sumberdaya air dan sumberdaya panas bumi diatas dapat
dikembangkan untuk menopang kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan
kawasan industri di Kabupaten Buton.

Oleh sebab itu, potensi pertambangan di Kabupaten Buton harus mampu dimanfaatkan
untuk menunjang perekonimian wilayah yang secara luas diharapkan dapat berdampak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diharapkan potensi pertambangan akan
mampu diwujudkan suatu proses bisnis kegiatan dari hulu ke hilir yang seluruh prosesnya
dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton.

- Sektor Pertanian

Potensi pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian daerah maupun potensi dari ketersediaan lahan (pertanian tanaman pangarn,
hortikultura dan perkebunan) serta potensi kawasan perikanan (tangkap dan budidaya) dan
infrastruktur pendukungnya. Dimana sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua
setelah sektor pertambangan dan penggalian yang memberi kontribusi terhadap PDRB
Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 20,34%. Selain data
kontribusi terhadap PDRB, potensi sektor pertanian dapat juga terlihat dari data tenaga kerja,
dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha
paling besar di Kabupaten Buton masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebanyak
43,6%.

Berdasarkan potensi sumber daya (lahan dan kawasan tangkapan), dukungan
infrastruktur dan kebijakan pemerintah, maka potensi tersebut dapat disajikan secara spasial
sebagai berikut :

a. Potensi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan seluas 2.980 Ha meliputi
Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan dan Siotapina.

b. Potensi pengembangan kawasan pertanian tanaman hortikultura seluas 12.086 Ha
meliputi Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan dan Siotapina.

c. Potensi pengembangan lahan perkebunan seluas 41.119 Ha meliputi kecamatan
Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowoa.

d. Potensi pengembangan pengembangan peternakan dengan ketersediaan padang
pengembalaan seluas + 719 Ha meliputi Kecamatan Siotapina, Pasarwajo, dan Kapontori.
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e. Potensi perikanan tergambar dari luas perairan Kabupaten Buton sebesar 1.058,11 Km
dengan panjang garis pantai kurang lebih 262.955 Km. Potensi perikanan tangkap
Kabupaten Buton (WPP 714) sebesar 788.939 ton/tahun. Sedang potensi perikanan
budidaya sebesar 356.133,3 ton/tahun dengan luas lahan budidaya sebesar 8.147 Ha.
Dari 95 desa dan kelurahn di Kabupaten Buton, terdapat 67 desa dan kelurahan pesisir
(70,53%). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buton merupakan wilayah
maritim yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan, terutama
perikanan tangkap melalui pengembangan kawasan minapolitan atau juga kawasan
sentra perikanan terpadu untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan
berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan secara berkelanjutan dalam mendukung ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi
Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Buton.

f. Dukungan infrastruktur sumber daya air yang dapat mendukung pengembangan
kawasan pertanian (sawah), yaitu terdapat 5 bendungan, yaitu : Bendungan Ambuau
Kecamatan Lasalimu Selatan, Bendungan Lawele Kecamatan Lasalimu, Bendungan
Kapontori Bendungan Wakalambe dan Bendungan Kinapani di Kecamatan Kapontori.

g. Dukungan infrastruktur sektor perikanan terdapat 2 pelabuhan pendaratan ikan di
Kecamatan Lasalimu dan Pasarwajo. Namun saat ini pelabuhan pendaratan ikan yang
beroperasi hanya di Kecamatan Pasarwajo. Sarana pendukung lain produksi perikanan
tangkap terdapat cold storage di 3 desa wilayah Kecamatan Pasarwajo, yaitu Desa
Dongkala (500 Ton), Dsea Holimombo (150 Ton), Desa Wasaga (100 Ton).

- Sektor Pariwisata
Potensi pariwisata di Kabupaten Buton tersebar di seluruh wilayah (Kecamatan
Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa). Obyek
wisata unggulan di Kabupaten Buton adalah wisata bahari, dengan jumlah desa wisata
sebanyak 31 desa dan kelompok sadar wisata sebanyak 31 kelompok. Selain wisata alam,
Kabupaten Buton juga memiliki beragam wisata budaya dan sejarah diantaranya ritual
pikoelaliwu, benteng takimpo, Benteng Liwu Burangasi, Benteng Kantolobea, Ritual adat
Tutura, Kampung Bajo dan Rumah Singgah, Benteng Lasalimu dan cagar budaya yang sampai
saat ini sudah 19 cagar budaya yang dilestarikan.
Adapun kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Buton seluas lebih

kurang 10,599 (sepuluh koma lima ratus sembilan puluh sembilan} hektar, meliputi:

Kawasan Benteng Wasuemba di Kecamatan Wabula;

Kawasan Benteng Liwu Kondowa di Kecamatan Pasarwajo;

Kawasan Benteng Holimombo di Kecamatan Pasarwajo;

Kawasan lokasi Kampung Lama di Kecamatan Pasarwajo;

Kawasan Benteng Kambula Bulana di Kecamatan Pasarwajo;

Kawasan Benteng Kantolobea di Kecamatan Pasarwajo;

Kawasan Benteng Wakole di Kecamatan Pasarwajo;

Kawasan Benteng Takimpo Lipu Ogena di Kecamatan Pasarwajo; dan

Kawasan Benteng Keraton Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan.
Pos131 Kabupaten Buton yang berdekatan dengan Kabupaten Wakatobi, memberikan
peluang bagi Kabupaten Buton menjadi daerah penyangga pengembangan pariwisata nasional
di Kabupaten Wakatobi, yang dapat memberi peluang bagi pengembangan pariwisata di
Kabupaten Buton. Selain itu, posisi Kabupaten Buton yang terletak di jalur Wallacea yang
kaya akan flora dan fauna, menjadikan Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga
menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan
ekoturism. Namun selama periode 5 tahun terakhir, sektor pariwisata belum menunjukan
sebagai sektor unggulan dari capaian kontribusi terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari lapangan
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usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya mampu berkontribusi sebesar
0,12% pada tahun 2023, angka menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung menurun.

- Sektor Industri

Potensi pengembangan industri di Kabupaten Buton didukung dengan ketersediaan
sumber daya alam dan sumber daya lahan yang masih tersedia dan mendukung, serta
infrastruktur yang baik khususnya yang berkaitan dengan industri pengolahan hasil tambang
dan hasil perikanan. Potensi sumber daya alam disektor pertambangan dna perikanan harus
mampu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor industri khususnya industri
pengolahan sehingga dapat didorong pengembangan kegiatan hulu hilir di Kabupaten Buton.
Secara umum kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 5
tahun terakhir menunjukkan peningkatan, meski ditahun 2023 sedikit mengalami
perlambatan pada angka 2,06%.

Secara spasial, industri pengolahan di Kabupaten Buton terletak di Kecamatan
Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo dan Wabula, dengan potensi sektor industri yang dapat
dikembangkan, yaitu industri pengolahan aspal, industri pertambangan, industri pengolahan
hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan.

Selain data kontribusi sektor industri, potensi pada scktor ini didukung pula dengan
sumber daya manusia, yang berdasarkan data BPS tahun 2023, tercatat jumlah penduduk
berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yanag lalu menurut lapangan
pekerjaan utama (industri pengolahan/manufaktur) sebesar 15% dan menjadi yang ketiga
terbanyak menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian 43,6% dan sektor jasa sebesar
41,4%.

Gambaran kontribusi PDRB sektor strategis Kabupaten Buton selama periode S tahun
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha ADHB
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha 2019 2020 | 2021* | 2022 | 2023+
Pertanian, Kehutanan, 20,03 20,17 19,96 20,66 20,34
Perikanan
Pertambangan & Penggalian 39,46 38,76 38,74 39,92 41,34
Industri Pengolahan 2,45 2,48 2,52 2,50 2,06
Penyediaan Akomodasi & 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
Makan Minum

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
Ket : *angka sementara; ** angka sangat sementara

Secara lengkap potensi pengembangan wilayah, berdasarkan pada dokumen RTRW,
RIPPIK dan RIPPARDA. Dimana RTRW difungsikan sebagai cerminan pengembangan wilayah
dari sektor keruangan secara struktur dan pola ruang. RIPPIK difungsikan sebagai arahan
pengembangan kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Buton. RIPPARDA
akan memperlihatkan kawasan pariwisata prioritas untuk dikembangkan disajikan pada tabel
berikut :
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Tabel 2.59
Potensi Pengembangan Wilayah

-
Potensi Pengembangan Wilayah _5
3

Siontapina
Pasarwajo

Lasalimu
Selatan
Wolowa
Wabula
Kapontori

Rancangan RTRW Kabupaten Buton Tahun 2021-2043

Pelabuhan pengumpan regional (Banabungj) N
Pelabuhan pengumpan lokal (Nambo)

Pelabuhan pengumpan lokal (Lasalimu)

Pelabuhan perikanan (PPI)

Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango

Kawasan Cagar Alam Kakenauwe

Kawasan Strategis Provinsi PKIP Kapontori-Lasalimu
(KAPOLIMU)

Rencana perwilayahan sebagai PKL Pasarwajo
Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan)
Kawasan peruntukan pertanian (tanaman hortikultura)
Kawasan peruntukan pertanian (tanaman perkebunan)
Kawasan pertambangan dan energi

Kawasan peruntukan industri

Kawasan cagar budaya v
PLTD Buton v

RIPPIK Kabupaten Buton Tahun 2021-2021 (PERDA NO 8 TAHUN 2021)

Rencana Peruntukan Indutri Besar |

Rencana kawasan industri pengolahan aspal v i

Rencana kawasan industri pertambangan (PKIP) V A\
Rencana Peruntukan Industri Menengah dan Kecil

< |2 <L <
2.

< < L < L
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204 S A .
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Industri Pengelolaan hasil pertanian
a. Industri pengolahan padi )
b. Industri pengolahan jagung
c. Industri pengolahan kacang kedelai (tahu tempe)
2. Industri Pengolahan hasil perkebunan
a. Industri pengolahan jambu mete
b. Industri minyak kelapa
c. Industri kopra
d. Industri pengolahan kopi
3. Rencana pengolahan hasil laut
a. Industi pengeringan rumput laut
b. Industri pengolahan dan pengepakan ikan y v oA
c. Industri mutiara
d. Industri pengeringan dan pengasapan ikan Y
4. Industri Pengolahan hasil hutan
a. Industri pengolahan rotan mentah
b. Industri penggergajian kayu
5. Industri pengolahan hasil pertambangan
a. Industri pengolahan batu pecah (split) N
b. Industri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil R V
c. Industri batako v
d. Industri batu bata merah v
RIPPARDA Kabupaten Buton Tahun 2021-2026 (PERDA NO 2 TAHUN 2021)
Destinasi Kawasan a. Kawasan v
Pariwisata Strategis Pengembangan
Daerah Teluk = Pariwisata Pariwisata Daerah
Pasarwajo dan Daerah Wolowa
sekitarnya Pasarwajo dan
sekitarnya
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Potensi Pengembangan Wilayah g é g8 El3|§
318 |13 |8 | &
slal&|le|e |2
- E - S 7Yy c— FrrTT T
Pariwisata Daerah . |
L | Siotaginx ' (-
Kawasan ' a. Desa Wasuamba adat | v
Strategis kaombo perlindungan .
Pariwisata - — = (R S S (S S
Daerah Wabula b. Komunitas budaya dan | V
| dan sekitarnya |  adatkerajinantenun I D S
| c. Snorkling wilayah laut |
i . wabula = = | SN, . S S—
' Destinasi Kawasan - a. Kawasan B v
Pariwisata . Strategis Pengembangan ' |
- Daerah Pariwisata Pariwisata Daerah _ . ,
 Kapontori dan | Daerah | Lesalimu | 1 1 1 1 1 |
sekitarnya Kapontori dan b. KPPD Lasalimu . R 1 v
sekitarnya Selatan ' |

Sumber: Dokumen l_?éfﬁcmgan RTR 'W, RIPPIK dan RIPPARDA Kabﬁpﬁteﬁ Buton

Pembangunan infrastruktur juga menjadi aspek penting dalam percepatan
pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah Kabupaten Buton berpusat di Kecamatan
Pasarwajo. Kecamatan Pasar Wajo menjadi pusat perekonomian dan permukiman perlu
didukung infrastruktur jaringan jalan dan bandara.

Wilayah pengembangan pendukung terdapat di Kecamatan Lasalimu dan Kapontori.
Kecamatan tersebut menjadi kawsaan pengembangan industri khususnya pengolahan aspal.
[nfrastruktur jaringan jalan perlu ditingkatkan sebagai akses industri yang menghubungkan
industri dengan market serta tidak mengganggu jaringan jalan Pasar Wajo - Bau bau.
Kecamatan Kapontori perlu diperhatikan karena memiliki Kawasan suaka margasatwa yang
perlu dijaga kelestarianya. Pengembangan industri yang ramah lingkungan perlu digencarkan
serta melakukan pengawasan terhadap pengolahan industri.

Gambar 2.73. Potensi Pengembangan Wilayah
. Kabupaten Buton
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2.7.2. Kedudukan Kabupaten Buton Secara Regional

Kabupaten Buton terletak secara geografis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 — 2034, tersusun Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat
umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan,
kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi;
rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan
pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi.

Dalam Draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2023-2043 :

1. PKN ditetapkan di Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.

2. PKW ditetapkan di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara,
Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe

3. PKL ditetapkan di 9 kabupaten, terdiri atas :

Pasarwajo di Kabupaten Buton;

Batauga di Kabupaten Buton Selatan;

Labungkari di kabupaten Buton Tengah;

Kulisusu di Kabupaten Buton Utara;

Laworo di Kabupaten Muna Barat;

Kasipute di Kabupaten Bombana;

Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Andolo di Kabupaten Konawe Selatan;

Lasusua di Kabupaten Kolaka.

m RS0 R0 TR

Sistem Perkotaan
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Kab. Buton ,
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o A pRL
Sistem Pusat Pelayanan

Secara umum konsekuensi dari kedudukan Regional Kabupaten Buton sebagai PKL
antara lain:
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10.

5 7

(Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu Pelabuhan Banabungi di Pasarwajo; dan
Pelabuhan Pengumpan  Lokal, meliputi Pelabuhan Kamaru, Pelabuhan
Dongkala/Kondowa, Pelabuhan Lasalimu, Pelabuhan Lasalimu Pantai, dan Pelabuhan
Lawele/Nambo)

Trayek Angkutan Laut (Buton-Kolonodale-Bitung-Ternate-Sorong-Papua ; Buton-

Makassar-Surabaya ; Buton-Maluku; Buton-Maluku Utara ; Buton-Muna-Kendari)

PLTD Buton di Kabupaten Buton;

Kawasan Cagar Alam Kakenauwe ditetapkan seluas 812 (delapan ratus dua belas) hektar

yang terdapat di Kabupaten Buton.

Suaka Margasatwa Lambusango ditetapkan seluas 27.556 (dua puluh tujuh ribu lima

ratus lima puluh enam ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.

Kawasan Hutan Produksi ditetapkan seluas 923.494 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu

empat ratus sembilan puluh empat) hektar yang terdapat di Kabupaten Bombana, Buton,

Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe,

Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muda, Muna Barat dan Kota Baubau

dan Kendari.

Kawasan Perikanan terdapat di Kabupaten Bombana. Buton, Buton Selatan, Buton

Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan,

Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, Kota Baubau dan Kendari.

Kawasan strategis industri pertambangan Peruntukkan Industri terdapat Kabupaten

Bombana. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara,

Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota

Baubau dan Kendari.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :

- Kawasan industri pertambangan, terdapat di industri pertambangan kolaka di
Kabupaten Kolaka, industri pertambangan konawe- konawe utara ( kabupaten Konawe
dan Kabupaten Konawe Utara), industri pertambangan konawe selatan (Kabupaten
Konawe Selatan), dan industri pertambangan Buton (Kabupaten Buton)

- Kawasan strategis agropolitan terdapat di Kabupaten Bombana, Kolaka, Kolaka Timur,
Konawe dan Konawe Selatan)

- Kawasan strategis minapolitan, terdapat di kawasan minapolitan Buton (Kabupaten
Buton, Buton Selatan, Buton Utara dan Kota Baubau); dan kawasan minapolitan
muna (Kabupaten Buton Tengah, Muna dna Muna Barat)

- Kawasan strategis wilayah pesisir, terdapat di Kota Kedari, Konawe dan Konawe
Kepulauan

- Kawasan strategis pariwisata terdapat di Kabupaten Wakatobi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya. Yaitu kawasan

kompleks keraton kesultanan Buton, terdapat di Kota Baubau.

Kawasan Strategis Provinsi PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten

Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
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Gambar 2.74. Peta Struktur Ruang
Provinsi Sulawesi Tenggara
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Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2014-2034

2.7.3. Pusat Pertumbuhan Kabupaten Buton

Pusat pertumbuhan kabupaten merupakan wilayah yang memiliki potensi atau menjadi
fokus pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan rencana pengembangaan wilayah.
Pusat pertumbuhan mengacu pada draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton
tahun 2023-2043. Pusat pertumbuhan dalam RTRW Kabupaten Buton diterjemahkan dalam
pusat kegiatan selain itu terdapat rencana strategis kabupaten.

Pusat kegiatan merupakan rencana pusat perkotaan Kabupaten yang diklasifikasikan
dalam pusat pelayanan. Daerah yang direncakan dalam pusat kegiatan merupakan pusat
perekonomian secara lokal di Kabupaten Buton maupun secara Regional di Provinsi Sulawesi
Tenggara. Pusat kegiatan dalam RTRW Kabupaten Buton 2023-2043 meliputi:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Tahapan Percepatan kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan
<+ Kecamatan Pasarwajo
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Tahapan percepatan pengembangan wilayah ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
a. Kamaru Kecamatan Lasalimu
b. Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Tahapan pengembangan pada pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar desa meluputi:
a. Mataumpana Kecamaatan Kapontori
b. Matanauwe Kecamatan Siotapina
c. Wolowa Kecamatan Wabula
d. Wabula Kecamatan Wabula
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Gambar 2.75. Pusat Kegiatan
Kabupaten Buton

Selain pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dapat dilihat dari rencana kawasan strategis.
Kawasan strategis merupakan wilayah penataan ruang yang memiliki prioritas karena
mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial,
lingkungan dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi. Kabupaten Buton
memiliki 2 (dua) kawasan strategis Kabupaten, yaitu :

1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Lokasi :
a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo

Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Minapolitan di Pasarwajo dan

sekitarnya:

1. Pengembangan komoditas unggulan perikanan secara optimal yang didukung
minaindustri berbasis kerakyatan,

2. Pengembangan dan optimalisasi agrobisnis minapolitan didalam kawasan,

3. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar
kawasan minapolitan,

4. Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang
secara mandiri mampu mendukung pengembangan minapolitan,

5. Pengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan,
kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan kebijakan diatas, maka ditetapkanlah strategi penataan ruang
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasarwajo,
meliputi:

a. Pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan secara optimal
* Mengembangkan jenis produk olahan dengan nilai jual yang tinggi dan diminati
oleh pasar regional, nasional dan internasional;
* Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas hasil produksi
* Mengembangan potensi pariwisata bahari untuk mendukung komoditas
unggulan kawasan;
b. Pengembangan dan optimalisasi minabisnis
* Mengembangkan koperasi usaha nelayan pada pusat kegiatan kawasan;
* Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang
industri perikanan,
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» Menyediakan fasilitas penunjang di pusat industri kecil pengolahan yang
menunjang kegiatan produksi maupun pemasaran hasil produksi.
c. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar
kawasan minapolitan
« Mengembangkan sistem angkutan barang
» Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana regional berupa transportasi
darat dan laut;
» Meningkatkan kondisi jalan menuju sentra produksi dan akses pengangkutan
hasil produksi serta kondisi jalan yang menuju ke pusat pelayanan
» Mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumberdaya air, drainase, dan
mengoptimalkan potensi sumber air baku;
d. Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang
secara mandiri mampu mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan
* Mengembangkan desa wisata;
» Membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi keberadaan ikan seperti alat
penangkap yang tidak ramah lingkungan.
e. Bengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan,
kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia
» Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang mampu menghasilkan produksi
komoditas unggulan
* Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan terhadap kelompok nelayan
sebagai kader penggerak agribisnis;
* Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program
pemberdayaan masyarakat

Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Selatan

Untuk  kepentingan ketahanan pangan Nasional pada umumnya dan
Kabupaten Buton pada khususnya serta didasari atas potensi dan kesesuaian lahan
serta teknokultur masyarakat, maka KSK Lasalimu Selatan diarahkan untuk
pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk
persawahan, sawah tadah hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan
dengan luas lahan yang besar.

Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan
kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang
dalam menyediakan air untuk irigasi.

Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi
dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan
pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: kawasan
perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai sebaran besar untuk
komoditas kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang dan Kkopi. Untuk kawasan-
kawasan perkebunan yang kurang produktif dapat diupayakan untuk
dibudidayakan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan cepat diproduksi
seperti misalnya tanaman jenis kaliandra.

Kawasan ekonomi khusus Lasalimu

Kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan industri terpadu dengan
komoditas unggulan aspal buton. Diharapkan dengan dibentuknya KEK pada
kawasan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif bagi aktifitas
investasi, ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis
reformasi ekonomi.
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Kawasan Ekonomi Khusus yang direncanakan pada wilayah ini diharapkan
nantinya akan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk
berinvestasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
Hal ini tidak lain karena kemudahan yang akan didapat para investor, seperti
dibidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan juga di bidang non-fiskal
seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan
keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan industri
atau kawasan investasi lainnya.

Guna mendorong berhasilnya Kawasan Strategis Kabupaten Buton ini
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus secara Nasional, maka perlu disiapkan lokasi
yang tepat dan infrastuktur yang memadai, Jjga perlu disiapkan mekanisme kerja
sama antara Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) yang baik.

KSK Lasalimu ini lokasinya cukup strategis, dapat dilalui oleh jalur
perdagangan/pelayaran internasional, apalagi jika nanti ditunjang oleh program TOL
LAUT yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Seiring dengan hal
itu, maka kebutuhan infrastruktur pada kawasan ini juga perlu direncanakan dan
terus ditingkatkan.

Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Lasalimu (Nambo dan
Sekitarnya) adalah sebagai berikut:

e Penguatan sistem transportas laut, khususnya pelabuhan pelayaran internasional
dan pelabuhan peti kemas;

e Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang merupakan jalan
lintas luar Kabupaten Buton (Pasarwajo-Matanauwe-Kamaru-Kapuntori-Bau-Bau);

e Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang menghubungkan
pusat-pusat produksi dengan pusat pelayanan

e Penguatan sistem energi listrik;

e Pengembangan kawasan industri aspal terpadu;

¢ Penyiapan pembiayaan dan pembangunan sarana/prasarana fisik KEK lainnya
termasuk pembebasan lahan jika diperlukan.

e Penyiapan kelembagaan di tingkat daerah.

2. Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Lokasi :
a. Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango

Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan Kawasan
Strategis Kabupaten Buton yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan
fungsi suaka alam.

Secara geografis kawasan ini terletak antara 05°13’ - 05°24’LS dan 122°47" -
122°56’ BT dan secara administratif masuk dalam 3 wilayah Kecamatan, yaitu:
Kecamatan Kapontori, Lasaimu dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batas
kawasan Suaka Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kelurahan Wakangka dan Watumotobe
- Sebelah Timur: Desa Lawele dan Hutan Produksi

- Sebelah Selatan: Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Sebelah Barat: Desa Wakalembe dan Lambusango

Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango terletak pada ketinggian 15 — 780
mdpal, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kemiringan lereng 5 -
30%, dengan jenis tanah mediteranian. Tipe iklim menurut Schmidt & Fergusson
adalah termasuk tipe C dengancurah hujan rerata tahunan sebesar 1.980
mm/tahun. Bulan terkering adalah Agustus sampai November, Suhu berkisar antara
200 hingga 300°C dengan kelembaban relatif 80%.
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b.

Beberapa sungai bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango ini antara
lain: Sungai Kumele, Sungai Winto, Sungai Malaoge, Sungai Wahalaka, Sungai
Lapipi, Sungai Lawele, Sungai Toruku dan Sungai Wakalembe. Jenis batuan pada
daerah ini adalah jenis neogen dan mezoikum tidak dibedakan.

Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka Margasatwa
Lambusango termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Tipe ekosistem
tersebut menghuni kawasan dengan topografi landai bergelombang sampai berbukit
yang terletak pada ketinggian 200- 750mdpal. Lantai hujan banyak didominasi oleh
tumbuhan jenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (Calamus sp) dan anakan pohon.

Potensi wisata yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango
antara lain:

1. Padang Kuku, pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan wisata seperti
menikmati panorama alam, hiking dan camping.

2. Air Terjun, pada kawasan ini kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah
menikmati panorama air terjun dan pemandian alam.

3. Tempat Keramat di Blok Hutan Lawele dan Blok Hutan Lakurisa disakralkan oleh
penduduk setempat dapat digunakan sebagai wisata budaya dan berziarah.

Kawasan strategis Cagar Alam Kakenauwe
Kawasan strategis cagar alam Kakenauwe merupakan salah satu kawasan

strategis Kabupaten Buton dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Berdasarkan fungsinya sebagai habitat alami yang memberikan perlindungan

bagi flora dan fauna yang khas, maka usaha mempertahankan keberadaan dan
kelestarian HSA sangat penting. Ancaman potensial bagi kelestarian HSA adalah kegiatan
perambahan hutan, dan kegiatan pengambilan kayu. Ini berpotensi bagi berlangsungnya
secara terus-menerus kerusakan DAS dan tata air yang ada.

Gambar 2.76. Kawasan Strategis Kabupaten Buton
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Rencana yang terstruktur pada pusat kegiatan akan menciptakan perekonomian
berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan terciptanya ruang-ruang pro investasi yang
mendorong potensi sumber daya di Kabupaten Buton. Masuknya peluang investasi juga perlu
diikuti dengan beberapa regulasi terkait dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan,
pengembangan energi terbarukan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
Pengembangan ekonomi berkelanjutan akan menjadi jembatan menuju masyarakat sejahtera.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan merupakan Kesenjangan antara kinerja pembangunan
yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, atau dapat di sampaikan
sebagai “gap expectation” antara capaian dan perencanana pembangunan daerah. Dengan hal
tersebut, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk
mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, seperti kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan memahami pembangunan dalam jangka Panjang, maka perlu memperhatikan
potensi isu yang akan datang dan saat ini sebagai tantangan dalam pembangunan. Adanya
potensi isu pembangunan ini berdasarkan dari kajian dan telaahan sebagai dasar dalam
perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan adalah isu
regional, nasional, maupun internasional yang menjadi suatu kesatuan peluang vang
dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk dapat dirumuskan sebagai
kerangka kebijakan yang tepat. Dengan adanya peluang yang memungkinkan akselerasi
capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang
mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan
menjadikannya sebagai “warning action” dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan,
Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar
pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sehingga akan
ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi
permasalahan pembangunan daerah.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan  untuk
mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja
pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan
manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu
permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan
sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk
di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Berikut
merupakan permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Buton.
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Gambar 3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Buton
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1. Belum optimalnya peningkatan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan unggul

Permasalahan belum optimalnya peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, sehat
dan unggl menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan daerah di Kabupaten
Buton. Belum optimalnya peningkatan sumber daya manusia tergambar dari capaian Indeks
Pembangunan Manusia atau yang kerap disebut IPM di Kabupaten Buton. Pada tahun 2023,
Kabupaten Buton memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketiga terendah (68,96)
apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang mana pada Kabupaten Wakatobi (71,43)
dan Buton Utara sebesar (69,85). Kabupaten Buton masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Gambar 3.2. Perbandingan IPM Kabupaten Buton dengan
Daerah Sekitarnya Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di Kabupaten Buton disebabkan oleh
sejumlah faktor kompleks. Indeks pembangunan manusia dinilai dari beberapa aspek
diantaranya aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek standar hidup layak. Ketiga aspek
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ini perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui permasalahan inti yang menyebabkan nilai IPM
Kabupaten Buton tergolong rendah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan dengan
perbandingan secara rinci sebagai berikut :

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan kelompok orang yang bekerja dalam suatu daerah
kabupaten atau kota yang mana tercatat dalam data pekerja baik perkantoran, industri,
ataupun perdagangan. Sebagaimana diketahui angkatan kerja di Kabupaton Buton kedua
terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, angkatan kerja Kabupaten Buton tahun
2023 mencapai 56.483 jiwa yang mana masih di atas Kabupaten Buton Tengah yang hanya
mencapai 55.195 jiwa. Angkatan kerja memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pertumbuhan
IPM suatu daerah, rendahnya IPM Kabupaten Buton disebabkan rendahnya masyarakat yang
bekerja pada usia produktif, rendahnya hal tersebut disebabkan minimnya lapangan
pekerjaan di Kabupaten Buton, hal tersebut dapat menjadi perhatian penting pemerintah
Kabupaten Buton guna meningkatkan IPM.

Gambar 3.3. Perbandingan Angkatan Kerja Dengan
Kabupaten/Kota Sekitarnya (Jiwa) Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

b. Kesehatan

Infrastruktur dasar yang kurang memadai, terutama dalam sektor kesehatan, juga
menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dengan
keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
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Gambar 3.4. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH)
Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Angka harapan hidup menggambarkan rata-rata usia masyarakat di suatu wilayah.
Angka harapan hidup dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan
kesehatan. Semakin tinggi AHH berarti pelayanan dan sarana kesehatan suatu wilayah
dianggap semakin baik. AHH secara regional menunjukan posisi Kabupaten Buton masih
berada di bawah Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Bombana dan Wakatobi,
Peningkatan AHH secara lokal menunjukan kinerja positif pemerintah daerah Kabupaten
Buton. Namun pelayanan dan sarana prasarana kesehatan perlu ditingkatkan, mengingat
AHH Kabupaten lebih baik secara regional.

¢. Pendidikan

Keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas, terutama di wilayah-wilayah terpencil,
yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Identifikasi terhadap aspek
pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah (HLS). Wajib belajar nasional
mengamanatkan minimal 12 tahun sekolah. Data berikut menggambarkan perbandingan
harapan dan rata-rata lama sekolah di kabupaten/ kota sekitar Kabupaten Buton.

Gambar 3.5. Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Dengan Kabupaten/ Kota Sekitarnya Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
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Gambar 3.6. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Dengan Kabupaten/ Kota Sekitarnya Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Angka harapan dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton masih terdapat GAP yang
cukup jauh. Harapan lama sekolah menunjukan 13,88 tahun namun rata-rata lama sekolah
baru menyentuh angka 8,49 tahun. Secara regional kabupaten sekitar Harapan lama sekolah
Kabupaten Buton menempati posisi teratas dibandingan dengan kabupaten sekitarnya,
namun rata-rata lama sekolah menunjukan posisi keempat masih kalah dari Kabupaten
Buton Utara dan Wakatobi. Hal ini menjadi perhatian dalam meningkatkan nilai indeks
pembangunan manusia di Kabupaten Buton.

d. Standar hidup layak

Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi, yang
berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya taraf hidup. Standar hidup
layak dapat diidentifikasi dengan PDRB per kapita dengan membandingkan dengan
kabupaten/kota sekitar. Memahami hal tersebut, perlu pendekatan terkait kondisi rata-rata
pendapatan masyarakat Kabupaten Buton yang dapat dilihat dengan PDRB per Kapita. PDRB
per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB
dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita,
maka wilayah tersebut semakin makmur. Dengan berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara,
perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buton dari tahun 2021 hingga tahun 2023
memiliki pergerakan yang terus meningkat. Peningkatan selama 3 tahun terakhir rata-rata
mencapai 2 juta rupiah pertahunnya, sebagaimana dapat dibandingkan dengan kabupaten
sekitarnya.
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Gambar 3.7. Perbandingan PDRB per Kapita Dengan
Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dari gambar di atas, dalam perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Buton sebesar
42,11 juta rupiah berada di peringkat keempat, di bawah Kabupaten Buton Utara, Bombana,
dan Wakatobi. Perkembangan yang terjadi ini masih memerlukan perhatian pemerintah
Kabupaten Buton dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi yang merambah pada
revolusi industri 4.0 saat ini, yang dimana terjadi perkembangan yang pesat pada informasi
dan teknologi.

Percepatan pembangunan ekonomi makro maupun mikro memerlukan adanya
peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, didukung dengan konektivitas dan
kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Buton dan
pengusaha.

2. Belum Optimalnya Kehidupan Masyarakat yang Layak dan Sejahtera

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tugas mutlak bagi pemerintah daerah.
Kesejahteraan masyarakat dapat lakukan dengan memberikan kelayakan hidup bagi
masyarakat dari sisi pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan menjadi problematika
Kabupaten Buton yang harus dihadapi demi masyarkat yang sejahtera. Situasi ini berpotensi
menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghambat pertumbuhan yang
berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Buton tersebut tercermin dari tingkat
persentase penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Buton dibandingkan dengan kabupaten
sekitar dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 | III- 6



Gambar 3.8. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton, yaitu sebesar 13,77%
yang mana meningkat dari tahun sebelumya yang mencapai 13,27%. Berada diposisi keempat
terbawah dan teratas jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dibandingkan dengan
Buton Tengah, Wakatobi, Buton Selatan, dan Buton Utara lebih rendah. Sedangkan jika
dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana presentase kemiskinan
Kabupaten Buton tertinggi dari presentase penduduk miskin di Kabupaten Bombana.

Gambar 3.9 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Dengan Kabupaten
Sekitar Tahun 2023 (Ribu Rupiah/Orang)
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton memiliki rata-rata
pengeluaran sebesar 7.995 ribu rupiah. Sebagaimana pengeluaran perkapita di Kabupaten
Buton kedua terendah di atas Kabupaten Buton Selatan, jika dibandingkan dengan kabupaten
lainnya pengeluaran perkapita di Kabupaten Buton sangat rendah berbanding jauh dengan
Kabupaten Wakatobi yang mana pengeluaran perkapita tertinggi dibandingkan dengan
kabupaten lainnya.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kurang didukungnya sektor pembangkit
ekonomi seperti perdagangan ataupun pariwisata yang mana tentu hal ini menjadikan posisi
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Kabupaten Buton berada di peringkat kedua terakhir dibanding dengan Kabupaten sekitarnya.
Hal ini yang menyebabkan penduduk miskin Kabupaten Buton masih cenderung tinggi.

3. Belum Optimalnya Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkualitas
Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Permasalahan belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah mengacu pada
situasi dimana upaya untuk menggerakkan dan mendorong perekonomian rakyat atau
ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan masih belum mencapai hasil yang
diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih belum merata,
terutama dalam memberikan kesempatan dan dukungan yang cukup bagi sektor-sektor usaha
kecil, mikro, dan menengah serta masyarakat yang rentan. Kesenjangan ekonomi,
keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta kurangnya dukungan
infrastruktur merupakan beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab belum optimalnya
perekonomian kerakyatan.

Fakior yang mendasari belum optimalnya pembangunan perekonomian di Kabupaten
Buton adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah baik
dari segi eksplorasi maupun pemasarannya, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kabupaten Buton yang mempunyai keunggulan potensi SDA pada sektor pertambangan
dan mineral, potensi pengembangan PLTA, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor
perikanan serta sektor pariwisata. Potensi-potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Buton
mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga jika dapat dimanfaatkan dan dikelola
dengan baik dan bijak maka akan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi. Hal ini
memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Memahami lebih
dalam sektor pertambangan dan mineral merupakan salah satu sektor utama dalam
peningkatan PAD Kabupaten Buton, mulai dari aspal, geotermal, mineral logam mulia, minyak
bumi hingga potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Potensi pertambangan
sampai tahun 2023 masih didominasi ASPAL dan pengelolaan pertambangan saat ini masih
pada eksplorasi bahan mentah sehingga belum memberi dampak yang signifikan terhadap
perkonomian daerah.

Pada sektor pertanian, kawasan pertanian dengan 56.185 Ha atau 33,36% dari luas
wilayah Kabupaten Buton juga belum dapat dikelola dengan optimal. Hal ini tergambar dari
produkvitas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Buton pada komoditas padi padi dan
bahan pangan utama lokal lainnya cenderung mengalami fluktuatif selama periode 5 tahun
terakhir. Dimana pada tahun 2019 sebesar 66,7 kw/ha naik menjadi 96,7 kw/ha pada tahun
2020 hingga 2021, dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 80,8 kw/ha dan kembali
meningkat pada tahun 2023 sebesar 366,1 kw/ha. Untuk komoditas jagung juga mengalami
penurunan produksi dimana pada tahun 2019 sebesar 4.132 ton dan pada tahun 2023
menjadi 1.292 ton, sedangkan pada komoditas ubi kayu juga menurun dari 16.937 ton tahun
2019 menjadi 5.791 ton tahun 2023, dan produkis cabe mengalami peningkatan produksi
setiap tahunnya.

Luas tanaman perkebunan di Kabupaten Buton tahun 2023 seluas + 10.741,30 ha,
dengan jenis tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah
jambu mete, kelapa, kakao dan kopi. Berdasarkan total luas tanaman perkebunan di
Kabupaten Buton, seluas 5.925 ha merupakan areal tanaman jambu mete, disusul tanaman
kelapa seluas 2.945,30 ha, kakao 1.301 ha, dan tanaman kopi seluas 570 ha. Tanaman jambu
mete dan kelapa dikembangkan di hampir semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton.
Berdasarkan kecamatan, luas areal yang terbesar mengembangkan tanaman jambu mete
adalah Kecamatan Pasarwajo seluas 1.473 ha, disusul Kecamatan Lasalimu Selatan seluas
1.320 ha dan Kecamatan Lasalimu 773 ha. Sedangkan kecamatan yang terluas
mengembangkan tanaman kelapa dalam yang merupakan salah satu komoditi unggulan
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perkebunan adalah Kecamatan Lasalimu (905 ha), disusul Kecamatan Lasalimu Selatan (570
ha) dan Kecamatan Pasarwajo (472 ha).

Selain pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, Kabupaten Buton
juga memiliki potensi untuk pengembangan peternakan seperti sapi, kambing dan ayam. Hal
ini didukung dengan ketersediaan padang pengembalaan seluas + 719 Ha yang tersebar di
Kecamatan Kapontori seluas 50 Ha, Kecamatan Pasarwajo seluas 151 Ha dan Kecamatan
Siotapina seluas 518 Ha dengan jumiah peternak sebanyak 1.960 orang. Namun sampai saat
ini, pengembangan peternakan masih belum optimal dilakukan disebabkan beberapa hal
diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, kapasitas sumber daya
manusia, dan teknologi. Untuk itu potensi ini diharapkan dapat lebih dioptimalkan karena
memiliki prospek yang baik dalam mendukung peningkatn pendapatan asli daerah.

Selain itu jika dilihat dari sudut oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut
sekitar + 1.058,11 Km dengan panjang garis pantai + 262.955 Km. Dalam kerangka ekonomi
maritim di Pulau Buton, yang dikenal dengan potensi perikanan yang melimpah memegang
peran penting dalam perekonomian daerah, mengingat posisinya sebagai pusat perdagangan
dan kegiatan perikanan di wilayah Indonesia Timur. Dengan kekayaan sumber daya laut yang
luas, Kabupaten Buton memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan,
perdagangan, dan transportasi maritim. Namun, peran penting ini tidak sepenuhnya terwujud
akibat sejumlah kendala dalam pengelolaan dan pengembangan sektor maritim.
Pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan transportasi laut merupakan
elemen kunci yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim Pulau
Buton.

Pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Buton memiliki potensi besar untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat nelayan. Namun, potensi ini
belum dimanfaatkan dengan baik, ditandai oleh rendahnya produksi perikanan pelagis akibat
keterbatasan ekonomi dan sarana prasarana yang dimiliki nelayan skala kecil. Seiring dengan
rencana pembangunan industri perikanan di Kamaru, ada peluang besar untuk meningkatkan
pemanfaatan sumber daya ikan pelagis, khususnya tuna, tongkol, dan cakalang. Peran
investor menjadi krusial dalam mengoptimalkan potensi ini melalui kemudahan izin dan
investasi, serta pemanfaatan sumber daya di WPP 714. Berdasarkan data produksi
menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap selama periode 5 tahun terakhir
berfluktuatif dan cenderung menurun pada angka 26.613 ton pada tahun 2023 dibanding
tahun 2019 sebesar 26.908 ton. Pada sisi lain, potensi perikanan tangkap (WPP 714) sebesar
788.939 ton/tahun. Pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Buton masih terbatas
pada beberapa komoditas dengan skala rumah tangga, seperti ikan putih (kuwe), kerapu, dan
pembesaran lobster, yang sebagian besar diambil dari alam dan dibesarkan dalam karamba.
Kendala utama dalam pengembangan budidaya ikan termasuk kondisi perairan yang terbuka
terhadap gelombang, rendahnya minat masyarakat pesisir, serta kurangnya pembinaan dari
instansi terkait.

Selain itu, tantangan lain meliputi keterbatasan data oseanografis, teknologi budidaya,
pakan, bibit, akses permodalan, dan informasi pasar. Budidaya rumput laut juga menghadapi
masalah seperti kurangnya bibit unggul dan pencemaran dari kawasan pertambangan,
terutama di wilayah Teluk Kapontori. Hal ini tergambar dari produksi perikanan budidaya
juga mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir dari 6.872 ton tahun 2019 menjadi 1.789
ton pada tahun 2023. Pengembangan perikanan budidaya non-ikan di Kabupaten Buton, juga
belum ditermanfaatkan meskipun memiliki potensi besar dengan adanya perairan pantai dan
teluk yang luas, masih belum berkembang. Hanya budidaya rumput laut yang telah berjalan
di Kecamatan Kapontori, ssmentara komoditas lain seperti udang, kepiting, dan abalon belum
dikembangkan secara optimal. Kendala utama meliputi kurangnya kisah sukses lokal,
terbatasnya akses permodalan, pemilihan lokasi yang tepat, serta tantangan lingkungan,
sosial ekonomi, dan teknologi. Potensi budidaya kepiting, misalnya, belum termanfaatkan
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meski ada lahan mangrove yang luas, akibat kurangnya proyek percontohan dan sarana
pendukung.

Pada sisi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Buton masih didominasi oleh
metode tradisional, seperti pengeringan ikan dan rumput laut yang sangat bergantung pada
kondisi cuaca, sehingga kualitas produk sering kali menurun. Meskipun ada upaya lebih maju
seperti pengolahan tuna loin, pengembangan pengolahan yang bernilai tambah dan berdaya
saing secara industri masih menjadi tantangan besar. Kendala yang dihadapi mencakup
permodalan, teknologi, manajemen, pemasaran, kualitas produk, dan kurangnya peralatan
serta kemasan yang memadai, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya daya saing
produk olahan perikanan di daerah ini.

Kabupaten Buton memiliki potensi besar dalam industri pengolahan perikanan berkat
tersebarnya bahan baku di seluruh kecamatan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan
secara optimal karena lemahnya kapasitas pengolahan hasil perikanan. Beberapa tantangan
utama yang dihadapi meliputi kurang berkembangnya industri pengolahan produk perikanan,
terbatasnya jumlah industri yang ada yang sebagian besar masih berskala kecil dan
menengah serta kurangnya Kketerkaitan antara sebaran bahan baku dengan industri
pengolahannya, yang menghambat pengembangan industri pengolahan perikanan di
Kabupaten Buton.

Meskipun akses pasar untuk ikan segar di Kabupaten Buton sudah terbentuk dengan
adanya penampung dan pengolah skala kecil, pemasaran produk diversifikasi hasil perikanan
masih menghadapi kendala, terutama di tingkat UMKM. Keterbatasan sarana pemasaran,
seperti pusat oleh-oleh dan jaringan pasar luar daerah, serta kurangnya pemanfaatan
teknologi informasi untuk akses pasar, menghambat daya saing produk perikanan. Untuk
mengatasi ini, diperlukan kerjasama lintas sektor dan penyusunan roadmap perdagangan
antar pulau dan wilayah, yang menjamin ketersediaan produk dalam jumlah besar dan
berkelanjutan, serta dukungan investor dan fasilitasi perizinan yang menguntungkan.

Pengembangan perikanan di Kabupaten Buton belum optimal karena keterbatasan
sarana dan prasarana yang mendukung usaha perikanan tangkap dan budidaya. Struktur
armada penangkapan masih didominasi oleh kapal skala kecil di bawah 5GT, banyak di
antaranya tanpa motor, yang membatasi kemampuan nelayan dalam menangkap ikan. Selain
itu, hanya kurang dari 50% kapal penangkap yang memenuhi standar kelayakan laut,
tangkap, dan simpan. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, terutama yang digunakan
oleh nelayan dari luar daerah, masih banyak digunakan, menambah tantangan dalam
menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Di sisi lain, Kabupaten Buton juga belum memiliki pelabuhan perikanan yang
terintegrasi dengan industri perikanan, serta balai benih yang dapat mendukung kegiatan
budidaya. Akses terhadap pakan untuk usaha budidaya juga masih sulit, dan pakan ikan
mandiri belum tersedia untuk mendukung usaha budidaya secara berkelanjutan. Selain itu,
keterbatasan infrastruktur, termasuk listrik dan jaringan telekomunikasi di beberapa
kecamatan pesisir, turut mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi dan
mengembangkan usaha di bidang perikanan. Tanpa perbaikan sarana dan prasarana ini,
pengembangan perikanan di Kabupaten Buton akan terus menghadapi hambatan yang
signifikan.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala utama dalam
pengembangan perikanan di Kabupaten Buton adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM) sebagai pengelola. Rendahnya kualitas ini terkait erat dengan ketimpangan
pelayanan pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta kurangnya korelasi antara
pendidikan dan lapangan kerja di sektor perikanan. Kurangnya pendidikan berdampak
langsung pada pola hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat nelayan, serta cara
mereka mengelola lingkungan dan permukiman. Selain itu, belum adanya mekanisme
kerjasama pendidikan vokasi perikanan yang siap kerja, serta besarnya kesenjangan antara
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pendidikan dan kebutuhan pembangunan, menghambat optimalisasi pengelolaan sumber
daya perikanan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya perikanan menjadi tidak optimal,
penguasaan ilmu dan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan rendah, dan
penyerapan tenaga kerja tidak mampu menjawab tantangan pengembangan sektor ini. Tanpa
peningkatan kualitas SDM, pengembangan perikanan di Kabupaten Buton akan terus
menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi potensi daerah ini untuk berkembang
secara maksimal.

Dalam pengelolaan perikanan peran masyarakat adat di Kabupaten Buton belum
optimal, meskipun mereka memiliki kearifan lokal yang kuat dan relevan dalam upaya
konservasi dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Tradisi dan hukum adat yang ada
seharusnya dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya, mengingat ketaatan
masyarakat terhadap nilai-nilai lokal yang mengutamakan keseimbangan ekologi. Oleh sebab
itu pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendekatan
berbasis komunitas (community-based management) dapat meningkatkan kesadaran,
tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan. Dengan memusatkan
pengambilan keputusan pada masyarakat lokal, pengelolaan perikanan dapat lebih selaras
dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya
alam secara harmonis.

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Kabupaten Buton juga relatif
masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang
perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian daerah, baik secara ekonomi dan lingkungan.
Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah masih
adanya kegiatan destructive fishing pada beberapa area penangkapan ikan karang. Rendahnya
penerapan aturan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas sumber daya
manusia, ini tercermin dari masih minimnya atauran-aturan spesifik lokal dan pengetahuan
tentang aturan pemanfaatan ruang kawasan baik perikanan tangkap maupun perikanan
budidaya serta pelibatan masyarakat adat yang belum maksimal khususnya dalam
pengawasan pemanfaatan SDI. Kewenangan pengawasan yang sudah tidak berada di
kabupaten juga menjadi salah satu masalah yang sangat berpengaruh dimana pendanaan
untuk pengawasan ini sudah beralih ke tingkat provinsi dan pusat.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buton memiliki peran strategis dalam
pengembangan sektor perikanan daerah yang mencakup perikanan tangkap, perikanan
budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Dalam upaya meningkatkan perikanan tangkap,
pemerintah berfokus pada pengembangan usaha perikanan pelagis dan demersal yang
berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Revitalisasi infrastruktur perikanan tangkap dan
penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan serta kelembagaan juga menjadi
prioritas utama. Selain itu, pemerintah berusaha meningkatkan koordinasi lintas Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penguatan Kkelembagaan dan kemudahan
investasi dalam sektor perikanan budidaya. Dengan membangun infrastruktur perikanan
budidaya yang unggul dan pemberdayaan pembudidaya, pemerintah Kabupaten Buton
berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha perikanan.

Selain itu, sektor pengolahan hasil perikanan juga menjadi fokus perhatian pemerintah,
terutama dalam persiapan dan penataan industri pengolahan produk turunan berbasis
industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah
memfasilitasi rantai pemasaran, akses permodalan, serta memastikan jaminan mutu produk
hasil perikanan agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Pendampingan kelembagaan
melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama lintas sektor juga terus dilakukan untuk
memperkuat sinergi antar pelaku usaha dan pemerintah. Melalui langkah-langkah ini,
Pemerintah Kabupaten Buton berupaya menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar
utama perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan.
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Pada sektor pariwisata, Kabupaten Buton menyimpan banyak pesona bahari. Berbagai
potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton adalah keunikan dan kekhasan daerah Buton
yaitu dengan memiliki potensi wisata yang terbentuk secara alami dari kondisi geografis yang
terlihat dari wisata laut dan bahari, kemudian sejarah yang meninggalkan keistimewaan dan
kekhasan daerah dan budaya yang terlihat dari benda-benda bernilai budaya tinggi yang
ditemukan. Besarnya potensi pariwisata Kabupaten Buton yang ditunjang dengan letak
geostrategis Kabupaten Buton yang begitu menguntungkan, bersebelahan dengan kawasan
strategis pariwisata nasional Wakatobi, menjadikan sektor ini mampu mendukung
perekonomian Kabupaten Buton. Hanya saja, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan
secara optimal bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Hal ini tergambar dari beberapa
capaian indikator urusan pariwisata tahun 2023 diantaranya : persentase destinasi pariwisata
unggulan yang dikelola baru mencapai 48,39%, kunjungan wisatawan mencapai 57.258
orang yang didominasi oleh wisatawan nusantara, desa wisata baru mencapai 31 desa dari 83
desa di Kabupaten Buton dengan jumlah kelompok sadar wisata yang terbentu sebanyak 31
kelompok.

Potensi unggulan daerah yang belum optimal dikembangkan disebabkan oleh berbagai
kendala, seperti kurangnya teknologi yang memadai, kurangnya inovasi, terbatasnya
infrastruktur pendukung, serta rendahnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia
berbasis ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, potensi sumber daya alam di Kabupaten Buton
harus mampu dimanfaatkan untuk menunjang perekonimian wilayah yang secara luas
diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu,
diharapkan potensi sumber daya alam tersebut akan mampu diwujudkan suatu proses bisnis
kegiatan dari hulu ke hilir yang seluruh prosesnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton
dengan tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan.

Salah satu tolak ukur optimalisasi perekonomian kerakyatan dapat dilihat melalui
capaian PDRB daerah yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam PDRB
terdapat beberapa lapangan usaha yang mencakup perdagangan, pariwisata, pertanian,
hingga industri pegolahan. Dapat dilihat berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB
Kabupaten Buton dengan kabupaten sekitarnya yang mana laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Buton tahun 2023 sebesar 3,03% mengalami perlambatan dari tahun 2022
sebesar 5,74%. Dibandingkan dengan Kabupaten Wakatobi, Bombana, dan Buton Tengah laju
pertumbuhan Kabupaten Buton cenderung lambat dan di bawah beberapa kabupaten tersebut.

Gambar 3.10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023 (Persen)

4

3 241

! I
0

\. & '\_
.\\‘* & -.\

__‘\ &€ ;_:‘.\ I &
D o «° & D 3
> & & &~
< o8 w ¥
&
B Buton Selatan B Sulawesi Tenggara M Bombana B Buton Tengah
B Buton Selatan | Wakatob! B Buton

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 | IlI- 12



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang cenderung lambat dibandingkan
kabupaten lain menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat ekonomi lokal
dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat luas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan
meliputi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan pro-inklusif, peningkatan infrastruktur dan
aksesibilitas, serta pendampingan dan pelatihan. Selain itu, strategi lainnya mencakup
pendampingan business matching, penguatan kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat
untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan yang
lebih cepat.

Tantangan tersebut memerlukan langkah-langkah strategis agar pengembangan
perekonomian kerakyatan di Kabupaten Buton dapat berjalan secara optimal. Beberapa
strategi yang dapat dilakukan dalam optimalisasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buton
sebagai berikut :

a. Pemberdayaan UMKM: Memberikan dukungan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dengan memberikan akses terhadap modal, pelatihan, teknologi, dan pasar. Ini
termasuk memberikan bantuan finansial, pelatihan keterampilan, dan akses pasar yang
lebih luas.

b. Kebijakan Pro-Inklusif: Menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada inklusi, seperti
memberikan kemudahan akses permodalan, memangkas regulasi yang membebani UMKM,
dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.

c. Infrastruktur dan Aksesibilitas: Meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang
diperlukan untuk keberlangsungan UMKM, seperti jaringan transportasi, koneksi internet,
dan akses ke pasar.

d. Pendampingan dan Pelatihan: Menyediakan pendampingan dan pelatihan yang relevan
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha sehingga mereka
dapat bersaing secara lebih baik.

e. Pendampingan Business Matching: Mendorong terciptanya kemitraan antara UMKM dan
sektor lain, seperti lembaga keuangan, institusi pendidikan, atau perusahaan besar untuk
memperluas akses dan meningkatkan pengembangan UMKM dan pendampingan
mengenai penyusunan business plan.

f. Penguatan Kewirausahaan: Mendukung budaya kewirausahaan dengan memberikan
dorongan, insentif, dan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan ide-ide
baru.

g Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan ekonomi lokal serta memberikan akses pada informasi yang
dibutuhkan.

4. Belum Optimalnya Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujndkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good
govermance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi setiap tahun selalu dilakukan evaluasi oleh kementerian
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB). Reformasi birokrasi
Kabupaten Buton dapat dilihat dalam hasil evaluasi reformasi biroktrasi berikut ini:
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Gambar 3.11. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton
Tahun 2019-2023
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Sumber: LHE Kab. Buton Tahun 2023 dan RPD Kota Baubau

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten
Buton selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, dengan nilai indeks yang
terus mengalami kenaikan dari 40,4 pada tahun 2019 menjadi 59,62 pada tahun 2023,
meskipun pada tahun 2020-2022 indeks reformasi birokrasi Kabupaten Buton berada di
bawah Kota Baubau yakni mencapai 56,66 pada tahun 2022. Namun demikian Kabupaten
Buton masih perlu melakukan upaya lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas reformasi
birokrasi. Upaya peningkatan ini penting untuk meningkatkan Kkinerja pemerintahan,
pelayanan publik, dan daya saing daerah, sehingga dapat lebih mendekati atau bahkan
melampaui capaian Kota Baubau dalam waktu mendatang.

Reformasi birokrasi yang efektif di Kabupaten Buton dapat berkontribusi langsung pada
peningkatan kapasitas fiskal daerah, yang salah satunya diukur melalui Derajat Otonomi
Fiskal Daerah (DOFD).

Gambar 3.12. Derajat Ekonomi Fiskal Daerah (DOFD)
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Sumber : BPKAD Kab. Buton Tahun 2023

Fluktuasi derajat otonomi fiskal daerah (DOFD) Kabupaten Buton dari tahun 2014
hingga 2023, yang menunjukkan puncak pada 2016 dengan nilai 6,78 dan kemudian
mengalami penurunan signifikan, mencerminkan masalah ketergantungan fiskal yang masih
tinggi. Penurunan DOFD setelah 2016 hingga 2023 mengindikasikan bahwa Kabupaten Buton
sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan
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belanjanya. Ketergantungan ini menandakan bahwa meskipun ada upaya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum ada keberhasilan yang konsisten dalam
memperkuat kemandirian fiskal, sehingga Kabupaten Buton belum mampu sepenuhnya
mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan fiskal dari luar.

Ketergantungan fiskal yang tinggi di Kabupaten Buton menekankan pada urgensi
penerapan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah.
Tata kelola yang adaptif penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan memastikan
bahwa kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah mampu beradaptasi dengan perubahan
kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang adaptif, Kabupaten
Buton dapat lebih cepat merespons tantangan dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya
akan mengurangi ketergantungan fiskal dan meningkatkan DOFD secara berkelanjutan.

Tata kelola yang adaptif mendorong pengembangan kebijakan dan strategi yang inovatif,
sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Dengan
respons yang cepat terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, daerah dapat
menciptakan solusi inovatif yang memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan daya
saing daerah secara keseluruhan. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2023
yang menunjukkan nilai sebesar 46,98 dengan kategori Kurang Inovatif mengindikasikan
bahwa daerah tersebut masih memiliki tantangan dalam mengembangkan dan menerapkan
inovasi secara efektif.

Reformasi birokrasi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarkat

Penyusunan rencana aksi agen perubahan

Peningkatan efektivitas layanan informasi publik (website)

Optimalisasi penataan sistem manajemen SDM

Melaksanaan sosialisasi dan implementasi terkait dengan kebijakan pengawasan
Implementasi sosialisasi budaya pelayanan prima, pemberian reward/ punishment
kepada pemberi layanan, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak
lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

il e i

5. Meningkatnya Potensi Ancaman Budaya Asing Dalam Penerapan Kearifan Lokal

Kabupaten Buton sebagai gerbang masuknya berbagai budaya dan agama yang banyak
meninggalkan jejak-jejak berupa tradisi, situs dan situs-situs peninggalan sejarah dan cagar
budaya yang meninggalkan keistimewaan dan kekhasan daerah dan budaya yang terlihat dari
benda-benda bernilai budaya tinggi yang ditemukan.

Selain itu pula atraksi budaya dan ritual keseharian masyarakat di Kabupaten Buton
memiliki potensi untuk dipertunjukan, ditunjang dengan keberadaan lembaga adat yang
berperan dalam mempertahankan budaya daerah berbasis kearifan lokal yang sangat beragam.
Keberagaman ini tercipta dari keberagaman suku yang ada di Kabupaten Buton. Acara
kebudayaan seringkali diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga budaya
dikalangan masyarakat. Kegiatan festival yang diselenggarakan diharapkan dapat menjadi
kepastian dan penjagaan budaya masyarakat Buton. Festival akan menjadi wadah
pertunjukan bagi sanggar tari, kelompok musik dan kelompok budaya lainnya.
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Gambar 3.13. Jenis Wisata Seni Budaya dan Tradisi
Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kabupaten Buton dibanding dengan kabupaten/kota sekitarnya memiliki potensi
budaya yang besar. Banyaknya bentuk kebudayaan yang dibungkus kedalam wisata budaya
menunjukkan keberagaman budaya di Kabupaten Buton yang masih terjaga. Hal ini tentu
perlu dilanjutkan dan dilestarikan ditengah masifnya digitalisasi. Digitalisasi menjadi awal
baru kehidupan yang serba terbuka dan meluas. Era Digitalisasi telah menghilangkan
terbatasnya jarak sehingga keterbukaan informasi dapat diakses oleh semua masyarakat.
Kemudahan informasi ini tentunya memiliki dampak positif seperti pencarian informasi secara
cepat, kemudahan pengembangan ekonomi dan kemudahan keterhubungan dengan jarak
yang jauh.

Namun hal ini juga memiliki dampak negatif khususnya dalam segi kebudayaan.
Budaya seringkali dapat ditampilkan dalam banyak platform yang mudah diakses. Budaya
asing seperti budaya eropa (barat], budaya korea dan lainnya mudah sekali diakses oleh
masyarakat khususnya kalangan remaja. Akulturasi budaya secara cepat ini dapat
menyebabkan tergerusnya budaya lokal di Kabupaten Buton.

Budaya asing yang seringkali menjadi tren remaja diantaranya adalah pakaian, lagu,
tarian dan bahasa. Perlu upaya nyata dalam menghadapi gencarnya kerterbukaan informasi
yang dapat berdampak pada degradasi budaya di Kabupaten Buton. Keberlanjutan acara
kebudayaan harus terus dilakukan dan menjadi sebuah agenda tahunan. Festival kebudayaan
akan menghidupkan kelompok budaya yang ada di Kabupaten Buton.

Acara kebudayaan dan hidupnya kelompok budaya di Kabupaten Buton dapat menjadi
icon dan sarana meluaskan budaya lokal go internasional. Kemudahan akses informasi
tentunya dapat menjadi celah pemerintah daerah bersama masyarakat untuk
memperkenalkan budaya lokal ke wilayah yang lebih luas melalui platform digital. Dengan
dikenalnya budaya lokal secara luas akan memupuk kebanggaan masyarakat atas budaya
lokal.

6. Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Sebagai Dampak
Aktivitas Ekonomi

Permasalahan terkait degradasi kualitas lingkungan hidup dan risiko bencana
dijabarkan sebagai hasil potensi penurunan kualitas lingkungan dan risiko bencana yang
diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Keberlangsungan aktivitas ekonomi yang tak terkontrol
seringkali mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, seperti deforestasi, polusi air dan
udara, serta penurunan keanekaragaman hayati. Dampak ini tak hanya mengancam
kelangsungan ekosistem, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat.
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Gambar 3.14. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan sebuah penilaian terhadap kualitas air,
udara dan kerusakan lahan. Dampak pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan
berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan hidup flora, fauna yang dilindungi dan
masyarakat. Nilai IKLH yang baik/sangat baik suatu wilayah akan berimplikasi baik pada
dukungan pencapaian target/indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buton.
Nilai capaian IKLH Kabupaten Buton tahun 2023 mencapai 83,45 sebagaimana lebih tinggi
dibandingkan dengan Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, dan Bombana yang artinya
indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buton cenderung baik dibandingkan
beberapa kabupaten Di sekitarnya.

7. Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Berkualitas

Kabupaten Buton menghadapi tantangan terkait kurang optimalnya pembangunan dan
pemerataan infrastruktur, menyebabkan ketidakmerataan dan ketidakberlanjutan di berbagai
wilayah. Beberapa wilayah masih terpinggirkan dengan akses terbatas ke layanan dasar
seperti transportasi, jalan, sanitasi, air bersih, listrik, perumahan permukiman hingga
penanganan persampahan. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga menciptakan kesenjangan sosial antarwilayah dan permasalahan lingkungan.
Keberlanjutan infrastruktur menjadi perhatian utama dikarenakan memiliki dampak yang
cukup singnifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup dan masa depan.

Permasalahan mendasar infrastruktur Kabupaten Buton tidak hanya terbatas pada
pemenuhan akses dan hunian yang terjangkau seperti masih adanya pemukiman yang belum
teraliri listrik yang diatasi melalui bantuan KWH listrik, belum optimalnya Ruang Terbuka
Hijau (RTH) dan penanganan permukiman kumuh dengan 4.322 Kepala Keluarga miskin yang
belum tertangani oleh bantuan rumah tidak layak huni. Selain itu, masalah transportasi juga
menjadi tantangan serius, terutama dengan tidak adanya terminal C dan terminal umum serta
terbatasnya jumlah terminal B.

Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Buton
tidak hanya mengakibatkan ketidakmerataan akses layanan dasar, tetapi juga berdampak
negatif pada konektivitas dan aksesibilitas, terutama dalam mendukung pengembangan sektor
ekonomi maritim khususnya di Kepulauan Buton. Belum maksimalnya penyediaan sarana
dan prasarana penunjang dan aksesibilitas dalam pemanfaatan potensi pertambangan dan
sumber daya alam lainnya, seperti pelabuhan bongkar muat hasil tambang yang sering terjadi
di pelabuhan menghambat arus lalu lintas dan aktivitas pelayaran, memperlambat distribusi
barang dan jasa yang vital bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hambatan ini memperburuk
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kondisi ekonomi maritim di daerah yang seharusnya bisa menjadi salah satu pilar utama
pembangunan ekonomi lokal, menciptakan efek domino yang menghalangi potensi
perdagangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintah Kabupaten Buton untuk
melakukan upaya terkait peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti infrastruktur
transportasi, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan antar wilayah, memastikan kesetaraan peluang ekonomi, serta
meningkatkan kualitas hidup di seluruh daerah. Upaya pemerataan pembangunan juga
mencakup alokasi anggaran yang proporsional, kebijakan strategis dalam peningkatan sektor-
sektor kunci, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait
pembangunan. Dengan pemerataan yang efektif, setiap wilayah dapat tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan tanpa terpinggirkan dari manfaat pembangunan.

Beberapa permasalahan terkait pembangunan infrastruktur dapat digambarkan melalui
capaian beberapa indikator. Dalam program infrastruktur yang tercantum dalam dokumen
pembangunan daerah ialah pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan
kualitas infrastruktur, dan peningkatan sarana prasarana permukiman. Ketiga indikator
tersebut hingga tahun 2023 belum mencapai target yang ditentukan sehingga perlunya
ditingkatkan pelaksanaan program tersebut.

Gambar 3.15. GAP Antara Realisasi dan Target Pembangunan
Infrastruktur Kabupaten Buton Tahun 2023
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a. Transportasi

Jumlah infrastruktur perhubungan di Kabupaten Buton dari tahun 2018 hingga 2022
menunjukkan bahwa pelabuhan khusus, pelabuhan transmigrasi, pelabuhan regional,
pelabuhan lokal, pelabuhan penyebrangan, dan pelabuhan rakyat tidak menunjukkan
perubahan signifikan. Pada periode 2018 hingga 2021 tidak terdapat terminal tipe B di
Kabupaten Buton dan baru dibangun 1 unit pada tahun 2022 dengan menggunakan dana
APBD Provinsi. Selain itu, sampai pada tahun 2022 belum dibentuk terminal tipe C dan
terminal transportasi umum di Kabupaten Buton. Kurangnya terminal-terminal ini
mengindikasikan adanya kekurangan dalam infrastruktur perhubungan yang dapat
menghambat mobilitas barang dan orang serta mengurangi efisiensi sistem transportasi di
Kabupaten Buton. Upaya peningkatan dan pengembangan terminal yang memadai menjadi
krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan transportasi
masyarakat.
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Gambar 3.16. Jumlah Infrastruktur Perhubungan
Tahun 2018-2022 (unit)
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Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Tahun 2022

b. Sambungan Listrik

Kabupaten Buton terkait dengan pembangunan saluran listrik sudah sangat baik. Hla
ini diperkuat dengan sambungan listrik di Kabupaten Buton mencapai 99,09% hanya sekitar
0,91% bangunan yang tidak tersambung listrik dari PLN. Apabila dilihat dalam skala regional
kabupaten kota sekitar, Kabupaten Buton berada di posisi pertama. Hal ini sangat positif
terhadap pembangunan khususnya dielektrifikasi daerah.

Gambar 3.17. Perbandingan Rumah Tangga Mendapatkan
Aliran Listrik Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinst Sulawesi Tenggara Tahun 2024

c¢. Sambungan Air Bersih

Pembangunan sambungan rumah untuk air bersih sesuai dengan data statistik dibawah
memperlihatkan bahwa masih tingginya rumah yang belum tersambung perpipaan. Dilihat
dari perbandingan diatas terhadap pembangunan infrastruktur air bersih, Kabupaten Buton
menempati posisi ke dua dibawah Kabupaten Buton Tengah terhait perpipaan air bersih.
Akses non perpipaan di Kabupaten Buton masih tinggi hal ini terlihat dari Buton berada di
posisi terbawah Kabupaten Buton Selatan dan Buton Utara. Akses terhadap air bersih sangat
penting bagi pembangunan daerah karena berdampak langsung terhadap kehidupan
masyarakat dan kesehatan masyarakat.
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Gambar 3.18. Perbandingan Sambungan Rumah Air Bersih
Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinst Sulawesi Tenggara Tahun 2024

d. Sanitasi

Penyelenggaraan sanitasi di Kabupaten Buton belum berjalan secara optimal
dibuktikan dengan belum adanya penilaian terkait sanitasi aman dan layak. Kondisi ini
mencerminkan adanya kekurangan dalam infrastruktur dan pelayanan sanitasi memadai yang
dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Peningkatan sistem
sanitasi yang efektif dan komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan
kesejahteraan penduduk dan mencegah potensi risiko kesehatan yang dapat timbul akibat
kurangnya fasilitas sanitasi yang layak.

e. Kondisi Jalan

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas daerah. Kaitan dengan
jaringan Jalan di Kabupaten Buton mayoritas dalam kondisi baik. Kondisi ini apabila dilihat
secara regional kabupaten kota disekitar menempati posisi pertama. Namun masih beberapa
catatan karena masih terdapat jaringan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi
jalan rusak berat memiliki persentase 19%, sedangkan dalam kondisi rusak 17%.

Gambar 3.19. Perbandingan Kondisi Jalan Dengan
Daerah Sekitar Tahun 2023
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f. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman adalah fondasi kesejahteraan masyarakat, namun
pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang belum optimal menghambat
pencapaian tujuan ini. Capaian penyediaan Rumah layak huni penting untuk menjamin
kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan penghuninya. Pada tahun 2023, persentase
rumah layak huni di Kabupaten Buton baru mencapai 71,00% yang artinya masih ada
28,99% rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Kodisi ini menunjukkan bahwa
masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni yang berisiko mengancam
kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan mereka. Pemerintah Kabupaten Buton perlu
meningkatkan upaya untuk memperbaiki dan menyediakan rumah layak huni guna
memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang aman dan sehat.

Gambar 3.20. Persentase Rumah Layak Huni dan
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023
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Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buton Tahun 2023

Persentase rumah tidak layak huni berbanding lurus dengan jumlah kawasan
perumahan dan permukiman kumuh. Total Luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten
Buton tercatat sebesar 225,27 hektar, dan yang menjadi kewenangan kabupaten sebesar
79,18 hektar. Namun upaya penanganannya sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 baru
mencakup 8,40 hektar melalui intervensi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi
Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan bahwa
penanganan kawasan kumuh masih jauh dari optimal, dengan sebagian besar wilayah
tersebut masih membutuhkan intervensi serius untuk memperbaiki kondisi hunian dan
infrastruktur agar sesuai dengan standar kelayakan, demi meningkatkan kualitas hidup
masyarakat yang tinggal di sana.
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Gambar 3.21. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
di Bawah 10 Ha yang tertangani sampai Tahun 2023 (Ha)
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8.40

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buton Tahun2023

g. Penanganan Persampahan

Penanganan persampahan di Kabupaten Buton masih belum optimal. Hal ini
tergambar dari capaian indeks kinerja pengelolaan sampah baru mencapai 39,60 pada
tahun 2023 dan belum didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan
sampah yang memadai untuk mengangkut dan mengelola sampah. TPA yang dimiliki saat
ini baru 1 yang berada di Desa Galanti Kecamatan Wolowa. Oleh sebab itu, diperlukan
perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Buton dalam pengelolaan sampah dari hiu
ke hilir, dan peran aktif masyarakat juga menjadi faktor penting keberhasilan
penanganan samph di Kabupaten Buton.

3.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah berbagai permasalahan yang menjadi sorotan secara
internasional, nasional, maupun regional karena kepentingannya dalam pembangunan
daerah baik saat ini maupun di masa depan. Keterlibatan isu strategis menjadi kunci
dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka panjang untuk
memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terencana, tepat, dan efisien.
Mengutamakan penanganan dan antisipasi isu strategis dapat menjadi keunggulan dalam
mencapai sasaran pembangunan, namun mengabaikan isu strategis dapat berpotensi
menimbulkan kegagalan dalam proses pembangunan daerah. Isu strategis terbentuk
melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang memiliki pengaruh
besar dalam agenda pembangunan jangka panjang, termasuk isu-isu dengan skala
internasional, nasional, dan regional yang saling terkait dan terintegrasi.

3.2.1 Telaah Isu Internasional

Isu strategis global yang belum mereda terkait dengan Pandemi covid-19 tetap menjadi
sorotan utama bagi setiap pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Buton.
Meskipun ada tanda-tanda peningkatan dalam tingkat ketahanan kesehatan dengan mulai
terkendalinya covid-19, namun status endemi nasional belum diumumkan oleh pemerintah
hingga saat ini. Sektor ekonomi terkena dampak yang paling berat akibat pandemi ini, tetapi
mulai menunjukkan perbaikan kinerja di tengah kebijakan pelonggaran mobilitas yang secara
bertahap diberlakukan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat telah mengadaptasi gaya
hidup baru dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek
kehidupan. Ini berdampak pada transisi sektor publik dan swasta untuk menyesuaikan
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layanan dengan kebutuhan masyarakat, yang kemungkinan akan mendukung pertumbuhan
ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain isu strategis terkait Pandemi covid-
19, ada beberapa isu strategis internasional lain yang memiliki kaitan dengan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Buton.

1. Isu Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah
pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk
mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan
prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada
seorangpun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind'. SDGs bertujuan untuk
menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka merealisasikan
pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan seimbang secara global.

Sustainable Development Goals (SDGs) memuat serangkaian 17 tujuan yang diadopsi
olech PBB pada tahun 2015 sebagai agenda global untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini meliputi berbagai aspek pembangunan
yang saling terkait, yaitu : pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, pendidikan
berkualitas, kesetaraan gender, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Secara rinci 17
(tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), sebagai berikut :

1. TPB1 : Tanpa Kemiskinan

2. TPB2 : Tanpa Kelaparan

3. TPB3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. TPB4 : Pendidikan Berkualitas

5. TPBS : Kesetaraan Gender

6. TPB6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

7. TPB7 : Energi Bersih dan Terjangkau

8. TPBS8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

9. TPB9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur

10. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

i11. TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

12. TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim

14. TPB 14 : Ekosistem Lautan

15. TPB 15 : Ekosistem Daratan

16. TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. TPB 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Berdasarkan isu permasalahan Kabupaten Buton, Kabupaten Buton memiliki
keselarasan isu permasalahan dengan SDGs yang mana masuk dalam indikator pengentasan
permasalahan pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, hingga
kehidupan sehat dan sejahtera dan berkurangnya kesenjangan.

a. Menjamin Knalitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan
Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk Semua
Dalam penyelesaian permasalahan pendidikan diharapkan dapat adil dan inklusif dan
membuka kesempatan belajar utuk semua masyarakat. Seperti halnya pada indikator
penjaminan kualitas pendidikan diharapkan presentase anak yang bersekolah di usia
sekolah terus meningkat dan seluruh anak perempuan dan laki-laki menerima
pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan hal tersebut angka putus
sekolah di setiap daerah diharapkan mencapai angka nol.
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C.

2.

Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan,
dan Modern

Pada tujuan jaminan akses terhadap energi yang terjangkau dan dapat diandalkan
diharapkan masyarakat mendapatkan akses terhadap listrik yang dapat diandalkan baik
di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan adanya jaminan energi yang berkelanjutan
efisiensi konsumsi energi merupakan indikator utama dalam keberhasilan tujuan SDGs.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja
yang Optimal dan Produktif, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan nasional dan daerah sebagaimana perlu meningkatkan ekonomi lokal di
suatu daerah, peningkatan ekonomi lokal dapat berupa terciptanya lapangan kerja baru
dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Sehingga dapat menekan angka kemiskinan
dan meningkatan pendapatan perkapita pada setiap masyarakat.

Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan
Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi

Pembangunan infrastruktur tangguh diharapkan dapat meningkatkan akses jalan pada
setiap daerah yang mana kemudahan akses dapat berpengaruh terhadap perekonomian
dan perkembangan suatu daerah. Selain infrastruktur berbentuk fisik diharapkan
infrastruktur teknologi juga dapat berkembang seperti kemudahan mengakses internet
pada seluruh daerah baik di perkotaan ataupun pedesaan.

Mega Trend 2045
Megatrend dunia tahun 2045 meliputi beberapa hal diantaranya demografi dunia,

urbanisasi global, kemajuan teknologi, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim
termasuk 17 item Sustainable Development Goals. Efek dari revolusi industri 4.0 sendiri di
Indonesia berefek pada hilangnya 23 juta pekerjaan yang diganti dengan otomatisasi pada
tahun 2030.

Megatrend merupakan sumber kekuatan utama yang bersifat global, berkelanjutan dan

berkekuatan ekonomi makro yang berdampak pada sistem sosial dan lanskap ekonomi dunia.
Perubahan ini bersifat radikal, masif, terstruktur, dan tidak dapat dibendung, berimplikasi
pada sumber daya dimulai dengan kelangkaan sumber pangan, air, dan energi, urbanisasi
yang masif, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah dunia.

Gambar 3.22. Konsep Megatren Dunia 2045
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Dalam sepuluh indikator megatren dunia terdapat beberapa indikator isu permasalahan yang
selaras dengan Kabupaten Buton yaitu mengenai perubahan ekonomi, persaingan sumber
daya alam, perubahan iklim, dan kelas pendapatan menengah. Dari beberapa isu tersebut
dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan pada prinsip ekonomi telah
menopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebagaimana selama ini dan menjadi
salah satu pilar utama di masa yang mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki
sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat
tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung
terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
global.

b. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam seperti halnya energi,
air, dan pangan di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa yang akan
mendatang dengan pertimbangan peningkatan populasi penduduk dan aktivitas ekonomi
menyebabkan peningkatan kebutuhan Sumber Daya Alam (SDA}, dan mendorong terjadinya
kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Kabupaten Buton memiliki potensi di bidang industri pertambangan seperti aspal yang
cukup besar diharapkan dengan adanya industri tersebut dapat meningkatkan perekonomian
Kabupaten Buton dari Sumber Daya Alam, namun diperlukannya beberapa perhatian khusus
guna meningkatkan industri tersebut seperti kesiapan tenaga kerja guna melaksanakan
hilirisasi industri aspal, hingga kesiapan regulasi dan pengawasan.
¢. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi, serta
kehilangan keanekaragaman hayati yang mana secara global diperkirakan akan berlangsung
terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat dampak negatif krisis global.
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi utama di dunia isu
perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru sebagai sumber energi
utama. Tenaga surya akan semakin menurun dan murah kedepannya sedangkan penggunaan
teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi
dan teknologi elektrolisis green hydrogen dan fuel cell menunjukan perkembangan yang positifl
terutama untuk transpotasi darat.

d. Kelas Pendapatan Menengah

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan
lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan
gava hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang
terkait dengan teknologi tinggi dan pekerjaan melalui virtual-metaverse serta pekerjaan lain
yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah
proses bisnis tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerjaan antar sektor dan
antar jenis pekerjaan.

e. Kemajuan Teknologi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat
pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan
yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan
agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya
mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia
mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam
pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.
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Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user tetapi
mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara schat di
kancah internasional. Jika hal tersebut-terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi
Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu
mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan
berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur
IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya
sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan
sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu
meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan
IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah
dikarenakan kebijakan physical distancing diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap
muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari
rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang
lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT,
khususnya pada bidang telekomunikasi.

Kemajuan teknologi telah menciptakan dampak yang besar secara global, mengubah
berbagai aspek kehidupan manusia dengan signifikan. Perkembangan teknologi telah sejalan
dengan konsep Society 5.0, di mana masyarakat hidup beriringan dengan teknologi. Namun,
manfaat teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia tidak hanya berpotensi tetapi juga
menjadi tantangan di masa depan. Menurut laporan dari Goldman Sachs, teknologi akan
menggantikan 300 juta lapangan pekerjaan di masa depan. Hal ini menandakan adanya
kemungkinan otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia. Selain itu, tantangan lain
meliputi isu privasi dan keamanan data, ketergantungan yang meningkat, perubahan nilai
etika, transformasi pola pendidikan, serta dampaknya terhadap konsumsi energi dan limbah
elektronik. Menyikapi hal ini, periu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Buton untuk
menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan
telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses informasi, dan
perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM melek teknologi.

f. Perubahan Geopolitik

Perkembangan geopolitik dan geoekonomi dapat berdampak luas terhadap berbagai
sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan tersebut adalah eksalasi
persaingan antar negara. Perspektif geopolitik, Kabupaten Buton memiliki potensi Sumber
Daya Alam yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dapat meningkatkan persaingan
perekonomian dengan negara-negara lain. Sebagaimana diketahui Kabupaten Buton memiliki
industri aspal yang cukup besar schingga dengan peningkatan pengawasan dan penentuan
arah kebijakan serta kesiapan tenaga kerja dari daerah diharapkan industri aspal menjadi
tumpuan perekonomian rakyat khususnya di Kabupaten Buton.

g. Keuangan Global

Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan gangguan dalam sektor layanan
keuangan. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (Al),
dan Machine Learning telah mengubah lanskap industri layanan keuangan, seperti munculnya
bank digital. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan
keuangan. Namun, perubahan ini juga berdampak pada pengaturan keuangan, terutama
dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buton dalam menjaga stabilitas
keuangan.

h. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan kontribusi negara-negara berkembang dalam ekonomi global
telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang berfokus di wilayah Asia-
Afrika. Dengan posisi Di Kabupaten Buton masuk dalam Kawasan strategis industi
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pengolahan dan pertmabangan. Memahami hal tersebut perlu adanya perhatian Pemerintah
Kabupaten Buton yang mana sata ini hilirisasi industri semakin ditekankan dan dapat
menjadi tantangan dan peluang dalam pembangunan ekonomi daerah. Menindaklanjuti hal
tersebut, adanya konstelasi industri pengolahan memungkinkan akan berdampak pada
perekonomian daerah yang mayoritas aktivitas perekonomian Kabupaten Buton berkaitan
denganperdagangan. Dengan ini diharapkan Kabupaten Buton mampu menangkap potensi
untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan
meningkatkan inovasi ekonomi.
i. Demografi Dunia

Perkembangan demografi global memiliki dampak krusial terhadap dinamika ekonomi
dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Bappenas, jumlah penduduk indonesia
pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 319 juta individu. Proyeksi ini menunjukkan
peningkatan yang terus menerus, pertumbuhan penduduk di tahun 2050 akan kurang dari
0,2% sebagaimana telah mengalami pertumbuhan negatif dan penuaan penduduk.
Pertumbuhan ini menghadirkan sejumlah tantangan penting, termasuk isu ketahanan
Sumber Daya Alam, percepatan urbanisasi, peningkatan kebutuhan layanan pendidikan dan
kesehatan, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan
lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah
penduduk Kabupaten Buton akan mencapai 54,7 ribu jiwa. Untuk menghadapi hal ini,
Pemerintah Kota Sabang perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun
kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan
daerah.

3. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkunga)

Menurut PBB, jika penurunan perusakan hutan bisa dicapai hingga setengahnya pada
tahun 2030, akan ada penurunan kerugian sebesar US$ 3,7 triliun yang disebabkan oleh
peningkatan emisi gas rumah kaca secara global. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk
berperan dalam peralihan dari pola pembangunan konvensional ke pembangunan yang
berkelanjutan. Ini bisa diwujudkan dengan menghentikan deforestasi ilegal, yang akan
memungkinkan penciptaan pendapatan dan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan,
melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan ketersediaan air bersih dan
sumber obat-obatan alami bagi masyarakat. Tidak hanya itu, negara-negara maju telah mulai
memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan, mendorong negara-negara berkembang
untuk bersama-sama bergerak menuju perekonomian yang berkelanjutan, menciptakan
lingkungan yang lebih sehat untuk kehidupan di masa depan.

4. Perubahan Iklim Global (Global Warming/X CHANGE)

Global warming merupakan konsekuensi atau hasil dari degradasi ekosistem alam yang
disebabkan oleh pembangunan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dampak dari
global warming mencakup kekeringan, kelangkaan pangan, banjir, dan dapat menjadi pemicu
berbagai bencana alam. Karena dampaknya yang signifikan terhadap manusia dan lingkungan,
diperlukan upaya antisipatif dari pemerintah dan masyarakat global dalam menghadapi isu
global warming. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan
pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan (pembangunan berkelanjutan), sehingga
kelestarian alam dapat dipertahankan, dan efek global warming dapat diminimalkan atau
dihindari, sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya lain untuk menjaga kualitas lingkungan hidup adalah melalui persetujuan
Protokol Kyoto. Protokol ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC}, sebuah kesepakatan
internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini
berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, atau bekerja sama dalam
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perdagangan emisi jika mereka melebihi batas emisi. Indonesia sendiri telah meratifikasi

Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004

tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate

Change.

Selain Protokol Kyoto, pada pertemuan UNFCCC ke-21 pada Desember 2015, negara-
negara dunia sepakat pada Perjanjian Paris. Perjanjian ini bertujuan menjaga kenaikan suhu
global di bawah dua derajat Celcius dan berupaya mencapai kenaikan maksimal 1,5 derajat
Celcius diatas suhu bumi pada masa pra-industri. Terdapat lima poin utama dalam Perjanjian
Paris, yaitu:

a. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang
batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan
diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.

b. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.

c. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi
dampak perubahan iklim.

Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.

e. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan
berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris
atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim).
Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang
memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output
ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada
lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Buton.

5. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus
berkembang pesat dan menjadi semakin terjangkau oleh semua orang. Pertumbuhan positif
ini memunculkan industri teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan
signifikan. Indonesia, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, seharusnya mampu
mengikuti perkembangan globalisasi dan memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan
produk unggulan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di masa depan, harapannya adalah Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi,
melainkan juga produsen teknologi sehingga dapat bersaing secara sehat di tingkat
internasional. Jika hal ini terwujud, Indonesia bukan hanya mengandalkan teknologi dari luar
negeri, tetapi juga mampu mengekspor teknologi informasi dan komunikasi dengan spesifikasi
dan daya saing internasional. Untuk mencapai hal ini, perlu persiapan infrastruktur IT yang
matang, seperti peningkatan jaringan sinyal 4.0 yang telah tersebar di Indonesia dan
persiapan untuk sinyal 5.0. Meskipun belum merata, upaya ini telah meningkatkan kualitas
teknologi informasi di berbagai daerah.

Pandemi covid-19 secara tidak langsung juga telah meningkatkan penggunaan teknologi
informasi dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan intensif IT menjadi penting, terutama
dalam situasi kebijakan jarak sosial yang mendorong pelaksanaan kegiatan tatap muka
melalui video conference. Selain itu, kebijakan bekerja atau belajar dari rumah telah
meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana IT, terutama dalam bidang telekomunikasi.
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3.2.2 Telaah Isu Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan persoalan-persoalan yang memiliki potensi untuk
menghambat kemajuan pembangunan di tingkat nasional, dan oleh karena itu, memerlukan
langkah-langkah khusus untuk mengatasinya. Kehadiran isu-isu strategis yang belum
terselesaikan menjadi perhatian utama pemerintah untuk menangani mereka dengan lebih
serius. Namun, tantangannya muncul ketika isu-isu strategis yang ada belum terselesaikan,
sementara isu-isu strategis baru juga muncul, dan ini memerlukan pendekatan khusus dalam
upaya antisipasinya.

Selain mempertimbangkan isu-isu dalam skala internasional, aspek-aspek lain yang
menjadi fokus dalam menetapkan isu-isu strategis adalah kebijakan dan isu-isu yang bersifat
nasional, yaitu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-
2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan langkah untuk
mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yang menjadi visi dan misi nasional. Visi
RPJPN tahun 2045 ditetapkan berdasarkan komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta
didasarkan pada penelitian dan analisis mengenai isu-isu strategis nasional yang menjadi
prioritas, termasuk dalam penyesuaian dengan tujuan utama pembangunan jangka panjang
dalam RPJPN. Tujuan dari visi ini adalah untuk memajukan masa depan Indonesia dengan
menghadirkan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan”

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda)
pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i)
Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan
Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi
Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekologi; dan (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan
Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan
Kesinambungan Pembangunan.
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Gambar 3.23. Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan
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Misi 6. Mewujudikan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkuaiitas

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi B, Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sebuah kerangka
implementasi yang kuat melalui pembangunan wilayah yang bertahap, didukung oleh
infrastruktur yang memadai. Kesinambungan dalam proses pembangunan menjadi kunci agar
setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar. Fokus pembangunan wilayah adalah
meningkatkan kesejahteraan di seluruh Nusantara dengan mengurangi disparitas antar
wilayah dan kelompok pendapatan, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan infrastruktur seperti konektivitas,
ketenagalistrikan, teknologi informasi, dan komunikasi, serta prasarana dasar.

Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan wilayah harus
mempertimbangkan tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta mengakomodasi
perbedaan karakteristik wilayah. Pendekatan satu ukuran untuk semua tidak sesuai, dan
pemberian dukungan yang khusus pada daerah yang membutuhkan menjadi penting. Untuk
menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan aturan yang memastikan kolaborasi
antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, dengan manajemen risiko yang kuat.
Komunikasi publik yang tepat menjadi kunci dengan adanya beragam pemangku kepentingan.
Dukungan finansial yang inovatif dan memadai, serta sektor keuangan yang berkembang,
sangat penting dalam kesuksesan pembangunan. Ini memungkinkan investasi yang produktif
di sektor infrastruktur, pendidikan, dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan. Pendanaan
inovatif membantu mengatasi keterbatasan dana, sementara investasi asing membawa
teknologi dan pengetahuan baru.

3.2.3. Telaah Isu Daerah

A. Telaah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045

Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan demi mencapai
keselarasan visi pembangunan daerah. Rencana pembangunan kabupaten diharapkan dapat
mendukung rencana pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Provinsi Sulawesi
Tenggara sedang melakukan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-
2045. Penyusunan RPJPD Provinsi perlu ditelaah sebagai rujukan pembangunan Kabupaten
Buton pada 20 tahun mendatang (2025-2045).
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Berdasarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, terdapat isu
strategis yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:
Pertumbuhan ekonomi belum inklusif;
Penurunan angka kemiskinan;
Mengurangi ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah;
Daya saing dan produktivitas tenaga kerja belum optimal;
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
Optimalisasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infarstruktur penunjang
lainnya;
Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Mitigasi bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Sulawesi Tenggara mengusung Visi Pembangunan RPJPD 2025-2045 yakni :

L

e

“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Herdaya Saing,
Maju dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan daerah diwujudkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yakni:
1. Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang cerdas, sehat,
kratif, unggul dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan;
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan iovatif;
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah;
Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
Kesinambungan pembangunan.

Penyusnan RPJPD Kabupaten Buton perlu memahami dan mengikuti arah
pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut mendasarkan penyelarasan
antar isu RPJPD provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Buton. Berikut ini merupakan
penyelarasan isu strategis Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Buton.

0 LN O e

Gambar 3.24. Keterkaitan Isu Strategis Provinsi dengan
Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Buton
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Permasalahan dan isu strategis menjadi dasar perumusan visi dan misi pembangunan
jangka panjang provinsi Sulawesi Tenggara. Perumusan visi dan misi juga memperhatikan
arah pembangunan Nasional dalam RPJPN. Perumusan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi
Tenggara disusun sebagai berikut :

Tabel 3.

1

Visi dan Sasaran Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045
Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan

A2 Baseline Target
Sasaran Visi 2025 2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita
a PDRB per Kapita 70,1-70,49 300,03-361,33
b Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 49,72 88,57 |
| e Kontribusi PDB Industri Pengolahan 8,94-9,53 13,51-14,40
(%o}
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan
a Tingkat Kemiskinan 10,24-10,54 0,44-094
b Ratio Gini 0,365-0,371 0,303-0,347
Kontribusi PDRB Provinsi (%)* 0,87 0,75
d Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,96-6,46 6,76-9,12
Kepemimpinan Daerah untuk Mencapai Visi Daerah
a Indeks Inovasi Daerah 35-60 60-100
b Indeks Daya Saing Daerah 3,46 5,00
Peningkatan Daya Saing Daya Manusia
a Indeks Modal Manusia 0,54 0,74
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju Net Zero Emission
a Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 28,93 73,94
b Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 82,39 88,68
Daerah
Sumber : Ranakhir RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045
B. Telaah KLHS RPJPD Kabupaten Buton

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dua dokumen yang memiliki hubungan erat dalam
perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. KLHS secara khusus fokus
membahas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan diintegrasikan
dalam rencana pembangunan wilayah. KLHS akan memberikan rekomendasi sebagai
pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan dalam dokumen RPJPD
Kabupaten Buton.
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Gmbar 3.25. Keterkaitan Isu PB KLHS dengan Isu Strategis RPJPD
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Penelaahan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045 memberikan
kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pencapaian indikator TPB
Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Buton telah melakukan analisis
mengenai capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Capaian TPB menjadi dasar
dalam perumusan arahan kebijakan yang harus dipedomadi dalam penyusunan RPJPD.
TPB Kabupaten Buton berjumlah 17 namun 2 diantaranya menjadi kewenanganan
pemerintah pusat. Hasil pencapaian indikator yaitu sudah dikerjakan dan sesuai target
(SS) 24%; Sudah dikerjakan tapi belum mencapai target (SB) 22%; Belum dikerjakan dan
belum mencapai target (BB) 21%; dan Tidak ada data (N/A) 33%. Adapun capaian
program TPB Kabupaten Buton dapat disimpulkan sebagai berikut :

Gambar 3.26. Realisasi Pelaksanaan TPB

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
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Gambar 3.27. Rincian Capaian Pelaksanaan Indikator TPB
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Grafik di atas menggambarkan bahwa TPB Kabupaten Buton mayoritas tidak
memenuhi target. Capaian yang terpenuhi 100% hanya terdapat pada TPB “Mengambil
Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya”. Hal ini mengindikasikan
bahwa perlu ada dukungan lebih untuk mencapai target. TPB Kabupaten Buton bahkan ada
yang sama sekali tidak terlaksana yaitu TPB (1) pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan (2) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan
Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan,
Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

2. Pemanfaatan potensi dan tantangan wilayah pulau kecil

Kabupaten Buton memiliki potensi SDA yang sangat melimpah. SDA berbentuk hasil
pertanian, perkebunan dan pertambangan merupakan potensi daerah yang sangat kaya.
Selain itu keanekaragaman hayati masih sangat terjaga terutama ekosistem hutan dan laut.
Keindahan alam terutama laut merupakan potensi yang dapat menjadi fokus pengembangan
ekonomi daerah.

Permasalahan juga tentu dihadapi oleh Kabupaten Buton dalam pembangunan daerah.
Permasalahan tersebut diantaranya belum optimalnya pembangunan SDM (kesehatan dan
pendidikan), Belum optimalnya infrastruktur daerah yang mengintegrasikan antar wilayah
dan industri tambang yang belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Situasi ini menciptakan
tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengelola layanan
perkotaan dengan lebih inovatif, efektif, dan efisien.

3. Rekomendasi

Perlunya data berkualitas dan konsisten untuk analisis yang efektif, Pemerintah
Kabupaten Buton diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi untuk
pengelolaan data pembangunan, menjalin kemitraan antar stakeholder, memperkuat
koordinasi di semua tingkatan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan pemberian
insentif sebagai dorongan untuk inovasi dan prestasi dalam pembangunan di Kabupaten
Buton.
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C. Telaah RTRW dan Rencana Sektor Kabupaten Buton
1. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Buton

Penataan ruang wilayah Kabupaten Buton bertujuan menciptakan integrasi
pembangunan antar sektor, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya dengan
mempertimbangkan peran, fungsi, dan posisi masing-masing entitas dalam kerangka wilayah
yang lebih besar. Upaya penataan ruang di Kabupaten Buton bertujuan untuk :

“Mewujudkan tatanan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan berbasis sektor pertanian, pertambangan, Kehuatanan serta Pariwisata
guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan

daya dukung dan daya tampung lingkungan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kabupaten Buton menegaskan
arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor pertanian,
pertambangan, kehutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan Kabupaten Buton

2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton

Rencana pola ruang kabupaten adalah suatu kerangka konseptual yang
menggambarkan cara pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah pada tingkat kabupaten.
Teori rencana pola ruang ini erat kaitannya dengan konsep tata ruang dan pembangunan
wilayah, dengan tujuan menciptakan struktur ruang yang terorganisir dan terpadu. Inti dari
teori ini terfokus pada penetapan kebijakan terkait tata guna lahan, pengembangan sektor-
sektor utama, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Berikut merupakan rencana pola
ruang wilayah Kabupaten Buton.

Gambar 3.28. Perbandingan Kawasan Lindung dan Budidaya
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Gambar 3.29. Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung
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Tabel 3.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kabupaten Buton
No Kawasan Lindung Luas (Ha)
1 Kawasan yang memberikan perlindungan 13.714,93
terhadap Kawasan bawahannya
2 | Kawasan perlindungan setempat 1.039,53
3 | Kawasan konservasi 28.367,73
4 | Kawasan cagar budaya 10,599
5 | Kawasan ekosistem mangrove 127,57
Luas Kawasan Lindung 43.706,74

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buton 2021-2041

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Buton,
kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan konservasi yaitu sebesar
28.656,53 Ha dan kemudian disusul oleh kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan dibawahnya yaitu sebesar 13.714,93 Ha.

Tabel 3.3
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton
No Kawasan Budidaya Luas (Ha)

1 Kawasan hutan produksi 53.675,5

2 Kawasan perkebunan rakyat -

3 Kawasan pertanian 49,262,13

4 Kawasan pertambangan 3.364,11

5 Kawasan peruntukan industri 1.597,75

6 Kawasan pariwisata 38,05

7 Kawasan permukiman 4.393,58

8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan -
Luas Kawasan Budidaya 112.331,12

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buton Tahun 2021-2041
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Gambar 3.30. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
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Gambar 3.31. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton
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Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buton Tahun 2021-2041

3. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Buton

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Kabupaten
Buton dalam hal ini memprioritaskan 2 kawasan strategis yaitu dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Berikut ini merupakan rincian kawasan strategis kabupaten Buton:

Tabel 3.4.
Kawasan strategis Kabupaten Buton
Kawasan Strategis
Kabupaten Lokesl
Sudut kepentingan o Kawasan ekonomi khusus Lasalimu
pertumbuhan ekonomi |e Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu
Selatan
e Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo
Sudut kepentingan e Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango;
fungsi dan daya dukung dan
| lingkungan hidup e Kawasan strategis Cagar Alam Kakenauwe

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buton Tahun 2021-2041
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3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Buton

Isu strategis merupakan aspek yang menunjukkan fokus dan prioritas dalam
penanganan oleh pemerintah. Hal ini menjadi krusial karena dampaknya yang luas dan
signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat dalam proses pembangunan masa depan.
Melalui identifikasi isu-isu yang berasal dari tingkat internasional, nasional, dan lokal,
dapatkah ditemukan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan di Kabupaten
Buton selama 20 tahun ke depan. Berikut adalah isu strategis Kabupaten Buton Tahun 2025-
2045 :

1. Pembangunan Menuju Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Unggul

Masyarakat yang sehat adalah cita-cita utama dalam pembangunan kesehatan di
Indonesia. Dengan masyarakat yang sehat, pembangunan dapat dilakukan dengan baik,
masyarakat dapat berperan secara optimal dan tentu saja biaya pelayanan kesehatan dapat
ditekan seminimal mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Penyakit Tidak Menular (PTM)
sudah mulai menunjukkan trend peningkatan. Program yang saat ini sedang digencarkan
dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sechat, pemerintah meningkatkan jaminan
kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang mana diharapkan dapat mewujudkan
universal health coverage bagi penduduk miskin dalam mendapatkan jaminan kesehatan.
Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat Buton yang cerdas dan unggul maka pendidikan
menjadi perhatian yang utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kabupaten Buton saat ini
terus memperhatikan pendidikan masyarakat terutama pendidikan dasar yang mana menjadi
kewajiban pemerintah dalam memenuhi wajib belajar tersebut. Hingga saat ini pemerintah
Kabupaten Buton tak henti-hentinya memberikan perhatian mengenai sarana-prasarana
infrastruktur pendidikan mulai jenjang TK hingga SMA diharapkan dapat menangani
pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton.

2. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Struktural Maupun Kultural

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi
struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi
timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga
peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan
struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan
kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Di Kabupaten Buton, nilai-nilai budaya
yang lestari menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun,
apabila nilai-nilai budaya ini tidak diterapkan dengan tepat, dapat muncul pola pikir yang
merasa berkecukupan dalam kondisi yang sebenarnya memeriukan perubahan dan
peningkatan kualitas hidup. Sikap hidup yang merasa puas dengan keadaan yang ada tanpa
dorongan untuk berinovasi atau berkembang bisa menjebak seseorang dalam kemiskinan
kultural.

Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin.
Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap
individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam,
tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan
kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.
Strategi pemerintah daerah dalam pengetasan kemiskinan dapat dimulai dari perlindungan
keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan serta membantu masyarakat
yvang mengalami kemiskinan ekstrim dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya
kemiskinan baru. Sebagaimana strategi tersebut dapat dikerucutkan menjadi penyediaan
kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha.

Untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal,
strategi pengentasan perlu didukung oleh penerapan nilai-nilai budaya Buton yang
memperkuat karakter masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Nilai-
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nilai budaya Buton yang sebenarnya kaya akan norma-norma sosial, semangat kekeluargaan,
dan integritas pribadi perlu diterapkan dalam konteks yang mendorong pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat karakter masyarakat yang taat pada hukum,
memelihara kerukunan, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Buton, diharapkan
dapat terbentuk sikap yang lebih proaktif dalam menghadapi tantangan kemiskinan.
Penerapan nilai-nilai luhur ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat mengubah sikap
masyarakat dari pasif menjadi lebih dinamis dan berdaya, sehingga mencegah kemiskinan
kultural dan mendorong kemajuan sosial serta ekonomi. Inisiatif ini juga selaras dengan
upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kuat, yang
tidak hanya menghargai warisan budaya tetapi juga memanfaatkan kekayaan budaya tersebut
sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat
mengetaskan permasalahan kemiskinan jangka panjang di Kabupaten Buton.

3. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi e¢konomi yang inklusif selaras dengan salah satu prinsip Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu leave no one behind. Sehingga pertumbuhan
ekonomi dapat menciptakan akses dan kesempatan yang memastikan seluruh lapisan
masyarakat dapat berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya hingga akhirnya
mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok dan wilayah. Sedangkan transformasi
ekonomi yang berkelanjutan mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang dapat merestorasi
kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan terus menjaga kualitas lingkungan yang tidak
saja dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Akan tetapi juga mampu memberikan
kesempatan dan harapan yang sama bagi generasi mendatang.

Pemerintah daerah diharapkan siap dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dengan
meningkatkan kewirausahaan generasi mudah diharapkan dapat menjadi sebuah gerakan
besar dalam membantu pemerintah dalam permasalahan ekonomi masyarakat, termasuk
membantu masyarakat dan UMKM agar dapat lebih berdaya saing dalam era digitalisasi
ekonomi.

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Buton dapat diwujudkan melalui
pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam daerah,
terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Dengan potensi
yang besar dalam pengolahan kekayaan sumber daya alam, Buton memiliki peluang untuk
meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru
bagi masyarakat setempat. Pengembangan industri pengolahan ini tidak hanya memberikan
manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dengan memaksimalkan
pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ekonomi maritim, Buton memiliki akses langsung ke laut yang luas,
menjadikannya ideal untuk pengembangan sektor ini sebagai bagian dari strategi transformasi
ekonomi berkelanjutan. Dengan menjadikan Buton sebagai pusat minapolitan, yang berfokus
pada produksi dan pengolahan hasil perikanan, pemerintah daerah dapat mendorong
peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar global. Upaya ini akan diperkuat dengan
peningkatan fasilitas pelabuhan, pembangunan infrastruktur penunjang, dan penerapan
teknologi modern, yang semuanya mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang
berkelanjutan.

Selain sektor perikanan dan maritim, diversifikasi ekonomi di Buton melalui
pengembangan sektor pertambangan juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi
berkelanjutan. Potensi tambang aspal dan minyak bumi yang ada dapat dikelola dengan
pendekatan yang bertanggung jawab, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah
tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan pendekatan ini, Buton tidak hanya
akan menjadi pusat ekonomi yang dinamis, tetapi juga menjadi model pembangunan yang
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mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan bagi generasi
mendatang.

4. Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Optimalisasi pelayanan digital untuk publik menjadi prioritas bagi mereka yang ingin
memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat.
Optimalisasi pelayanan digital juga tidak hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga
tentang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui
langkah-langkah yang tepat, pemerintah dan lembaga publik dapat mencapai tujuan tersebut
dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih terhubung. Pelayanan yang
transparan, akuntabilitas, dan berkualitas menjadi harapan dan keinginan masyarakat yang
harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Dalam tersebut dibutuhkan
adanya perubahan atau transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk dapat memenuhi
harapan dari masyarakat.

Pada saat ini pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengotimalkan pelayanan
melalui platform digital yang mana nantinya dapat membantu dan mempermudah pelayanan
publik agar cepat dan tepat. Pelayanan digital juga dapat mengurangi interaksi langsung
antara petugas dan pelayanan publik sebagaimana dapat meminimalisir kecurangan ataupun
tindakan yang menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh daerah.

Pengoptimalan pelayanan publik di Kabupaten Buton pada setiap OPD yang mana
diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Buton dapat memberikan pelayanan digital kepada
masyarakat, sehingga infrastruktur IT di Kabupaten Buton sangat diperhatikan guna
mendukung tujan digitalisasi.

5. Dampak Media Sosial Dalam Mempengaruhi Pemikiran Generasi Muda

Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini.
Dengan cepatnya perkembangan teknologi, generasi muda semakin terhubung dengan
platform media sosial. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam
masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai
perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium). Hubungan sosial dan
segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi
sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku
diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif
seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan
secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti
munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola
perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma—norma yang ada.

Media sosial menjadi sarana pertukaran aspirasi baik politik maupun informasi secara
umum namun media sosial juga dapat menjadi dampak negative bagi pengunanya, guna
mengantisipasi dampak dari media sosial pemerintah Kabupaten Buton dapat menerapkan
sosialisasi maupun pendampingan yang mana dapat menjadi rencana jangka panjang
pengentasan permasalahan tersebut.

6. Stabilitas Ketahanan Pangan yang Berkesinambungan

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu.
Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi baik nasional maupun daerah yang
dapat meruntuhkan pemerintahan. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa
gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat
memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.
Untuk itulah, tidak salah apabila pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan
pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor.
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Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin
penting bagi Kabupaten Buton karena jumlah penduduknya yang semakin meningkat dengan
cakupan geografis yang luas dan tersebar membuat Kabupaten Buton memerlukan ketahanan
pangan yang kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Buton terus berupaya dalam rangka
stabilisasi pasokan dan harga murah dalam upaya pengendalian inflasi dalam kebutuhan
pangan, hal tersebut didasari dengan cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan pada
lahan-lahan pertanian sehingga mengakibatkan gagal panen.

7. Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas

Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan
di seluruh kawasan di Indonesia agar lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum
pertumbuhan wilayah. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan
pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah,
pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan.

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Dengan
pemerataan infrastruktur pembangunan diharapkan segala sektor dapat bertumbuh tidak
hanya sektor ekonomi saja. Seperti halnya sektor pendidikan dan kesehatan dapat merata di
seluruh wilayah.

Pemerataan infrastruktur Kabupaten Buton juga dapat diwujudkan melalui pemekaran
wilayah sebagai upaya untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan pemanfaatan sumber
daya lainnya. Pemekaran ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan yang
selama ini terjadi, dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah-daerah baru
untuk berkembang secara mandiri dan memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi
masyarakat. Melalui pembentukan kabupaten baru, pemerintah daerah dapat lebih fokus
pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih, yang
sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu,
pemekaran ini juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi lokal, baik di sektor
pertanian, perikanan, maupun pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial masyarakat Buton secara keseluruhan. Dengan arah pemantapan
infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buton

kedepannya dengan tercapainya pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan masyarakat daerah.
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BAB IV
VISI DAN MISI KABUPATEN BUTON

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, visi merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah. Seda ngkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi merupakan bagian
penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang dikarenakan visi
merupakan pengejawantahan dari cita-cita Kabupaten Buton di tahun 2045,

Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
memainkan peran kunci dalam menggarisbawahi arah serta tujuan pembangunan sebuah
daerah. Visi dalam RPJPD merupakan gambaran ideal dari keadaan masa depan yang
diharapkan oleh pemerintah daerah, menggambarkan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam
jangka panjang. Ini mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan
sosial, lingkungan yang berkelanjutan, serta nilai-nilai yang ingin dipromosikan dalam
pengembangan daerah.

Sementara misi dalam RPJPD menguraikan langkah-langkah konkret yang akan
diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Misi menjelaskan strategi, program, kebijakan, dan
tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna mencapai visi yang telah
ditetapkan. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga
masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program-program yang
mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Visi dan misi dalam RPJPD memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pemerintah
daerah dalam merumuskan kebijakan, alokasi sumber daya, serta mengarahkan kegiatan
pembangunan. Mereka menjadi landasan bagi setiap keputusan dan langkah yang diambil,
membantu memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung sesuai dengan tujuan
jangka panjang yang telah ditetapkan.

4.1. Visi Pembangunan Tahun 2025-2045

Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960%5,690" Lintang
Selatan dan 122,670%12,340° Bujur Timur. Secara luas, Kabupaten Buton memiliki luas
wilayah sebesar 1.648,04 Km?2. Penetapan strategi pembangunan daerah yang dirumuskan
secara efektif akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah.
Penetapan strategi pembangunan daerah merupakan proses penting dalam merumuskan
langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Ini melibatkan identifikasi langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah
daerah guna merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan di wilayah tersebut.

Strategi pembangunan daerah meliputi serangkaian kebijakan, program, serta aksi
yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan
kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur. Proses ini
melibatkan kajian mendalam terhadap potensi dan kebutuhan wilayah, serta melibatkan
berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, masyarakat, dan
akademisi.

Penetapan strategi pembangunan daerah memungkinkan pemerintah untuk fokus
pada inisiatif-inisiatif yang memprioritaskan kebutuhan utama wilayah. Ini melibatkan alokasi
sumber daya yang tepat, pelaksanaan program yang efektif, dan evaluasi berkala untuk
memastikan bahwa strategi tersebut terus relevan dan mampu mencapai hasil yang
diinginkan bagi pembangunan daerah.
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Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Buton diharapkan sejalan
dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Visi
pembangunan nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang Bersatu, berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini
berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan,
modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii)
perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi
nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang
diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Buton saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20
tahun mendatang dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan
jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Buton maka visi Kabupaten Buton adalah :

“TERWUJUDNYA KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, BERBUDAYA DAN
BERKELANJUTAN”

Gambar 4.1. Sinergitas RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJPD
Kabupaten Buton

IS:

/ :‘mmmm
2 Mewquckan vaskomasiskorc
; mm“mw m.:ﬂ hatangguunan diplomas
g' : mz:pw mmul.;m mul"w
&mwm
VISl RPJPD
KABUPATEN BUTON

TERWUJUDNYA KAWASAN
INDUSTRI YANG BERDAYA

SAING, MAJU, BERBUDAYA
DAN BERKELANJUTAN

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Visi "Terwujudnya Kawasan Industri yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya dan
Berkelanjutan" merupakan perwujudan dari semangat "Buton Berjaya". Visi ini mencakup
upaya menjadikan Buton sebagai pusat industri kompetitif yang mendorong kemajuan
ekonomi tanpa mengesampingkan identitas budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Dengan
fokus pada daya saing, kemajuan, pelestarian budaya, dan keberlanjutan, visi ini
menggambarkan aspirasi Buton untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan yang
berkelanjutan bagi masyarakatnya. Lebih jelasnya dapat tergambarkan pada deskripsi pokok
visi sebagai berikut:
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1. TERWUJUDNYA BUTON SEBAGA] KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, MAJU,
BERBUDAYA, DAN BERKELAJUTAN

Visi pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 hingga 2045 merupakan cakupan
dari aspirasi penduduk daerah Kabupaten Buton sebagaimana ditetapkan Kabupaten Buton
sebagai Kawasan Industri sebagai ultimate goal yang mana harus didukung dengan
perwujudan berdaya saing, maju, berbudaya, dan berkelanjutan.

Kabupaten Buton, dengan segala ragam keunggulannya, terus bertransformasi menjadi
kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Terletak strategis
di wilayah Indonesia Timur, Kabupaten Buton memiliki potensi besar di berbagai sektor
seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan. Potensi ini tidak
hanya menjadikan Buton sebagai daerah potensial, tetapi juga sebagai daerah yang mampu
mengembangkan dan memajukan perckonomiannya melalui pemanfaatan industri,
Pengolahan industri yang tepat dan terintegrasi dengan potensi lokal akan mengangkat
komoditas unggulan Kabupaten Buton ke level yang lebih tinggi.

Buton sebagai Kawasan Industri didorong dengan Buton berdaya saing, maju,
berbudaya dan berkelanjutan yang memiliki pola pikir progresif, menekankan pentingnya
mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi yang tidak hanya melihat potensi
alam sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan inovasi yang dapat
meningkatkan nilai tambah. Dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat Buton menerapkan
pola pikir inovatif, mulai dari pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan
pertambangan hingga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sehari-hari, Dukungan terhadap
pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi prioritas, memastikan setiap individu
memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menciptakan produk unggulan yang berdaya
saing tinggi di pasar global. Perwujudan ini dijalankan dengan mengedepankan nilai
kebudayaan Buton serta penyeimbangan ekosistem lingkungan. Kabupaten Buton sebagai
kawasan industri mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan
pelestarian budaya, menjadikannya sebagai daerah yang harmonis, dinamis, dan penuh
potensi untuk terus berkembang.

a) BERDAYA SAING

Aspek berdaya saing menjadi poin kritis dalam strategi pembangunan daerah karena
mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing secara ekonomi, sosial, dan inovatif
dalam skala lokal maupun global. Hal ini melibatkan beberapa dimensi penting yang
membentuk keunggulan suatu daerah, seperti industri pertambangan aspal Buton, yang telah
terkenal sebagai salah satunya aspal dengan kualitas unggul. Kawasan Buton yang masih
kental akan nilai-nilai budaya daerah, hingga kekayaan alam Buton menjadi potensi
keunggulan dalam pengembangan industri pariwisata Kabupaten Buton.

Aspek infrastruktur menjadi pondasi utama dalam membangun daya saing daerah.
Infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi, jaringan komunikasi, energi, serta
infrastruktur digital, menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas dan memperluas
aksesibilitas bagi warga dan pelaku ekonomi lokal.

Selanjutnya, investasi dalam sumber daya manusia juga merupakan elemen krusial
dalam membangun daya saing. Pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta
peningkatan kapasitas SDM yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar menjadi
prioritas untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif.

Disamping itu kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan inovasi
menjadi penentu dalam memperkuat daya saing. Regulasi yang kondusif bagi Industri, insentif
untuk investasi, serta dukungan terhadap industri lokal dan inovasi menjadi langkah penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing yang
berkesinambungan bagi suatu daerah.
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b) MAJU

Buton Maju mengartikan bahwa adanya peningkatan pendapatan per kapita melalui
akselerasi ekonomi dan infrastruktur dengan adanya peran masyarakat sebagai masyarakat
industri. Masyarakat industri Buton mampu berpikir secara industrialis, melihat peningkatan
infrastruktur sebagai langkah strategis yang membuka peluang investasi, memperluas
lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan serta mampu mengolah potensi ekonomi
unggulan Buton menjadi produk yang lebih bernilai. Dalam hal ini, pengembangan
infrastruktur vital memegang peran kunci dalam kemajuan Buton karena infrastruktur yang
efisien dan berkualitas merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Masyarakat berbudaya industri memahami pentingnya infrastruktur seperti transportasi yang
lancar, jaringan komunikasi yang handal, akses air bersih, dan penyediaan energi dalam
mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain dampak ekonomi, infrastruktur
vital juga meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap air bersih,
sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat ini aktif dalam pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur, selalu mencari cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan
terbuka terhadap teknologi baru. Dengan investasi dalam infrastruktur, tercipta ekosistem
yang mendukung inovasi dan keberlanjutan, membangun masyarakat dinamis, produktif, dan
kompetitif secara global, sehingga memacu kemajuan daerah menuju taraf yang lebih baik.
Khususnya di Kabupaten Buton, kemajuan daerah berarti peningkatan pendapatan per kapita
melalui industri pengolahan yang memanfaatkan sektor ekonomi unggulan, berlandaskan nilai
budaya, dan pola pikir masyarakat industri, yang secara sinergis mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c) BERBUDAYA

"Bolimo karo somanamo lipu, bolimo lipu somanamo adati, bolimo adati somanamo
agama” mencerminkan inti dari kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Buton, di mana
kesejahteraan masyarakat didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air, adat istiadat, dan
agama. Pada tahun 2045, diharapkan masyarakat Kabupaten Buton menjadi kelompok yang
berbudaya dengan nilai-nilai seperti semangat gotong royong yang tinggi, perilaku baik,
kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, serta penghargaan terhadap warisan tradisi,
kearifan lokal, dan budaya daerah. Masyarakat Kabupaten Buton diharapkan mampu
mempertahankan budaya mereka dengan menjaga, menghormati, dan mewariskan tradisi
serta nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemeliharaan budaya ini
adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya dan keberagaman
di tengah perubahan zaman.

Kehidupan sehari-hari di Kabupaten Buton akan mencerminkan nilai-nilai inklusi dan
toleransi, dengan masyarakat yang saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, baik
dalam menjaga tradisi maupun dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Komunitas di
Buton akan berkolaborasi untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional,
sambil memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pelestarian budaya. Di
Kabupaten Buton, kehidupan beragama berjalan dalam harmoni dan saling menghormati,
mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman masyarakat yang ada. Dengan populasi yang
terdiri dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan kepercayaan lokal,
Kabupaten Buton adalah contoh nyata dari toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
Diharapkan muncul dinamika masyarakat yang aktif dalam pelestarian budaya, termasuk
partisipasi dalam pertunjukan budaya, festival, dan upacara adat. Komunitas di Buton akan
berkolaborasi untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional dengan
melibatkan semua lapisan masyarakat. Mereka akan memelihara seni dan kriva tradisional
scbagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan kepada
pelaku seni dan budaya lokal sebagai bentuk resiliensi terhadap pengaruh globalisasi dan
digitalisasi yang kini telah membudaya. Dengan demikian, Kabupaten Buton akan terus maju
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sambil tetap mempertahankan jati diri budayanya, selaras dengan falsafah yang telah menjadi
panduan hidup masyarakatnya.

d) BERKELANJUTAN

Visi Buton Berkelanjutan menjadi hal yang penting selain merujuk pada suatu proses
dalam pembangunan wilayah demi kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat serta
dengan tetap memberikan perhatian terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar sekaligus
kualitas hidup secara umur demi generasi mendatang. Kabupaten Buton sebagai salah satu
wilayah penghasil tambang aspal alam di Indonesia, pembangunan yang berkelanjutan
menjadi hal krusial yang penting untuk dipertimbangkan dalam menciptakan pembangunan
industri pertambangan yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan,
pencegahan kebencanaan hingga penerapan teknologi inovatif yang ramah lingkungan.

Aspek infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pondasi utama dalam
mewujudkan pembangunan wilayah yang berdaya saing. Sarana dan prasarana yang memadai,
jaringan energi, komunikasi, hingga infrastruktur digital menjadi kunci meningkatkan
konektivitas dan memperluas aksesbilitas antara masyarakat dan pelaku ekonomi dengan
memperhatikan unsur unsur lingkungan. Selain itu memperhatikan aspek mitigasi risiko dan
dampak bencana dalam membangun infrastruktur keberlanjutan.

Kabupaten Buton dalam mengintegrasikan kawasan Industri terutama sektor industri
serta berbudaya, pada visi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara
kemajuan industri dan pelestarian budaya lokal. Pengembangan industri yang berkelanjutan
diperlukan pertimbangan terhadap pelestarian lingkungan dan nilai budaya serta
memberdayakan masyarakat lokal. Melalui optimalisasi potensi keunggulan, Kabupaten Buton
akan mencapai masyarakat industri yang maju dan sejahtera dengan tetap mempertahankan
dan mengenalkan kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah, sehingga akan
menciptakan perekonomian wilayah Kabupaten Buton yang kuat, inklusif dan berkelanjutan
serta berdaya saing, yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Buton.

Visi, misi dan arah kebijakan Kabupaten/Kota harus mengacu pada visi, misi dan arah
kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi
pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton dapat melihat tabel
berikut:

Tabel 4.1. Persandingan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

VISI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

VISI NASIONAL VISI KABUPATEN BUTON

NEGARA KESATUAN REPUBLIK TERWUJUDNYA BUTON

TERWUJUDNYA SULAWESI SEBAGAI KAWASAN
R RRDL VANG BERSATU, | 1»NGGARA BERDAYASAING, | INDUSIRI TANG SERDATA
S Ak e MAJU, DAN BERKELANJUTAN | SAING, MAJU, BERBUDAYA,
DAN BERKELANJUTAN

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur
keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025-2045 merupakan
perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Buton. Visi tersebut
bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Buton yang berlandaskan industri dan nilai budaya.
Ketercapaian Visi Kabupaten Buton dilihat dari sudut pandang Penataan Ruang, Daya
Dukung dan Daya Tampung Spasial, Dengan melihat permasalahan, isu strategis, serta
harapan Masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi
Kabupaten Buton sebagai berikut :
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Gambar 4.2.
Keterkaitan Pokok Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Buton

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI YANG
BERDAYA SAING, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN

= 3 . o

BERDAY A SAING INDUSTR MAJU BERKELANJUTAN
ningkatnya Penurunan Emisi GRK Menuju
Peningkatan Daya Saing Peningkatan Me y
Sumber Doyo Manusia Pendapatan per kapita pendapatan per kapita Net Zero Emission
. . * PDRE par capita
neeks Pembangunan Manutio - Kontribus: PDRE « Incleks Ekon Biru (2E1) * Penurunan Intensitas Emisi
Penurunan Tingkat RN st = Kontribusi PDRB Kategor GRK (%)
Kemiskinan dan Pengolahon Pertonian Kehutanon dan « Indeks Kualitos Lingkungan
Ketimpangan Perikanan Hidup
= Tirgkat Kemiskinon * Kontribusi PDRB Kategori
- Gini Ratio Inclustri Pengoiahan
» Kontridusi PORE Kabupaten Daya Saing Daerah
Buton Terhadap Provins Meningkat
Sulawesi Tonggara *+ Indeks Daya Saing Doerah
* Pertumbuhan Ekonormi + Indeks Inovas Doeroh

Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Kesatuan
Republik Inodnesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta konsep arah
pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045 yaitu "Terwujudnya Sulawesi
Tenggara Yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan” dan sinergitas visi jangka panjang,
maka dalam perumusan visi serta sasaran visi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dibuat
persandingan antara sasaran serta indikator visi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dengan
sasaran visi nasional dan visis provinsi yaitu sebagai berikut :
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4.2. Misi Pembangunan Tahun 2025-2045

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Tujuan akhir Kabupaten Buton yang diharapkan pada tahun 2045 sebagai bagian dari
visi pembangunan, perlu mengatur langkah umum yang perlu diambil dalam menetapkan misi
sehingga mampu mewujudkan visi daerah yang telah disusun. Selanjutnya, dalam rangka
merealisasikan Visi Kabupaten Buton antara tahun 2025-2045, ditetapkanlah Misi
Pembangunan Kabupaten Buton.

Rumusan Misi dalam dokumen RPJPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-
faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun
untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai
perwujudan visi. Perumusan Misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang
memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan
program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kepuasan masing-
masing segmen masyarakat pengguna layanan (customer perspective), bagaimana barang/jasa
disiapkan dan diberikan dalam berbagai aktivitas pembangunan (infernal process perspective),
aktivitas dan investasi apa pada sumber daya manusia, sistem/kebijakan, dan pemanfaatan
teknologi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan seluruh proses birokrasi (learning
and growth perspective); dan bagaimana dana publik dapat terus ditingkatkan kapasitasnya
serta efektivitas/efisiensi penggunaannya (financial perpective).

Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 (delapan) Misi
(Agenda) Pembangunan 2045, terdiri atas : (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi;
dan (iii) Transformasi Tata Kelola, yang ditopang oleh 2 {dua) agenda landasan Transformasi,
yaitu : (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan
Sosial dan Ekologi, yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda
Kerangka Impelementasi Transformasi, yaitu (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan, (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii)
Kesinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan itu, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Buton Tahun 2045 yang telah
diselaraskan dengan Visi Indonesai Emas 2045 dan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara,
ditetapkan pula 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2045,
sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan Sosial

Misi pembangunan Kabupaten Buton dalam mewujudkan transformasi sosial menuju
Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul dalam berdaya saing serta berkeadilan sosial
merupakan cerminan dari adanya peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Dalam hal misi
ini merupakan bagian dari wujud misi nasional menuju Transformasi Indonesia. Peningkatan
kualitas dan kuantitas dari individu sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional.
Tujuan misi ini dalam upaya menciptakan potensi sumber daya manusia yang cerdas, sehat,
kreatif, ungggul dan berdaya saing serta handal dalam bidang keilmuan masing-masing.
Selain itu, dalam misi ini juga bertujuan dalam hal transformasi pembangunan ekonomi dan
berkelanjutan melalui pembangunan kualitas sosial masyarakat yang berdaya saing dan
berkeadilan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana
individu-individunya tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga memiliki kesadaran sosial,
etika kerja yang kuat, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan multikultural.

Pada Misi ini menguraikan tanggung jawab untuk melahirkan sumber daya manusia
yang unggul dari segi kompetensi dan moralitas. Melalui kompetensi dari Pendidikan,
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pelatihan, dan pembinaan budaya lokal menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan misi ini.
Dengan mengintegrasikan pembangunan melalui penguatan prestasi atau keahlian sebagai
potensi, diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam
pekerjaannya, namun memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang mewarnai
kehidupan di masyarakat. Melalui misi ini tidak hanya tentang pencapaian individu,
melainkan juga tentang kontribusi nyata secara keseluruhan untuk keberlangsungan dan
kemajuan di masyarakat.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif, dan Adaptif

Misi pembangunan daerah Kabupaten Buton dalam mencapai tingkat ekonomi yang
efektif tidak hanya perlu melihat dari pertumbuhan tingkat nilai ekonomi wilayah melainkan
juga memperhatikan bagaimana keberlangsunganya. Konsep dari Transformasi Ekonomi
menjadi dasar yang telah diadopsi dari konsep nasional yang diharap untuk dapat
diimplementasikan di seluruh wilayah dalam rangka menuju Transformasi Indonesia.

Kabupaten Buton dalam upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi yvang efektif,
Sumber Daya Alam menjadi salah satu aset ekonomi yang diandalkan dalam menaikan nilai
ekonomi wilayah, sehingga dalam perwujudan pertumbuhan perekonomian menjadi sangat
penting untuk memperhatikan keberlangsungan pelestarian terhadap lingkungan. Salah satu
upaya transformasi ckonomi berkelanjutan dengan pengembangan potensi wilayah
Kabupaten Buton adalah melalui Konsep Minapolitan. Konsep minapolitan di Kabupaten
Buton merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan daerah pesisir yang berfokus
pada pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara terintegrasi. Konsep ini
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan
sumber daya kelautan yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan
kualitas hidup.

Secara umum, konsep minapolitan memiliki beberapa elemen kunci :

1. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan,
cold storage, dan fasilitas pengolahan hasil laut untuk mendukung aktivitas perikanan.

2. Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan pelatihan dan akses ke teknologi terbaru untuk
nelayan dan masyarakat pesisir agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan
produktivitas mereka.

3. Konservasi Sumber Daya: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan sumber
daya laut yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak
merusak ekosistem laut dan stok ikan tetap terjaga.

4. Penguatan Kelembagaan: Membangun kelembagaan yang efektif di tingkat lokal untuk
mengelola sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk meningkatkan koordinasi
antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

5. Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor ekonomi lain yang terkait dengan
perikanan, seperti pariwisata bahari dan budidaya laut, untuk mengurangi
ketergantungan pada perikanan tangkap saja.

6. Peningkatan Akses Pasar: Memperbaiki sistem pemasaran hasil laut agar nelayan dan
pelaku usaha perikanan dapat memperoleh harga yang lebih baik dan akses pasar yang
lebih luas.

Penerapan konsep minapolitan ini dapat diharapkan membantu dalam memanfaatkan
potensi laut dan perikanan yang melimpah di wilayah tersebut, serta mengatasi berbagai
tantangan yang dihadapi oleh komunitas pesisir. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton
dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan dalam mengelola dan mengembangkan sektor
perikanannya.

Selain itu, untuk meningkatkan transformasi ekonomi melalui konsep minapolitan
diperlukan pengembangan infrastruktur daerah untuk mendukung hilirisasi industri baik di
sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, maupun pariwisata. Di Kabupaten
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Buton, hilirisasi pengelolaan sumber daya alam bukan hanya sebuah strategi pembangunan,
melainkan sebuah revolusi yang mengubah cara kita memandang dan memanfaatkan
kekayaan alam yang melimpah di wilayah ini. Kabupaten Buton, yang terletak di Provinsi
Sulawesi Tenggara, dikenal dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa, baik itu
dalam sektor pertambangan, perikanan, maupun pertanian. Namun, selama ini, potensi
tersebut sering kali hanya dieksploitasi pada tahap awal tanpa adanya pengolahan lebih lanjut,
yang mengakibatkan nilai tambah yang rendah dan ketergantungan pada hasil jual bahan
mentah.

Konsep hilirisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan
mentah melalui pengolahan dan pemanfaatan lebih lanjut, kini menjadi fokus utama dalam
pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Buton. Ini bukan sekadar perubahan dalam
teknik produksi, melainkan sebuah pendekatan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan
masyarakat setempat. Beberapa manfaat yang didapat dengan adanya hilirisasi industri
antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Hilirisasi juga berarti memberdayakan masyarakat lokal agar dapat berperan aktif
dalam proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui pelatihan dan
pendidikan, masyarakat di Kabupaten Buton belajar cara-cara baru dalam pengolahan dan
pemasaran produk, baik di sektor perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Dengan
kemampuan baru ini, mereka tidak hanya menjadi bagian dari rantai nilai tambabh, tetapi juga
mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan stabil.

2. Diversifikasi Ekonomi dan Peningkatan Akses Pasar

Dengan hilirisasi, Kabupaten Buton tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi,
tetapi memperluas dan mendiversifikasi peluang ekonomi. Produk olahan dari sektor
perikanan, seperti makanan laut kemasan dan suplemen kesehatan, dapat menembus pasar
internasional. Demikian juga, produk-produk pertambangan olahan seperti nikel atau
tembaga siap jual dengan nilai tambah yang lebih tinggi ke pasar global, membuka
kesempatan bagi investasi lebih lanjut dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Sinergi Antar-Sektor

Hilirisasi di Kabupaten Buton juga mendorong sinergi antar-sektor. Misalnya, produk
olahan dari sektor pertanian dapat digunakan dalam industri makanan, sementara hasil
olahan perikanan dapat dimanfaatkan dalam industri kuliner dan kesehatan. Sinergi ini
menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan memperkuat, memaksimalkan
potensi sumber daya alam yang ada.

Dengan pendekatan hilirisasi, Kabupaten Buton bergerak menuju masa depan yang
lebih cerah dan berkelanjutan. Tidak hanya akan menghasilkan produk dengan nilai tambah
yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan
lingkungan, dan memperkuat perekonomian daerah. Inilah era baru bagi Kabupaten Buton, di
mana kekayaan alam bukan hanya sebuah sumber daya, tetapi juga kekuatan pendorong
untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, misi tersebut akan mendukung
berbagai inisiatif yang memacu pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini
mencakup pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi, integrasi teknologi
dalam meningkatkan produktivitas, dan peningkatan ketahanan ekonomi dalam menghadapi
perubahan pasar global. Dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang adaptif, misi ini
diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan
masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan.
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3. Mewnjudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder sebagai pemegang peranan sentral yang
penting demi keberlangsungan suatu wilayah. Terwujudkan keamanan wilayah, demokrasi
yang berkualitas dan stabilitas ekonomi secara makro di daerah merupakan wujud dari
baiknya tata kelola pemerintahan wilayah dalam mewujudkan pembangunan regulasi yang
secara adaptif dan berintegrasi. Mewujudkan transformasi wilayah dalam tata kelola
pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat dalam memastikan efektivitas, efisiensi,
dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Lingkungan pemerintakan yang sehat
merupakan cerminan dari wujud baiknya tata kelola pemerintahan suatu wilayah. Perlunya
langkah tepat dan strategis untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan,
meningkatkan transparansi, memperbaiki akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta
meningkatkan koordinasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tentu
berindepensi pada keberlangsungan yang positif tanpa ada yang dirugikan.

Kabupaten Buton melalui misi ini, berupaya bersama pemerintah, lembaga hukum,
dan masyarakat mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan
memperhatian kualitas dari kapasitas birokrasi serta perbaikan terhadap sistem regulasi
hingga mengedukasi di masyarakat betapa pentingnya aturan dan kewajiban dalam upaya
membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian mewujudkan transformasi
tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tujuan pemerintah melainkan
menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan masyarakat yang maju dan sejahtera secara
menyeluruh.

Di era modern ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan diharapkan menjadi lebih
fleksibel dan adaptif atau agile government. Konsep "Agile Government' adalah penerapan
prinsip-prinsip agile dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan. Tujuan utamanya
adalah untuk meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan inovasi dalam layanan publik
dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif. Konsep ini diadopsi dari metodologi agile yang
awalnya dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, yang menekankan pada
kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan. Penerapan agile government dapat dilakukan
melalui:

1. Penyederhanaan Proses: Mengurangi birokrasi dan membuat proses pengambilan
keputusan lebih efisien untuk merespons perubahan dengan lebih cepat.

2. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik
dan memudahkan akses informasi bagi warga negara.

3. Peningkatan Kemampuan Tim: Melatih pegawai pemerintah dalam keterampilan agile
dan manajemen perubahan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip agile.

4. Pemantauan dan Evaluasi: Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang
berkelanjutan untuk memastikan bahwa inisiatif pemerintah memenuhi tujuan yang
ditetapkan dan dapat diadaptasi jika diperlukan.

S. Keterlibatan Masyarakat: Menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk
memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dan layanan yang diberikan.

Dengan penerapan konsep agile government diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan Kabupaten Buton dan mempercepat proses pembangunan.

4. Mewujudkan Keamanan Wilayah, Demokrasi yang Berkualitas, dan Stabilitas
Ekonomi Makro Daerah

Misi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat perlu menegakan supremasi hukum dengan baik sehingga tercipta
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas.

Pada misi ini menjelaskan komitmen dalam menciptakan digitalisasi sistem penegakan
hukum yang modern sekaligus peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM),
penegakan hukum yang berintegrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan,
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paritisipasi masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat cerdas dan berakarakter schingga
mewujudkan keamanan, ketertiban, dan mengurangi tingkat kriminalitas wilayah. Selain itu
meningkatkan kapasitas fiskal wilayah dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dan
retibusi daerah, aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan transfer ke daerah.
Dengan demikian selaras dengan landasan transformasi hal ini akan menghasilkan keamanan
wilayah, demokrasi yang berkualitas di masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi
makro yang baik bagi wilayah.

S. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pada misi mewujudkan ketahanan sosial budaya sekaligus ekologi wilayah, pemerintah
Kabupaten Buton bertanggung jawab dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang
berperan aktif dalam proses pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan
kesejahteraan sosial menyeluruh dengan dapat melibatkan pengembangan keterampilan,
kapasitas serta pemberian sumber daya yang mendukung kemandirian masyarakat. Upaya
pelestarian terhadap warisan budaya serta pengakuan pluralisme dan keberagaman budaya
Indonesia di masyarakat dapat melalui program-program yang mendukung melalui edukasi,
promosi antarbudaya, pemeliharaan situs sejarah hingga dukungan terhadap praktik budaya
tradisional sebagai upaya melestarikan sekaligus menghargai kekayaan keunikan budaya.
Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memprioritaskan
upaya pemulihan konservasi ekosistem alam melalui langkah-langkah kongkrit dalam
implementasianya yang mencakup penerapan praktik pertanian berkelanjutan, pengurangan
emisi gas rumah kaca, rehabilitasi lahan degradasi, serta perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan sehat berkelanjutan
dengan mendukung ketahanan ekologi Jjangka panjang wilayah.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahah yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui
pemenuhan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan mencakup
langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua wilayah di kabupaten tersebut mengalami
pertumbuhan dan kemajuan yang seimbang. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang adil,
pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan listrik, serta
pemberdayaan ckonomi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan
program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan
masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Dengan
cara ini, Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
memastikan bahwa semua warganya dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara
merata dan berkelanjutan.

Misi pembangunan Kabupaten Buton dalam mencapai peningkatan kesejahteraan di
masyarakat secara merata dan berkeadilan dalam pembangunan merupakan penerjemahan
dari transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik serta landasan transformasi
sebagai pelengkap dalam menunjukkan keseriusan menciptakan implementasi transformasi
yang positif bagi masyarakat.

Dalam misi ini, mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan secara adil di masyarakat
tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perekonomian semata, akan tetapi juga
memeperhatikan penanganan terhadap kesetaraan sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton berkomitmen dan bertanggung jawab dalam memastikan hasil dari
pemerataan pembangunan wilayah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara
berkeadilan tanpa ada daerah yang tertinggal atau tidak terjangkau pemerataan
pembangunan wilayah.
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7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Menciptakan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kebutuhan masyarakat saat ini
melainkan juga fokus terhadap menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan
kontribusi secara positif bagi ekosistem. Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas
dengan mengedepankan keramahan terhadap lingkungan dibutuhkan perencanaan,
pengaturan dan penangan yang tepat agar memberikan manfaat jangka panjang dan
meminimalkan dampak dari adanya sebuah implementasi transfromasi.

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui
peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan
perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik mengacu pada upaya untuk membangun
infrastruktur yang memadai sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini
mencakup pengembangan jaringan transportasi yang efisien dan berkelanjutan, perencanaan
kota yang berbasis pada prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta peningkatan akses terhadap
layanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Pengelolaan sampah juga menjadi
salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas
dan ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan kawasan perekonomian yang berkelanjutan
juga menjadi fokus, dengan memperhatikan penggunaan lahan yang bijaksana dan
penggunaan energi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat
memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat dan menjaga Kkeberlanjutan lingkungan
untuk generasi mendatang,

Pemerintah daerah Kabupaten Buton pada misi ini, berkomitmen terhadap seluruh
pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di
seluruh daerah Kabupaten Buton. Melalui pengembangan sarana dan prasarana berfokus
pada standar kualitas yang baik pada semua elemen infrastruktur yang diperlukan termasuk
menyediakan aksesbilitas yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat hingga
penyandang disabilitas. Penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi hal yang juga perlu
diterapkan melalui inovasi tentunya dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan
memperhatikan penggunaan energi terbarukan untuk keberlanjutan sebagai aspek penting
menciptakan prasarana yang tidak hanya efisien tetapi juga bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Selain itu pengelolaan risiko lingkungan serta edukasi terhadap kesadaran
lingkungan di masyarakat agar mampu menjadi pendorong pembangunan yang berkelanjutan
dan mewujudkan dampak manfaat yang baik bagi generasi saat ini dan masa depan
Kabupaten Buton.

8. Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan

Pembangunan wilayah yang baik tercipta dari adanya koordinasi yang efektif antara
berbagai sektor dan pemangku kepentingan serta memastikan segala upaya pembangunan
yang dilakukan bersifat berkelanjutan. Pada implementasi sebuah transformasi dalam
mewujudkan sinergitas dan kesinambungan suatu pembangunan tentu partisipasi atau
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hal yang perlu diperhatikan
selain sektor dan pemangku kepentingan di suatu wilayah pembangunan.

Menciptakan sinergitas dan kesinambungan dalam pembangungan agar terwujud
secara optimal membutuhkan strategi atau langkah-langkah yang tepat. Pada misi ini,
Pemerintah Kabupaten Buton bertanggung jawab atas upaya perwujudan misi ini.
Pengembangan kerjasama dan sinergitas dalam bentuk strategi kemitraan yang menekankan
pentingnya membentuk kemitraan strategis antar pemerintah, swasta, masyarakat sipil hingga
lembaga internasional mencakup pembentukan mekanisme komunikasi yang baik untuk
mencapai kerjasama yang kuat termanfaatkan secara optimal dan pembangungan lebih efektif
dan efisien. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan tidak kalah pentingnya dalam
pemantauan lingkungan dan sosial yang efektif untuk mengukur dampak pembangunan
terhadap lingkungan dan masyarakat agar tercipta kesinambungan pembangunan.
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Penyelarasan terhadap program dan proyek pembangunan serta peningkatan kapasitas
institusi lembaga yang terlibat dalam pembangunan agar dapat mencapai hasil pembangunan
yang lebih berkelanjutan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan menciptakan dampak
positif jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat dari terwujudnya sinergitas dan
kesinambungan pembangunan wilayah secara optimal.

Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton,
Perumusan misi Kabupaten Buton mempedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan
dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta misi RPJPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045.
Sandingan penyelarasan Misi Nasional, provinsi dan Kabupaten Buton dapat dilihat pada
tabel berikut:

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 | IV- 14



ST -Al | SvOZ-szoz unye], uoing ustednqey qdrdy

ueunFuequod veSunquenisoy
uep sejrdurs uespnnmap

uefunSuequag weSunqueursoy

uveungduequad uedunquieuIsay

uedunyaul|
yewel uep sejenyraq Sued
euereserd wep eweres uesipninmap

uegunyaur]
Jewey uep sejpenyiag Sued
eURIESRIJ UWEP BURIES UBNPNIMMON

ueduny3ul] yewes uep selenyaq
SueA euereseid uep euereg

ue[Ipeaziaq
uep ejeromr Jues meyelermoy
ueunduwequad ueypnmmap

yele[imIeluy SBIIAINaUOY
duefunuayg Inpnuiseyu] weunSuequag
ueejRIdWYg Ueypnimmop

UB[IPEI3I3Q UBp BJRIIUI
duef ueyedle[may ueunguequiad

ISBULIOJSUBL ],
1Isejuawafduug

- dojoqg wep elepng
[ersog meuRyelay UBMpPnnMmapn

1dojoqg uep edepng
[ersog uenmeyejay ueNdRjUBLWIIN

130[032
uep BABpN(Q [BISOS UBURBYRIIY

YBI9B(] onej [urounoy sejfrqeis
uep ‘sejenyjisg Fued rserjomaqg
‘Uede[im ueueuresy uespnmmap

JEBIJE(] ORI IIOTONF
SejHIqels uep [eisue)sqng [serjowmad
‘ynddue], yeroe( UBUBWEDY

ersauopu] veurdwriwraday]
uep sejiqels ‘wnny isewaidng

ISBUIOIJSUBI],
uesepuer]

Hreq
dueA uByeIULISW NMUIN B[O[dY
BB ] [SBULIOJSURL]L, UBNPN[MMIN

Jneaou]
uep jndepy Sued wegejupzomag
B[O[3Y ®je] [semiojsuel], UL pnnmapy

B[O[3Y BIE) ISBULIOJSURL],

ueinfuerasag uep isnpuj

jndepy uep jynpoid ‘ynqung, Fues dued rwouosy ueunguequiad INePW BIS2UOPU]
[WOUONH Jseuriojsuer] uespninmapn jmouoNy ysewmioyswexr], ueypninmap TIOUO0Yd ISBULIOJSUBI], ISBULIOJSURL ],
aureg BABpIag
[BISOS UB[IpEadIag uep Fureg uep ‘ndupn ‘neary ‘yeyss ‘sepra)
eAepiag Sued jeyereise nnuap Sued eisnuep weunduequiad mreew
[eIsog IsemIojsueL], Uy pPnmman [ersog [semrroysuer], uepnimmop [BISOS ISBULIOJSUBI],
S L4 £

SP0Z-ST0Z unye], uoing usjednqey wep ‘erefBusy, ;someqng jsuraoig ‘Teuorsey sty weSurpuesiog

‘€ 1°qe]

= [




BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah merujuk pada panduan
strategis yang menjadi landasan untuk mengarahkan pertumbuhan dan kemajuan suatu
wilayah. Hal ini mencakup visi, misi, dan tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan,
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan di suatu daerah. Sasaran pokoknya sering kali meliputi peningkatan
kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan
pembangunan, peningkatan akses terhadap layanan publik, serta pelestarian lingkungan.
Arah kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan
program-program, anggaran, dan kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pencapaian misi pembangunan jangka panjang daerah, dibutuhkan arah
kebijakan yang merupakan tahapan-tahapan bagaimana misi tersebut akan dilaksanakan.
Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan arah kebijakan tersebut dibagi menjadi 4 (empat)
tahapan, yaitu :

a] Arah Kebijakan Periode 2025-2029
b) Arah Kebijakan Periode 2030-2034
c] Arah Kebijakan Periode 2035-2040
d) Arah Kebijakan Periode 2041-2045

Selanjutnya araj kebijakan tersebut dilaksanakan secara periodik lima tahunan yang
nantinya akan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap pelaksanaan pembangunan jangka
menengah daerah. Adapun

Arah kebijakan yang disusun dalam periode lima tahunan memiliki tema
pembangunan dengan fokus yang berbeda. Namun, setiap fokus dan tema pembangunan
memiliki keterkaitan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan
jangka panjang Kabupaten Buton. Fokus dan tema setiap tahapan pembangunan disusun
agar kepala daerah memahami fokus permasalahan yang harus diselesaikan setiap periodenya.
Tema pembangunan Kabupaten Buton terbagi menjadi empat tahap yang dijabarkan sebagai
berikut ;
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Gambar 5.1.
Tema Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

TAHAP | TAHAP I TAHAP 1l TAHAP IV
2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045
PEMENUHAN EXONOMI PENGUATAN MUTU SDM PEMBANGUNAN MEWUJUDKAN
BERKELANJUTAN DALAM YANG UNGGUL DAN INFRASTRUKTUR YANG KESEJAHTERAAN
PENGEMBANGAN BERBUDAYA DIDUKUNG BERKELANJUTAN SEBAGAI MASYARAKAT YANG
PEREKONOMIAN SEKTOR TATA KELOLA UPAYA EKSPANSI BERKEADILAN $SOSIAL
UNGGULAN PEMERINTAHAN YANG BAIK KAPASITAS PEMBANGUNAN

Pada tahap pertama, Kabupaten Buton memiliki tema pembangunan yang berfokus
pada Penguatan Fondasi Transformasi : Pemenuhan ekonomi berkelanjutan dalam
pengembangan perekonomian sektor unggulan. Tahap kedua pembangunan Kabupaten
Buton memiliki fokus pembangunan pada Akselerasi Transformasi : Penguatan mutu SDM
yang unggul dan berbudaya didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini
dilakukan untuk memperkuat dasar dari mutu sumber daya manusia suatu daerah dalam
skala yang lebih luas melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan mutu SDM yang
unggul dan berbudaya melibatkan langkah-langkah untuk memperkuat aspek pendukung
untuk mencapai hasil tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton yang baik yang telah
direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Buton
berjalan dengan efektif dan efisien. Tahap ketiga pembangunan Kabupaten Buton memiliki
fokus untuk Ekspansi Pembangunan: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
sebagai upaya ekspansi kapasitas pembangunan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan
kapasitas masyarakat dan perekonomian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten
Buton. Serta, pada tahap keempat (tahap akhir) pembangunan jangka panjang Kabupaten
Buton difokuskan pada Perwujudan Buton Berjaya: Mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadlian sosial. Integrasi ketercapaian transformasi sosial, ekonomi,
dan tata kelola dapat mendorong perwujudan Kabupaten Buton yang sejahtera.

Dalam mewujudkan tema dan fokus setiap tahapan, Kabupaten Buton membutuhkan
arah kebijakan serta sasaran pokok yang dapat membantu pembangunan menjadi lebih
optimal, efektif, dan efisien. Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam dokumen jangka
panjang menjadi pedoman bagi setiap Kepala Daerah untuk menelaah kebijakan yang perlu
diambil dalam menyukseskan ketercapaian indikator kinerja dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang
bagaimana upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJP dengan efektif dan
efisien. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar
rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada tahapan periode pembangunan daerah.
Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman untuk mengarahkan
strategi dan implementasi perencanaan pembangunan agar lebih bersinergi dan
berkesinambungan dalam mencapai target sasaran jangka panjang. Dengan demikian
diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah
kebijakan Kabupaten Buton dalam RPJPD Tahun 2025-2045 merasionalkan pilihan strategi
sehingga memiliki fokus sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau
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tema setiap tahun selama periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Buton yang telah dirumuskan, yaitu Terwujudnya Buton Sebagai
Kawasan Industri yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan, mengandung
harapan masyarakat Kabupaten Buton selama dua puluh tahun yang akan datang. Visi yang
telah dirumuskan merupakan hasil diskusi Pemerintah Kabupaten Buton melalui penjaringan
aspirasi masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Buton. Melalui hasil penjaringan aspirasi dan diskusi tersebut, dapat pula dirumuskan misi
untuk dapat mewujudkan visi Kabupaten Buton. Sebagai indikator tercapainya visi dan misi
Kabupaten Buton dalam pembangunan daerah dua puluh tahun mendatang dirumuskan arah
kebijakan yang telah disesuaikan dengan tema dan fokus pembangunan setiap periode lima
tahunan, antara lain sebagai berikut :

5.1.1. Periode I {2025-2029) : Penguatan Fondasi Transformasi: “Pemenuhan
Ekonomi Berkelanjutan Dalam Pengembangan Perekonomian Sektor Unggulan”

A. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan Sosial

Transformasi sosial menuju masayarakat yang berdaya saing dan berkeadilan di
Kabupaten Buton diwujudkan melalui tersedianya layanan dan akses untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkmalitas memiliki
pengetahuan, keterampilan, cerdas, sehat, serta akhlak yang baik. Hal ini dilakukan untuk
menciptakan inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Buton.

Selain itu, arah kebijakan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing
dan berkeadlian sosial diarahkan pada pengentasan kemiskinan menuju masyarakat
sejahtera dan berkeadilan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong
kesejahteraan masyarakat secara merata. Ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan
akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemberdayaan ekonomi
melalui program-program pelatihan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah, serta
pembangunan infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai.
Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pembangunan sosial yang
berkelanjutan, dimana seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dalam pembangunan ekonomi dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan
layanan publik. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton berupaya untuk menciptakan
masyarakat yang lebih berdaya saing, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Pada
tahap pertama, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton diproyeksikan mencapai
71,04, Tingkat kemiskinan mencapai 11,47 dan Rasio gini sebesar 0,308.

B. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif dan Adaptif

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif, dan adaptif di Kabupaten
Buton dengan pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan Sumber
Daya Alam (SDA) memerlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Kabupaten Buton
memiliki potensi SDA yang melimpah, seperti potensi perikanan tangkap, pertanian,
perkebunan, pariwisata serta potensi tambang. Pendekatan yang tepat adalah mengelola
sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan pemanfaatan SDA
tersebut. Misalnya, sektor perikanan dapat ditingkatkan melalui pengembangan perikanan
tangkap dan budidaya ikan yang berkelanjutan atau pengelolaan sumber daya laut yang
bijaksana. Di sektor pertanian dan perkebunan, inovasi dalam penggunaan teknologi dan
praktik pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk
lokal. Sementara itu, pengembangan sektor pariwisata berbasis keindahan alam dan budaya
lokal juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan, dan hilirisasi sektor
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pertambangan. Langkah-langkah ini harus disertai dengan penguatan infrastruktur,
pendidikan, pelatihan, serta dukungan kelembagaan untuk memastikan bahwa
pengembangan ekonomi berbasis SDA memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi
masyarakat lokal sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini,
Kabupaten Buton dapat memaksimalkan potensi ekonomi lokalnya, menciptakan lapangan
kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, arah kebijakan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif, dan adaptif
di Kabupaten Buton yang diarahkan pada pengembangan ekonomi unggulan daerah
berbasis inovasi hijau dan tekmologi bersih menckankan pada pemanfaatan inovasi dan
teknologi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber
daya alam secara bijaksana dan memperkenalkan teknologi bersih untuk mengurangi dampak
lingkungan. Contoh langkah-langkah yang mungkin dilakukan termasuk investasi dalam
pertanian organik, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya atau energi angin,
dan promosi industri kreatif yang ramah lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Buton
berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing ekonomi lokal,
dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Pada tahap pertama,
target indikator utama pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi 4,11; PDRB per
kapita 48,27 dan Tingkat pengangguran terbuka 2,34,

C. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan berorientasi pelayanan
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penerapan
praktik tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas dan integritas pegawai pemerintah, serta
penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan
publik. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat ditekankan. Dengan demikian,
Kabupaten Buton berupaya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan,
efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahap pertama, target Indeks
reformasi birokrasi yaitu 66,88.

D. Mewujudkan Keamanan Wilayah, Demokrasi yang Berkualitas, dan Stabilitas
Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi
makro daerah Kabupaten Buton melalui meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman,
damai, dan demokratis adalah prioritas penting. Hal ini mencakup peningkatan kerjasama
antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat
keamanan serta memastikan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penguatan lembaga-
lembaga demokratis dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan penting
untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan menciptakan kondisi yang aman, damai, dan demokratis, Kabupaten Buton dapat
meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan,

E. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton melalui

pemenuhan pembangunan sosial budaya masyarakat berwawasan lingkungan hidup dan
tahan bencana dengan melibatkan upaya-upaya untuk memperkuat kesadaran akan
pentingnya keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Hal ini mencakup promosi
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budaya lokal yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, serta pendidikan lingkungan
untuk mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Selain itu, penting untuk membangun
infrastruktur tahan bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespons dan
menghadapi bencana alam. Dengan cara ini, Kabupaten Buton dapat meningkatkan
ketahanan masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana, sambil
memelihara dan memperkaya kekayaan budaya dan ekologi lokal.

F. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui
pemenuhan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan mencakup
langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua wilayah di kabupaten tersebut mengalami
pertumbuhan dan kemajuan yang seimbang. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang adil,
pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan listrik, serta
pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan
program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan
masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Dengan
cara ini, Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
memastikan bahwa semua warganya dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara
merata dan berkelanjutan.

G. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui
peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan
perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik mengacu pada upaya untuk membangun
infrastruktur yang memadai sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini
mencakup pengembangan jaringan transportasi yang efisien dan berkelanjutan, perencanaan
kota yang berbasis pada prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta peningkatan akses terhadap
layanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Selain itu, pembangunan kawasan
perckonomian yang berkelanjutan juga menjadi fokus, dengan memperhatikan penggunaan
lahan yang bijaksana dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini,
Kabupaten Buton dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat dan menjaga
keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

H. Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan

Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton
melalui optimalisasi dalam sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan pembangunan. Hal
ini mencakup koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan
untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan saling
mendukung dan tidak tumpang tindih. Relevansi pembangunan harus sesuai dengan
kebutuhan dan potensi lokal Kabupaten Buton, serta bersifat inklusif untuk memastikan
bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Keberlanjutan pembangunan
diperlukan untuk memastikan bahwa pencapaian-pencapaian pembangunan yang telah diraih
dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Dengan melakukan hal ini, Kabupaten Buton dapat memaksimalkan potensi pembangunan
mereka secara holistik dan berkelanjutan.
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S5.1.2. Periode II (2030-2034) : Akselerasi Transformasi: “Penguatan Mutu SDM yang
Unggul dan Berbudaya Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

A. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan Sosial

Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan
bekeadlian sosial, pada tahap kedua melalui percepatan pembangunan SDM yang cerdas
dan sehat mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
dengan fokus pada kecerdasan dan kesehatan. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan
yang berkualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata. Tujuannya adalah
menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan yang
memadai untuk bersaing dalam era globalisasi, sambil memastikan adanya kesetaraan dan
keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan SDM yang cerdas dan sehat menjadi pondasi
bagi transformasi sosial yang berkelanjutan dan inklusif,

Selain itu, percepatan pengentasan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera dan
berkeadilan adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan
melalui peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, akses kesehatan yang merata
perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, adil, dan
sejahtera. Pada tahap kedua, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton diproyeksikan
mencapai 72,80, Tingkat kemiskinan mencapai 9,56 dan Rasio gini sebesar 0,303.

B. Mewnjudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif dan Adaptif

Pada tahap kedua, mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan
adaptif di Kabupaten Buton dengan melalui percepatan kinerja sektor ekonomi unggulan
daerah berbasis pemanfaatan SDA merupakan strategi yang mengandalkan potensi alam
suatu daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya ini adalah
mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
berdasarkan pada SDA yang tersedia. Kemudian, dapat dilakukan peningkatan nilai tambah
dalam pengolahan dan manufaktur produk-produk yang berasal dari SDA, sehingga dapat
menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Pembangunan
infrastruktur pendukung, seperti transportasi dan energi, juga penting untuk memfasilitasi
distribusi hasil-hasil ekonomi dari sektor-sektor unggulan tersebut. Selain itu, pemberdayaan
masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan menjadi
kunci, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan
kapasitas SDM. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara efektif, diharapkan dapat
tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan
lingkungan dan pasar, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap pengelolaan
sumber daya alam yang dimiliki.

Selain itu, untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan
adaptif di Kabupaten Buton percepatan pembangunan ekonomi unggulan daerah berbasis
inovasi hijau dan teknologi bersih adalah upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi
yang berfokus pada penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik inovatif yang
berkelanjutan. Hal ini melibatkan penerapan teknologi hijau dan bersih dalam berbagai sektor
ekonomi, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan,
dan industri manufaktur yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dengan
mempercepat pengembangan sektor-sektor ini, diharapkan dapat tercapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, dalam
meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Pada tahap kedua, target indikator utama
pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi 4,94; PDRB per kapita 54,33 dan
Tingkat pengangguran terbuka 2,24.
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C. Mewnjudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik di Kabupaten Buton
diwujudkan melalui akselerasi kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel
dengan pelayanan publik yang berkualitas. Adanya regulasi dan tata kelola yang adaptif
dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, tercipta tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan berlandaskan pelayanan terhadap masyarakat.
Optimalisasi kinerja sumber daya manusia di lembaga pemerintahan, penguatan mutu SDM
dan tata kelola pemerintahan saling terkait dalam menciptakan kondisi yang kukuh untuk
pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dan investasi dalam
pengembangan SDM yang unggul menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah
dalam kancah global.

Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang baik mengoptimalkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Dengan menggabungkan aspek penguatan mutu SDM yang unggul dan
tata kelola pemerintahan yang baik, tema ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di
mana SDM unggul menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif serta memastikan keberlanjutan sosial dan budaya suatu daerah. Pada tahap kedua,
target Indeks reformasi birokrasi yaitu 72,93.

D. Mewujudkan Keamanan Wilayah, Demokrasi yang Berkualitas, dan Stabilitas
Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi
makro daerah Kabupaten Buton melalui percepatan kondusivitas wilayah yang aman,
damai dan demokratis adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan
kondusif bagi pembangunan. Ini melibatkan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan
dan ketertiban wilayah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis,
serta memperbaiki iklim investasi dan ekonomi. Melalui upaya percepatan dalam menciptakan
lingkungan yang aman, damai, dan demokratis, diharapkan dapat tercipta kondisi yang
mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan
kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

E. Mewnjudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton melalui upaya
akselerasi pembangunan sosial budaya masyarakat berwawasan lingkungan hidup dan
tahan bencana adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat
terhadap tantangan lingkungan dan bencana. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti
pendidikan lingkungan, promosi keberagaman budaya, penguatan infrastruktur tahan
bencana, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan mengakselerasi
pembangunan yang berfokus pada aspek sosial budaya dan ekologi, diharapkan dapat
menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan
lingkungan dan ancaman bencana.

F. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten
Buton melalui upaya percepatan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang
berkeadilan adalah strategi untuk menjamin bahwa setiap wilayah di kabupaten tersebut
memiliki akses yang sama terhadap pembangunan. Hal ini mencakup peningkatan
infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan listrik, pelayanan kesehatan dan
pendidikan yang merata, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di setiap daerah.
Dengan mempercepat upaya pemerataan pembangunan ini, diharapkan dapat tercipta
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keadilan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Buton, sehingga setiap individu
dan komunitas dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

G. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di
Kabupaten Buton melalui upaya akselerasi peningkatan aksesibilitas pembangunan,
sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan
publik adalah langkah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara menyeluruh. Hal ini
termasuk peningkatan aksesibilitas ke wilayah terpencil, pengembangan permukiman yang
layak, pembangunan kawasan ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur
pelayanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi umum. Dengan mempercepat
upaya dalam hal ini, diharapkan dapat diciptakan sarana dan prasarana yang tidak hanya
berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang
bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

H. Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan

Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton pada
tahap kedua, melalui upaya penguatan sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan
pembangunan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan
kebijakan pembangunan saling terkait, relevan, dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan
koordinasi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, serta memastikan bahwa
setiap langkah pembangunan memperhitungkan dampak jangka panjang dan
keberlanjutannya. Dengan memperkuat sinergitas dan kesinambungan, diharapkan dapat
tercipta pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang
lebih panjang.

5.1.3. Periode III (2035-2040) : Ekspansi Global “Pembangunan Infrastruktur yang
Berkelanjutan Sebagai Upaya Ekspansi Kapasitas Pembangunan”

A. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan Sosial

Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan
berkeadlian sosial di Kabuapten Buton melalui upaya pemantapan Sumber Daya Manusia
yang unggul adalah langkah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas individu dalam
masyarakat. Hal ini mencakup upaya-upaya seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas,
pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan promosi kesetaraan gender. Dengan
memantapkan SDM yang unggul, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi
tantangan global, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan yang lebih
merata dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.

Selain itu, untuk mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya
saing dan berkeadlian sosial di Kabuapten Buton dapat melalui upaya pemantapan
masyarakat yang sejahtera, merata dan berkesinambungan. Hal ini melibatkan upaya-
upaya didalamnya seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan sosial dan
ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan menciptakan masyarakat yang sejahtera
secara keseluruhan, memastikan distribusi yang merata dari manfaat pembangunan, dan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih
berdaya saing dan berkeadilan sosial. Pada tahap ketiga, Indeks pembangunan manusia
Kabupaten Buton diproyeksikan mencapai 74,50, Tingkat kemiskinan mencapai 7,64 dan
Rasio gini sebesar 0,298.
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B. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif dan Adaptif

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten
Buton melalui upaya penguatan kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah
langkah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi
semua lapisan masyarakat. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap
peluang ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan mempromosikan praktik
ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan memperkuat kondisi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kemakmuran yang merata dan berkelanjutan bagi
seluruh masyarakat.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang
tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton dapat melalui pemantapan pembangunan
ekonomi yang berkumalitas. Hal ini mencakup berbagai upaya seperti investasi dalam
infrastruktur yang memadai, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi inovasi dan teknologi, serta kebijakan
ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan memantapkan pembangunan
ckonomi yang berkualitas, diharapkan dapat tercipta fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan
ekonomi yang produktif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Pada
tahap ketiga, target indikator utama pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi
5,58; PDRB per kapita 59,83 dan Tingkat pengangguran terbuka 2,12.

C. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik di Kabupaten
Buton melalui upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis
transformasi tata kelola melalui upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih berbasis transformasi tata kelola adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mencakup
reformasi dalam sistem administrasi publik, peningkatan keterbukaan informasi, penegakan
hukum yang adil, dan pemberantasan korupsi. Dengan memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada tahap ketiga, target Indeks reformasi
birokrasi yaitu 78,98.

D. Mewujudkan Keamanan Wilayah, Demokrasi yang Berkualitas, dan Stabilitas
Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi
makro daerah Kabupaten Buton dengan upaya penguatan stabilitas ekonomi makro dalam
mewujudkan iklim investasi yang kondusif merupakan langkah untuk menciptakan
lingkungan yang stabil dan mendukung investasi. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga
stabilitas politik dan keamanan, memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum yang
berkualitas, serta memastikan keterbukaan ekonomi dan kebijakan fiskal yang sehat. Dengan
memperkuat stabilitas ekonomi makro, diharapkan Kabupaten Buton dapat menarik investasi
yang lebih besar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton dengan
penguatan pembangunan sosial budaya masyarakat berwawasan lingkungan hidup dan
tahan bencana merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga
keberlangsungan budaya, memelihara lingkungan hidup, dan meningkatkan kesiapsiagaan
terhadap bencana. Hal ini melibatkan pendekatan yang holistik dalam edukasi mengenai
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lingkungan, pelestarian warisan budaya lokal, serta pembangunan infrastruktur yang tahan
terhadap bencana. Dengan memperkuat pembangunan sosial budaya yang berwawasan
lingkungan dan tahan bencana, diharapkan Kabupaten Buton dapat menghadapi tantangan
ekologis dan sosial dengan lebih baik, sambil memastikan keberlanjutan dan keberagaman
dalam masyarakatnya.

F. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten
Buton dengan penguatan dan konsistensi pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan
yang berkeadilan merupakan langkah untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki
akses yang sama terhadap pembangunan. Hal ini mencakup upaya untuk menyediakan
infrastruktur dasar, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara di seluruh wilayah,
serta memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif dan
memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Dengan
memperkuat pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan, diharapkan
Kabupaten Buton dapat tercipta kemakmuran yang merata dan kesetaraan akses terhadap
pembangunan di semua wilayah.

G. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di
Kabupaten Buton melalui penguatan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan
yang berknalitas merupakan langkah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur
transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan teknologi informasi yang ramah lingkungan dan
memenuhi standar kualitas. Dengan memperkuat infrastruktur pembangunan yang
berkualitas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan di Kabupaten Buton yang lebih
nyaman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sambil meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan.

H. Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan

Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton dengan
pemantapan sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan pembangunan menuju Buton
Berjaya 2045 adalah upaya untuk mengoordinasikan berbagai program dan kebijakan
pembangunan agar saling mendukung dan berkelanjutan. Dalam hal ini melibatkan langkah-
langkah seperti penyelarasan prioritas pembangunan, pengembangan program yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat, serta perencanaan jangka panjang yang memperhitungkan
aspek keberlanjutan. Dengan memantapkan sinkronisasi, relevansi, dan keberlanjutan
pembangunan, Kabupaten Buton diharapkan dapat mencapai visi Buton Berjaya 2045 dengan
lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

5.1.4. Periode IV (2041-2045) : Perwujudan Buton Berjaya “Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial”

A. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan Sosial
Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan
berkeadilan sosial di Kabupaten Buton dengan mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
unggul adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas individu dalam masyarakat.
Dalam hal ini melibatkan investasi dalam pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan,
pemberdayaan ekonomi, serta promosi kesetaraan gender dan akses terhadap pendidikan.
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Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan
potensi mereka secara maksimal, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berdaya saing,
inklusif, dan adil secara sosial.

Selain itu, untuk mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya
saing dan berkeadilan sosial di Kabupaten Buton perwujudan masyarakat yang sejahtera,
merata dan berkesinambungan. Hal ini melibatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
akses terhadap layanan dasar yang merata, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dengan memastikan bahwa setiap individu dan wilayah memiliki akses yang setara terhadap
peluang dan sumber daya, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek
pembangunan, diharapkan Kabupaten Buton dapat mencapai transformasi sosial yang lebih
holistik dan berkelanjutan. Pada tahap keempat, Indeks pembangunan manusia Kabupaten
Buton diproyeksikan mencapai 76,49, Tingkat kemiskinan mencapai 5,34 dan Rasio gini
sebesar 0,290.

B. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif dan Adaptif

Mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten
Buton melaiui perwujudan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah
upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi semua lapisan
masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam hal ini melibatkan langkah-
langkah seperti memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, meningkatkan akses
terhadap lapangan kerja dan peluang usaha, serta mempromosikan praktik ekonomi yang
ramah lingkungan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Buton dapat mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat, dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan
adaptif di Kabupaten Buton juga dapat dilakukan melalui mewujudkan transformasi
ekonomi menuju ekonomi hijau yang tumbuh dan berkualitas. Hal ini mengacu pada
pengembangan sektor ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, seperti
energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata berkelanjutan. Dengan mengadopsi
model ekonomi hijau, diharapkan Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap keempat, target
indikator utama pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi 6,29: PDRB per
kapita 65,89 dan Tingkat penangguaran terbuka 2,00.

C. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Dalam mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik di
Kabupaten Buton pada tahap ketiga, dapat dengan melalui perwujudan transformasi tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mengenai hal tersebut berarti melakukan
reformasi dalam sistem administrasi publik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta
pemberantasan korupsi. Dengan mengadopsi praktik tata kelola yang baik dan bersih,
diharapkan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pada tahap keempat, target Indeks reformasi birokrasi yaitu
86,24.

D. Mewujudkan Keamanan Wilayah, Demokrasi yang Berkmalitas, dan Stabilitas
Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi

makro daerah Kabupaten Buton melalui upaya perwujudan pembangunan yang demokratis,

aman dan menjunjung tinggi hukum. Dalam hal ini mencakup memperkuat lembaga-

lembaga demokratis, menjaga stabilitas keamanan wilayah, serta menerapkan hukum secara
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adil dan transparan. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, keamanan, dan
keadilan hukum, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan
yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal maupun regional.

E. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton melalui upaya
perwujudan pembangunan sosial budaya masyarakat berwawasan lingkungan hidup dan
tahan bencana adalah upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi
tantangan sosial, budaya, dan lingkungan. Mengenai upaya tersebut melibatkan edukasi
tentang pentingnya lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, serta penguatan infrastruktur
dan pengetahuan untuk menghadapi bencana alam. Dengan memprioritaskan kesadaran
lingkungan dan keberlanjutan dalam pembangunan sosial budaya, diharapkan masyarakat
dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan ancaman
bencana.

F. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten
Buton dapat dengan upaya perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan
berkeadilan. Dalam hal tersebut dapat berarti untuk memastikan bahwa sctiap wilayah
memiliki akses yang setara terhadap pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, layanan
publik, dan peluang ekonomi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan
program pembangunan bersifat inklusif dan memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat
pedesaan dan daerah terpencil. Dengan memprioritaskan pemerataan dan keadilan dalam
pembangunan kewilayahan, diharapkan dapat tercipta kemakmuran yang merata dan
kesetaraan akses terhadap pembangunan di semua wilayah.

G. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan
melalui perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan yang berkualitas
adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang memenuhi standar kualitas tinggi sambil
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini melibatkan pembangunan
infrastruktur yang efisien dalam penggunaan sumber daya, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan infrastruktur yang berkualitas dan ramah
lingkungan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sambil
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

H. Mewujudkan Sinergitas dan Kesinambungan Pembangunan

Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton
melalui upaya perwnjudan sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan pembangunan
menuju Buton Berjaya 2045, adalah langkah untuk memastikan bahwa setiap inisiatif
pembangunan saling terkait, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam
jangka panjang. Dalam hal ini dapat melibatkan koordinasi antar berbagai sektor dan
tingkatan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan
mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan
memprkuat sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan pembangunan, Kabupaten Buton
diharapkan dapat mencapai visi Buton berjaya 2045 dengan lebih efektif memberikan manfaat
yang berkelanjutan bagi masyarakat. Misi, Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Jangka
Panjang Kabupaten Buton ditunjukkan pada tabel berikut :
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VISI : Terwujudnya Buton Sebagai Kawasan Industri yang Berdaya Saing,

Mewujudkan
Transformasi
Sosial Menuju

Tabel 5.1

Misi, Tema Pembangunan, dan Arah Kebijakan Jangka Panjang
Kabup

aten Buton

Berbudaya dan Berkelanjutan

Tema Tahap I
2025-2029
Pemenuhan Ekonomi
Berkelanjutan Dalam
Pengembangan
Perekonomian Sektor
Unggulan
Arah Kebijakan I

Pembangunan SDM yang
cerdas dan sehat

Tema Tahap II
2030-2034
Penguatan Mutu SDM
yang Unggul dan
Berbudaya Didukung
Tata Kelola
Pemerintahan vang
Baik
Arah Kebijakan II
Percepatan

pembangunan SDM
yang cerdas dan sehat

Tema Tahap III
2035-2040
Pembangunan
Infrastruktur yang
Berkelanjutan Sebagai

Upaya Ekspansi
HKapasitas
Pembangunan
Arah Kebijakan [II
Pemantapan Sumber
Daya Manusia yang
unggul

Maju,

Tema Tahap IV
2041-2045

Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat yang
Berkeadilan Sesial

Arah Kebijakan IV
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang
unggul

Pengentasan kemiskinan
menuju masyarakat
sejahtera dan
berkeadilan

Percepatan
pengentasan
kemiskinan menuju
masyarakat sejahtera
dan berkeadilan

Pemantapan
masyarakat yang
sejahtera, merata dan
berkesinambungan

Perwujudan masyarakat
yang sejahtera, merata
dan berkesinambungan

Pengembangan ekonomi
unggulan daerah

berbasis pemanfaatan

Percepatan kinerja
sektor ekonomi
unggulan daerah

Penguatan kondisi
ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan

Perwujudan
pembangunan ekonomi
yang inklusif dan

i e SDA berbasia pemantaatan berkelanjutan
Ekonomi yang = :
Tumbuh, Produktif Pengembangan ekonomi Percepatan | Pemantapan _ MEWUJL[("C&I:I )
dan Adaptif unggulfaq dae:ra'h B pembangunan ekonomi pcmbangunap ekonomi transfprmas: ckqnqm:
berbasis inovasi hijau unggulan daerah yang berkualitas menuju ekonomi hijau
dan teknologi bersih berbasis inovasi hijau yang tumbuh dan
dan teknologi bersih berkualitas |
Mewujudkan Peningkatan kinerja Akselerasi kinerja Pemantapan tata kelola | Perwujudan transformasi
Transformasi Tata | pemerintah daerah yang pemerintah daerah pemerintahan yang tata kelola pemerintahan
Kelola Menuju baik, bersih dan yang lebih efektif dan baik dan bersih yang baik dan bersih
Pemerintahan berorientasi pelayanan akuntabel dengan berbasis transformasi
yang Baik pelayanan publik yang tata kelola
berkualitas
Mewujudkan Meningkatkan Percepatan Penguatan stabilitas Perwujudan
keamanan wilayah, | kondusivitas wilayah kondusivitas wilayah ekonomi makro dalam pembangunan yang

yang aman, damai dan
demokratis

yang aman, damai dan
demokratis

mewujudkan iklim
investasi yang kondusif

demokratis, aman dan
menjunjung tinggi

stabilitas ekonomi hukum

makro daerah

Mewujudkan Pemenuhan Akselerasi Penguatan Perwujudan

Ketahanan Sosial pembangunan sosial pembangunan sosial pembangunan sosial pembangunan sosial

Budaya dan budaya masyarakat budaya masyarakat budaya masyarakat budaya masyarakat

Ekologi berwawasan lingkungan berwawasan berwawasan berwawasan lingkungan
hidup dan tahan bencana | lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan hidup dan tahan bencana

tahan bencana tahan bencana
Mewujudkan Pemenuhan pemerataan Percepatan pemerataan | Penguatan dan Perwujudan
Pembangunan pembangunan berbasis pembangunan berbasis | konsistensi pemerataan | pembangunan

Kewilayahan yang
Merata
dan Berkeadilan

kewilayahan yang
berkeadilan

kewilayahan yang
berkeadilan

pembangunan berbasis
kewilayahan yang
berkeadilan

kewilayahan yang merata
dan berkeadilan

Mewujudkan Peningkatan aksesibilitas | Akselerasi peningkatan | Penguatan sarana dan Perwujudan sarana dan
Sarana dan pembangunan, sarana aksesibilitas prasarana infrastruktur | prasarana infrastruktur
Prasarana yang prasarana permukiman, pembangunan, sarana pembangunan yang pembangunan yang
Berkualitas dan kawasan perekonomian prasarana berkualitas berkualitas
Ramah Lingkungan | dan infrastruktur permukiman, kawasan
pelayanan publik perekonomian dan

infrastruktur pelayanan

publik
Mewujudkan Optimalisasi dalam Penguatan sinkronisasi, | Pemantapan Perwujudan sinkronisasi,
Sinergitas dan sinkronisasi, relevansi relevansi dan sinkronisasi, relevansi relevansi dan
Kesinambungan dan keberlanjutan keberlanjutan dan keberlanjutan keberlanjutan
Pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan menuju pembangunan menuju

Buton Berjaya 2045

Buton Berjaya 2045
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Arah kebijakan memuat rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis. Arah
kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk
mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan
berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Arah kebijakan KLHS Kabupaten
Buton memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sedangkan arah kebijakan
RPJPD Kabupaten Buton memuat strategi dan implementasi pembangunan agar lebih
sinergi dan berkesinambungan untuk menuju terwujudnya kawasan industri yang berdaya
saing, maju, berbudaya dan berkelanjutan di Kabupaten Buton. RPJPD Kabupaten Buton
telah berpedoman pada rekomendasi KLHS Kabupaten Buton. Matriks keselarasan arah
kebijakan RPJPD Kabupaten Buton KLHS Kabupaten Buton sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Matriks Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Buton dan

Arah Kebijakan KLHS Kabupaten Buton
ARAH KEBIJAKAN RPJPD ARAH KEBIJAKAN KLHS
* Peningkatan kesehatan ibu dan anak,

keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi

* Percepatan perbaikan gizi masyarakat

* Meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

* Peningkatan pengendalian penyakit

* Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

* Penguatan sistem kesehatan dan
pengawasan obat dan makanan

Pembangunan, Percepatan, Pemantapan dan | * Meningkatkan akses pendidikan yang

Mewujudl Sumber Daya Manusia yang merata untuk semua lapisan masyarakat,
veitog, wikiat dan 1 :::!;i:l;kaidompﬂk yang rentan atau

* Menyediakan fasilitas pendidikan yang
aman, nyaman, dan memadai untuk
mendukung proses pembelajaran

* Membuat kurikulum yang inklusif,
mencakup keberagaman budaya, gender,
dan kemampuan, untuk memenuhi

* Mengembangkan program pendidikan
inklusif untuk anak-anak berkebutuhan
khusus sehingga mereka dapat belajar
dalam lingkungan yang mendukung

e Melakukan upaya khusus untuk
mengurangi kemiskinan melalui program-

program bantuan sosial, pelatihan
keterampilan, dan penciptaan lapangan
kerja

* Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
program-program bantuan sosial, seperti
Program Keluarga Harapan

* Meningkatkan pendapatan rumah tangga
dengan mendorong sektor ekonomi yang
berpotensi pertumbuhan

* Meningkatkan cakupan peserta jaminan
kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

* Memperluas jaringan fasilitas kesehatan
yang terjangkau dan berkualitas

Pengentasan, Percepatan, Pemantapan dan
Perwujudan masyarakat yang sejahtera,
merata dan berkesinambungan
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ARAH KEBIJAKAN RPJPD ARAH KEBIJAKAN KLHS
e Pengembangan, Percepatan, Penguatan | e Meningkatkan persentase tenaga kerja

dan Perwujudan pemanfaatan SDA,
pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan

e Pengembagan, Percepatan, Pemantapan
dan Mewujudkan transformasi ekonomi
menuju ekonomi hijau yang tumbuh dan
berkualitas

formal dengan mendorong pertumbuhan
sektor-sektor yang menawarkan pekerjaan
formal

Melakukan program pelatihan  dan

pendidikan untuk mengurangi
pengangguran, terutama di kalangan
pemuda

Memperkuat kemitraan dengan sektor
swasta untuk menciptakan lapangan kerja.
Meningkatkan promosi pariwisata dan

infrastruktur pariwisata untuk
meningkatkan jumlah wisatawan
mancanegara

Mengembangkan program pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan dalam sektor
pariwisata

Meningkatkan pendapatan lokal dan kerja
sama dengan masyarakat lokal dalam
pengembangan pariwisata

Membangun dan meningkatkan
infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
Meningkatkan ketahanan kota terhadap
bencana dan mengintegrasikan strategi
adaptasi perubahan iklim dalam
perencanaan dan pembangunan kota
Mendukung pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat
lokal, serta mendorong ekonomi berbasis
pada sumber daya lokal

Mendorong pengembangan ekowisata yang
berkelanjutan untuk meningkatkan
pendapatan daerah sambil mempertahankan
keanekaragaman alam.

Peningkatan kapasitas UMKM dan industri
kecil

Meningkatkan industrialisasi pengolahan
komeditas pertanian, perikanan, dan non
agro yang terintegrasi hulu-hilir

Peningkatan, Akselarasi, Pemantapan dan
Perwujudan  transformasi tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih

Meningkatkan, Percepatan, Peguatan dan
Perwujudan pembangunan yang demokratis,
aman dan menjunjung tinggi hukum

Mendorong partisipasi perempuan dalam
proses pengambilan keputusan politik
dengan mendukung keterlibatan perempuan
dalam pemerintahan dan kepemimpinan
politik

Pemenuhan, Akselerasi, Penguatan dan
Perwujudan pembangunan sosial budaya
masyarakat berwawasan lingkungan hidup
dan tahan bencana

Mendorong akses pendidikan yang setara
dan berkualitas bagi perempuan, termasuk
penghapusan hambatan-hambatan yang
mencegah partisipasi perempuan dalam
pendidikan

Meningkatkan akses perempuan terhadap
sumber daya ekonomi, tanah, dan
kepemilikan properti untuk meningkatkan
kemandirian ekonomi

Mengintegrasikan dimensi gender dalam
perencanaan anggaran dan kebijakan, serta
memastikan dana yang memadai untuk

program-program yang mendukung
kesetaraan gender.
Menetapkan dan mengelola kawasan

konservasi untuk melindungi ekosistem
daratan yang kritis dan keanekaragaman
hayati
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ARAH KEBIJAKAN RPJPD ARAH KEBIJAKAN KLHS
* Mengimplementasikan kebijakan

pengelolaan hutan yang berkelanjutan,
termasuk penanaman kembali, pelestarian
habitat, dan pengelolaan sumber daya hutan
secara bijaksana

Mengembangkan program restorasi
ekosistem dan lahan untuk memulihkan
area yang telah mengalami degradasi atau
kerusakan

Meningkatkan infrastruktur irigasi yang
berkelanjutan untuk mendukung pertanian,
mengelola air tanah, dan memastikan
ketersediaan air yang cukup untuk
ekosistem daratan

Menerapkan langkah-langkah perlindungan
dan pemulihan untuk menghentikan
kehilangan keanekaragaman hayati,
termasuk langkah-langkah untuk
melibatkan masyarakat lokal dalam upaya
konservasi

Memperkuat penegakan hukum dan sistem
pengawasan untuk melindungi ekosistem
daratan dari aktivitas yang merugikan
Pembentukan lembaga pengelola sumber
daya air yang efektif

Meningkatkan kualitas air sungai sebagai
sumber air baku dengan mengurangi
pencemaran dan menjaga keberlanjutan
ekosistem sungai

Mencapai kapasitas prasarana air baku
untuk melayani rumah tangga, perkotaan,
dan industri

Mendorong peningkatan produktivitas
pertanian  melalui  inovasi  teknologi,
perbaikan infrastruktur pertanian, dan
pemberdayaan petani
Mengimplementasikan praktik pertanian
berkelanjutan untuk melestarikan sumber
daya alam, termasuk tanah, air, dan
keanekaragaman hayati

Membangun sistem ketahanan pangan yang
kokoh, termasuk penyediaan cadangan
pangan dan manajemen risiko pangan
Melaksanakan program gizi masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola

Pemenuhan Percepatan, Penguatan dan
Perwujudan pembangunan kewilayahan yang
merata dan berkeadilan

makan schat dan gizi yang baik
Meningkatkan  infrastruktur  pertanian
seperti irigasi, jalan, dan sistem

penyimpanan untuk mendukung pertanian
yang berkelanjutan

Menetapkan kebijakan pemeliharaan dan
perbaikan rutin jalan dan jembatan

Peningkatan, Akselerasi, Penguatan dan
Perwujudan sarana dan prasarana
infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan
dan pembangunan baru

Optimalisasi pengelolaan sumber daya air
untuk encapai kapasitas prasarana air baku
untuk melayani rumahtangga, perkotaan,
dan industri,

Membangun infrastruktur air limbah dengan
sistem terpusat di lebih banyak kecamatan
untuk mengelola limbah dengan efisien dan
aman

Mengintegrasikan strategi
berkelanjutan dalam

pertanian
menghadapi
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ARAH KEBIJAKAN RPJPD ARAH KEBIJAKAN KLHS

perubahan  iklim dan meningkatkan
ketahanan petani terhadap bencana alam.

* Melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala terhadap sistem pendidikan untuk
menilai efektivitas kebijakan dan strategi
yang telah diimplementasikan

* Membuat rencana pemeliharaan jangka

Optialisasi, ksl petignatan, panje.mg dan mengalokasikan dana secara

perwujudan relevansi dan keberlanjutan . ll:d(::nm;ta:;un ketjasitiia.  antarpemerintah

pembangunan menuju Buton Berjaya 2045 lembaga swedaya m ¢ ‘e ‘@klitos
swasta dalam melibatkan semua pihak yang
terlibat dalam pengelolaan  ekosistem
daratan

» Menyusun rencana tata ruang yang terpadu
dan berkelanjutan

5.2. Sasaran Pokok Utama dan Penunjang Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045

5.2.1. Arah Pembangunan Tahun 2025-2045

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujan
pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan
nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah
pembangunan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

I[E-1 Kesehatan untuk Semua

IE-2  Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE-3  Perlindungan Sosial yang Adaptif

IE-4  Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

[E-5 Penerapan Ekonomi Hijau

[E-6 Transformasi Digital

IE-7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE-8  Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
IE-9  Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

IE-10 Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial
[E-11 Stabilitas Ekonomi Makro

[E-12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Keamanan Daerah

[E-13 Masyarakat Agamis dan Berkebudayaan Maju

IE-14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
IE-15 Lingkungan Hidup Berkualitas

[E-16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

IE-17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformais penurunan dari RPJPN 2025-
2045 dan RPJPD Provinsi 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional dan provinsi Sulawesi Tenggara, serta menggambarkan upaya transformasi yang
spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapaianya visi daerah.
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Adapung arah kebijakan transformasi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 yang mengacu
pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Arah Kebijakan Transformasi
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

| RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
|
i | Transformasi Sosial { 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan
I
|

| | pembudayaan perilaku hidup sehat.
' 2) Percepatan penanganan stunting serta percepatan
eliminasi penyakit menular di daerah endemis,
. . melalui pendekatan integrasi multisektor dan
| L rekayasa lingkungan habitat vektor. |
' 3) Penyediaan pelayanan rujukan serta pelayanan
' kesehatan bergerak (mobile health services),
khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda
| yang sesuai dengan karakteristik alam.
‘ . 4) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan |

yang didukung dengan pemberian bantuan /insentif
dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan

‘ | kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah |

sulit akses dan daerah afirmasi. i

'5) Pengembangan sistem telemedicines yang didukung |
| oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan

| ! dan ketenagakerjaan).

| ' 6) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk

. ' meningkatkan rata-rata lama sekolah dan

: | kualitasnya .

| ' 7) Mendorong partisipasi pendidikan tinggi sesuai

' dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian,
pertambangan, pcrika.nan pariwisata

' 8) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan

l meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang |
modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen |

| kualifikasi Strata-3.

9) 'i’erﬁng‘l‘{émﬁ kualitas serta kuantitas Sumber Daya
Manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan lapangan usaha.

' 10) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama
untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk
pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh
melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah
terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan

. penguatan sekolah terbuka.

1 1) Pembangunan ekosistem riset dan in inovasi, serta
: ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk
| memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

| 12) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada
' berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of
| _Things (loT).

' 13) Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan
dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial
adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi |

_ (Regsosek). |
' 14) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial |
ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan
penerima upah dan rentan, dan perlindungan
pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
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RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045

_Tnmbnnui

Arah Kebijakan Transformasi

:
|

15) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan
mengedepankan pembiayaan, SDM kesehatan, SDM
ketenagakerjaan, infrastruktur, regulasi dan institusi,

___ makro dan fiskal; serta daya saing. R
16) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi

i Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat

{___ maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.

| 17) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh |

' masyarakat terutama kelompok marginal antara lain |

| melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan '

sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan .

penerima upah dan rentan, dan perlindungan

| pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta

| bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

| 18) Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan
APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak

| untuk program perlindungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi, terutama melalui

| pemenuhan SPM sosial. S

19) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi
seluruh masyarakat terutama kelompok rentan,

| terutama untuk daerah yang menghadapi risiko :

! bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain

' upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi

. usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial

! daerah yang responsif, integrasi program

' perlindungan sosial daerah dengan program
pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan,

. pencegahan dan penanggulangan bencana, serta

. program terkait perubahan iklim.

! 20) Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk
perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur,
dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama
di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih .

' cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia)
dan penyandang disabilitas.

| 21) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk
terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan

i memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk

 daerah 3T. -

| 22) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau

[ sesuai dengan karakteristik wilayah. - ]

' 23) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah |

| daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam

i penyediaan perumahan.

.' WPenngbangan tcmogi dan kualitas sumber daya

i konstruksi dalam rangka penegakan standar |

' keandalan bangunan. .

==t T

—

Transformasi Ekonomi

' 1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri
berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan
perikanan berikut pengembangan teknologi dan '

| efisiensi rantai distribusinya. '

2) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk
pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan

, budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan

industri kemaritiman).

| 3) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging a

| sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan '

dan riset, serta manajemen sumber daya).
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No.

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 |

Transformasi

= Arah Kebijakan Transformasi

' 4)  Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru |

untuk pengembangan produk unggulan dalam

mendukung pengembangan wilayah.

' 5)  Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata 1
berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah |

konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan J

T

ekonomi (eco-tourism).

6) Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya
peningkatan diversifikasi ekonomi yang mk]umf

. Peningkatan produktivitas BUMD.

i_ ) Penerapan Teknologl Informasi dan Komunikasi (TIK)
dan inovasi untuk pengembangan komoditas

| unggulan. |

| 9) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan

|  wilayah. J

| 10) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, |
antara lain melalui pertanian regeneratif.

| 11) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi

. angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan,

: industri pengolahan hasil pertambangan,

| perkebunan, perikanan, pertanian dan panwisata

' 12) Pengembangan kawasan perkotaan dan wilayah yang
terintegrasi serta berkelanjutan berbasis karakter
wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung. ——

13) Penguatan sektor pertanian, peningkatan
produktivitas sektor perkebunan, serta
pengembangan industri pengolahan sebagai
penunjang ekonomi pembangunan IKN.

14) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas
unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan
kelembagaan, serta adopsi teknologi.

| 15) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai

industri domestik dan global, melalui peningkatan
akses ke sumber daya produktif (termasuk
pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi

[ dan kemitraan usaha.

16) Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri
LAGUNA da.n KAPOLIMU (Kapontori, Lasalimu),
Lasalimu Selatan, Pasarwajo, dan Wabula sebagai
‘ wadah industri pengolahan potensi unggulan daerah
. dalam mendukung perekonomian daerah |
i 17) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di
|
|
|

P
|
|
|

KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya
__ untuk pekerja. |
18) Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan '
perumahan. '
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J

Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi

' 19) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i

pemenuhan pasokan listrik rendah karbon
terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan
sumber energi tersedia; (i) pemanfaatan energi baru
dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran
pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan
listrik; (iv)] pengembangan dekarbonisasi pembangkit
fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi
pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem
interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan ,
keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan i
teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart
grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan |
upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) i
pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil
(isolated mini/micro-grid) untuk memperluas
penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi)
pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan ;
energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi |
rumah tangga dan sektor transportasi; (viii)
pengembangan penelitian dan pengembangan serta
kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat: dan
(ix) pengembangan skema pendanaan dan
pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran |
serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. |

e

20) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan

dalam rangka transformasi digital yaitu: (i)
penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya
memperluas jaringan broadband hingga menjangkau
ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan
pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui
upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
(utamanya untuk mendukung kawasan perairan
dalam membantu perekonomian nelayan dan
kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas
pendukung transformasi digital melalui upaya
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat,
menciptakan keamanan informasi dan siber serta
kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain
melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah,
dan tinggi, serta kepemimpinan digital.

Transformasi Tata Kelola

1)

Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses
praregulasi yang memadai di daerah.

)

' 3) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil

Peningkatan penataan keuangan daerah untuk
mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal,
serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan |
di Kabupaten Buton

(dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan

| ____pembangunan. ]

4)

5

—

6)

Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan '
publik masyarakat. o -
Pengembangan smart government serta penguatan
kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal
manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas
digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
Percepatan digitalisasi layanan publik dan
pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek
pemerintahan digital.
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RPJMD, sehingga dalam perumusannya RPJPD memuat indikator makro maupun
indikator impact. Sasaran pokok, indikator utama pembangunan serta target RPJPD
Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

5.2.1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing dan
Berkeadilan Sosial

Kabupaten Buton berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas SDM sehingga
terwujudnya masyarakat yang berdaya saing. Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi
akan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Terwujudnya hal tersebut maka
pemerintah daerah Kabupaten Buton perlu mewujudkan transformasi sosial masyarakat.
Sasaran pokok untuk dapat mewujudkan transformasi sosil menuju masyarakat yang
berdaya saing dan berkeadilan sosial sebagai berikut :

® Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM, sasaran ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam masyarakat,
mencakup upaya-upaya seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan
keterampilan, serta promosi inovasi dan pengembangan potensi individu. Dengan
memperkuat SDM, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tuntutan pasar
kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Sehingga dapat menicptakan SDM
Kabupaten Buton yang berkualitas dan berdaya saing.
¢ Terwujudnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Merata dan Berkualitas

Terwujudnya kehidupan layak masyarakat yang merata dan berkualitas, sasaran
ini berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu dan kelompok
masyarakat untuk menikmati kehidupan yang layak dan berkualitas, tanpa adanya
kesenjangan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut mencakup akses yang
merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta
peluang ekonomi yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Dengan mencapai sasaran
ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, stabil, dan sejahtera secara
keseluruhan.
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5.2.2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif dan Adaptif

Transformasi ekonomi dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia, jumlah angkatan kerja, dan peningkatan
pendapatan perkapita serta memperluas lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat
tumbuh produktif dan adaptif pada setiap perubahan. Perwujudan transformasi ekonomi
daerah dapat dimulai dari beberapa strategi yang mana seperti industrialisasi pengolahan
yang berbasis sumber daya alam secara massif di seluruh sentra produksi seperti
pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian dengan mementingkan hilirisasi produk
dari beberapa sektor tersebut.

Sasaran pokok diharapkan dapat membantu perwujudan trnasformasi ekonomi
yang tumbuh, produktif, dan adaptif sebagaimana dengan didukung beberapa indikator
utama pembangunan yang diukur dengan target di setiap indikator tersebut. Sasaran
pokok yang dapat mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif
dan adaptif sebagai berikut.

® Pemantapan Produktivitas Ekonomi Berbasis IPTEK dan Inovasi

Pemantapan produktivitas ekonomi berbasis iptek dan inovasi. Sasaran pokok ini
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan mengintegrasikan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Hal ini
mencakup penerapan teknologi informasi, pengembangan produk dan layanan inovatif,
serta pembangunan infrastruktur penelitian dan pengembangan. Dengan demikian,
diharapkan dapat tercipta ekonomi yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

® Menguatnya Kinerja Ekonomi Biru Didukung Transformasi Digital

Menguatnya kinerja ekonomi biru didukung transformasi digital. Sasaran pokok ini
menekankan pada peningkatan kinerja sektor ekonomi biru, seperti kelautan, perikanan,
dan pariwisata laut, dengan memanfaatkan transformasi digital. Hal ini mencakup
penerapan teknologi digital dalam manajemen sumber daya laut, pemasaran produk
perikanan, dan promosi pariwisata. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dalam sektor
ekonomi biru, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan
sektor tersebut.
® Terwujudnya Integrasi Ekonomi Daerah Dalam Ekspansi Pembangunan Berskala Nasional

Terwujudnya integrasi ekonomi daerah dalam ekspansi pembangunan berskala nasional. Pada
sasaran ini bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi daerah ke dalam pembangunan berskala
nasional. Hal ini mencakup peningkatan konektivitas infrastruktur antar daerah, harmonisasi
kebijakan ekonomi regional dengan kebijakan nasional, serta promosi investasi di daerah-daerah
potensial. Dengan memperkuat integrasi ekonomi daerah dalam skala nasional, diharapkan dapat
tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
® Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Terwujudnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pada sasaran
pokok ini bertujuan untuk mengembangkan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup pembangunan infrastruktur kota dan pedesaan,
pengembangan sektor ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat di kedua wilayah tersebut.
Dengan memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, diharapkan
dapat tercipta distribusi ekonomi yang lebih merata dan kesempatan yang lebih besar bagi semua
masyarakat.
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BAB V1
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton
memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun
2025-2045, merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah
daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahunan selama kurun waktu 2025-2045.

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Buton diharapkan
sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi
Tenggara. Visi Pembangunan Nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045
“Negara Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.
Penentuan visi ini berlandaskan pada : (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia,
meliputi : kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan
kekuatan maritim; (i) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan
periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi
cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100
kemerdekaan Indonesia. Mengingat bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daecrah terpilih setiap lima tahun, maka
RPJPD ini juga sekaligus menjadi koridor bagi calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang ditawarkan kepada
masyarakat.

RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah
dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode
berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 sebagai
berikut :

1. Kepala daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton) berkewajiban
melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam
RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan
pemerintah provinsi dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan
daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan
secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat
menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dan seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Buton, masyarakat dan swasta secara bersama-sama
mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu,
juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam
dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Buton.
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3. Pemerintah Kabupaten Buton dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan
RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan
menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.

4. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, Bappeda
berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ke
dalam RPJMD Kabupaten Buton sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan
lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan,
program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan
rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan
inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya
percepatan pembangunan di Kabupaten Buton.

5. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah
atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yvang melakukan
kegiatan di Kabupaten Buton serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai
bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten Buton untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD
Kabupaten Buton Tahun 2025-2045,

6. Pemerintah Kabupaten Buton melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045
diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari
upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buton oleh Bappeda Kabupaten
Buton.

7. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buton Tahun
2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk
mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang. Hal yang
dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD
guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
telah dipedomani.

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan
teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang
meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD
serta rancangan awal RPPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Buton mulai
menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten
Buton digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat
dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyusun RPJMD Teknokratik.

Tahun 2044 Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan menyusun dokumen
RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program calon kepala
daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilh yang dikoordinasikan oleh Bappeda
Kabupaten Buton sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046, Pemerintah
Kabupaten Buton berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau
dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
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Keberhasilan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada
komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
Buton. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah
pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan
dengan arah kebijakan dan sasaran pokok.

Pj. BUPATI BUTON
ttd.

LA HARUNA
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